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KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR KP-SKJ 31 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a.

Mengingat  : |

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029,
perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Neomor 89 Tahun 2008  tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194);

Peraturan Presiden < Nomor] 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan |(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan  Presiden Nomorng 80 Tahun 2025 @ tentang
Penyusunan Rencana Sitrategis: dan  Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan . . .

“TingkatRan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”



7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1402);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun
2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 1049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.

PERTAMA : Menetapkan Rencana  Strategis  Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya
disebut Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Sekretariat Jenderal ini.

KEDUA : Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM PERTAMA adalah dokumen perencanaan Sekretariat
Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025
sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KEDUA merupakan pedoman bagi setiap unit kerja
eselon II dalam penyusunan matrik kinerja dan rencana
pendanaan unit Eselon II yang dijabarkan menjadi rencana
strategis unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri.

KEEMPAT : Ruang lingkup Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, meliputi:

a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan
permasalahan;

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis;

c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka, Regulasi Kerangka
Kelembagaan, dan Manajeman Risiko;

d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan

e. Penutup.

KELIMA : Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029.

KEENAM : Program dukungan manajemen perhubungan di lingkungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun
Anggaran 2025-2029 mengacu pada Keputusan Sekretaris
Jenderal ini.

KETUJUH . ..



KETUJUH

Keputusan Sekretaris Jenderal
ditetapkan.

Ditet:
pada

SEKR
KEM]

ini mulai berlaku pada tanggal
apkan di Jakarta
tanggal 22 Desember 2025

' ETARIS JENDERAL
CNTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ANTONI ARIF PRIADI

NIP.

19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini dlsampaikan kepada:

e 00l

2

Menteri Perhubungan;

Wakil Menteri Perhubungan;
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan;

Ketua Mahkamah Pelayaran; dan
Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR KP-SKJ 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah untuk
menyusun perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang,
menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan disusun melalui
pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-
atas (bottom-up). Sebagai implementasi pendekatan teknokratik dalam
penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, telah disusun
Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan
Teknokratik RPJMN dilakukan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah
yang mengacu pada tahap pertama pembangunan dalam Rancangan Akhir
RPJPN Tahun 2025-2045.

Dari penyusunan RPJP 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai turunan
maka disusun Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan selanjutnya
disusun Renstra Sekretariat Jenderal yang mempunyai peran dan fungsi yang
penting dalam melaksanakan manajemen koordinasi dan fungsi teknis lainnya
di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun
2025-2029 dengan muatan materi Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029
berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan
alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh unit kerja pada lingkup Sekretariat
Jenderal.

Pada akhirnya nanti, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan Tahun 2025 - 2029 juga perlu melihat perubahan lingkungan
strategis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan atau reviu.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat
Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan
serta mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan Kementerian;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian
Perhubungan;



c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian;
Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum,;

f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara
dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
Tahun 2020-2024

1.1.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja

Peninjauan terhadap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan melalui
telaah dokumen dan tinjauan literatur (literature review). Sebelum melalui
proses analisis secara kualitatif, data atau catatan terkait perbaikan IKP
(IKP/IKK) dikelompokkan dalam satu matriks kerja yang berisi informasi
tentang: kendala yang dihadapi, penjelasan dan reviu atau catatan penunjang
lainnya.

Dari hasil evaluasi indikator kinerja yang telah dijabarkan dalam tabel berikut,
secara keseluruhan, ketiga Indikator Kinerja Program dan 25 (dua puluh lima)
Indikator Kinerja Kegiatan masih tetap dijalankan sebagaimana diamanatkan
dalam Renstra, namun demikian terdapat indikator kinerja yang memerlukan
penyempurnaan seperti penyesuaian target, perubahan manual IKU, usulan
peleburan indikator kinerja, usulan pencabutan Indikator Kinerja serta usulan
penggantian nomenklatur Indikator Kinerja.

Dari tinjauan Indikator Kinerja di atas, dapat disimpulkan rekomendasi untuk
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKP/IKK) Sekretariat Jenderal 2020 —
2024, yakni:

Tabel 1. 1 Rekomendasi Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKP/IKK) Sekretariat
Jenderal 2020 — 2024
Indikator Kinerja Rekomendasi

IKP1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri | Kajian ulang terhadap penetapan
Perhubungan Yang Mendapat Class | target atas Indikator ini.

Action Oleh Masyarakat Dibandingkan
Dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Yang Dikeluarkan/
Ditetapkan

IKP2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Diperlukan penyempurnaan manual

Sektor Transportasi IK yang disesuaikan dengan target
tahunanannya.
IKP3 Indeks Reformasi Birokrasi | Penyempurnaan Manual IK apabila

Kementerian Perhubungan kebijakan baru telah ditetapkan.




Indikator Kinerja

Rekomendasi

IKK2 | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian | Perlu adanya perubahan target sesuai
Perhubungan Masukan dari stakeholder melalui
kegiatan uji publik sangat diperlukan
dalam rangka meminimalisir gesekan
kepentingan pada saat implementasi
peraturan perundang-undangan
IKK4 | Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan | Penyesuain terkait Penghitungan
Meta Indikator
IKK5 | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal
IKK11 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang | Penyesuaian Penghitungan Manual
dan Jasa IKU berdasarkan Surat Edaran Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola
Pengadaan Minimal Baik Sebagai
Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks
Reformasi  Birokrasi tanggal 1
Desember 2021
IKK13 | Indeks Pengelolaan Aset Kementerian | Dapat direkomendasikan  untuk
Perhubungan menaikkan target tahunannya sebagai
bentuk peningkatan kualitas
IKK14 | Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat | pengelolaan aset.
Jenderal
IKK16 | Indeks  Kelembagaan  Kementerian | diusulkan diubah menjadi “Indeks
Perhubungan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi  Birokrasi Kementerian
Perhubungan”
IKK17 | Indeks Profesionalisme ASN | Penyesuaian terhadap IKK Indeks
Kementerian Perhubungan Profesionalisme ASN perlu adanya
perubahan target (penurunan nilai
target)
IKK18 | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN | Diusulkan dilebur menjadi 1 (satu)
Kementerian Perhubungan IKK yaitu Indeks Tata Kelola
IKK19 | Indeks Tata Kelola Manajemen ASN | Manajemen ASN berbasis Sistem Merit
Sekretariat Jenderal dan diusulkan perubahan targetnya
IKK20 | Indeks Merit System Kementerian
Perhubungan
IKK21 | Indeks Pelayanan Publik Kementerian | Perlu  dilakukan penyempurnaan
Perhubungan terhadap Manual Indikator meliputi:
definisi, sumber data, cara
menghitung, satuan, penanggung
jawab data dan target Kkinerja.

berdasarkan PM PANRB Nomor 17
2017
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik Terdapat perubahan
manual IKU pada IPP berdasarkan

Tahun tentang Pedoman




Indikator Kinerja Rekomendasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

IKK23 | Indeks Kepemimpinan Perubahan | Meskipun telah dilakukan beberapa
Kementerian Perhubungan upaya dan koordinasi dengan pihak
terkait dalam menyusun formulasi
penghitungan manual IKU, namun
pada kenyataannya IKP sulit untuk di
terapkan dalam lingkup Kemenhub
dalam waktu dekat.

Atas dasar pertimbangan tersebut,
BKIP mengusulkan IKP dihapuskan
dari Renstra Setjen 2020-2024 karena
sampai dengan saat ini masih belum
ada output dan outcome nya.

IKK24 | Indeks SPBE Kementerian | Usulan terhadap penyesuaian nilai
Perhubungan target di tahun 2022 s.d 2024
(penurunan nilai target)

IKK25 | Rekomendasi hasil investigasi | Dapat direkomendasikan  untuk
kecelakaan transportasi yang | menaikkan target tahunannya sebagai
ditindaklanjuti stakeholder bentuk peningkatan kualitas, bisa

dengan penetapan target yang
mendekati realisasi tahun terakhir
atau melebihi realisasi tahun terakhir

IKK26 | Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil | Dilakukan kembali penghitungan
putusan sidang Mahkamah Pelayaran reviu manual IK dengan
mempertimbangkan kasus yang
diputus bebas

1.1.2.2. Evaluasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2020-2024

Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, Indikator kinerja dan
indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 disusun dengan
mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 , dan belum
memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal
tahun 2020. Total indikasi anggaran Sekretariat Jenderal untuk 2020-2024
berdasarkan Renstra Setjen 2020-2024 adalah sebesar Rp4.350,84 Miliar.
Adapun perbandingan anggaran antara kerangka pendanaan terhadap Pagu
Indikatif dan pagu Alokasi yang lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 1. 2 Postur Anggaran Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

Kerangka . Gap Terhadap Pagu Alokasi
. Pagu Alokasi
Pendanaan Pada Pagu Indikatif
Program Tahun (DIPA) Renstra Thd Indikatif Thd
Renstra (Rp.)
Rp.) (Rp.) Alokasi Alokasi
(Rp.) (Rp.)
Dukungan
Manajemen 2020 709.300.000.000 | 831.561.483.000 | 709.317.971.000 -17.971.000 | 122.243.512.000

2021

743.880.000.000

716.034.248.000

716.034.249.000

27.845.751.000

1.000

2022

844.200.000.000

505.368.588.000

505.368.589.000

338.831.411.000

1.000

2023

956.350.000.000

541.154.855.000

541.154.856.000

415.195.144.000

1.000

2024

1.097.110.000.000

669.332.683.000

649.493.173.000

447.616.827.000

19.839.510.000

Sumber: Biro Keuangan, 2023

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pagu Alokasi yang ditetapkan setiap
tahunnya untuk Sekretariat Jenderal cenderung lebih rendah dari dari kerengka
pendanaan yang telah direncanakan maupun pagu Indikatif, nemun demikian,
capaian kinerja Sekretariat Jenderal tetap dapat dicapai dengan baik sesuai
dengan anggaran yang telah dialokasikan.

1.1.3. Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun

2020-2024

1.1.3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal 2020-2024

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Rencana Strategis
Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029 harus memperhatikan berbagai capaian
juga permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana
Strategis pada periode sebelumnya yaitu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 Kementerian Perhubungan mengalami
perubahan lingkungan strategis sehingga mengakibatkan adanya penyesuaian
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang dituangkan di dalam KP.135
tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan tahun 2020-2024. Capaian Kinerja organisasi Sekretariat
Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh biro dan pusat di
lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja
telah dilakukan pengukuran evaluasi kinerja secara berkala dan secara rinci
capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir
pada tabel di bawah ini.



Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SP)

SASARAN KEGIATAN
(SK)

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN (IKK)

SATUAN

CAPAIAN KINERJA

2020

2021

2022

2023

2024*

1.

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Kebijakan,
Regulasi dan Hukum

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Kebijakan,
Regulasi dan Hukum

1.1

Indeks Reformasi
Hukum
Kementerian
Perhubungan

Nilai

10

88,33

96,6

76,44

97,76

1.2

Indeks Kualitas
Kebijakan
Kementerian
Perhubungan

Nilai

68,62

50,8

50,8

90,63

90,63

Meningkatnya Kualitas
Transportasi yang
berkelanjutan

Menurunnya Emisi GRK
sektor transportasi

2.1

Persentase
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Sektor Transportasi
sebesar 5,13 juta
ton CO?2 pada tahun
2024

%

95,53

76,80

81,10

101,5

101,17

Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
yang Baik

Meningkatnya Birokrasi
Kementerian
Perhubungan yang
Bersih dan Akuntabel

3.1

Nilai SAKIP
Kementerian
Perhubungan

Nilai

74,8

75,53

77,21

78,85

78,85

3.2

Nilai SAKIP
Sekretariat Jenderal

Nilai

79,16

79,19

80,27

80,08

80,15

3.3

Indeks Pengawasan
Kearsipan
Kementerian
Perhubungan

Nilai

91,51

86,51

83,29

86,43

90,04

3.4

Indeks Pengawasan
Kearsipan

Sekretariat Jenderal

Nilai

N/A

86,51

85,09

89,16

82,08
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SASARAN STRATEGIS (SP)

SASARAN KEGIATAN
(SK)

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN (IKK)

SATUAN

CAPAIAN KINERJA

2020

2021 2022

2023

2024*

3.5

Indeks Maturitas
SPIP
Kementerian
Perhubungan

Nilai

3,693 | 3,474

3,486

3,382

3.6

Indeks Perencanaan
Kementerian
Perhubungan

Nilai

99,33

94,09 | 101,34

98,07

96,2

3.7

Indeks Perencanaan
Sekretariat Jenderal

Nilai

100

100 100

100

100

3.8

Indeks tata kelola
pengadaan barang
dan jasa

Nilai

58,8

76,25 | 76,80

79,65

79,16

3.9

Indeks Pengelolaan
Keuangan
Kementerian
Perhubungan

Nilai

98,72

92,96 | 93,62

94,64

92,31

Indeks Pengelolaan
Aset Kementerian
Perhubungan

Nilai

53,33

63,5 80

3,43

3,54

3.11

Indeks Pengelolaan
Aset Sekretariat
Jenderal

Nilai

99,98

76 83

3,90

3,98

3.12

Tingkat
Penyelenggaraan
Perkantoran

%

N/A

70,6 | 82,68

80,26

85,3

Meningkatnya
Kapabilitas

Indeks Kelembagaan

Kementerian
Perhubungan

Nilai

77,5

77,5 77,5

79,698

80,198
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SASARAN STRATEGIS (SP)

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA

SATUAN
(SK) KEGIATAN (IKK) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024*
SDM dan organisasi 3.14 | Indeks Sistem Merit
Kementerian Kementerian Nilai 0,65 0,65 0,77 0,73 0,74
Perhubungan Perhubungan
3.15 | Indeks Kualitas
Penyelenggaraan Nilai _ _ _ 26 110.8
Pembinaan JF ’
Transportasi
Meningkatnya Kualitas 3.16 | Indeks Pelayanan
Pelayanar? Publik Publik Kementerian Nilai 4.00 4.29 4.63 47 474
Kementerian Perhubungan
Perhubungan
Meningkatnya kualitas 3.17 | Reputasi Positif
layanan komunikasi dan Kementerian
informasi publik Perhubungan Nilai 43,63 | 84,36 88 84,35 83,71
kementerian
perhubungan
Meningkatnya 3.18 | Indeks SPBE
kapabilitas sistem Kementerian
informasi dan teknologi Perhubungan Nilai 4,42 2,84 3,33 3,71 4,6
Kementerian
Perhubungan
3.19 | Rekomendasi hasil
investigasi
. i kecelakaan o
Meningkatnya kualitas . Nilai 48,71 | 85,54 73,89 71,51 58,79
manajemen keselamatan tr.a.n sportas'1 . yang
. ditindaklanjuti
transportasi stakeholder
320 | Tingkat % 100 | 83,33 | 100 100 100
Pemanfaatan
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SASARAN STRATEGIS (SP)

SASARAN KEGIATAN
(SK)

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (IKK)

SATUAN

CAPAIAN KINERJA

2020

2021

2022

2023

2024*

Rekomendasi hasil
putusan sidang
Mahkamah
Pelayaran

Meningkatnya
kapabilitas kerjasama
dan Kemitraan
Kementerian
Perhubungan

3.21 | Kualitas
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Kemitraan
Kementerian
Perhubungan

Nilai

100

82

85

86

87

3.22 | Tingkat kualitas
pelaksanaan
investasi/
pembiayaan kreatif
penyediaan
Infrastruktur

Transportasi

Nilai

66,66

75
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Reviu Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKK) Sekretariat
Jenderal telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan perubahan
susunan organisasi serta penambahan IKU/pengurangan IKK. Dalam kurun
waktu 2020-2024 telah dilakukan reviu yang tercantum dalam KP 135 tahun
2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan Tahun 2020-2024. Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pada IKK 1.1, yaitu Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan,
Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan
mencapai nilai 10 dikarenakan Peraturan Menteri yang terkait Undang-
Undang Cipta Kerja yang merupakan deregulasi tidak dibahas di tahun
2020 karena menunggu implementasi dari Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil
reviu Renstra Setjen 2020-2024, tidak terdapat perubahan apapun,
sehingga target pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah
sesuai dengan target pada reviu Renstra;

Pada IKK 1.2 yaitu Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan,
adapun berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024, Indeks ini
mengalami penyesuaian target yang semula pada tahun 2023 dengan nilai
target 78 menjadi 60 dengan relaisasi melampaui target yaitu 90,3.
Sedangkan untuk target IKK 1.2 pada tahun 2024, semula 79 menjadi 60
dikarenakan Biro Hukum harus menentukan target kinerja bersama
dengan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) agar dapat mencapai target
yang ditetapkan;

Pada IKK 2,1 yaitu Indeks Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi.
Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024, terdapat penyesuaian
pada target yang mana sebelumnya 89,96% menjadi 89,86%
menyesuaikan pada Renstra Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 dan
telah melampaui target yang ditentukan yaitu 101,50%;

Pada IKK 3.1 yaitu Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan, berdasarkan
Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 pada Indikator Nilai SAKIP Kementerian
Perhubungan tidak terdapat perubahan, sehingga target pada Renstra
tetap dan pada setiap tahunnya dan terjadi peningkatan terhadap target
yang telah ditetapkan yaitu dengan target 78 dan realisasi 78,89;

Pada IKK 3.2 yaitu Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal berdasarkan Reviu
Renstra Setjen 2020 — 2024 pada Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal tidak
terdapat perubahan, sehingga target pada Renstra tetap yaitu dengan nilai
80 dan telah mencapai target dengan nilai 80,08;

Pada IKK 3.3 yaitu Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian
Perhubungan berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 pada Indeks
Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan tidak terdapat
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perubahan. Terjadi penurunan realisasi terhadap target pada tahun 2021-
2023 namun ini sudah cukup baik dan perlu perbaikan di masa
mendatang;

7. Pada IKK 3.4 yaitu Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal,
untuk justifikasi belum adanya pencapaian di tahun 2020 adalah sebagai
berikut:

a. Biro Umum belum memiliki tim penilai kearsipan independen karena
kegiatan yang sifatnya pengawasan kearsipan, hingga saat ini
dilaksanakan oleh ANRI;

b. Pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Unit Kearsipan II (di Sesban
dan Sesdit) di Kementerian Perhubungan, diawasi dan dinilai oleh
Unit Kearsipan I (dalam hal ini Biro Umum selaku Pembina Kearsipan
Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan) bersama-sama dengan
ANRI selaku Lembaga Kearsipan dan programnya baru akan
dilaksanakan pada tahun 2021 dan penilaian akan menjadi penilaian
2021 karena belum belum pernah dilakukan sehingga belum ada
hasilnya. Instrumen dan nilai pengawasan internal harus mendapat
persetujuan dan verifikasi oleh ANRI serta ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala ANRI;

c. Standardisasi penilaian untuk kegiatan pengawasan kearsipan
internal Kemeterian Perhubungan pada wusulan IKU Renstra
Sekretariat Jenderal juga dinilai terlalu tinggi mengingat kegiatan
baru akan dilaksanakan dan setelah berkoordinasi dengan ANRI
penentuan nilai target, instrumen penilaian dan hasil penilaian
kearsipan. Selanjutnya, berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 -
2024 pada Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal tidak
terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap serta
target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan target pada Reviu
Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target 92. Untuk
realisasi terhadap target belum mencapai yang telah ditentukan
meskipun sudah cukup baik namun perlu diperbaiki untuk
mendatang.

8. Pada IKK 3.5 yaitu Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan,
berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 pada Indeks Maturitas
SPIP Kementerian Perhubungan tidak mengalami perubahan apapun,
sehingga target pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah
sesuai dengan target pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu
dengan target 3,5 namun belum mencapai target yaitu dengan realisasi
3,48. Meskipun hal ini sudah cukup baik namun perlu perbaikan ke
depan;
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Pada IKK 3.6 yaitu Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 pada Indeks Perencanaan
Kementerian Perhubungan tidak terdapat perubahan apapun, sehingga
target pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah sesuai
dengan target pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan
target 84 dan realisasi 98,07,

Pada IKK 3.7 yaitu Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal.
Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 pada Indeks Perencanaan
Sekretariat Jenderal tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target
pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan
target pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target
84 dan realisasi 100;

Pada IKK 3.8 yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 -
2024 pada Indeks Tata Kelolan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian
Perhubungan tidak mengalami perubahan apapun, sehingga target pada
Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan target
pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target 75 dan
realisasi 79,65;

Pada IKK 3.9 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian
Perhubungan. Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024 tidak
terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap serta
target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan target pada Reviu Renstra
Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target 88,2 dan realisasi tiap
tahunnya selalu melampaui target yang ditentukan;

Pada IKK 3.10 yaitu Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024, IKK ini pada tahun 2023
mengalami penyempurnaan dimana target sebelumnya dengan nilai 65
berubah menjadi 2,90 namun telah mencapai target dengan realisasi
sebesar 3,43 per 31 Desember 2023 melalui penghitungan mandiri sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023, apabila
mengacu pada Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-
22/KN/KN.2/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian/Lembaga Tahun 2023
didapatkan hasil 3,5 untuk Indeks Pengelolaan Aset Kementerian
Perhubungan dikarenakan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara dan mutasi
tambah kurang barang milik negara rusak berat. Untuk justifikasi
perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan disebabkan karena terbitnya
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288 /KM.6/2023 tentang Indikator
Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023 yang mengatur
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mengenai acuan perhitungan Indeks Pengelolaan Aset
Kementerian/Lembaga;

.Pada IKK 3.11 yaitu Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan,

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024 di tahun 2023, Indeks
Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan mengalami penyempurnaan
dari target 77 menjadi 3 dan telah mencapai target tersebut dengan nilai
3,90 serupa dengan Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan,
perubahan target tersebut disebabkan karena terbitnya Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja
Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023 yang mengatur mengenai
acuan perhitungan Indeks Pengelolaan Aset Kementerian/Lembaga;
Pada IKK 3.12 yaitu Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran. Pada tahun
2020, belum terdapat penilaian dikarenakan instrumen penyusunan
penghitungan manual IKK masih dalam proses. berdasarkan Reviu
Renstra Setjen 2020 — 2024 tidak terdapat perubahan apapun sehingga
target pada Renstra tetap dan melampaui target pada setiap tahunnya;
Pada IKK 3.13 yaitu Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan,
berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 pada Indeks Kelembagaan
Kementerian Perhubungan tidak terdapat perubahan apapun, sehingga
target pada Renstra tetap. Meskipun pada tahun 2020-2022 belum
mencapai target yang ditetapkan namun pada tahun 2023 sudah
mencapai realisasi yang memenuhi target tersebut;

Pada IKK 3.14 yaitu Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan,
berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024, IKK ini mengalami
penyempurnaan  target (penurunan) dikarenakan = merupakan
penggabungan dari Indikator indeks profesionalitas ASN, Indeks Tata
Kelola Manajemen ASN dan Indeks Sistem Merit;

Pada IKK 3.15 yaitu Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF
Transportasi, merupakan Indikator Kinerja baru yang muncul seiring
dengan terbentuknya Pusbin JFT, sehingga capaian pada tahun 2023
tidak dapat dibandingkan dengan tahun — tahun sebelumnya;

Pada IKK 3.16 yaitu Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan,
berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 pada IKK ini tidak terdapat
perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap dan pada tahun
2023 telah mencapai realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan;
Pada IKK 3.17 yaitu Indeks Reputasi Positif Kementerian Perhubungan,
berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 — 2024 tidak terdapat perubahan
apapun, sehingga target pada Renstra tetap dan selalu melampaui target
pada setiap tahunnya;
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21.Pada IKK 3.18 yaitu Indeks SPBE Kementerian Perhubungan,
berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 - 2024 mengalami
penyempurnaan dimana target sebelumnya dengan nilai 3,9 menjadi
3,70;

22.Pada IKK 3.19 yaitu Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan
Transportasi yang Ditindaklanjuti Stakeholder, berdasarkan Reviu
Renstra Setjen 2020 - 2024 pada rekomendasi hasil investigasi
kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti Stakeholder tidak terdapat
perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap dan telah
mencapai realisasi melebihi target yang ditetapkan;

23.Pada IKK 3.20 yaitu Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan
Sidang Mahkamah Pelayaran, berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 -
2024 tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra
tetap;

24.Pada IKK 3.21 yaitu Indeks Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan
Kemitraan Kementerian Perhubungan, berdasarkan Reviu Renstra Setjen
2020 - 2024 tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target pada
Renstra tetap yaitu dengan nilai 86 dan dengan realisasi yang telah
mencapai target tersebut;

25. Pada IKK 3.22 yaitu Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/Pembiayaan,
Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPIT, Tingkat Kualitas Pelaksanaan
Investasi/pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi
memiliki target 66 pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 66,66. Dapat
disampaikan bahwa Indikator Kinerja Indikator Tingkat Kualitas
Pelaksanaan Investasi/Pembiayaan Kreatid Penyediaan Infrastruktur
Transportasi merupakan Indikator Kinerja baru yang muncul seiring
dengan terbentukan PPIT, sehingga capaian pada tahun 2023 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun — tahun sebelumnya.

1.1.3.2. Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2020-2024

Dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal, sudah disusun langkah-
langkah perencanaan yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun sebelumnya dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2020-
2024. Selanjutnya, disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi.
Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama periode Renstra 2020 — 2024
tentunya didukung oleh anggaran yang sebelumnya telah dirumuskan dalam
kerangka pendanaan pada Renstra sampai dengan ditetapkan sebagai DIPA.
Dalam pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal, terdapat penyesuaian
anggaran staehingga terdapat perubahan pada pagu anggaran dan realisasi
penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal dapat dijelaskan pada tabel
berikut:
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Tabel 1. 4 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2020 - 2024

Capaian
Program Tahun Pagu Awal Pagu Akhir GAP
(Rp.) (Rp.) Realisasi %
(Rp.)
I\D/Iglr{lg;%j:n 2020 709.317.971.000 | 597.504.566.000 | 111.813.405.000 | 589.863.661.979 98,72%
2021 725.806.134.000 | 552.285.662.000 | 173.520.472.000 | 550.354.137.840 | 99,65%
2022 505.368.589.000 | 485.122.849.000 | 20.245.740.000 482.886.870.598 99,54%
2023 541.154.856.000 | 565.881.458.000 | 24.726.602.000 563.156.449.888 | 99,52%
2024 649.493.173.000 | 662.596.418.000 | 13.103.245.000 636.991.280.674 | 96.14%

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Secara umum anggaran belanja Sekretariat Jenderal terdiri atas Belanja
Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Secara keseluruhan tahun 2020
sampai dengan 2022, penggunaan anggaran pada tingkat Sekretariat
Jenderal telah terserap dengan baik dan berada pada posisi diatas 95%.
Adapun rincian perjalanan anggaran Sekretariat Jenderal periode 2020 —
2024 dijelaskan sebagai berikut.

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2020

Pada tahun 2020 pagu awal Setjen adalah sebesar Rp. 709.317.971.000,-
(tujuh ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah) telah mengalami perubahan anggaran sehingga pagu
akhir menjadi Rp.597.504.566.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar
lima ratus empat juta lima ratus enam puluh enam ribur rupiah) terealisasi
sebesar Rp.589.863.661.979,- (lima ratus delapan puluh sembilan miliar
delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 98,72% (sembilan puluh
delapan koma tujuh puluh dua persen). Perubahan anggaran tersebut
dilakukan berdasarkan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020
perihal Langkah Lengkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA,;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor
KU.002/9/5/Phb 2020 tanggal 22 April 2020 perihal Usulan Revisi
Anggaran Dalam Rangka Penyesuaian Belanja TA.2020 di Lingkungan

Sekretariat Jenderal.

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2021

Sementara itu, pada tahun 2021, pagu anggaran awal Sekretariat Jenderal
dialokasikan sebesar Rp.725.806.134.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar
delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan terdapat
perubahan anggaran, sehingga pagu akhir menjadi Rp.552.285.662.000,-
(lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam
ratus enam puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.550.354.137.840,-
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(lima ratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga

puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 99,65%

(sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen). Perubahan

anggaran pada tahun 2021 dilakukan berdasarkan:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari
2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA
2021;

2. Surat Sekretariat Jenderal Nomor KU.003/1/2/ Phb 2021 tanggal 21
Januari 2021 perihal Perubahan APBN di Lingkungan Sekretariat
Jenderal TA 2021;

3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021
perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021;

4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian keuangan Nomor S-
453/AG/AG.3/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Pengesahaan Revisi
Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian perhubungan TA
2021.

Perlunya perubahan pagu di dasarkan karena beberapa alasan yaitu :

1. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan
program vaksinasi nasional, penanganan pandem COVID-19, dukungan
anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan
pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa
penghematan belanja K/L TA 2021;

2. Untuk memenuhi kebutuhan belanja Program Pemulihan Ekonomi
Nasional tersebut perlu dilakukan kembali refocusing anggaran belanja
K/L TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN TA 2021 sesuai dengan
proyeksi agar tersipta APBN yang prudent dan sustainable dan berasal
dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 sebagai tindak
lanjut dari PP No.63 Tahun 2021.

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2022

Dalam Pelaksanaan tahun anggaran 2022 terdapat kebijakan Automatic
Adjustment (pencadangan Anggaran) yang di alami oleh Sekretariat Jenderal.
Kebijakan Automatic Adjustment (pencadangan Anggaran) sendiri telah diatur
di dalam Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 202 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 2022, tepatnya
dalam pasal 28 ayat 2 huruf e, dimana yang dimaksud dengan “penyesuaian
Belanja Negara” adalah melakukan Pengutamaan penggunaan anggaran yang
disesuaikan secara otomatis (automatic adjustment), realokasi anggaran,
pemotongan anggaran Belanja Negara, dan/ atau pergeseran anggaran antar
program.
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Selama periode Tahun Anggaran 2022, Sekretariat Jenderal telah mengalami
2 (dua) kali Automatic Adjustment , 2 (dua) kali buka blokir yang disetujui
serta 1 (satu) kali penambahan anggaran diantaranya:

1. Sekretariat Jenderal mengalami 2 (dua) kali kebijakan Automatic
Adjustment dengan total Rp37.241.358.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua
ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

2. Sekretariat Jenderal mendapat persetujuan buka blokir AA sebanyak 2
(dua) kali dengan total Rp16.548.470.000,- (enam belas miliar lima ratus
empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Setelah mengalami AA dan buka blokir, pergeseran anggaran Sekretariat
Jenderal ke BA BUN menjadi Rp20.692.888.000,- (dua puluh miliar enam
ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan
rupiah);

4. Selanjutnya pada bulan November Sekretariat Jenderal mendapat
penambahan anggaran sebesar Rp447.148.000 (empat ratus empat puluh
tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

5. Setelah mengalami pergerakan anggaran, didapati pagu akhir Sekretariat
Jenderal adalah Rp485.122.849.000,- (empat ratus delapan puluh lima
miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan
ribu rupiah).

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2023

Dalam Pelaksanaan Anggaran Setjen Tahun 2023 didukung dengan alokasi
anggaran berdasarkan DIPA Nomor DIPA-022.01-0/2023 tanggal 30
November 2022 sebesar Rp541.154.856.000,- (lima ratus empat puluh satu
miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu
rupiah).

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami
beberapa kali penyesuaian baik melalui Automatic Adjustment, Buka blokir
AA, serta penambahan dan realokasi anggaran, sehingga sampai dengan 31
Desember 2023, pagu Efektif = Sekretariat Jenderal  menjadi
Rp565.881.458.000,- (lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus
delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Berikut
adalah rincian perjalanan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan
bulan Desember 2023:
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Tabel 1. 5 Pergerakan Anggaran Setjen Tahun 2023

No. Keterangan Jumlah (Rp)
1. | Pagu Awal (DIPA) Rp541.154.856.000
2. | Pagu Tanpa AA Bulan Juni Rp531.921.129.000
3. | Buka Blokir AA Tahap 1 Rp5.503.114.000
4. | Buka Blokir AA Rp531.020.000
S. | Realokasi Blokir AA ke BA BUN -Rp531.020.000
6. | Penambahan Belanja Pegawai Biro Umum Rp12.000.000.000
7. | Buka Blokit AA Tahap 2 Rp1.310.707.000
8. | Penambahan anggaran Komunikasi Publik Rp6.200.000.000
9. | Buka Blokir AA Rp1.888.886.000
10. | Realokasi Blokir AA ke BA BUN -Rp1.888.886.000
11. | Realokasi Anggaran Antar Unit E1 Rp6.200.000.000
12. | Penambahan Anggaran Belpeg Dari BA BUN Rp2.746.508.000

Pagu Efektif per Desember Rp565.881.458.000

Sumber: Biro Keuangan, 2023

Sampai akhir bulan Desember tahun 2023, realisasi kinerja Sekretariat
Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan
bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar
Rp565.881.458.000,- (lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus
delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar
Rp563.156.449.888,- (lima ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh
enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan
puluh delapan rupiah) atau 99,52% (sembilan puluh sembilan koma lima
puluh dua persen).

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2024

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang targetnya
tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal
Tahun 2024 terdiri dari 3 Indikator Kinerja Program serta didukung dengan
25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Unit Eselon II
Setjen didukung dengan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-
022.01-0/2023 yaitu sebesar Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat
puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh
puluh tiga ribu rupiah).

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami
beberapa kali penyesuaian dimana pagu awal Sekretariat Jenderal
berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-022.01-0/2024 tahun 23 November 2023
sebesar Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar
empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
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mengalami pergeseran anggaran untuk kekurangan belanja operasional
sebesar Rp5.302.432.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga
puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal
berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor S-218/AG-3/2024
tanggal 14 Maret 2024 menjadi Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima
puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima
ribu rupiah), kemudian terjadi pergeseran anggaran untuk memenuhi
kebutuhan belanja operasional sebesar Rp7.800.813.000,- (tujuh miliar
delapan ratus juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga pagu efektif
Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan Desember 2024 berdasarkan surat
DJA Kementerian Keuangan nomor S-648/AG/AG.3/2024 tanggal 9 Oktober
2024 dan nomor S-712/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi
Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus
sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Berikut
adalah rincian perjalanan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan
bulan Desember 2024:

Tabel 1. 6 Postur Anggaran Setjen Tahun 2024

No. Keterangan Jumlah (Rp)

1.
2. | Pergeseran Anggaran Pertama (14 Maret 2024) + 5.302.432.000
3. | Pergeseran Anggaran Kedua (9 Oktober 2024) +1.174.220.000
4. | Pergeseran Anggaran Ketiga (30 Oktober 2024) +6.626.593.000

Pagu Efektif per Desember Rp.662.596.418.000,-

Sumber: Biro Keuangan, 2024

Sampai akhir bulan Desember tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat
Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan
bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar dapat
dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar
Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus
sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) telah
terserap sebesar Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar
sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam
ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 96,14% (sembilan puluh enam koma
empat belas persen) sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar
Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga
puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 3,86% (tiga koma
delapan puluh enam persen) dari total alokasi anggaran.

Dari data di atas, dapat di ambil kesimpulan anggaran Sekretariat Jenderal
telah terserap dengan baik dan berada pada posisi rata - rata diatas 95%, hal
ini juga sejalan dengan capain kinerja Sekretariat Jenderal yang juga telah



-23-

dicapai dengan baik meskipun dalam perjalanannya telah mengalami
beberapa kali penyesuaian anggaran.

1.2. Potensi dan Permasalahan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-

2029

1.2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan yang menjadi faktor penentu dalam
penyelenggaraan bidang transportasi nasional dalam 5 tahun ke depan,
dilakukan melalui 2 (dua) pengelompokan, yakni: (1) perkembangan faktor
eksternal (di luar sektor transportasi, misalnya: sosial, ekonomi, politik, dlsb)
yang menjadi lingkungan strategis (strategic environment) yang akan
mempengaruhi kebutuhan dan arah pengembangan transportasi ke depan,
dan (2) perkembangan faktor internal (di dalam sektor transportasi, misalnya:
penyediaan jaringan dan kinerja pelayanannya) yang menjadi isu strategis
(strategic issues) di bidang transportasi yang harus diselesaikan dalam
perioda S tahun ke depan.
Potensi dan permasalahan Sekretariat Jenderal yaitu:
a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, membuka ketersediaan
dan akses informasi dari penyelenggara pemerintah kepada masyarakat
luas, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan hadirnya UU KIP, negara
menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam
proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik.
Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah
satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Undang-Undang
No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 serta Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.
IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan
Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait
implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan
Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara untuk
menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil)
hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik.
Komisi Informasi Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021
dengan Skor Nasional 71,37, Tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43,
Tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40 dan Tahun 2024 dengan Skor
Nasional 75,65.
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Cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik,
68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. perlu ada perhatian serius
terhadap dua provinsi yang masih berada pada situasi buruk yaitu
Maluku dan Papua Barat.

Nilai IKIP di 15 provinsi masuk ke dalam kategori di atas rerata nasional,
sedangkan 19 provinsi masuk ke dalam kategori di bawah rerata nasional
Hasil IKIP 2024 menunjukkan adanya upaya dari Badan Publik untuk
mengakselerasi ketersediaan informasi publik dan menyebarluaskannya
kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kanal informasi yang
tersedia.

b. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi
Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission sebagai salah satu
sasaran utama visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 1. 1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
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Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan
45,17% (2029)

Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76.49 (2025)
dan 77,20 (2029)
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Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045
sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Bcrdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan;

Indonesia akan menjadi negara dengan pendapaten per kapita setara
negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan
ketimpangan bcrkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting
di dunia Intemasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia
yang unggul, serta ncgara yang berkomitmcn menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan;

Transportasi Menyumbang sekitar 11,74% dari emisi GRK di Tahun
2022, di mana bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengambil
porsi sekitar 79% dari total.

Gambar 1. 2 Sektor Penyumbang emisi GRK di Tahun 2022
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Source: European Commission (2023) GHG Emissions of All World Countries 2023 Report

Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025-2029

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi
penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat
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mcnjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan
reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Transformasi digital merupalan elemen kunci mendorong birokrasi yang
transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi
kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti.

Gambar 1. 3 Prioritas Nasional 7
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d. Transformasi Digital Pemerintah
Terwujudnya kelembagaan yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel bagi
terwujudnya kolaborasi, penyelenggaraan agenda pembangunan nasional
dan percepatan transformasi digital.
Menteri Koordinator dan Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah,
manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital
nasional.
Dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital dilakukan melalui
pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator
atau Kementerian, dan lintas sektor dalam mendukung keterpaduan
layanan digital nasional sesuai bidang tugasnya.
Dampak efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagian dari strategi efisiensi:
a. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja;
b. Penghematan penggunaan sarana dan prasarana kantor;
c. Memperkuat kolaborasi antar unit kerja (share outcome, share output

dan share activities);

d. Bekerja lebih cerdas dan inovatif.
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Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona
integritas dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil
yang optimal, mendukung terwujudnya biroktasi yang lebih transpparan,
efisien dan berorientasi pada hasil.

Transformasi digital Pemerintah  dilakukan dengan memanfaatkan
fondasi yang sudah ada melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).

Capaian yang sudah dihasilkan penerapan Pemerintah Digital di
Indonesia terus meningkat, baik pada indeks mnasional maupun
internasional, berbagai inisiatif digital, seperti SatuSehat, Platform
Merdeka Mengajar, Kartu Prakerja, SIASN, Platform Pengadaan Nasional,
OSS, serta Unit digital inovatif, seperti Kemenkeu — CTO, Kemenkes —
DTO, PMO - Prakerja, LKPP - Gouvtech Procurement, Kemendikbud -
Govtech Edu dan lain-lain.

Upaya selanjutnya melalui pemanfaatan fondasi kebijakan dan tata kelola
untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital Pemerintah (Business
Continuity Management) yakni: penguatan kebijakan transformasi digital
Pemerintah, meningkatkan kualitas tata lelola dan manajemen
Pemerintah Digital, membangun kemampuan implementasi Pemerintah
melalui Integrasi/ interoperabilitas Layanan digital dan emerging
technology.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tata Kelola informasi dan komunikasi publik (IKP) memiliki peran
strategis dalam mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan. Penguatan tata kelola IKP menjadi salah satu sasaran
bidang komunikasi dalam RPJMN 2025-2029.

Transparasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang
efektif tidak hanya dilaksanakan melalui penyebaran masif informasi
tentang program-program prioritas pemerintah melalui media elektronik
dan media digital, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah serta pembangunan nasional, yang diharapkan
mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah serta
berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
(PIKP) memerlukan alat ukur yang terstandar, sistematis dan objektif.
Sejak tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang
Komdigi) telah melaksanakan survei nasional dengan topik: “Indeks
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)” yang bertujuan
mengukur kinerja PIKP dari sisi pemerintah pusat dan daerah sebagai
pengelola, dan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan IKP.
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Skor indeks PIKP berfungsi menunjukkan tingkat kinerja PIKP
pemerintah terutama dalam hal ketersediaan, penyediaan dan
penggunaan sumber daya pendukung pelaksanaan PIKP
(masukan/input), manajemen informasi dan komunikasi (proses),
penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap informasi dan pelayanan
informasi yang diterima (keluaran/output) serta pengaruh dan dampak
PIKP terhadap masyarakat (outcome).

Pengukuran Indeks dimaksudkan untuk menghasilkan estimasi tingkat
kinerja PIKP secara nasional. Sebagai alat ukur yang objektif, Indeks PIKP
diharapkan dapat membantu dan memberikan data sebagai bahan
pertimbangan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan dan program-
program pelayanan informasi dan komunikasi publik serta dalam
peningkatan koordinasi PIKP, baik diantara maupun antar instansi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, salah satu kegiatan yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu
menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan  program
pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional
yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan
Presiden setiap tahun.

Pengarusutamaan Pembangunan

RPJMN Tahun 2025-20'29 menggunakan lima pengarusutamaan
pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah
memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi
dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan
keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas
lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara
konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (iil Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan
Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam
seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah),
serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh non state actors.
Pengarusutamaan gender dan inklusif adalah upaya peningkatan
kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas dilaksanatan melalui strategi pengarusutarnaan
gender dan inklusi sosial (PUG dan inklusi sosial) dengan memberikan
kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak.
penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok
rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk rneningkatkan akses
seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendoronq mereka
berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan
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kebutuhan, terta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga
dapat merperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Strategi PUG dan Inklusi Sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh
di semua prionitas Nasional (PN) maupun non PN untuk mewujudkan
pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan
proses (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender
strategi di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan
Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban
ganda, subordinasi, marginalisasi dan stereotipe) menggunakan data
terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang relevan
baik kuantitatif maupun kuallitatlf: (b) analisis faktor penyebab terjadinya
ketimpangan gender di ranah keluarga, nmasyarakat dan pemerintah dan
(c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang
relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut.
Selanjutnya dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian
target kesetaraan gender, disusun straegi nasional/rencana
aksi/dokumen kebijakan strategi lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Bahaya Over Dimension Over Loading

Over Dimension adalah perubahan dimensi fisik truk, seperti menambah
panjang bak, menambah sumbu roda, atau meninggikan ruang muatan.
Sedangkan Over Loading adalah muatan yang dibawa truk melebihi batas
Muatan Sumbu Terberat (MST) yang ditetapkan.

Bahaya Truk ODOL:

1) Mengganggu stabilitas kendaraan;

2) Merusak jalan dan jembatan;

3) Meningkatkan jarak pengereman,;

4) Rawan pecah ban dan kecelakaan terguling;

5) Mengancam keselamatan pengendara lain.

Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL tidak sepenuhnya kesalahan
pengemudi, masih ada banyak pengusaha truk atau pemilik barang
memodifikasi kendaraan melebihi batas dimensi dan batas muatan
dengan alasan efisiensi dan menekan biaya produksi. Untuk itu
diperlukan penanganan serius terhadap kendaraan bermuatan berlebih
untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Penguatan sistem transportasi dan penegakan hukum yang lebih
konsisten untuk menjaga keselamatan publik, seperti uji tipe, uji berkala,
uji kelayakan kendaraan, pemeriksaan beban angkut dan cara
pengangkutan, serta pengecekan sistem manajemen keselamatan perlu
diterapkan secara rutin untuk memastikan kondisi kendaraan dan sistem
operasional yang aman (kebutuhan peningkatan kompetensi SDM
Perhubungan terkait pengujian kendaraan bermotor).
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Perlu juga diperhatikan pengaturan jam kerja pengemudi maksimal
delapan jam per hari.

h. Berbagai Kecelakaan Transportasi
Penyebab kecelakaan transportasi salah satunya faktor manusia (human
error), sumber daya manusia transportasi yang belum professional.
Pemerintah sebagai regulator memiliki peran sentral dalam mewujudkan
sistem transportasi yang efektif, efisien, aman, selamat dan
berkelanjutan.
Kebutuhan peningkatan pemangku Jabatan Fungsional Transportasi
yang handal, kompeten dan profesional.

1.2.2. Isu Stratetgis Tata Kelola Penyelenggaraan Transportasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024. kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai
aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yang
meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi,
Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas,
Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pada roadmap Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 setelah penajaman,
kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan 8 (delapan) area
perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan
(acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk
mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi
lain yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang perlu dipastikan
keberlanjutannya. Beberapa perbaikan aspek pemerintahan yaitu:
a. Manajemen perubahan
Pada area ini dengan indikator hasil dalam roadmap RB sebelum
penajaman adalah Indeks Kepemimpinan Perubahan dan setelah
dilakukan penajaman indikator ini tidak dilanjutkan;
b. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
Deregulasi kebijakan dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan.
Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah diminta untuk
mengelimasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat
perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini
senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan
deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan
investasi di Indonesia. Pada area perubahan penataan peraturan
perundangan/deregulasi kebijakan terbagi menjadi 2 indikator yaitu:
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1) Indeks Reformasi Hukum (IRH);
a) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi
pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan);
b) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
c) Penguatan system regulasi nasional lingkup instasi pemerintah.
2) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
a) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting
dan formulasi kebijakan;
b) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

Penataan Organisasi/Kelembagaan

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk
menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah
dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya
penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih
fleksibel dan langsung ke fungsional. Indikator dari Penataan
Organisasi/Kelembagaan indikator hasil sebelum penajaman adalah
Indeks Kelembagaan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini agar
disinergikan dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).

Penataan Tatalaksana

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk
mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik
di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional
akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses
bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan
tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah wajib
menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu,
instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai
data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir
duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi
pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada
peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik,
peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area
ini adalah Indeks SPBE, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks
Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset dan setelah
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dilakukan penajaman indikator Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks
Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset agar dilanjutkan,
disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.
Sistem Manajemen SDM

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituntut untuk
melaksanakan Sistem Merit sehingga tercipta ASN yang profesional,
berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi
jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta
jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian. Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan
agar kinerja kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja
organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui
perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta
pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja
pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Beberapa indikator hasil
sebelum penajaman adalah Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem
Merit, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan setelah dilakukan
penajaman indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN agar diintegrasikan ke dalam Indeks Sistem Merit.
Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
seluruh Kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai
dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan
efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus
dan tepat sasaran. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada
area ini adalah Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan dan setelah
dilakukan penajaman indikator dilanjutkan, disederhanakan dan
disinergikan.

Pengawasan

Penguatan Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu
pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi,
pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan
oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi
tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat
unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan monev. tindak lanjut hasil pengawasan dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Beberapa indikator
hasil sebelum penajaman adalah Maturitas SPIP dan Indeks Tata Kelola
Pengadaan Barang/Jasa dan setelah dilakukan penajaman indikator
Maturitas SPIP dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator yang ada di
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area penguatan akuntabilitas (IK Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan)
sedangkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dilanjutkan,
disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

h. Pelayanan Publik
Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik
dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan
atau yang disebut dengan pelayanan prima. Salah satu indikatornya
adalah indeks pelayanan publik dan dan setelah dilakukan penajaman
indikator ini dilanjutkan, dan disinergikan.
Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah dilakukan penajaman
mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam dua fokus yang
disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang
disebut dengan reformasi birokrasi general, serta fokus penyelesaian isu
hilir yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik.

1.2.2.1. Ketersediaan Sumber Daya

Untuk dapat menjalakan tata kelola penyelenggaraan bidang transportasi
yang lebih produktif dan menghasilkan stok infrastruktur dan jaringan
pelayanan yang memadai untuk menghasilkan konektivitas, pelayanan, serta
keselamatan dan keamanan transportasi nasional yang mampu mendukung
pembangunan nasional di segala bidang diperlukan penyediaan sumber daya
(khususnya SDM, pendanaan, dan sistem pendukung) yang berkualitas dan
memadai. Pada beberapa butir berikut ini disampaikan isu strategis dalam
penyediaan sumber daya bagi penyelenggaraan bidang transportasi.
a. Kecukupan jumlah dan kompetensi SDM transportasi
Isu mengenai kecukupan jumlah dan kompetensi SDM masih menjadi
latar belakang dari berbagai permasalahan di bidang transportasi.
Sampai dengan Desember 2025, Kementerian Perhubungan memiliki
jumlah pegawai sebanyak 57.509 (lima puluh tujuh ribu lima ratus
sembilan) orang yang tersebar di 9 (sembilan) unit kerja Eselon I dan 1
(satu) unit kerja Penugasan dengan komposisi sebagai berikut: (i) menurut
jenis kelamin (74,93% laki-laki dan 25,07% perempuan, (ii) menurut
pendidikan (S1/S2/S3/setara 39,21%, D1/2/3/4/setara 35,27%,
SD/SMP/SMA/ sederajat 25,52%), (iii) menurut golongan (Gol IV 6,21%,
Gol III 60,48%, Gol II 33,25%, Gol I 0,06%), (iv) menurut jabatan (JFT
13,07%, struktural 2,93%, Lainnya 84,01%).

Distribusi pegawai antar Unit Eselon I sangat tergantung dari jumlah UPT
dan jumlah Eselon II yang dimiliki, dalam hal Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut memiliki jumlah pegawai terbesar 20621 orang
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(35,86%), disusul oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebanyak
14833 orang (25,79%), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak
11519 (20,03%), dan BPSDM sebanyak 4971 orang (8,64%). Adapun
Ditjen Perkeretaapian, Sekjen, dan Pegawai yang Diperbantukan masing-
masing berkisar antara 2-4% terhadap total (sekitar 1000 orang),
sedangkan Itjen, BKT, dan BPTJ jumlah pegawainya hanya kurang dari
400 orang (sekitar 1% total).

Memperhatikan trend kebutuhan SDM Kementerian Perhubungan sesuai
tantangan ke depan diperlukan upaya untuk (i) memenuhi kebutuhan
SDM sesuai jumlah dan kompetensi berdasarkan Analisis Beban Kerja
(ABK), (i) menambah proporsi jumlah SDM yang memiliki sertifikat
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kebutuhan teknis operasional
di lapangan maupun skenario perampingan organisasi, (iii) meningkatkan
profesionalitas dan kompetensi SDM Kementerian Perhubungan melalui
diklat maupun bentuk peningkatan pengetahuan dan pengalaman
lainnya.

Pendanaan dan Pembiayaan Sektor Transportasi

Sebagaimana telah dibahas realisasi anggaran pemerintah melalui APBN
Kementerian Perhubungan rata-rata hanya sekitar Rp 35-40 Triliun per
tahun (66,40% dari kebutuhan yang direncanakan dalam Renstra 2020-
2024). Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden untuk Tahun Anggaran
2025 dan 2026 juga berdampak signifikan terhadap ketersediaan
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang telah direncanakan
maupun diarahkan.

Data PPP Book Bappenas 2024 menyatakan bahwa kemajuan
pelaksanaan proyek KPBU selama 2020-2024 dari rencana sebanyak 14
proyek dengan total nilai investasi sekitar USD 6504,6 Juta (Rp 97,57
Triliun) hanya 4 proyek yang sudah berhasil masuk tahap konstruksi
dengan total nilai investasi sekitar USD 1017,9 Juta (Rp 15,27 Triliun)
atau hanya 15,65%, sedangkan untuk 10 proyek lainnya masih dalam
tahap transaksi maupun penyiapan.

Dengan skenario pendanaan RPJMN 2025-2029 antara Pemerintah :
BUMN: swasta adalah 7,22% : 6,13% : 86,65%, maka idealnya rasio
investasi melalui KPBU setidaknya mencapai 15-20 % dari total, dan
melalui PINA minimal 70-75% dari total. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri bagi jajaran Kementerian Perhubungan untuk dapat menyusun
daftar (long/sort list), melakukan kajian kelayakan, serta menawarkan
proyek-proyek infrastruktur maupun pengembangan jaringan layanan
baru yang prospektif melibatkan pendanaan swasta.

Peran pemerintah Daerah juga diharapkan lebih besar dalam penyediaan
infrastruktur dan layanan transportasi sesuai kewenangannya masing-
masing, dimana sesuai ketentuan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2022
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tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan APBD minimal
40% (nett setelah dikurangi transfer dan pembiayaan) untuk menyediakan
infrastruktur pelayanan publik.

Sumber pendanaan dari endowment fund maupun carbon trading perlu
mulai diidentifikasi potensinya untuk membiayai proyek-proyek
infrastruktur transportasi yang relevan. Selain itu, sesuai amanat
Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan penerapan dana preservasi jalan maupun upaya untuk menerapkan
User Service Obligation (USO) pada moda selain jalan perlu juga
diperjuangkan penerapannya di masa datang.

c. Penerapan Teknologi di Bidang Transportasi
Menghadapi era Industri 4.0 serta dampak perubahan iklim, perlu
dilakukan pembaruan terhadap penerapan teknologi di bidang
transportasi, baik pada teknologi sarana prasarana maupun sistem
pendukungnya.
Perubahan teknologi dapat dimulai dari transisi untuk mengurangi
penggunaan BBM dengan memperbarui teknologi permesinan, yang
dilanjutkan dengan pemanfaatan otomatisasi untuk pengendalian dan
pengoperasian sarana, serta penerapan secara utuh teknologi dalam
pengelolaan jaringan menuju Intelligence Transport System (ITS). Perlu
disusun Grand Desain Transformasi Teknologi di Bidang Transportasi
untuk mengawal proses perubahan tersebut secara efektif dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta
kemandirian dan ketahanan nasional.
Pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas-tugas Kementerian
Perhubungan sebagai regulator di sektor transportasi juga perlu
mendapat perhatian tersendiri. Penggunaan teknologi surveillance akan
membantu proses akuisisi data, teknologi IoT (Big Data dan Cloud
Computing) akan sangat membantu mentransformasikan data menjadi
informasi bagi proses perumusan kebijakan. Kementerian Perhubungan
perlu mengembangkan dan mengintegrasikan sistem TIK yang ada saat
ini menjadi Decision Support System (DSS) yang handal dan akurat dalam
menyediakan informasi kebijakan.

1.2.3. Isu Prioritas

Dari berbagai isu strategis transportasi nasional yang disampaikan
sebelumnya, terdapat beberapa isu prioritas atau permasalahan utama (main
issues) yang akan menjadi fokus Kementerian Perhubungan pada perioda
2025-2029. Pemilihan permasalahan utama didasarkan pada 3 (tiga) kriteria
berikut:
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Responsive, merupakan respon terhadap permasalahan transportasi yang
sudah menjadi perhatian masyarakat (public concern);

Relevant, mendukung kebijakan, janji kampanye, dan prioritas Presiden/
Wakil Presiden khususnya yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029;
Impactive, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan
kinerja core business transportasi (konektivitas, pelayanan, keselamatan)
dan/atau manfaat kepada publik (ekonomi, sosial, lingkungan).

Berdasarkan kriteria tersebut dari sebanyak 25 (dua puluh lima) isu strategis
yang dimunculkan dalam RPJMN 2025-2029 dan dilengkapi pada Renstra
Kementerian Perhubungan 2025-2029, maka terpilih sebanyak 3 (tiga) isu
prioritas yang akan ditangani Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima)
tahun ke depan, yakni:

a.

Peningkatan Integrasi Transportasi

Permasalahan transportasi perkotaan dan logistik barang semuanya
berpangkal dari integrasi antarmoda transportasi yang belum paripurna,
sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada perjalanan rutin
masyarakat perkotaan dan distribusi barang pokok penting ke seluruh
wilayah NKRI.

Berdasarkan data Bappenas (2022) biaya transportasi merupakan
komponen dominan dari total biaya logistik nasional (jika di Tahun 2022
total biaya logistik sebesar 14,29% PDB, maka komponen biaya
transportasi sekitar 8,79% (61,55%). In-efisiensi integrasi pada simpul
transportasi berdampak pada penambahan biaya transportasi sekitar 20-
50%.

Di sisi lain, hasil survei BPS (2020) rata-rata biaya transportasi
masyarakat perkotaan mencapai 12,56% dari total biaya hidup (idealnya
menurut World Bank < 10%). Hal ini selain akibat kurangnya sediaan
angkutan kapasitas angkutan umum, juga disebabkan tingginya biaya
first-last mile (35-64% total) yang bisa lebih mahal dari angkutan
utamanya.

Diharapkan dengan peningkatan integrasi transportasi, biaya logistik
dapat diturunkan 2-3% dari PDB dan biaya transportasi publik dapat
ditekan hingga < 10%. Hal ini relevan dengan agenda RPJMN 2025-2029
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan penurunan
kemiskinan menuju 0%.

Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Perkotaan

Dalam 20 tahun ke depan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di
wilayah perkotaan menjadi 70%, hal ini akan berdampak terhadap
tingginya permintaan perjalanan di sejumlah kawasan perkotaan di
Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini kemacetan lalu lintas yang
terjadi di kawasan perkotaan sangat tinggi (Bandung masuk ke dalam 10
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kota termacet di dunia versi Tomtom Traffic 2025, dan Medan, Surabaya,
Palembang, dan Jakarta masuk 100 besar kota termacet di dunia).
Kemacetan lalu lintas tersebut umumnya disebabkan oleh masih
rendahnya tingkat penggunaan angkutan umum perkotaan (mode share
kurang dari 20%), sementara penyediaan kapasitas jaringan jalan belum
memadai (karena ruang jalan terbatas dan pemanfaatannya tidak
optimal).

Upaya pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di
Indonesia akan menjadi solusi utama dalam penyelesaian permasalahan
kemacetan yang harus didukung oleh kebijakan push and pull,
khususnya MRLL dan MKT yang tepat sasaran.

Penanganan Over Dimension Over Load (ODOL)

Permasalahan ODOL pada kendaraan barang sudah menahun. Indonesia
dengan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif dan pertanian yang
masih tinggi, cenderung menghasilkan pergerakan barang high-volume
and low-value dalam skala besar sebagai faktor pendorong utama
terjadinya ODOL selain belum baiknya integrasi antarmoda transportasi
dan belum berkembangnya transportasi multimoda.

Dampak negatif ODOL sangat signifikan terhadap (i) percepatan laju
perusakan jalan (kerugiannya mencapai Rp 43,4 Triliun/tahun), (ii)
peningkatan potensi terjadinya kecelakaan (30-40% kecelakaan di jalan
melibatkan truk ODOL), serta (iii) peningkatan kemacetan lalulintas di
sejumlah lokasi.

Penanganan ODOL sangat relevan dengan salah satu prioritas
Presiden/Wakil Presiden dalam penegakan hukum, serta diharapkan
mampu mendorong terciptanya efisiensi dalam sistem distribusi dalam
mendukung swasembada pangan dan energi, hilirasi sumber daya alam,
dan industrialisasi.

Pengaturan Transportasi Online

Fenomena transportasi online yang mulai berkembang di Indonesia satu
dekade lalu dan booming semenjak pandemi Covid-19, menyisakan
permasalahan terkait hubungan bisnis antara aplikator dengan mitra
online dengan sering munculnya keluhan tingginya potongan tarif yang
menyebabkan berkurangnya pendapatan.

Meskipun pengaturannya sebagai angkutan umum masih kontroversial,
namun Kementerian Perhubungan akan mengambil inisiatif untuk
membantu memberikan referensi pengaturan terkait batasan tarif, jumlah
armada, dan kelaikan sarana. Pengaturan transportasi online ini relevan
dengan janji Presiden/Wakil Presiden untuk memberikan kepastian
hukum untuk jenis layanan ini.
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Permasalahan terkait pengelolaan layanan transportasi berbasis
aplikasi/online akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan
dengan semakin dalamnya penerapan teknologi di bidang transportasi
pada era ekosistem baru penyediaan layanan transportasi.

1.2.4. Peluang dan Tantangan serta Penuangan Risiko

Efektivitas dampak, permasalahan kinerja, maupun kondisi infrastruktur

dan jaringan transportasi yang masih belum sepenuhnya optimal,

sebagaimana disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, pada dasarnya
merupakan resultan dari belum optimalnya kualitas tata kelola
penyelenggaraan bidang transportasi di Indonesia, dengan Kementerian

Perhubungan sebagai pengampu (sesuai amanat Perpres No 173 Tahun 2024)

dengan melibatkan Pemerintah Daerah, K/L terkait, serta pihak swasta dan

masyarakat.

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dalam tata kelola

penyelenggaraan bidang transportasi di Indonesia.

a. Belum Terpadunya Sistem Penyelenggaraan Transportasi Nasional
Sampai dengan saat ini, usulan Undang-Undang (UU) mengenai Sistem
Transportasi Nasional (Sistranas) belum ditetapkan. Diharapkan UU
Sistranas tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan setiap
moda transportasi secara terpadu, mulai dari aspek pengaturan,
pembinaan, pembangunan/pengembangan jaringan, pengoperasian dan
pengendalian, hingga pengusahaan.

Pada saat ini UU setiap moda transportasi memandatkan disusunnya
Rencana Induk yang saling merujuk satu dengan yang lainnya, namun
belum pernah dilakukan overlay antar masing-masing rencana. Selain UU
Sistranas, pemaduan pada level jaringan juga diperlukan untuk
memastikan terjadinya keterpaduan antarmoda dan efisiensi secara
keseluruhan, sehingga diperlukan adanya Rencana Induk Transportasi
Nasional (RITN).

Pengembangan jaringan transportasi perkotaan saat ini masih dilakukan
secara individual di setiap kawasan metropolitan, yang dimulai dengan
penyusunan dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dan
dilanjutkan dengan pengembangan jaringan angkutan massal perkotaan
sesuai skenario yang disepakati. Diperlukan adanya dokumen Rencana
Umum Nasional Transportasi Perkotaan (RUNTP) yang diharapkan dapat
mensinergikan penerapan strategi, skenario, teknologi dan ujungnya pada
sinergi investasi untuk optimalisasi pemanfaatan resource nasional.

b. Fokus Peran Pemerintah sebagai Regulator di Bidang Transformasi
Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah tertinggi dalam
penyelenggaraan bidang transportasi, berdasarkan UU diberikan mandat
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untuk berperan sebagai regulator dalam menjaga agar interaksi antara
Operator dengan User dalam sistem transportasi tetap saling
menguntungkan secara berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi
konektivitas, kualitas pelayanan, dan jaminan keselamatan dan
keamanan serta memberikan dampak positif bagi kemaslahatan publik
(termasuk non user), berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, dan
mendukung agenda pembangunan nasional di segala bidang.
Pelaksanaan fungsi Kementerian Perhubungan sebagai regulator
seringkali berbenturan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan
layanan transportasi yang saat ini masih bergantung pada pendanaan
pemerintah. Dengan sistem penganggaran pemerintahan yang sangat
kompleks dan berresiko saat ini, alokasi sumberdaya Kementerian
Perhubungan cenderung lebih difokuskan dalam penyediaan barang dan
jasa, sedangkan aktivitas untuk merumuskan regulasi dan kebijakan
serta mengendalikan pelaksanaannya di lapangan seringkali kurang
optimal.

Penanganan ODOL, OJOL/ ojek online, biaya logistik, keselamatan jalan,
tarif angkutan, transisi energi, disrupsi teknologi, dampak perubahan
iklim, dll, saat ini masih terkesan kalah cepat dibandingkan
perkembangan permasalahan di lapangan. Hal ini menuntut, agar jajaran
Kementerian Perhubungan kembali kepada khittah-nya sebagai regulator
dimana penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi lebih banyak
diserahkan kepada Swasta. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi dari
Presiden RI 2025-2029 di mana porsi investasi pemerintah di bidang
infrastruktur akan dikurangi dan pelibatan swasta ditingkatkan. Tentu
saja kebijakan ini membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan yang
tepat untuk memperbaiki iklim usaha di bidang transportasi.

RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024) telah mencanangkan perioda
pembangunan pertama (2025-2029) sebagai fondasi transformasi
nasional, di mana semua bidang pembangunan (termasuk transportasi)
harus melakukan perbaikan dalam tata kelola interaksi antar aktor
(regulator-operator-user-public) yang efisien dan efektif. Tantangan
penyelenggaraan bidang transportasi di tahun-tahun ke depan akan lebih
sulit dengan adanya kelangkaan energi, dampak perubahan iklim,
persaingan ekonomi, perubahan geopolitik, serta perubahan struktural
dalam bidang ekonomi yang didorong oleh perkembangan teknologi.
Tatakelola bidang transportasi harus mentransformasikan diri sehingga
lebih adaptif, agile, dan terbuka dalam menyongsong era digitalisasi.

Perluasan Sumber Pendanaan dan Pembiayaan
Skenario Pendanaan RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) telah
ditetapkan dengan proporsi pendanaan antara Pemerintah : BUMN :
swasta sebagai berikut 7,22% : 6,13% : 86,65%.



-40 -

Beban pendanaan Pemerintah Pusat diharapkan semakin berkurang
dengan adanya peningkatan alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah
sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengamanatkan agar
minimal 40% dari nett APBD dialokasikan untuk penyediaan
infrastruktur pelayanan publik (termasuk transportasi). Selain itu, UU
HKPD juga membuka peluang bagi adanya kerjasama investasi pusat dan
daerah, daerah-daerah, serta PHLN dan penerbitan obligasi untuk daerah.
Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui berbagai
variannya (diantaranya: BOT/BOO, Availability Payment (AP), kerjasama
pemanfaatan (KSP), kontrak O&M, dlsb) perlu digali sedalam-dalamnya
dengan tetap memegang teguh prinsip Value for Money diukur dari segi
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Peran BUMN dan swasta juga sangat diharapkan melalui skema PINA
(Pembiayaan Investasi Nonanggaran Pemerintah) di mana jalur masuk
investasi swasta umumnya melalui perizinan di bidang transportasi.
Setiap direktorat jenderal diharapkan dapat mengidentifikasi adanya
peluang investasi swasta dalam penyediaan prasarana, sarana, maupun
penyediaan layanan transportasi sesuai skema jaringan yang telah
direncanakan ataupun melalui inisiatif swasta murni yang dianggap
sejalan.

Penguatan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Penguatan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan
fungsi pada ekosistem global yang terus berubah cepat dan penuh
tantangan di masa datang.

Peran Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DJITM)
yang dibentuk di Tahun 2025 (sesuai Perpres No 173 Tahun 2024 dan PM
4 Tahun 2025) perlu segera dioptimalkan dengan pembentukan sejumlah
Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dapat melaksanakan tugas teknis
operasional di lapangan. Adapun UPT-UPT eksisting di Unit Eselon I
lainnya perlu dimaksimalkan perannya dalam penyediaan layanan publik
dan diupayakan agar dapat bertransformasi menjadi BLU (Badan Layanan
Umum) atau bahkan menjadi BUMN (berbentuk Perum ataupun PT).
Proses bisnis di setiap unit kerja maupun koordinasi antar organisasi
perlu disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan, di
mana proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat dan
akurat dibantu teknologi. Integrasi sistem database, SOP/perizinan
berbasis aplikasi, dan pemanfaatan secara ekstensif teknologi dalam
setiap tahapan kegiatan harus menjadi agenda utama dalam transformasi
proses bisnis dalam penyelenggaraan bidang transportasi.
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Peningkatan Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Sesuai RPJPN 2025-245 dari transformasi tata kelola, tema tahap 1
(2025-2029) adalah penguatan fondasi kelembagaan pemerintahan
diantaranya melalui peningkatan capaian kemajuan reformasi birokrasi
di semua K/L termasuk Kementerian Perhubungan.

Diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan di bidang keuangan dan
aset, manajemen kinerja dan pengelolaan risiko, peningkatan kepatuhan
internal,
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi
2.1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD) 1945 dalam alinea kedua disampaikan bahwa Visi Bernegara
Indonesia adalah: “Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat,
Adil dan Makmur”, dengan Misi Negara: (1) Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan
kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

Gambar 2. 1 Visi Indonesia Emas 2025-2045
ms M A S n Negara Kesatuan Repubik Indonesia
yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan
Berkelanjutan

(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Negara Kesatuan Repubik Indonesia yang memiliki ciri Nusantara serta
memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan
budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;

b. Bersatu: Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan adat
istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan
Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka
Tunggal Ika;

c. Berdaulat: Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara
kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk
mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara di wilayahnya;

d. Maju: Indonesia sebagai negara maji, ekonominya mencapai pisisi nomor
lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar
pada budaya Nusantara Indonesia menjadi negara berdaya, modern,
tangguh, inovatif dan adil.
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e. Berkelanjutan: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial,
keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta
tata kelola yang baik.

2.1.2. Visi Presiden 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045
yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Presiden dan Wakil
Presiden Periode 2025-2029 menetapkan Visi Presiden 2025-2029.

Gambar 2. 2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Bersama: Prabowo dan Gibran mengajak putra putri terbaik bangsa dari
semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama;

b. Indonesia Maju: Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang
dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo;

c. Menuju: Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas;

d. Indonesia Emas: Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045
atau lebih cepat.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama
seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan
fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk
mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.
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2.1.3. Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi Presiden dan Wakil
Presiden 2024-2029, Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting
dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara sesuai Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi selama
S5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil
Presiden menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Visi Kementerian
Perhubungan 2025-2029 yakni:

Gambar 2. 3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029

T .
T 17 Transportasi Maju

! menuju Indonesia Emas 2045

(Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029)

Penjelasan:

a. Transportasi maju merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan
Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025)
yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.
Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi
yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai
tambah secara berkelanjutan.

1) Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman,
selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara
terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI);

2) Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta
dapat diakses oleh semua golongan masyarakat;

3) Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien,
terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan
sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta
berdaya saing global;

4) Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan mampu
mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan
nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan,
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan
dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.
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b. Indonesia Emas 2045 merupakan bentuk dukungan sektor transportasi
terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-
2045 (UU 59/2024).

2.1.4. Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang
telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025), maka
ditetapkan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029
sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam PM 4
Tahun 2025 yaitu:

Gambar 2. 4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

-
l..‘ Terwujudnya Kualitas Tata Kelola
Anmi
.- Pemerintahan yang Baik? dalam mendukung

" Terwujudnya Transportasi Maju? menuju
Indonesia Emas 2045°%

(Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029)

Penjelasan mengenai Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

2025-2029 yakni:

a. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan tujuan hasil
yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai tugas dan fungsi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025).

b. Transportasi maju mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan
merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-
2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju
artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern,
handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara
berkelanjutan.

c. Indonesia Emas 2045 merupakan bentuk dukungan sektor transportasi
terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-
2045 (UU 59/2024).
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2.2. Misi

2.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Misi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1045

adalah:

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. Memajukan kesejahteraan umum;

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengejawantahkan misi bernegara tersebut untuk mencapai
Indonesia Emas 2045, RPJPN 2025-2024 menetapkan 8 (delapan) Misi
(Agenda) Pembangunan 2045.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi
(agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga)
kelompok yaitu:

a. Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu:

1) Transformasi Sosial, mewujudkan transformasi sosial untuk
mmbangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul,
dan berdaya saing;

2) Transformasi Ekonomi, mewujudkan transformasi ekonomi untuk
meningkatkan profuktivitas melalui peningkatan inovasi iptek,
ekonomi profuktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru,
pertanian, parwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga
kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital,
integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta
pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan;

3) Transformasi Tata Kelola, mewujudkan transformasi tata kelola untuk
membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

b. Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu:

1) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepeminpinan Indonesia,
memantapkan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan
kepeminpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi,
politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat
ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun
kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;

2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, memantapkan ketahanan
sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu,
keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan
lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik
antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial
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budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan
guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan
menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Implementasi secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Agenda Kerangka
Implementasi Tranformasi yaitu:

1)

2)

3)

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,
pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan
pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan
agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi
dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan
kepeminpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakterisitik masing-
masing wilayah

Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan
ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah
sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi

Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan, kesinambungan
pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang
diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta
pembiayaan pembangunan.

Gambar 2. 5 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan

(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)
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2.2.2. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 misi yang disebut
ASTA CITA. Perumusan ASTA CITA didasarkan pada semangat nasionalisme,
patriotisme, dan kebangsaan yang tinggi, serta komitmen untuk melayani
rakyat dengan sepenuh hati. ASTA CITA mencerminkan visi dan misi
PRABOWO dan GIBRAN sebagai pemimpin bangsa yang ingin membawa
Indonesia ke arah kemajuan, kesejahteraan dan kejayaan. Filosofi ASTA CITA
mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang dan
berkontribusi untuk mewujudkan ASTA CITA demi kemajuan Indoensia :

Gambar 2. 6 Delapan Misi (Asta Cita) Presiden 2025-2029

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

ASTA , ASTA Melanjutkan hilirisasi dan
CITA Memperkokoh ideologi Pancasila, CITA mengembangkan industri berbasis
demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). sumber daya alam untuk meningkatkan
1 nilai tambah di dalam negeri
Memantapkan sistem pertahanan keamanan
CITA negara dan mendorong kemandirian bangsa ASTA Membangun dari desa dan dari bawah
melalui swasembada pangan, energi, air, CITA untuk pertumbuhan ekonomi,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi pemerataan ekonomi, dan
hijau, dan ekonomi biru. 6 pemberantasan kemiskinan.

2
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
ASTA meningkatkan lapangan kerja yang ASTA Memperkuat reformasi politik, hukum,
CITA berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan birokrasi, serta memperkuat
mengembangkan industri kreatif serta pencegahan dan pemberantasan
3 7

mengembangkan agromaritim industri di korupsi, narkoba, judi, dan
sentra produksi melalui peran aktif koperasi penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Memperkuat pembangunan sumber daya ASTA
ASTA manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, CITA
CITA kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, 8
pemuda (generasi milenial dan generasi Z),
dan penyandang disabilitas.

h.

(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)
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Gambar 2. 7 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN)

T X)) o

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

C PRIORITAS NASlONALD C PRIORITAS NASIONAm

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan
hak asasi manusia (HAM). industri berbasis sumber daya alam untuk

meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
( PRIORITAS NASIONAL B

( prioRITAS NASIONALh
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalui Membangun dari desa dan dari bawah untuk
swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. dan pemberantasan kemiskinan.
( PRIORITAS NASIONAL B C PRIORITAS NASIONAL D
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan Memperkuat reformasi politik, hukum, dan
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di penyelundupan.

sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

( PRIORITAS NASIONAL B
( PRIORITAS NAS|°NALD Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam dan

budaya, serta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang
adil dan makmur.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi
milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menjadikan Astacita Presiden dan Wakil
Presdien 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka
menengah untuk Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional (PN) tersebut
merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita, dimana setiap
Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai
keberhasilan pembangunan dalam periode 2025-2029. Pengejawantahan
Astacita Presiden 2025-2029 menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN
2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.7.

2.2.3. Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan
bidang transportasi terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029
serta Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian
Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu
per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029
(Asta Cita), yakni:

a. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai

standarpelayanan dan keselamatan;
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b. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan
kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis
ekonomi hijau dan ekonomi biru;

c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan
terintegrasi secara kesisteman;

d. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan
transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan
keberlanjutan;

e. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung
hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama;

f. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi
dan terjangkau;

g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi
nasional;

h. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2.4. Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang
telah disesuaikan dengan Misi RPJMN 2025-2029, maka ditetapkan Misi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas

dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata

kelola Kementerian Perhubungan.

Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal

Sekrateriat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat

Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak

yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target

pencapaian, akuntabel dan memanfatakan kemajuan teknologi).

Penjelasan mengenai Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

2024-2029 yakni:

a. Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai
tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung
transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.

b. Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal
Sekrateriat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat
Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan
dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai
target pencapaian, akuntabel dan memanfatakan kemajuan teknologi).

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang
tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan
penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN
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berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan
manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan,
peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi
Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang
memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan
adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya
transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii)
proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan
integritas, (vi manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang
berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU
59/2024 RPJPN 2025-2045)

2.3. Tujuan

2.3.1. Tujuan Pembangunan Nasional 2045

Kedelapan misi (agenda) Pembangunan 2045 dalam RPJPN 2025-2045
dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan seperti
yang disampaikan pada Tabel 2.1. Dalam proses pencapaian misi,
dibutuhkan nilai-nilai ideal yang mendasari bagaimana misi tersebut
dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam
mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif,
ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia,
serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus
didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan
akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Tabel 2. 1 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045

Misi (8 Agenda) 17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045
Pembangunan 2045 (Indonesia Emas 2045)

Transformasi |Misi 1 IE1 Kesehatan untuk Semua
Indonesia Trapsformasi IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Sosial IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2 IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Transformasi IES Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi IE6 Transformasi Digital

IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3 [E9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan
Transformasi Adaptif
Tata Kelola
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Misi (8 Agenda) 17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045
Pembangunan 2045 (Indonesia Emas 2045)
Landasan Misi 4 IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh
Transformasi |Supremasi dan Demokrasi Substansial
Hukum, IE11 Stabilitas Ekonom Makro
Stabilitas dan | ;.. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya
Kepemimpinan Gentar Kawasan
Indonesia
Misi 5 IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Ketahanan [E14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan
Sosial Budaya Masyarakat Inklusif

dan Ekologi IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas

IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerangka Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Implementasi | Berkeadilan
Transformasi

Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Bekualitas dan Ramah
Lingkungan

Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan
Sumber: ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045
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2.3.2. Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan
keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (tujuan)
Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
seperti pada Gambar 2.8.

Gambar 2. 8 Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN
2025 2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045

) ®) 4)

Agenda Pembangunan

RPJMN 2025-2029 Arah -
rah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045 i kgl e
- - o
Prioritas ° ™ Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Supremasi Hukum, Stabilitas,
Nasional 1 tangguh, dan Demokrasi Substansial > dan kepemimpinan Indonesia

- Transformasi Digital
- Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
@ - Penerapan Ekonomi Hijau >) Transformasi Ekonomi
- Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional tangguh,
dan Demokrasi Substansial

o « Stabilitas Ekonomi Makro Supremasi Hukum, Stabilitas,
%‘. 7] Prioritas © « - Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya >> dan Kepemimpinan Indonesia
g~ Nasional 2 Gentar Kawasan

- Lingkungan Hidup Berkualitas

- Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

@ - Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim >) Ketahanan Sosial Budaya dan

Ekologi

@ Prioritas « Transformasi Digital
Navionais © @ - Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi >> Transformasi Ekonomi

- Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

= Kesehatan untuk Semua
@ - Pendidikan Berkualitas yang Merata >> Transformasi Ekonomi
- Perlindungan Sosial yang Adaptif

*
P t.
&Q-z- Navionaia © € Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi >> Transformasi Sosial
P Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Ketahanan Sosial
Masyarakat Inklusif >> Budaya dan Ekologi
.& Prioritas - Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi :
B2 Nasionals ©@ @ [ integrasi Ekonomi Domestik dan Global > Transformasi Ekonomi
i & Perlindungan Sosial yang Adaptif >) Transformasi Sosial
| Prioritas o
Nasional 6
e Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat i
¢ Pertumbunan Exonomi D TR ties) R
« Transformasi Digital
Transformasi Ekonom
. « Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi >) ;
- Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan > Transformasi Tata Kalota
A Prioritas o Adaptif
— Nasional 7
» Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional tangguh, 2:‘;;:;’:2“{::““"“
L ] dan Demokrasi Substansial > Ket (_m"n' ek indanesi
- Stabilitas Ekonomi Makro o P! onena
- Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Prioritas ° PR Lingkungan Hidup Berkualitas >) Ketahanan Sosial Budaya
Nasional 8 « Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dan Ekologi

(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan
penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan
kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan
intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita
sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun
2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi
RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk
mewujudkan Indonesia Emas 2045.
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2.3.3. Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029
dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-
2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun
2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC)
di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing
perspektif, yakni:
a. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian
sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)
Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan
externalities dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan
dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap
pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.

b. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya
saing (T.1)
Tujuan pada Level Customer Perspectives (CP) ini merepresentasikan
pelaksanaan Core Bussiness sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian
Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi
yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

c. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)
Tujuan pada Level Internal Business Process Perspectives (IBP) ini
mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (technical support) yang
dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis
proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang
berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh
pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasionalkan oleh SDM
transportasi yang kompeten.

d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)
Tujuan pada Level Learning and Growth Perspectives (LG) ini
menggambarkan kualitas dukungan manajemen (management support)
yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan
dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan  pertanggungjawaban  untuk
mewujudkan good and clean governance di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
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Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Perhubungan 2025-2025
dalam mencapai tujuan akan digunakan Indikator Tujuan seperti yang
disampaikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Level Tujuan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Perspective
Stakeholder | Tujuan (] (T.0): | Kinerja pada level Stakehoder Perspective
Perpective Terwujudnya nilai tambah | diukur
transportasi dalam | pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-
mendukung pencapaian | 2029)
sasaran pembangunan
nasional dalam RPJMN
2025-2029
Customer Tujuan 1 (T.1): IKT.1 Capaian kinerja penyediaan
Perspective Terwujudnya transportasi | layanan transportasi nasional (satuan %)

nasional yang handal,
inklusif, dan berdaya saing | Capaian Kinerja Penyediaan Layanan
Transportasi

Nasional (CKLTN)

CKLTN = (RRKTN/TRKTN + RTITN/TTITN
+ RIKMTN/TIKMTN + RTKTN/TTKTN)/4

* RRKTN = Realisasi Rasio Konektivitas
Transportasi

 Nasional

+ TRKTN = Target Rasio Konektivitas
Transportasi Nasional

* RTITN = Realisasi Tingkat Integrasi
Transportasi Nasional

o TTITN = Target Tingkat Integrasi
Transportasi Nasional

* RIKMTN = Realisasi IKM terhadap
pelayanan publik sektor

 transportasi

e TIKMTN = Target IKM terhadap
pelayanan publik sektor

 transportasi

* RTKTN = Realisasi Tingkat Keselamatan

Transportasi
» Nasional
o TTKTN = Target Tingkat Keselamatan
Transportasi
» Nasional
Internal Tujuan 2 (T.2) | IKT.2 Capaian kinerja penyusunan
Business Terwujudnya kebijakan | rekomendasi kebijakan dan peningkatan
Perspectives dan SDM transportasi yang | SDM transportasi (satuan %)

berkualitas
Capaian Kineja Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan dan

Peningkatan SDM Transportasi (CKKSTN)

CKKSTN = (RIKRKT/TIKRKT +
RCtransportasi/ TCtransportasi))/2
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Level
Perspective

Tujuan

Indikator dan Formulasi Perhitungan

* RIKRKT = Realisasi Indeks Kualitas
Rekomendasi Kebijakan

» Transportasi

* TIKRKT = Target Indeks Kualitas
Rekomendasi Kebijakan

» Transportasi

* RCtransportasi = Realisasi Peningkatan
Pemenuhan SDM

» Transportasi yang Kompeten

» TCtransportasi = Target Peningkatan
Pemenuhan SDM

» Transportasi yang Kompeten

Learning
and Growth
Perspectives

Tujuan 3 (T.3)
Terwujudnya tata

kelola Pemerintahan

yang berintegritas dan
adaptif di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

IKT.3 Capaian kinerja Reformasi Birokrasi
(RB) Kementerian Perhubungan (satuan %)

Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB)
Kementerian
Perhubungan (CKRBKP)

CKRBKP = (RIRBKP/TIRBKP)

* RIRBKP = Realisasi Indeks Reformasi
Birokrasi (RB)

« Kementerian Perhubungan

» TIRBKP = Target Indeks Reformasi
Birokrasi (RB)

» Kementerian Perhubungan

2.3.4. Tujuan Sekretariat Jenderal

2029

Sebagai penjabaran Visi

dan Misi

Kementerian Perhubungan 2025-

Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas

Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan,

ditetapkan 3 (tiga) tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan

dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) di mana setiap tujuan

merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

a. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam
Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)
Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan
externalities dari kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan,
yang berkaitan dengan transformasi tata kelola nilai tambah atau
dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional
(PN) dalam RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran strategis Kementerian
Perhubungan 2025-2029.

b. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan
Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)
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Tujuan pada Level Customer Perspectives (CP) ini merepresentasikan
pelaksanaan Core Bussiness sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung
transformasi tata kelola, dukungan teknis dan peningkatan kinerja
Kementerian Perhubungan.

Terwujudnya Good Goverment di lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan (T.2)

Tujuan pada Level Internal Business Process Perspectives (IBP) dan
Learning and Growth Perspectives (LG) ini menggambarkan kualitas
dukungan manajemen (management support) yang mampu disediakan
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan
tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi
Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi
dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi
sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfatakan kemajuan
teknologi).

Tabel 2. 3 Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Level Tujuan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Perspective
Stakeholder | Tujuan 0 (T.0): | Kinerja pada level Stakehoder Perspective diukur
Perpective Terselenggaranya pada tingkatan Kementerian Perhubungan yaitu
Penguatan dukungan secara langsung terhadap indikator
Transformasi Tata | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Kelola dalam | Perhubungan dan dukungan secara tidak
Mewujudkan  Tata | langsung pada indikator konektivtas dan integasi,
Kelola yang | pelayanan, keselamatan, kualitas rekomendasi
Berintegritas dan | kebijakan dan kompetensi SDM transportasi
Adaptif (T.0)
Customer Tujuan 1 (T.1): IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola
Perspective | Optimalnya Pemerintahan Kementerian Perhubungan
Dukungan
Manajemen dan | Tingkat Capaian Kinerja Tata  Kelola
Teknis guna Pemerintahan = (TCK-IKP1 + TCK-IKP2 + TCK-
] IKP3/3
Mewujudkan
Transformasi ~ Tata | . TCK-IKP1 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks
Kelola Kementerian Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan
Perhubungan + TCK-IKP2 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
« TCK-IKP3 = Tingkat Pencapaian Kinerja
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor
Transportasi
Internal Tujuan 2 (T.2): IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Dukungan
Business Terwujudnya Good | Manajemen Sekretariat Jenderal
Perspectives | Goverment di
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Level Tujuan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Perspective

lingkungan Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen

Sekretariat Sekretariat Jenderal = Dukman-Setjen

Kementerian

Perhubungan » Dukman-Setjen = Tingkat Pencapaian Kinerja
Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan
Sekretariat Jenderal

2.4. Sasaran
2.4.1. Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia
Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian seperti pada Gambar 2.9,

dimana:
Gambar 2. 9 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

)
e . .
b Pendapatan per kapita setara negara maju P Ie) :e“:('Skma" menurun dan ketimpangan
& erkurang
2025 2025
= g

GNI Per Capita (USD) 5.500- 5.520 30.300 Tingkat Kemiskinan (%) 70-80 0,5-0.8

Kontribusi PDB Maritim (%) 8,1 15,0 Rasio Gini (indeks) 0,379-0,382 0,290 - 0,320
Kontribusi PDB Manufaktur (%) 208 28,0 Kontribusi PDRB KTI (%) 214 28,5

Sumber: World Bank, BPS, Bappenas (diclah) Sumber: BPS, Bappenas (diolah)

Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia . . .
@i int':rnasiozal meningkatg A @ Q Daya saing sumber daya manusia memngkat‘

2025 2045 2025 2045
Baseline (Target) Baseline (Target)
Global Power Index (peringkat) (23‘;?3) 15 besar 0,56 0,73

Sumber: Pareto economics, Bappenas (diolah) Sumber: World Bank, Bappenas {diolah)

—
@ Intensitas emisi GRK menurun menuju
net zero emission ‘

2025 2045
Baseline {Target)

Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 38,6 93,5

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,49 83,00

Sumber: KLHS, Bappenas (diclah)

(Sumber: UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)

a. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju,
dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan
Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan
kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;

b. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang,
dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan
menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320;
dan ketimpangan antarwilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik
menjadi 28,5 %;
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c. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh
di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi
Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia,;

d. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat.
Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang
utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (Human Capital Index)
menjadi 0,73 pada Tahun 2045;

e. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero
emission, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan
pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas
emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
menjadi 83,00 di Tahun 2045.

Lebih detail untuk 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN
2025-2045 (IE), dan Sasaran Pembangunan dan indikatornya yang terkait

langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan
pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi
Kementerian Perhubungan

Sasaran Pembangunan terkait

G () Tugas Fungsi Kementerian

Baseline Target

Pembangunan (IE) Perhubungan 2025 2045
M1 IE2 Pendidikan 7. Persentase pekerja lulusan 66,79 75,00
Transformasi Berkualitas yang pendidikan menengah dan tinggi
sosial Merata yang bekerja di bidang keahlian
menengah tinggi (%)
M2 IE7 Integrasi 20. Biaya Logistik (% PDB) 13,5 8,0
Transformasi Ekonomi Domestik
ekonomi dan Global
M3 IE9 Regulasi dan 24. Indeks Materi Hukum 0,51 0,71
Transformasi tatg kelolg yang 25. Indeks Sistem Pemerintahan 3,12 5,00
tata kelola Berintegritas dan basis Elek I
Adaptif Berbasis Elektronik (SPBE)
26. Indeks Pelayanan Publik 3,68 5,00
27. Anti Korupsi
a. Indeks Integritas Nasional 74,52 96,99
b. Indeks Persepsi Korupsi 38 60
M5 Ketahanan | IE17 Resiliensi 44. Proporsi Kerugian Ekonomi 0,137 0,11
sosial budaya | terhadap Bencana Langsung akibat Bencana
dan ekologi dan Perubahan (%PDB)
Iklim -
45. Penurunan Emisi GRK (%):
a. Kumulatif 28,12 51,51
b. Tahunan 36,65 80,98
M7 Mewujudkan sarana dan Stok Infrastruktur terhadap PDB 46,0 62,0
prasarana yang berkualitas dan (persen)
ramah lingkungan

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045
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Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-
2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah
sebagai berikut:

a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6
Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB
terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5
Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi
Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi,
pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c, d, dan e Perpres
No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

2.4.2. Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang
terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan
dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang
diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan
lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029
merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas
2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara
umum disampaikan pada Gambar 2.10, susunan sasaran tersebut
berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan
nasional dalam RPJPN 2025-2029 (lihat Gambar 2.9).
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Gambar 2. 10 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian
sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

@ Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)

GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 % (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan
peringkat 29 (2029)

DDQG\‘: Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0%
(2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)

Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)
Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

B

Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan
0,59 (2029)

@ Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan
45,17% (2029)

Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025)
dan 77,20 (2029)

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN)
RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi
Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.5. Dalam RPJMN
Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program
Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang
ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai
koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat
pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
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Tabel 2. 5 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait

Tu

Prioritas Nasional (PN)

as dan Fun

Sasaran PN

si Kementerian Perhubun

Indikator PN Satuan

an
Baseline Target Target

2024 2025 2029
03-PN: Melanjutkan 01- 01-Stok % 43,00 | 46,50 | 48,50
pengembangan Terwujudnya |Infrastruktur (2019)
infrastruktur dan pengembangan | terhadap PDB
meningkatkan lapangan |infrastruktur
kerja yang berkualitas, |yang
mendorong berkelanjutan
kewirausahaan,
mengembangkan industri
kreatif serta
mengembangkan
agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi
04-PN: Memperkuat 01- 04-Persentase % 66,30 | 66,78 | 67,66
pembangunan SDM, Terwujudnya |pekerja (2023)
sains, teknologi, pendidikan lulusan
pendidikan, kesehatan, |perkualitas pendidikan
prestasi, olahraga, yang merata menengah dan
kesetaraan gender, serta tinggi yang
penguatan peran bekerja di
perempuan, pemuda bidang
(generasi milenial dan keahlian
generasi Z), dan menengah dan|
penyandang disabilitas tinggi
05-PN: Melanjutkan 02- 01-Biaya % PDB| 14,29 | 13,52 | 12,50
hilirisasi dan Terwujudnya |Logistik (2022)
mengembangkan Industri| peningkatan
berbasis sumber daya integrasi
alam untuk ekonomi
meningkatkan nilai domestik dan
tambah di dalam negeri |global
07-PN: Memperkuat 02- 01-Indeks Nilai 69,98 | 71,38 | 77,26
reformasi politik, hukum, | Terwujudnya |reformasi
dan birokrasi, serta birokrasi birokrasi
memperkuat pencegahan | pemerintahan |nasional
dan pemberantasan yang adaptif
korupsi, narkoba, judi dan melayani
dan penyelundupan

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional
(PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian
Perhubungan adalah sebagai berikut:
a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik

terkait dengan

tugas

Kementerian

Perhubungan

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5
Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
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b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan
fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan
sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun
2024 tentang Kementerian Perhubungan);

c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian
Perhuungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan
BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173
Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator
pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan
kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu
dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian
Perhubungan

i Target
Indikator Satuan Bassins E
2024 2025 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas
PP 03.01 |Jumlah perjalanan kereta api juta 0,86 0,92 1,03
perjalanan
PP 03.01 | On time performance persen 72,46 80 85
penerbangan (2023)
PP 03.01 |Peningkatan volume angkutan persen 5,6
laut (kumulatif angka dasar (kumulatif) (2023) 10 24
tahun 2022)
PP 03.01 |Jumlah penumpang angkutan juta 501 519 601
kereta api penumpang
PP 03.01 |Volume angkutan penyeberangan juta 11,5 11,60 12,20
kendaraan (2023)
PP 03.01 |Jumlah penumpang angkutan juta 685 850 950
perkotaan di 10 kota penumpang (2023)
metropolitan
PP 03.01 |Penurunan rasio fatalitas persen 53,68 65 73
kecelakaan jalan (2023)
PP 03.01 |Peningkatan pemenuhan SDM persen 85,5 85,0 87,0
transportasi yang kompeten (2023)
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
KP Panjang jalur KA yang beroperasi km 6.880 6.928 6.985
03.01.02 (kumulatif) (2023)
KP Jalur KA yang menggunakan persen 63 65 70
03.01.02 |persinyalan elektrik (2023)
KP Kondisi jalur KA sesuai standar persen 93,85 94 98
03.01.02 | Track Quality Index (TQI) kategori (2023)
1 dan 2
KP Pelabuhan yang ditingkatkan lokasi 72
03.01.03 |kapasitasnya (kumulatif angka (kumulatif) 86 142
dasar tahun 2020)
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1 T t
Level Indikator Satuan Baseline ELEE
2024 2025 2029
KP Penumpang angkutan laut ribu 1.444
03.01.03 |nonkomersil penumpang (2023) 1.637 2.022
KP Muatan barang angkutan laut ton 660.664
03.01.03 |nonkomersil (2023) 720.1241839.043
KP Tingkat keandalan kenavigasian persen 92,33
03.01.03 (2023) | 9184 | 95,57
KP Bandara yang dibangun dan lokasi 100 116 121
03.01.04 |dikembangkan (kumulatif angka (kumulatif) (2023)
dasar tahun 2020)
KP Jumlah layanan nonkomersil layanan 261 313 408
03.01.04 |angkutan udara penumpang dan (2023)
kargo
KP Persentase kepatuhan keamanan persen 80,58 77 81
03.01.04 |penerbangan (2023)
KP Pelabuhan penyeberangan yang lokasi 230 235 242
03.01.05 |beroperasi (kumulatif) (2023)
KP Terminal penumpang Tipe A yang lokasi 119 121 124
03.01.05 |beroperasi (kumulatif) (2024)
KP Lokasi rawan kecelakaan yang lokasi 179 534 S74
03.01.05 |ditangani (2023)
KP Pengembangan sistem angkutan Kota 6 10 20
03.01.06 |umum massal perkotaan (kumulatif) (2023)
(kumulatif angka dasar tahun
(2020)*
KP Ketersediaan angkutan umum juta penum- 1,4 1,42 1,56
03.01.06 |massal perkotaan berbasis pang/ hari (2023)
jalan**
KP Ketersediaan angkutan umum juta penum- 2,989 2,825 2,836
03.01.06 |massal perkotaan berbasis rel** pang/ hari (2023)
KP Tingkat lulusan SDM persen 92 95,00 97,00
03.01.07 |transportasi yang bersertifikat (2023)
kompetensi
KP Tingkat penyerapan lulusan persen 85,1 70 72
03.01.07 |pembentukan SDM transportasi (2023)
KP Biaya transportasi logistik pada persen 2,66 2,5 2,29
05.03.01 |angkutan darat selain angkutan
rel terhadap PDB***
KP Biaya transportasi logistik pada persen 1,02 0,96 0,87
05.03.01 |angkutan laut terhadap PDB***
KP Biaya transportasi logistik pada persen 0,89 0,84 0,77
05.03.01 |angkutan udara terhadap PDB***
KP Biaya transportasi logistik pada persen 0,04 0,03 0,03
05.03.01 |angkutan rel terhadap PDB***
KP Biaya transportasi logistik pada persen 0,1 0,09 0,08
05.03.01 |angkutan sungai danau dan
penyeberangan terhadap PDB***
KP Jumlah pelabuhan utama yang lokasi 6 7 12/ 07
05.03.01 |memenuhi standar (kumulatif)
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1 T t
Level Indikator Satuan Baseline ELEE
2024 2025 2029

KP Kinerja bongkar muat pada box/ship/ 21 31/ 50/
05.03.01 |pelabuhan utama petikemas jam (2023) 27,92 30,82

KP Jumlah bandara primer/utama lokasi 3 9 )
05.03.01 |yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif) (2023)

KP Volume angkutan barang juta ton 1.391 1.419 1.536

05.03.01 |transportasi udara pada bandara
primer/ utama

KP Indeks peningkatan SDM Indeks 110,1 85,00 87,00
05.03.03 |transportasi
Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

Keterangan:

* Instansi penghasil Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat
Jenderal Perkeretaapian) dan Pemda

** Instansi penghasil Kementerian PPN/Bappenas, karena melibatkan Pemerintah Daerah untuk
SAUM yang sudah handover dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sejak awal.

*** Diukur oleh Kementerian PPN /Bappenas dan Kemenko Ekonomi.

Untuk setiap indikator penugasan dari RPJMN 2025-2029 tersebut akan
diturunkan ke setiap Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II
sebagai pelaksana dari kegiatan terkait dengan indikator.

2.4.3. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan
sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran
dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup
tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun
2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Gambar 2.11 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran
strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap
Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada
RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian
Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka
dalam Gambar 2.11 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian
sasaran dan indikator pada PN3 dan PNS yang secara langsung terdapat
kontribusi dari core business Kementerian Perhubungan, serta dukungan
terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat
kontribusi dari supporting system Kementerian Perhubungan, maka untuk
PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang
dapat di-tagging sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya
dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional
(khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut,
penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta
pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.
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Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029
disampaikan pada Gambar 2.11. Struktur tersebut disusun dengan
pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang secara komprehensif telah
mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan
beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan.
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Gambar 2. 11 Peta strategi (Strategy Map) Kementerian Perhubungan 2025-2029

PERSPEKTIF TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN SASARAN
Kontribusi Bidang Transportasi terhadap pencapaian Sasaran sesuai Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029
'f o N\
/ \
/ 5 - PNG PN7 PN8 \
PN1 PN2 PN3 PN4 PNS ")
H ilai i I i M " M | !
STAKEHOLDER T.0 Terwujudnya nilai tambah transportasi : Seruckeh o ; Melanjutkan pengem MernEskaet Mélanfutkan D:::r::::::ir‘s::;h St % kuat !
PERSPECTIVE dalam mendukung pencapaian sasaran | | Ideologi Sistem Pertahanan bangan Infrastruktur pembangunan SDM, Hilirisasi dan Bl i A il :
(Externalities) pembangunan nasional dalam RPJMN - Pancasila, Keamanan Negara dan Meningkatkan saintek, pendidikan, | N T (o '; : Umaunsn Hukum, Birokrasi, LA 1
2025-2029 : Demokrasi, dan dan Mendorong Lapangan Kerja, kesehatan, olahraga, | EEURGN:C CEH & em-era(aan Pemb?rantasan dengan Lingkungan :
| Hak Asasi Kemandirian (COVIETEELEELALEIEN | gender pemuda, dan Sumberdaya EEanomisercs Korupsi, Narkoba, dan Budaya, serta !
I| Manusia Bangsa Kreatif dan Agromaritim disabilitas Alam Pem"g“f‘“”" Judi, toleransi Antarumat |
\ Kemiskinan Penyelundupan Beragama v
\\ -
T.1 Terwujudnya transportasi nasional ,” »
CUSTOMER yang handal, inklusif, dan berdaya ! ss1 ss3
saing : Meningkatnya konektivitas Meningkatnya kinerja Meningkatnya keselamatan
PERSPECTIVE 1 dan integrasi transportasi pelayanan transportasi transportasi nasional
(Core Indikator: i nasional nasional
Business IS : [
) Capaian kinerja penyediaan layanan \,
transportasi nasional (100%)
T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM
SNFERpA trans jor’(asyi an Jberkualitas
BUSINESS portas! yang
PROCESS = ohator: Meningkatnya kualitas Menlnglkatnya. SOM
PERSPECTIVE S ; rekomendasi kebijakan RORAS YANE MNP
: Capaian kinerja penyusunan rekomendasi
(Technical 5 ) transportasi
Support) kebijakan dan peningkatan SDM
PP transportasi (100%)
T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan
LEARNIIG an, b,erin::a ritas dan adaptif SSp6
AND GROWTH 8 s d Meningkatnya kupalitas tata kelola
PERSPECTIVE . frauny ;
(Management Indikator: Pemerintahan yang baik di
Support) Capaian target nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan (100%)

*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannnya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
*¥) Pada PN3 dan PNS terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
pada Lampiran Il RPJIMN 2025-2029.
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Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian

Perhubungan 2025-2029 dalam Gambar 2.11 adalah sebagai berikut:

a. Pada Stakeholders Perspective (SP) digambakan dukungan Kementerian
Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional)
dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah
(externalities) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas
Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik,
peningkatan penyerapan SDM pendidikan tinggi, dan peningkatan
kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.

b. Pada Customers Perspective (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1,
SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (core business) Kementerian
Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi
(2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis
yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (outcome)
Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di
bidang transportasi.

c. Pada Internal Business Perspective (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis
Pendukng (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (technical
support) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1,
SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan
berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup
proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan
rekomendasi  kebijakan  transportasi yang  berkualitas yang
diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan
pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh
SDM transportasi yang berkompeten.

d. Pada Learning and Growth Perspective (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran
Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen
(manajemen support) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat
melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan
manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data
dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Good Governance) di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Pada Tabel 2.7 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis

(IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi

perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan

persyaratan SMART (Specific, Measurable, Achivable, Realistic, Timebound)
dan sifatnya adalah outcome (ultimate outcome ataupun intermediate outcome)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 10 Tahun

2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
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Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri PAN dan RB
No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2. 7 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan
2025-2029

SASARAN STRATEGIS ‘ INDIKATOR KINERJA SATUAN FORMULASI PERHITUNGAN
SS.1 | Meningkatnya | IKSS.1.1 | Rasio Rasio Rasio Konektivitas Transportasi
Konektivitas Konektivitas Nasional (RKTn)
Dan Integrasi Transportasi RKrv = (RK1p + RKka + RK71L +
Transportasi Nasional RKru)/4
Nasional RKrp = Rasio konektivitas
transportasi darat
RKka = Rasio konektivitas
transportasi
perkeretaapian
RKr. = Rasio konektivitas
transportasi laut
RKry = Rasio konektivitas
transportasi udara
IKSS.1.2 | Tingkat % Tingkat integrasi transportasi
Integrasi nasional (TIrw)
Transportasi TIt~ = (TIta + TItm + TITw)/3
Nasional TIta = Tingkat integrasi
transportasi antarmoda
TIrm = Tingkat integrasi
transportasi multimoda
TIrx = Tingkat integrasi
transportasi perkotaan
SS.2 | Meningkatnya | IKSS.2 | Indeks Indeks | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Kinerja Kepuasan terhadap pelayanan publik sektor
Pelayanan Masyarakat transportasi (IKMrn)
Transportasi (IKM) IKM1n = (IKMtp + IKMga + IKM7L +
Nasional Terhadap IKMry + IKM1am)/5
Pelayanan IKMrmp = IKM terhadap
Publik Sektor pelayanan publik
Transportasi Transportasi Darat
IKMxka = IKM terhadap
pelayanan publik
Transportasi Kereta Api
IKMr. = IKM terhadap
pelayanan publik
Transportasi Laut
IKMry = IKM terhadap
pelayanan publik
Transportasi Udara
IKMram = IKM terhadap
pelayanan publik
Transportasi
Antarmoda dan
Multimoda

IKM diukur melalui survei sesuai
dengan Permenpan RB Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan
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SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SATUAN FORMULASI PERHITUNGAN
Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik
SS.3 | Meningkatnya IKSS.3 | Tingkat % Tingkat keselamatan transportasi
Keselamatan Keselamatan nasional (TKrn)
Transportasi Transportasi TKr~v = (TKtp + TKka + TK1L +
Nasional Nasional TKru)/4
TKrp = Tingkat keselamatan
transportasi darat
TKka = Tingkat keselamatan
transportasi
perkeretaapian
TKr. = Tingkat keselamatan
transportasi laut
TKrv = Tingkat keselamatan
transportasi udara
SSp.4 | Meningkatnya | IKSSp.4 | Indeks Indeks Indeks Kualitas Rekomendasi
Kualitas Kualitas Kebijakan Transportasi (IKrkr)
Rekomendasi Rekomendasi IKrer = 50% Efektivitas
Kebijakan Kebijakan Rekomendasi Kebijakan
Transportasi Transportasi + 50% Kemanfaatan
Rekomendasi Kebijakan
(t-1)
SSp.5 | Meningkatnya | IKSSp.5 | Indeks Indeks Indeks Peningkatan SDM
SDM Peningkatan Transportasi (Ctransportasi)
Transportasi SDM Ctransportasi = Cvokasi * 40% +
Yang Transportasi Crkompetensi *60%
Kompeten Cuokasi = Persentase
penyerapan lulusan
diklat pembentukan
transportasi
Crompetensi = Persentase lulusan
diklat transportasi
yang bersertifikat
kompetensi
SSp.6 | Meningkatnya | IKSSp.6 | Indeks Rb Indeks Nilai Indeks RB atas kinerja
Kualitas Tata Kementerian organisasi Kementerian
Kelola Perhubungan Perhubungan yang diukur oleh
Pemerintahan Kementerian PAN-RB
Yang Baik Di
Kementerian
Perhubungan

2.4.4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan 2025-2029

2.4.4.1.Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan 2025-2029
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Sesuai dengan PM 4 Tahun 2025, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan, selain memberikan layanan dukungan
manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga
melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal
Sekretariat Jenderal. Artinya Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan
kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi
Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara
akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029),
agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen
dan teknis dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian
Perhubungan (terwujud Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029).
Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Sasaran Program (SP) Sekretariat
Jenderal 2025-2029 berada pada level Customer Perfective yang dilaksanakan
untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan
teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan
(sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level Internal
Business Perspectives dan Learning and Growth Perspectives yang
dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang
melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi
(sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Tabel 2. 8 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Level Tujuan Sasaran Program (SP)

Perspective

Stakeholder | Tujuan o (T.0): | a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN

Perpective Terselenggaranya Penguatan 2025-2029
Transformasi Tata Kelola dalam | b. Sasaran Strategis (SS)
mewujudkan tata kelola yang Kementerian Perhubungan 2025-
berintegritas dan adaptif 2029

Customer Tujuan 1 (T.1) Optimalnya | a. Sasaran Program 1 (SP.1)

Perspective Dukungan Manajemen dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Teknis guna Mewujudkan Kebijakan, Regulasi dan Hukum
Transformasi Tata Kelola Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan b. Sasaran Program 2 (SP.2)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Sekretariat Jenderal

c. Sasaran Program 3 (SP.3)
Meningkatnya Kualitas
Transportasi yang Berkelanjutan
Sekretariat Jenderal

Internal Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya a. Sasaran Program 2 (SP.2)
Business Good Goverment di lingkungan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Perspectives | Sekretariat Jenderal Pemerintahan yang Baik

Learning Kementerian Perhubungan Sekretariat Jenderal

and Growth

Perspectives
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Berikut disampaikan penjelasan masing-masing Sasaran Program sebagai

berikut:

a. Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program
3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan
Customer Perspectives yang berkaitan dengan perwujudan peningkatan
kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung
transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.

1) Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal mempunyau
Indikator Kinerja Program (IKP1) Indeks Reformasi Hukum
Kementerian Perhubungan dengan pengampu Biro Hukum;

2) Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP2)
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang juga
merupakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSp) Kementerian
Perhubungan dengan pengampu Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi. Dimana dalam IKP2 terdapat kontribusi dari seluruh Unit
Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal guna mendukung
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;

3) Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang
Berkelanjutan mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP3)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Tranpsortasi dengan
pengampu Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB)
dimana IKP tersebut merupakan target nasional yang terdapat dalam
RPJMN .

b. Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal adalah ukuran
kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian
Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Penetapan
IKP tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (Specific,
Measurable, Achivable, Realistic, Timebound) dan sifatnya adalah outcome
(ultimate outcome ataupun intermediate outcome) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden RI No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan
Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah.
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Tabel 2. 9 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun

2025-2029
SASARAN SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA SATUAN FORMULASI
STRATEGIS (SP) PROGRAM (IKP) PERHITUNGAN
PENDUKUNG (SSp)
SSp 6 SP1 | Meningkatnya IKP1.1 | Indeks Indeks | Variabel
Meningkatnya Kualitas Tata Reformasi Indeks
kualitas tata Kelola Hukum Reformasi
kelola Kebijakan, Kementerian Hukum
Pemerintahan Regulasi dan Perhubungan
yang baik di Hukum
Kementerian Sekretariat
Perhubungan Jenderal
SP | Meningkatnya IKP2.1 | Indeks Indeks | Nilai Indeks
2 | Kualitas Tata Reformasi RB atas
Kelola Birokrasi kinerja
Pemerintahan Kementerian organisasi
yang Baik Perhubungan Kementerian
Sekretariat Perhubungan
Jenderal yang diukur
oleh
Kementerian
PAN-RB
SP | Meningkatnya IKP3.1 | Penurunan Juta Total
3 | Kualitas Emisi Gas Ton Penurunan
Transportasi Rumah Kaca CO2 Emisi GRK
yang Sektor Transportasi
Berkelanjutan Transportasi
Sekretariat
Jenderal
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2.4.4.2. Cascading Peta Strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029

Dalam menetapkan peta strategis (strategy map) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029
dilakukan berdasarkan penurunan/cascading dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Gambar 2. 12 Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

PERSPEKTIF TUJUAN SASARAN
STAKEHOLDER T.0 Terselenggaranya Keontribusi Bidang Transportasi terhadap pencapaian Sasaran sesuai Prioritas Masional (PN) dalam RPJMM 2025-2029
PERSPECTIVE Penguatan i - -
Externalities, Transformasi Tata , il FE RS AE 2 ! s
( ) Kelola dalam Memperkokoh |declogi Memantapkan Sistem Melanjutkan pengem- Memperkuat Melanjutkan Membangun dari Mem perkuat Reformasi Politik, Memperkuat
iudlka lasi Pancasila, Demokrasi, dan  Rertahanan Keamanan Negara | bangan Infrastruktur dan | pembangunan SDM, Hilirisasi dan Desa dan dari Bawah pe.:::.".:ui':tx::.l. " harmanisasi
mewijudkan reguiasi Hak Asasi hian Mendorong Kemandirian ] Meningkatkan Lapangan | saintek, pendidik Mengembangk utk Pertumbuhan Ry pm__:u;m kehidupan
dar! tata IFEbla yang Manusia Bangsa Kerja, Kewirausahaan, kesehatan, olah dan Pemeratazn INDEKS REFORMASE BIROKRAS] dengan Lingkungan
berintegritas dan Industri Kreatif dan gender pemuda, dan Sumberdaya Ekonomi, serta MASIONAL {2029: 77,26) dan Budaya, serta
adaptif INDEKS KETERBUKAAN PERSENTASE Agromaritim disabilitas Alam Pemberantasan INDEKS PELAYANAN PUBLIK toleransi Antarumat
INFORMASI PUBLIK PENURUNAN EMISI GRK Stok Infrastruktur Kemiskinan mn::::;:é:‘l':”m Beragama
(2029: 77,25) (2029: 21,12) terhadap PDB Biaya Logistik ENITAL fan39:- 2,00)
(3% PDB) (% PDB)
55 s 5Sp4 SSps SSp6
Meningkatnya konektivitas Meningkatnya kinerja Meningkatnya Meningkatnya SDM Meningkatnya kualitas tata
dan integrasi pelayanan transportasi keselamatan kualitas rekomendasi transportasi yang kelola Pemerintahan yang baik
transportasi nasional nasional transportasi nasional kebijakan transportasi kompeten di Kementerian Perhubungan
CUSTOMER T.1 Optimalnya
PERSPECTIVE Dukungan Manajemen

(Core Business)

dan Teknis Guna
Mewujudkan
Transformasi Tata
Kelola Kementerian

Perhubungan Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Tata
Transportasi yang Berkelanjutan Kelola Pemerintahan yang Baik
INTERNAL BUSINESS | T.2 Terwujudnya Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal
PROCESS Good Goverment di
PERSPECTIVE Lingkungan Sekretariat
(Technical Support) Kementerian
LEARNING & Perhubungan
GROWTH
PERSPECTIVE
(Management
Support)
Keterangan: Sasaran Program mendukung langsung SSp6

Sasaran Program mendukung tidak langsung S51, 552, S53, SSp4, SSp5

Jenderal Kementerian Perhubungan

® SSp6 diturunkan ke Sasaran Program (SP) Sekretariat
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Tabel 2.10 Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan Keterangan/Meta Data Pengampu
Program (SP) Kinerja
Program (IKP)

SP1 IKP1 Indeks | IKP1 = Variabel Indeks | « Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan Biro Hukum
Meningkatnya | Reformasi Reformasi Hukum  (Tingkat harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan
Kualitas Tata | Hukum koordinasi Kementerian Hukum harmonisasi regulasi * 25%
Kelola Kementerian untuk melakukan harmonisasi| ¢« Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan
Kebijakan, Perhubungan |regulasi/memperkuat perundang-undangan (legal drafter) pusat pusat yang
Regulasi dan koordinasi untuk melakukan | berkualitas * 25%
Hukum harmonisasi regulasi + | « Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan

Kompetensi  Aparatur  Sipil| perundang-undangan berdasarkan hasil reviu * 30%

Negara sebagai perancang | « Penataan Database Peraturan Perundang-undangan * 20%

peraturan perundang-undangan

(legal drafter) pusat pusat yang

berkualitas + Kualitas re-

regulasi atau deregulasi

berbagai peraturan perundang-

undangan berdasarkan hasil

reviu + Penataan Database

Peraturan Perundang-

undangan)
SP2 IKP2 Indeks |IKP2 = Nilai Indeks RB atas |+ Reformasi Birokrasi General memotret kemajuan RB K/L Biro Sumber
Meningkatnya | RB kinerja organisasi Kementerian| berdasarkan pada Upaya perbaikan masalah hulu atau Daya
Kualitas Tata | Kementerian Perhubungan yang diukur oleh| masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi yang [Manusia dan
Kelola Perhubungan |Kementerian PAN-RB saat ini terbagi menjadi beberapa indeks/nilai dan menjadi Organisasi
Pemerintahan kewenangan unit kerja di lingkungan Kementerian
yang Baik Perhubungan yang ditunjuk sebagai Koordinator Kegiatan
Sekretariat Utama;
Jenderal * Pelaksanaan RB Tematik lebih menekankan pada Upaya yang

bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai
masalah tata kelola yang terjadi sesuai dengan tema prioritas
yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaan evaluasi RB
tematik lebih ke arah program unggulan yang akan
dilaksanakan K/L dan untuk Kementerian Perhubungan sendiri
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Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan Keterangan/Meta Data Pengampu
Program (SP) Kinerja
Program (IKP)
difokuskan pada program kerja pada sub sektor yaitu Ditjen
Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, Ditjen Perkeretaapian,
BPSDMP, Ditjen Intram,;
* Adapun penilaian tersebut dilaksanakan oleh K/L sesuai
dengan kewenangannya dengan berkoordinasi langsung dengan
masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
SP3 IKP3 IKP3 = Total Penurunan Emisi | Secara umum metodologi sesuai dengan IPCC 2006, perhitungan [Pusat
Meningkatnya | Penurunan GRK Transportasi (Penurunan |emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah Pengelolaan
Kualitas Emisi Gas | Emisi GRK Sub Sektor Darat + | emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting Transportasi
Transportasi |[Rumah Kaca|Penurunan Emisi GRK Sub |dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, Berkelanjutan
yang Sektor Sektor Laut + Penurunan Emisi | secara matematis yaitu:
Berkelanjutan | Transportasi GRK Sub Sektor Udara + |+ Emisi GRK = Konsumsi Energi x Faktor Emisi
Sekretariat Penurunan Emisi GRK Sub |+ Penurunan Emisi GRK = Emisi Baseline - emisi Aksi Mitigasi
Jenderal Sektor Perkeretaapian) * Total Penurunan Emisi GRK Transportasi = Penurunan Emisi

GRK Sub Sektor Darat + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor
Laut + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Udara + Penurunan
Emisi GRK Sub Sektor Perkeretaapian

* Persentase Penurunan Emisi GRK (%) = (Total Penurunan Emisi
GRK Tahun x / Target Penurunan Emisi GRK Tahun akhir
periode)* 100%

Catatan : pelaporan dapat dilakukan tahun N-1 sesuai dengan

ketersediaan data monitoring
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2.4.4.3.Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat
Jenderal

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan pada Sub Bab
1.2 sebelumnya, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap
pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Program (SP)
Sekretariat Jenderal yang perlu dirumuskan langkah-langkah manajemen
risiko untuk mengantisipasinya.

Tabel 2. 11 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian setiap Sasaran Program (SP) Sekretariat
Jenderal 2025-2029

Regulasi dan Hukum

No Sasaran Program (SP) Indikasi Risiko
1 Meningkatnya Kualitas | a. Perlunya peningkatan relevansi dan efektivitas
Tata Kelola Kebijakan, regulasi penyelenggaraan bidang transportasi

sesuai perkembangan teknologi dan tantangan

pembangunan ke depan;
b. Tidak tercapai target regulasi sektor transportasi
yang ditetapkan.

2 Meningkatnya Kualitas | a.
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik

Kurangnya akuntabilitas dalam manajemen
kinerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
b. Manajemen sumberdaya manusia yang belum
berjalan sepenuhnya berbasis sistem merit;
c. Belum optimalnya kelembagaan Biro
Kementerian Perhubungan dalam memberikan
dukungan manajemen dalam mewujudkan
transformasi tata kelola Kementerian
Perhubungan;
Belum optimalnya Indeks Profesional ASN;
Tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran,;
Banyaknya temuan dan rekomendasi BPK;
Pengelolaan Satuan Kerja BLU yang belum
optimal dalam penyediaan layanan dan capaian

o o

penerimaan belum sesuai dengan target yang
ditetapkan;

h. Perlunya peningkatan relevansi dan efektivitas
regulasi penyelenggaraan bidang transportasi
sesuai perkembangan teknologi dan tantangan
pembangunan ke depan;

i. Tidak tercapai target regulasi sektor transportasi
yang ditetapkan,;

j. Kurang optimanya pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN);

k. Belum optimalnya layanan pengadaan;

1. Kurangnya antisipasi dalam volume
penambahan arsip dimasa lalu sehingga

menyebabkan persediaan tempat yang terus
berkurang atau bahkan arsip tidak dapat
tertampung lagi;

m. Sistem monitoring dan evaluasi opini
masih  berdasarkan pemberitaan
arusutama serta perbincangan media
belum berdasarkan survey persepsi

publik

media

sosial,

publik
sehingga kurang merepresentasikan persepsi
publik;

n. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik
(PPID);
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No

Sasaran Program (SP)

Indikasi Risiko

. Belum terkelolanya informasi secara optimal

sehingga menghambat dalam pengolahan materi
komunikasi publik;

. Kurang optimalnya pengelolan data dan

teknologi informasi dalam mendukung
digitalisasi pemerintahan di bidang transportasi;

. Belum optimalnya pelaksanan kerjasama dalam

negeri, luar negeri dan ratifikasi di sektor
transportasi;

. Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan

fungsional transportasi;

. Rendahnya pemanfaatan potensi pendanaan

alternatif serta peran swasta dan pemda dalam
investasi di bidang transportasi;

. Belum optimal pelaksanaan investigasi

kecelakaan transportasi;

. Penyelesaian laporan hasil investigasi

kecelakaan transportasi yang belum seluruhnya
terselesaikan;

. Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh KNKT

kurang mendapat perhatian, lambat dalam
memberikan respon tanggapan dan tidak ada
laporan tindak lanjut rekomendasi dari instansi
terkait;

. Belum optimal pelaksanaan sidang pemeriksaan

lanjutan kecelakaan kapal;

. Hasil keputusan sidang yang  belum

ditindaklanjuti ;

. Belum optimalnyal peran Mahkamah Pelayaran

dalam  mewujudkan penegakan  hukum
pelayaran yang berkeadilan, transparan dan
berstandar internasional dalam upaya
memperkokoh sistem keselamatan pelayaran
nasional menuju transportasi laut yang selamat,
modern dan berdaya saing global.

Meningkatnya Kualitas
Transportasi yang
Berkelanjutan

. Aspek transportasi  berkelanjutan  belum

terintegerasi dalam penyusunan rencana induk
(master plan) prasarana dan sarana transportasi
yang dilakukan masing-masing subsektor dan
kebijakan terkait lainnya;

. Belum optimalnya perumusan kebijakan

transportasi terhadap upaya konservasi energi,
pemanfaatan energi baru terbarukan dan upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor
transportasi.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Arah kebijakan Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran urusan
pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi
Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Sebagaimana dijelaskan
dalam Renstra Kemenhub 2025-2029, bahwa tingkat keberhasilan Kemenhub
diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam

RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi perhubungan.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045

3.1.1.1.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan secara Umum dalam
RPJPN 2025-2045

Penjabaran program pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045
berbasis kepada 8 (delapan) Misi Pembangunan sebagaimana telah dijelaskan
pada Bab 2. Adapun deskripsi arah kebijakan umum untuk masing-masing misi
pembangunan tersebut disampaikan dalam beberapa butir berikut ini:

a. Transformasi sosial, dengan tujuan utama menciptakan manusia Indonesia

Unggul, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1) Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;

2) Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan
yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan,
perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan,;

3) Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;

4) Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan,
teknologi, dan inovasi;

5) Membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa
memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;

6) Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

7) Mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk
menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang;

8) Meningkatkan peran agama, kebudayaan, serta tokoh agama,
masyarakat, dan adat sebagai penggerak pembangunan;

9) Mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan
masyarakat inklusif.

b. Transformasi ekonomi, dengan tujuan utama membawa Indonesia keluar
dari Middle Income Trap/MIT, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai
berikut:

1) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga
kerja;



C.

2)

3)

4)
5)
6)

7)
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Peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif
prioritas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi;

Transformasi struktural perekonomian nasional yang beralih dari
berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari
kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai
tambah (value creation), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah
dan keterampilan rendah (prespiration) menjadi mengandalkan
pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (aspiration);

Economic Power House yang terintegrasi dengan jaringan rantai global
dan domestik, serta ekspor yang kokoh;

Penerapan ekonomi hijau untuk menjamin ketersediaan sumber daya
alam yang dimiliki Indonesia dalam jangka panjang;

Percepatan transformasi digital secara merata di seluruh wilayah
Indonesia dan di berbagai sektor ekonomij;

Pembangunan perkotaan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN), sebagai
sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan
yang layak dan modern.

Transformasi tata kelola, dengan tujuan utama menciptakan pelayanan
publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif, dilaksanakan dengan
arah kebijakan sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi;
Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan
regulasi berbasis teknologi informasi;

Penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan
antarinstansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN;

Penataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme check and
balances antarlembaga negara;

Penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui
reengineenng proses bisnis pemerintahan;

Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN;

Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu
(fisik dan non fisik);

Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital,

Penguatan tata kelola partai politik;

10) Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (meaningful

participationl masyarakat sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan tujuan
utama untuk menciptakan lingkungan strategis yang kondusif serta
kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Global, dilaksanakan dengan arah
kebijakan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menciptakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian
hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM,;

Menjamin keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah
negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri
serta aktif menjaga perdamaian dunia;

Menjamin kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial,
ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak;
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4) Mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui
transformasi tata kelola keuangan negara disertai optimalisasi bauran
kebijakan;

5) Mewujudkan kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi negara
kunci di kawasan yang kuat dan berpengaruh.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan tujuan utama untuk

menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara aspek sosial

budaya dan ekologi sebagai penguat transformasi, dilakukan dengan arah

kebijakan sebagai berikut:

1) Menciptakan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju;

2) Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat
inklusif;

3) Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas;

4) Mewujudkan negara yang berketahanan energi, air, dan kemandirian
pangan;

5) Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan tujuan

utama mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan,

serta kelompok rentan, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai
berikut:

1) Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan berkualitas, serta
pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan
ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

2) Mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama
untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan
berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi
kawasan sekitarnya;

3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada
sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung
oleh kawasan perkotaan;

4) Peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta
penanggulangan kemiskinan;

5) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan
kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan
tujuan utama untuk menyediakan stok infrastruktur dalam rangka
mendukung transformasi ekonomi dan sosial, dilaksanakan dengan arah
kebijakan sebagai berikut:

1) Penyediaan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang
berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;

2) Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas
unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan
pengembangan berbasis logistik cerdas (smart logistic);

3) Pembangunan sarana dan prasarana dengan pendekatan bersih,
berkelanjutan, dan berketahanan (green, sustainable, and resilience),
serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (good infrastructure
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government) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga
keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

h. Kesinambungan pembangunan dengan tujuan utama terwujudnya sasaran
pembangunan nasional, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai
berikut:

1) Konsistensi antardokumen  perencanaan pembangunan  serta
sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan untuk memastikan
perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan
dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan
pemanfaatannya secara optimal;

2) Pengendalian dan evaluasi yang kontinu dan partisipatif dengan
memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data
pembangunan;

3) Sistem insentif untuk meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan
secara luas dan partisipatif untuk mempercepat capaian sasaran
pembangunan nasional;

4) Mekanisme perubahan untuk penyesuaian target dan perkembangan
lingkungan strategis dengan memanfaatkan transformasi digital melalui
penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data yang baik;

5) Komunikasi publik yang berprinsip pada tidak ada yang tertinggal (no one
left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

3.1.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi Nasional dalam
RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang
transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang
merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan
ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting dalam mewujudkan

transformasi sosial dan transformasi ekonomi, dengan fokus:

a. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan
untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang
berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

b. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan
infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai
(value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang
dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik
cerdas (smart logistics).

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana
dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (green,
sustainable, and resilience), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik
(good infrastructure government) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk
menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung
transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045 mencakup:
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a. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang
punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan
terhubung secara global.

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Pengembangan pelabuhan simpul transhipment sebagai backbone
pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di
Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan
balik;

Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan
(transhipment hub internasional), terutama pada pelabuhan-pelabuhan
dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan seperti Tanjung
Priok-Patimban dan Tanjung Perak, serta pelabuhan-pelabuhan pada
jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I),
Balikpapan dan Makasar (ALKI II), serta Bitung (ALKI III);
Pengembangan kawasan ekonomi pada backup area dan hinterland
pelabuhan, serta konektivitas hinterland untuk meningkatkan
produktivitas ekonomi wilayah;

Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk
meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang
lebih besar dan rute hub and spoke);

Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih
efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (Lift-On/Lift-Off) untuk
angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo
(Roll-On/ Roll-Off) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat
dan menengah;

Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik;
Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset
kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan
layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran;

Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama,
termasuk pengembangan kapasitas runway dan terminal selaras dengan
pertumbuhan permintaan;

Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk aerocity pada hinterland
bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui
keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi; dan

10) Pengembangan infrastruktur serta layanan konektivitas laut dan udara

untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah
afirmasi 3TP, termasuk melalui pengembangan airstrip, layanan
angkutan keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang,
pengembangan teknologi seaplane/water taxi untuk rnendukung
aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas
multimoda dan antarmoda yang terpadu.

b. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk
meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang

1)

Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan wudara) dan
pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam
suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan



2)

3)

4)
5)

6)

7)
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kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinir layanan
transportasi multimoda dan distribusi logistik;

Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan
koridor penghubung, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan
simpul transportasi;

Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP
untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan
menguatkan keterkaitan desa-kota;

Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logisitik untuk
angkutan barang dan penumpang;

Penerapan standardisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan
dan bandara yang menjadi simpul utama;

Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana
preservasi jalan, DAK tematik, dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD);
dan

Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan
yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan.

c. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi

1)

2)

3)

Penyusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di
wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar
dengan pendekatan Transport Demand Management, termasuk
perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan;
Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan
pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah
metropolitan; dan

Penerapan e-mobility dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis
EBT.

Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung
transformasi sosial diantaraya:

a. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan
penghubung jalan untuk seluruh kelompok masyarakat:

1) Pengembangan moda sarana transportasi perairan dan udara untuk
mengurangi hambatan konektivitas akibat faktor geografis wilayah di
daerah afirmasi (contoh seaplane, water taxi dan freight Ro-Ro);

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi
eksisting di kawasan timur untuk mencapai SPM, termasuk airstrip,
pelabuhan, dan bandara;

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi;

4) Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP
untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan serta mempercepat
transformasi sosial.

b. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana.
Pengarusutamaan ketahanan bencana sarana dan prasarana publik melalui:
1) Pelaksanaan Building Rating ketahanan bencana;

2) Pengarusutamaan multifungsi infrastruktur ketahanan bencana

(bangunan umum sebagai shelter evakuasi);
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3) Penerapan insentif penanggulangan bencana terutama pada kawasan
berisiko tinggi.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJMN 2025-
2029

3.1.2.1.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Secara Umum dalam
RPJMN 2025-2029

Arahan kebijakan pembangunan nasional secara umum dalam RPJMN 2025-
2029 disusun untuk setiap Prioritas Nasional (PN) yang mengadaptasi Astacita
dari Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Adapun deskripsi dari arah
kebijakan tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

a. Prioritas Nasional 1 (Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak
Asasi Manusia) akan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
1) Penguatan ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan
Nasional;
2) Penguatan komunikasi publik dan media;
3) Penguatan lembaga demokrasi;
4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil;
5) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

b. Prioritas Nasional 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,
air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru).
Adapun pelaksanaannya melalui sejumlah arah kebijakan berikut:

1) Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan
kemampuan multi domain;

2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam rangka
mewujudkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan
berdaya saing;

3) Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka
mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa;

4) Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri;

5) Keamanan siber, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola,
identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan recovery;

6) Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi dalam rangka
penguatan surveillance dan penegakan hukum di laut serta penyediaan
update data survei untuk keselamatan pelayaran;

7) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka
menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat;

8) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian dalam rangka
menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam
pemeliharaan hubungen internasional kondusif dan penjagaan
kepentingan nasional;

10) Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian
bangsa;
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11) Swasembada energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan
kemandirian energi;

12) Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan Food, Energy,
Water Nexus;

13) Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi
ekonomi syariah global dan domestik;

14) Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital
diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan
ekonomi nasional;

15) Ekosistem ekonomi sirkular mendorong transisi penerapan ekonomi
linear ke sirkular;

16) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik;

17) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang;

18) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;

19) Pembangunan rendah karbon diupayakan dalam kerangka kontribusi
Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca;

20) Pekerjaan hijau (green jobs) didorong untuk penciptaan lapangan kerja
dan pertumbuhan ekonomi;

21) Pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru,
pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi;

22) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru
diarahkan.

Prioritas Nasional 3 (Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi) yang dilaksanakan
melalui beberapa arah kebijakan berikut:

1) Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda;

2) Peningkatan konekivitas digital dan transisi energi listrik;

3) Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,
4) Pendalaman sektor keuangan;

5) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan;

6) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Prioritas Nasional 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia

(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi

Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas), yang dilaksanakan

melalui sejumlah kebijakan sebagai berikut:

1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan
12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);

2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;

3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
yang berkualitas;

4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;

5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan;
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6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan
pengembangan Science, Technology, Engineeing, Art, and Mathematics
(STEAM);

7) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga
kerja;

8) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (IPTEKIN) dalam pembangunan
nasional;

9) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional;

10) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi;

11) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;

12) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi;

13) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat;

14) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan;

15) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola;

16) Peningkatan ketangguhan keluarga;

17) Peningkatan kualitas perlindungan anak;

18) Peningkatan kualitas pemuda serta inklusivitas dan kesetaraan gender;

19) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan dari kekerasan;

20) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan
lanjut usia;

21) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga;

22) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

Prioritas Nasional 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri

Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam

Negeri. Hal ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:

1) Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan;

2) Aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus
prioritas;

3) Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik
nasional;

4) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global,

5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta
peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global;

6) Optimalisasi investasi strategis negara.

Prioritas Nasional 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk

Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan

Kemiskinan. PN ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:

1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi,

2) Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif;

3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha
berkelanjutan dan inovatif;

4) Pembangunan perkotaan berkelanjutan;

5) Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

6) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman;

7) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
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g. Prioritas Nasional 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi,
serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,
dan Penyelundupan). Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui
sejumlah kebijakan sebagai berikut:

1) Reformasi politik dan tata kelola pemilu;

2) Reformasi hukum;

3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian
uang;

4) Penguatan kelcmbagaan, pelayanan, dan penegakan hukum;

5) Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal,;

6) Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba;

7) Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil
negara;

8) Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis
digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;

9) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan;

10) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen
kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah
daerah;

11) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara;

12) Optimalisasi pendapatan negara;

13) Optimalisasi belanja negara;

14) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan;

15) Pengendalian inflasi;

16) Pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia.

h. Prioritas Nasional 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis
dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).
Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan
berikut:

a. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan
transformatif;

b. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa;

c. Pembangunan berketahanan iklim;

d. Pengelolaan risiko bencana yang elisien dan tepat guna.

3.1.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi Nasional dalam
RPJMN 2025-2045

Pembangunan transportasi nasional pada RPJMN 2025-2029 merupakan bagian
dari Prioritas Nasional 3 (PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan
Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri
di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
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a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2025-
2029
Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan
berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk
mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program
hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan,
swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi
digital.
Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri
agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk
meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan
ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga
diarahkan untuk mcndukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong
kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan
koperasi.
Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok
infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan
biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan
konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi
kreatif dan pariwisata.
Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup
penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman,
pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan
transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan
transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan
industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi
pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan
perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan
dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan
sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan
pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem
ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus
memperkuat citra bangsa di mata dunia.
Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan
dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi
risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan
pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke
depan (2025-2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan
pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif,
serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui
peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh
peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi
pembangunan.
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b. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi dalam RPJMN 2025-2029
Arah kebijakan pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah
Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda yang
diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat
perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara
untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang
dan barang melalui intervensi kebijakan:

1) Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas
daerah tertinggal dan perbatasan;

2) Pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta
api angkutan barang;

3) Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;

4) Pengembangan jaringan bandara terpadu;

5) Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;

6) Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;

7) Pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja
layanan transportasi; serta

8) Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan
transportasi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.1. Arah Kebijakan dan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029
3.2.1.1. Fokus Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Sesuai peta strategi Kementerian Perhubungan, maka pada Tahun 2025-2029
Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas
Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk tagging kegiatan/RO
yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN,
khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan
kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan pedesaan dan
perkotaan, dan lain sebagainya.
Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 (dua) fokus
dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi
(seperti pada Sub Bab 2.4.2) terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN
2025-2029, yakni berkenaan dengan target:
a. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi
48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024;
b. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun
2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dukungan terhadap pencapaian Sasaran Nasional (SN) tersebut merupakan
muara dari penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan
untuk menjadi koordinator pencapaian 8 (delapan) Indikator Program Prioritas
dan pengampu pencapaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kegiatan Prioritas.
Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN
2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi
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Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3

(tiga) komponen bisnis utama (core business) Kementerian Perhubungan, yakni:

a. Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda.
Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui
simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang,
barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat
(semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi.
Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat ketepaduan penyediaan
prasarana dan jaringan transportasi secara internmoda/antarmoda/
multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda.

b. Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi
Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari
terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang
paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan
melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas
memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat,
aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya transportasi yang terjangkau dan
tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang
berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).

c. Keselamatan dan keamanan transportasi.
Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak
bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama
transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi
masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang
melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan
selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan in-
materiiil yang lebih besar.

Ketiga fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (main-outcome) dari
kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik
(public service) di bidang transportasi sesuai tugas dan fungsi yang
diembankan Presiden melalui Perpres No.173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN
2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan
difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam
RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian main-outcome
dari pelaksanaan kinerja core-business Kementerian Perhubungan di atas),
yakni:

a. Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan
sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan
kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN
2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan,
pembangunan IKN).

b. Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:

1) Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-
2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri
kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA;
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2) Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat
ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN,
KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas
dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dan lain-lain.

Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan

penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:

1) Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota,
termasuk pengembangan transportasi perdesaan.

2) Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain,
daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah
transmigrasi.

Selanjutnya, agar dapat menyelenggarakan lokus dan fokus pembangunan
bidang transportasi tahun 2025-2029, maka dibutuhkan fondasi transformasi
bidang transportasi yang perlu diperkuat, yaitu:

a.

Penyediaan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi baik SDM
regulator, operator maupun industri transportasi. Pemenuhan kebutuhan
SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, perkembangan
teknologi dan skala pengembangan sarana prasarana transportasi yang
dilakukan;

Penyediaan pendanaan pembangunan transportasi sesuai dengan
kebutuhan dengan tidak mengandalkan pada pendanaan dari APBN saja
namun juga dapat melibatkan sumber pembiayaan alternatif, kerjasama
dengan pihak swasta, optimalisasi aset atau dari alternatif
pendanaan/pembiayaan lainnya yang dapat diterapkan sesuai peraturan
perundang-undangan;

Penyelenggaraan bidang transportasi perlu diselenggaraan dengan tata
kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan
penyelengaraan transportasi dan peningkatan kemajuan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi dalam
rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mempertahankan daya
saing, dan memitigasi dampak perubahan iklim.

3.2.1.2. Strategi Utama Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penyusunan strategi utama pembangunan bidang transportasi yang akan
dilakukan oleh Kementerian Perhubungan 2025-2029 didasarkan kepada 2
(dua) kondisi pemicu (trigger condition) berikut:

a.

Isu prioritas (priority issues) yang menjadi prioitas di bidang transportasi

dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni berkenaan dengan:

1) Rendahnya tingkat integrasi transportasi nasional. Tingginya biaya
logistik nasional dan biaya hidup masyarakat perkotaan, ditengarai
disebabkan oleh belum baiknya integrasi transportasi nasional. Integrasi
yang buruk pada simpul transportasi menyebabkan extra cost hinga 50%
dari total, sedangkan minimnya integrasi antara angkutan utama dengan
feeder, menyebabkan biaya first-last miles sangat mahal (antara 35-64%
dari total);
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2) Kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Pada identifikasi isu
strategis PN3 RPJMN 2025-2029 disampaikan bahwa salah satu
permasalahan dalam upaya mencapai sasaran terwujudnya
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tingginya
kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas (Rp 65 Triliun per tahun)
yang diakibatkan oleh terbatasnya sistem angkutan umum perkotaan
(pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih di bawah 20%)
dan penyediaan kapasitas jalan yang tidak optimal pemanfaatannya;

3) Permasalahan ODOL (Over Dimension and Overload). Dalam RPJMN
2025-2029 diidentifikasi bahwa salah satu permasalahan keselamatan
lalu lintas adalah tingginya pelanggaran ODOL yang berdampak pada (i)
percepatan laju perusakan jalan (kerugiannya mencapai Rp 43,4
Triliun/tahun), (ii) peningkatan potensi terjadinya kecelakaan (30-40%
kecelakaan di jalan melibatkan truk ODOL), serta (iii) peningkatan
kemacetan lalulintas di sejumlah Lokasi;

4) Persaingan transportasi online yang saat ini terjadi perlu diatur agar
menjadi persaingan yang adil dan wajar. Untuk itu, regulasi transportasi
online juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang
telah terbangun dalam jasa transportasi online, agar berjalan seimbang
dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah isu yang berkembang di
masyarakat, seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20% bagi mitra
serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.

b. Tantangan (challenges) yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan
bidang transportasi di perioda 2025-2029, terutama berasal dari:

1) Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden khususnya di
sektor infrastruktur yang diarahkan lebih banyak dibiayai oleh swasta.
Sesuai skenario kebutuhan investasi dan pembiayaan dalam RPJMN
2025-2029 maka proporsi pembiayaan untuk investasi antara APBN :
BUMN : Swasta Masyarakat adalah 7,22% : 6.13% : 86,65%. Hal ini
menjadi tantangan tersendiri mengingat sampai dengan saat ini stok
infrastruktur transportasi masih sekitar 70% dikuasai oleh Pemerintah;

2) Cukup banyaknya prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-
2029 yang membutuhkan dukungan dari bidang transportasi,
khususnya terkait dengan ketahanan pangan/ food estate, hilirisasi SDA,
pengembangan sejumlah KI, KEK, DPP/DPR (Destinasi Pariwisata
Prioritas/Destinasi Pariwisata Regeneratif), perkuatan konektivitas
untuk mengurangi biaya logistik, hingga dukungan terhadap
pengembangan kawasan pedesaan, DTPK, daerah transmigrasi, serta
kawasan perkotaan prioritas.

Strategi utama yang akan ditempuh pada dasarnya dikembalikan kepada
pelaksanaan konsep jaringan transportasi nasional yang telah diatur di undang-
undang setiap moda transportasi selalu memandatkan agar pengembangan
jaringan transportasi dilakukan :

a. Secara terintegrasi, baik internmoda/antarmoda/multimoda sesuai
keunggulan komparatif setiap moda untuk transportasi penumpang/barang
dalam cakupan antarwilayah antarkota (dalam pulau, antarpulau,
internasional) maupun perkotaan;
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b. Secara terhierarki dari simpul dan jaringan utama (mainline) hingga ke
jaringan pendukung (feeder) yang konsep dan terminologinya sudah diatur
dalam UU, PP, dan peraturan pelaksanaannya di masing-masing moda.

Perwujudan konsep jaringan transportasi nasional yang terintegrasi dan
terhierarki sesuai amanat undang-undang setiap moda transportasi tersebut,
diejawantahkan dalam 3 (tiga) strategi pengembangan jaringan transportasi
nasional perioda 2025-2029, yang secara umum mengadopsi strategi dalam
RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan prioritas
berikut ini:
a. Penguatan konektivitas transportasi antarpulau nasional dan global
Dalam rangka pemerataan pembangunan di negara kepulauan Indonesia
serta mendukung interaksi ekonomi pada skala global diperlukan penguatan
konektivitas antarpulau yang efektif dan efisien, khususnya melalui jaringan
transportasi laut dan transportasi udara.
Pelaksanaan penguatan konektivitas antar pulau ini akan bertumpu pada 2
(dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-
03.01.03 Jaringan Pelabuhan Terpadu dan KP-03.01.04 Jaringan Bandara
Terpadu.

b. Peningkatan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul dengan
hinterland dalam pulau
Untuk memastikan efisiensi pergerakan barang dan penumpang yang
mayoritas masih pada skala dalam pulau besar dan melalui jaringan jalan
(lebih dari 80%) diperlukan upaya untuk melakukan penyeimbangan peran
antara moda jalan, moda kereta api, dan transportasi SDP secara lebih
proporsional sesuai keunggulan komparatifnya masing-masing (yang secara
teoretis moda jalan unggul pada jarak < 300 km, moda kereta api unggul di
jarak 300-800 km, dan moda perairan akan lebih unggul di jarak > 800 km.
Terlalu besarnya beban pergerakan pada jaringan jalan menyebabkan
terjadinya kemacetan pada sejumlah jalur logistik (khususnya Pantura Jawa
dan Jalintim Sumatera, serta pada jaringan primer di sekitar kawasan
perkotaan) yang mendorong munculnya fenomena ODOL (Over Dimension,
Over Load) untuk memangkas biaya pengiriman yang terhambat konektivitas
maupun tingginya biaya di simpul.
Peningkatan peran moda kereta api antarkota, pemanfaatan potensi
penyeberangan Ro-Ro untuk pergerakan lintas antar pulau jarak menengah,
dan penanganan keselamatan LLAJ merupakan strategi peningkatan
efisiensi konektivitas antara simpul transportasi utama dengan hinterland-
nya di masing-masing pulau besar, khususnya yang ditetapkan sebagai
kawasan prioritas dalam RPJMN (KSPP/food estate, KI/KEK/KPBPB,
DPP/DPR, hilirisasi, dll).
Pelaksanaan penguatan konektivitas dalam pulau ini akan bertumpu pada
2 (dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-
03.01.02 Kereta Api Antarkota dan KP-03.01.05 Konektivitas Darat dan
Keselamatan LLAJ (didukung oleh KP-03.01.01 Pengembangan Konektivitas
Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan
yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum).
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Pengembangan angkutan umum massal perkotaan yang berkelanjutan.
Permasalahan kemacetan lalu lintas yang eksternalitasnya tinggi dewasa ini
telah mengganggu produktivitas dan keberlanjutan kota-kota besar di
Indonesia sebagai pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Kerugian akibat
kemacetan perkotaan diperkirakan mencapai 65 Triliun/tahun), selain itu
dampak lingkungan berupa emisi GRK telah merusak kualitas udara kota
(bahkan sampai level global) serta dampak sosialnya cukup tinggi bagi
pengeluaran publik (khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah).
Pengembangan angkutan massal perkotaan di 10 kota metropolitan dan 40
kota non-metropolitan, serta kota baru/IKN akan menjadi prioritas dalam
RPJMN 2025-2029 yang akan bertumpu pada 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP)
dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-03.01.06 Pengembangan SAUM
Perkotaan.

Untuk itu, berdasarkan isu strategis dan tantangan utama, serta arahan strategi
pengembangan jaringan transportasi dalam undang-undang moda maupun
strateginya dalam RPJMN 2025-2029, maka strategi pelaksanaan pembangunan
bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5
(lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan

Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar
5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar
dapat memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi
ini dilakukan melalui wupaya pemeliharaan, pengoperasian, dan
pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem
pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerja Sama
Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau
Perum.

Menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi
Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi
dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan
pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan
DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin
keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan
keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian.

Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan
Usaha

Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada
dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung
ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPR, dan lain-
lain dengan sebesar-besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya
melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU.
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3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.2.1. Struktur Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan Tahun
2025-2029

Secara lebih spesifik struktur Arah Kebijakan (AK)! untuk mencapai setiap
Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029. Arah Kebijakan
(AK) tersebut tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor
Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden
yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-
masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk perioda 2025-
2029. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian
Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaia
Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik
yang menjadi core-business Kementerian Perhubungan, focusing dukungan pada
lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan
sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

3.2.2.2. Strategi Implementasi (SI) dari Arah Kebijakan (AK) Kementerian
Perhubungan Tahun 2025-2029

Pada beberapa butir berikut akan disampaikan Strategi? Implementasi (SI)
untuk setiap Arah Kebijakan (AK) kementerian Perhubungan 2025-2029.
Strategi Implementasi ini berisi indikasi program/kegiatan/project strategis
yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS)
Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN)
dalam RPJMN 2025-2029.
Strategi Implementasi (SI) ini tidak terlepas dari penerapan konsep strategi
utama pengembangan jaringan transportasi serta implementasi teori maupun
regulasi yang berlaku di bidang transportasi.
Lebih detail, Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) menjadi
landasan dalam penyusunan Kerangka Kinerja dan Pendanaan serta Kerangka
Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan
untuk melaksanakannya
a. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas
dan integrasi transportasi nasional, yaitu:

1 Dalam pasal 1 Butir 18 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan
dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang
urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa
Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja
yang terukur.

2 Dalam pasal 1 Butir 17 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
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1) Arah Kebijakan 1 (AK1l) Arah kebijakan peningkatan konektivitas
internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan
nasional, antara lain dilakukan melalui:

a)

e)

Meningkatkan standar teknis dan pelayanan Pelabuhan Hub
Internasional (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai
perkembangan kebutuhan pelayaran internasional;

Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional
(international core route);

Menguatkan  konektivitas terhadap  jaringan  penerbangan
internasional pada bandara internasional;

Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi
strategis pada jaringan pelabuhan, pelayaran, bandara, dan
penerbangan global;

Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama
dan sekitarnya.

2) Arah Kebijakan 1 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas backbone
antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain
dilakukan melalui:

g)

h)

Mengharominisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada
jaringan pelabuhan utama (Integrated Port Network);
Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (superhub
IKN, Pelabuhan/Bandara Hub);

Menata kembali jaringan pelayaran nasional sesuai konsep
pendulum nusantara yang berpola loop;

Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan
udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah
NKRI;

Optimalisasi sistem direct-line (tol laut dan pendukungnya: jembatan
udara, long distance ferry, subsidi angkutan barang) untuk
menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK;
Pengembangan Hub Port/Simpul Transhipment di Indonesia Timur
(termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di
KTI);

Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan
Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik;

Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui pelabuhan
dan/atau bandara pendukung.

3) Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi hinterland
dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan
melalui:

a)

b)

Memgembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif
antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi;
Revitalisasi sistem pengusahaan angkutan umum penumpang dan
barang moda jalan;

Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans
Sumatera;
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5)

g)
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Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas
I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian
berskala Besar;

Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik
barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll)
yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk
pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api);
Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul
Logistik;

Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses
kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi
nasional,

Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang
dan koridor utama nasional;

Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk
optimalisasi jembatan timbang;

Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju
IKN dari kawasan sekitar.

Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal
perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:

Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai
klasifikasi ukuran kotanya;

Menguatkan sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas
integrasi, sistem feeder, sistem pembayaran terintegrasi, jalur;
Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, mix-use, urban renewal);
Menerapkan Intelligent Transport System untuk pengaturan lalu
lintas dan angkutan perkotaan;

Dukungan pengembangan Intelligent Transport System pada KIPP
IKN;

Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis
jalan/kereta api di KIPP IKN.

Arah Kebijakan 5 (AKS5) Pengembangan sistem angkutan massal
perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:

Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh
NKRI (sea plane, drone, dll);

Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih
tepat sasaran;

Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut
perintis moda jalan, sungai, danau dan penyeberangan, tol laut,
kereta api dan udara;

Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan
perdesaan;

Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah,
kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal
rede, dsb);

Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani
pulaupulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui
penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat



g)
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Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal pelra,
dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan
BBM dan melanjutan DAK fisik pendukung penyediaan
terminal/pelabuhan lokal yang melayani;

Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang
tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan.

6) Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan
pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:

g)

Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam
Kawasan Strategis Nasional,

Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda
(BUAM);

Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (RIJLLAJ);

Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda,;

Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut
dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang
handal dan berdaya saing;

Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung National Logistic
Ecosystem (NLE);

Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang
menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.

b. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja
pelayanan transportasi, yaitu:
1) Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik
sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:

a)

b)

c)

Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas
pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk
golongan ekonomi/wilayah tertentu;

Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan
kepada Daerah (program BTS);

Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan
(KA Commuter, BTS BRT perkotuaan) yang lebih tepat sasaran.

Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (customers
satisfaction index) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui
sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang
sudah disediakan oleh pemerintah.

2) Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan
melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:

Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional
dan bandara internasional;

Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan
integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang;

Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan
multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, Airport Cargo-Village,
Market Place Trucking, dlsb).
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3) Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap
pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain
dilakukan melalui:

a) Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul
transportasi, berupa ruang ibu menyusui, bangunan toilet wanita,
tempat parkir khusus wanita, ruang playground (ruang bermain
anak);

b) Penerapan GEDSI di bidang transportasi;

c) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam
mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal
dan berdaya saing;

d) Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan
berkebutuhan khusus;

e) Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi
yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang
disabilitas;

f) Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada
setiap simpul transportasi;

g) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (Mobility As A
Service/ MAAS) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.

4) Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan
transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain
dilakukan melalui:

a) Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan
bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan
terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektifikasi
kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif
pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan
pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian,;

b) Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai
target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau
elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi
regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS
pada pelayaran dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan;

c) Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit
melalui pemanfaatan bio diesel untuk angkutan jalan, pemanfaatan
bio diesel untuk angkutan kereta api, program implementasi biodiesel
International Maritime Organization (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July
2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implemetation to Reach
Net Zero Emission dan menjalankan dan implementasi Sustainable
Aviation Fuel (SAF) Roadmap.

c. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan
transportasi, yaitu:
1) Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (compliancy) standar teknis sarana
dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
a) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana
dan prasarana,;
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Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan
prasarana,;

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat
gangguan sarana dan prasarana;

Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan
ketanggapan penanganan ganguan keselamatan;

Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas
keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan
penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO);
Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan
ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.

2) Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi,
pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan
melalui:

a)

b)

d)

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi
simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan
keamanan transportasi;

Meningkatkan  pelaksanaan dan  implementasi  prosedur
pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan
transportasi;

Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara
pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi
antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan
pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian
keselamatan dan keamanan transportasi.

3) Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan
dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan

melalui:

1) Meningkatkan safety awareness dan peran masyarakat dlm
peningkatan keselamatan transportasi;

2) Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan
seft-assessment keselamatan;

3) Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam
peningkatan keselamatan;

4) Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan
transportasi;

5) Meningkatkan DAK fisik keselamatan jalan (untuk penanganan

perlengkapan jalan daerah).

d. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas
kebijakan di bidang transportasi, yaitu:
1) Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi
terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak,
disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:

a)

Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (Gender, Equality,
Disability, and Social Inclusion) di bidang transportasi;
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Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas
bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi;
Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai
angkutan umum dan pengusahaan angkutan umum berbasis online;
Penyusunan/revisi  peraturan pelaksanaan terkait dengan
penyelengaraan dan pengusahaan angkutan umum tidak dalam
trayek.

2) Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan
transportasi, antara lain dilakukan melalui:

a)

b)

Melaksanakan agenda mapping permasalahan dan kebutuhan
pengembangan infrastruktur wilayah;

Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan agenda setting (identifikasi permasalahan dan
kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi;

Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence
based dan inovatif yang berorientasi keluar/stakeholders dan ke
depan (outward looking dan forward looking).

3) Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan
transportasi, antara lain dilakukan melalui:

a)

b)

c)

Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan
evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi;
Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan
kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari
implementasi kebijakan bidang transportasi;

Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

e. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSpS5) Meningkatnya SDM
transportasi yang kompeten, yaitu:
1) Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link
and match dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan
sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:

a)

Penyusunan Training Needs Analysis (TNA) dan Grand Design SDM
Transportasi. Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan
Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan
Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri.

Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan
(termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan
masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke
daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).

2) Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber
daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain
dilakukan melalui:

a)

b)

Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN
terbaik;

Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan
persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi;
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c) Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan
integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH;

d) Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung
pendidikan dan pelatihan.

3) Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain
dilakukan melalui:

a) Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga
Akreditasi Mandiri (LAM);

b) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan
tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang
mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian);

c) Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter
SDM Transportasi dan Leadership Training Program.

f. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata
kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:

1) Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan
kelembagaan penyelengaraan transportasi, antara lain dilakukan
melalui:

a) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi
struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern,
berdaya saing, dan berkelanjutan;

b) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam
penyelengaraan transportasi nasional;

c) Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antar daerah.

2) Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain
dilakukan melalui:

a) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas
kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

b) Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju Good
Governance yang didorong oleh pemanfataan teknologi;

c) Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

d) Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE
dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan;

e) Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR)
dibidang transportasi;

f) Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan asset
Kementerian Perhubungan;

g) Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta
penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian
Perhubungan.

Peningkatan kualitas manejemen kinerja dan manajemen resiko di lingkungan
Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (Special Delivery Unit)
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untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil
pembangunan bidang perhubungan.

3.2.3.

Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program
Sekretariat Jenderal 2025-2029

Arah kebijakan pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029:

a. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan,
Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 1 (AK1)
Peningkatan Tata Kelola Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian
Perhubungan;

b. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan (AK) :

Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Tata Kelola Manajemen
Perencanaan Kementerian Perhubungan;

Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola SDM dan Organisasi
Kementerian Perhubungan;

Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan
Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan;
Arah Kebijakan 5 (AKS) Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan;

Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan
Penyelenggaraan Perkantoran;

Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas
Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan;

Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Penguatan Pondasi dan
Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas
Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi;

Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kapabilitas Kerjasama dan
Kemitraan Kementerian Perhubungan.

Arah Kebijakan 10 (AK10) Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi
Jabatan Fungsional Transportasi;

Arah Kebijakan 11 (AK11) Meningkatnya Inovasi Dalam Pembiayaan
Infrastruktur Transportasi;

Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan
Transportasi;

Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Keselamatan Pelayaran;
Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal;
Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi
dan SDM Seketariat Jenderal,

Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem
Informasi dan Teknologi Seketariat Jenderal,

Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi
Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal;

Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi
Sekretariat Jenderal.
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c. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang
Berkelanjutan Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 19 (AK19)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dan
Transportasi yang Berkelanjutan.

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Kementerian
Perhubungan

Selain arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS)
Kementerian Perhubungan 2025-2029, terdapat juga arah kebijakan dan
strategi Kementerian Perhubungan untuk mengintegrasikan berbagai aspek/isu
strategis lintas sektoral dalam program dan kegiatan di bidang transportasi.
Kebijakan dan strategi pengarusutamaan diperlukan dalam upaya untuk
meningkatkan relevansi dukungan transportasi dalam menjawab isu ekonomi,
sosial, dan lingkungan dalam mewujudkan transportasi yang modern, efektif,
inklusif, dan berkelanjutan.

3.2.4.1. Pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social
Inclusion) Bidang Transportasi

Kebijakan Kementerian Perhubungan dalam pengarusutamaan GEDSI (Gender
Equality, Disability, and Social Inclusion) di Bidang Transportasi adalah
berpartisipasi aktif dan berkolaborasi untuk meningkatkan pemerataan akses
transportasi bagi semua golongan baik terkait dengan jenis kelamin, hambatan
fisik (disabilitas), maupun hambatan sosial (kemampuan ekonomi) dalam
seluruh proses penyelenggaraan transportasi (mulai dari tahap perumusan
regulasi dan  kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan,
pengoperasian layanan, hingga monitoring dan evaluasi).

Sebagai institusi strategis yang mengelola sektor transportasi nasional,
Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan
bahwa kebijakan, program, dan pelayanan publik yang diberikan bersifat
inklusif, setara, dan berkeadilan. Untuk itu, pengarusutamaan Gender,
Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) menjadi bagian integral dalam proses
perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan transportasi nasional.

a. Visi Strategis GEDSI

Pengarusutamaan GEDSI di Kementerian Perhubungan bertujuan untuk
mewujudkan sistem transportasi yang inklusif, aman, dan aksesibel bagi
semua kelompok masyarakat, khususnya perempuan, penyandang
disabilitas, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Kebijakan ini
mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan
5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) dan Tujuan 11
(Kota dan Permukiman yang Inklusif dan Aman).

b. Prinsip Dasar Strategi GEDSI
Strategi pengarusutamaan GEDSI didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
1) Non-diskriminasi: setiap individu memiliki hak yang sama untuk
mengakses layanan transportasi tanpa diskriminasi berdasarkan gender,
disabilitas, usia, atau status sosial;



2)

3)

4)
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Aksesibilitas: infrastruktur, moda, dan layanan transportasi harus dapat
diakses oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan
kelompok rentan;

Partisipasi: keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan,
pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan transportasi;
Akuntabilitas: adanya mekanisme pengawasan, pelaporan, dan tindak
lanjut terhadap implementasi GEDSI di seluruh sektor transportasi.

Strategi Implementasi

Untuk mengintegrasikan GEDSI ke dalam kebijakan dan program
Kementerian Perhubungan, beberapa strategi implementasi utama yang
dilakukan antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

Penguatan Implementasi Regulasi dan Kebijakan

Tantangan jangka panjang dalam penerapan prinsip GEDSI bukan pada
kurangnya regulasi namun lebih kepada tingkat implementasi regulasi
yang telah ada. Kementerian Perhubungan akan meningkatkan
implementasi regulasi/kebijakan dan mengembangkan regulasi turunan
yang mendukung pengarusutamaan GEDSI di sektor transportasi
termasuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Standar Pelayanan
Minimal. Melakukan penyusunan prosedur penanganan kekerasan
seksual di sektor transportasi.

Peningkatan Kapasitas SDM

Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas kompetensi bagi
aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan tentang
perspektif GEDSI.

Pembangunan Infrastruktur Inklusif

Menerapkan prinsip universal design dan menjadikan data kelompok
rentan sebagai landasan utama dalam setiap tahap pembangunan
sarana prasarana transportasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi, serta menggunakan tools seperti Gender and Disability
Inclusion Checklist dan Gender Equality and Disability Inclusion
Assessment Matrix pada proses assessment hasil pembangunan terhadap
sarana dan prasarana transportasi. Menyediakan pedoman teknis
penerapan GEDSI dalam proyek infrastruktur dan layanan transportasi.
Kemitraan dan Kolaborasi

Mendorong pelaksanaan partisipasi bermakna dari penyandang
disabilitas dengan melibatkan Tim Inklusi Disabilitas Kementerian
Perhubungan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi sarana prasarana transportasi. Bekerja
sama dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, organisasi
penyandang disabilitas, LSM, serta komunitas gender dan inklusi untuk
memastikan pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan GEDSI.
Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang mengukur dampak
kebijakan transportasi terhadap kelompok rentan. Indikator yang bisa
digunakan adalah persentase sarana/prasarana transportasi yang
aksesibel terhadap kelompok rentan, persentase jumlah kelompok rentan
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yang terlayani, dan persentase pengaduan kekerasan seksual di sektor
transportasi yang telah tertangani.
Dengan menerapkan strategi implementasi tersebut diharapkan sektor
transportasi menjadi tidak hanya ramah kelompok rentan, tetapi juga
digerakkan oleh kelompok rentan itu sendiri.

3.2.4.2. Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan
Iklim menuju Transportasi Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan kualitas
lingkungan, pembangunan rendah karbon menjadi pendekatan strategis untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), menjaga kualitas lingkungan, serta
mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sektor transportasi merupakan
salah satu penyumbang signifikan emisi GRK, terutama akibat tingginya
ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun di sisi lain, sektor ini juga
berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi karena mendukung
mobilitas barang, jasa, dan manusia. Oleh karena itu, tantangan besar saat ini
adalah membangun sistem transportasi yang tetap produktif secara ekonomi,
namun sekaligus rendah emisi dan ramah lingkungan. Transformasi menuju
transportasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menyeimbangkan antara
kebutuhan pembangunan dan perlindungan iklim.

Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dalam sektor transportasi
berarti bahwa setiap kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan harus secara
konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan strategi
pengurangan emisi GRK. Sementara itu, pengarusutamaan pembangunan
transportasi  yang berketahanan iklim menekankan pentingnya
memperhitungkan risiko dan dampak perubahan iklim dalam seluruh proses
perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem transportasi. Artinya,
infrastruktur transportasi harus mampu bertahan dan beradaptasi terhadap
berbagai risiko iklim, seperti banjir, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air
laut, dan suhu yang terus meningkat.

Upaya ini juga sejalan dengan komitmen global dan nasional untuk mencapai
Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta mendukung
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya, SDG 13 (Aksi
Iklim) yang mendorong langkah konkret mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
termasuk pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan penguatan
ketahanan iklim di sektor transportasi. Selain itu, juga berkaitan erat dengan
SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), yang menekankan pentingnya
pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan serta peningkatan efisiensi
energi dalam sektor transportasi, guna mengurangi ketergantungan pada bahan
bakar fosil dan menekan emisi karbon secara signifikan.

Selain fokus pada pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan iklim,
pembangunan transportasi berkelanjutan juga harus memperhatikan upaya
pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan dampaknya secara
menyeluruh. Ini mencakup pengendalian polusi udara dari kendaraan,
pengurangan kebisingan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3), serta penanganan sampah dan limbah padat maupun cair yang dihasilkan
dari aktivitas transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Dengan
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pendekatan ini, sistem transportasi tidak hanya mendukung pertumbuhan
ekonomi dan iklim yang tangguh, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan
secara utuh.

Berikut ini disampaikan beberapa upaya utama dalam Pembangunan Rendah
Karbon dan Berketahanan Iklim menuju Transportasi Berkelanjutan yang akan
dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan selama perioda Renstra
2025-2029, diantaranya:

a.

Implementasi efisiensi energi dan percepatan transisi energi melalui
pemanfaatan bahan bakar yang rendah karbon dan pemanfaatan energi
baru dan terbarukan pada transportasi

Sektor transportasi merupakan salah satu konsumen energi terbesar di
Indonesia, dengan mayoritas energinya masih bersumber dari bahan bakar
fosil. Saat ini sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 49% dari total
konsumsi BBM nasional. Berbagai program yang berbasis pada pemberian
insentif dan disinsentif akan dilakukan untuk mempercepat proses transisi
energi di bidang transportasi dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi
BBM. Efisiensi energi dapat dicapai melalui peningkatan teknologi
kendaraan, penerapan standar emisi dan konsumsi bahan bakar, serta
optimalisasi sistem transportasi umum dan logistik. Di sisi lain, strategi
utama untuk transisi energi transportasi akan didorong dan disiapkan
melalui pemanfaatan bahan bakar rendah karbon dan pengembangan
transportasi berbasis Listrik. Percepatan transisi energi di sektor
transportasi darat salah satunya dengan dukungan untuk pemanfaatan
kendaraan listrik, di sektor perkeretaapian melalui elektrifikasi jalur
sedangkan di sektor transportasi udara dan laut upaya transisi energi akan
diupayakan dengan tetap mengikuti ketentuan internasional yang
dikeluarkan oleh ICAO dan IMO.

Efisiensi energi dan transisi energi pada transportasi tidak hanya akan
berfokus pada penggunaan teknologi dan maupun bahan bahan bakar
rendah karbon, namun juga mencakup manajemen energi pada sarana
transportasi seperti peremajaan sarana, pemeliharaan sarana secara rutin,
pengoperasian yang efisien dan kontrol terhadap penggunaan bahan bakar.
Sementara itu pada tingkat sistem transportasi, manajemen energi
mencakup pengaturan rute yang optimal, integrasi moda transportasi, serta
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola arus
lalu lintas dan logistik. Sedangkan pada infrastruktur transportasi seperti
terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara yang didorong untuk
direncanakan, dirancang dan dioperasikan dengan prinsip hemat energi
melalui desain infrastruktur yang lebih hemat energi, penggunaan lampu
LED, sistem ventilasi hemat energi, panel surya, dan sistem monitoring
energi berbasis digital, hingga penggunaan tanaman peneduh bangunan
ataupun landscape di halaman. Tidak hanya itu, bangunan yang berada
dalam kepemilikan dan pengelolaan Kementerian Perhubungan pun harus
dilakukan manajemen energi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 33
Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dimana Pemerintah wajib
melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi pada sarana dan
prasarana atau fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah dan dibiayai oleh
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APBN. Dengan demikian, efisiensi energi dan transisi energi di sektor
transportasi menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Implementasi Aksi Mitigasi Perubahan iklim melalui Perencanaan
Pembangunan rendah karbon

Melakukan efisiensi energi dan transisi energi di sektor transportasi
merupakan langkah krusial yang juga sejalan dengan upaya pengurangan
emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai upaya Kementerian Perhubungan dan
pemangku kepentingan terkait dalam menurunkan emisi GRK secara umum
dilakukan bersesuaian dengan komitmen nasional terkait dengan
perubahan iklim dalam dokumen Enhanced Nationally Determined
Contribution (ENDC) 2030, peta jalan aksi mitigasi nasional ENDC 2030,
Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan
akan dilaksanakan sesuai arahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan
KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor
Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara
Nasional serta peta jalan yang akan disiapkan untuk sektor transportasi.
Prinsip ASI (Avoid, Shift, Improve) merupakan pendekatan strategis dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Avoid bertujuan
mengurangi kebutuhan perjalanan yang tidak efisien melalui perencanaan
tata ruang dan integrasi transportasi. Shift mendorong peralihan dari
penggunaan kendaraan pribadi berbasis fosil ke moda transportasi yang
lebih ramah lingkungan seperti angkutan massal, Sementara itu, Improve
fokus pada peningkatan efisiensi dan teknologi, termasuk penggunaan
kendaraan rendah emisi dan berbasis energi terbarukan.

Salah satu kebijakan prioritas nasional yang juga menjadi aksi mitigasi yang
strategis pada sub sektor transportasi darat dan perkeretaapian adalah
pengembangan dan operasional sistem angkutan umum massal perkotaan.
Selain itu beberapa aksi mitigasi juga berkaitan dukungan kebijakan
terhadap pemanfaatan bahan bakar rendah karbon dan penerapan listrik,
peningkatan angkutan penumpang barang berbasis rel.

Beberapa kebijakan aksi mitigasi sub sektor luat diantaranya dengan
dukungan kebijakan dan/atau pemanfaatan bahan bakar rendah karbon,
manajemen efisiensi energi pada kapal, implementasi Onshore Power Supply
(OPS), elektrifikasi peralatan di pelabuhan dan upaya efisiensi energi di
pelabuhan lainnya. Sedangkan pada sub sektor transportasi udara
kebijakan mencakup dukungan kebijakan dan/atau implementasi pada
kegiatan peremajaan angkutan udara, efisiensi operasional dan perawatan
pesawat, pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel, Peningkatan Air Traffic
Management System and Operations, dan penerapan efisiensi energi di
bandar udara.

Perencanaan Pembangunan infrastruktur transportasi yang
berketahanan iklim

Perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi yang berketahanan
iklim menjadi hal krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim
yang semakin nyata. Infrastruktur transportasi seperti terminal, stasiun,
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pelabuhan, dan bandara dan fasilitas lainnya perlu dirancang dan dibangun
dengan memperhatikan risiko iklim yang dapat mengancam fungsi dan
keselamatannya, seperti banjir, gelombang pasang, suhu ekstrem, serta
cuaca buruk yang meningkat frekuensinya. Pendekatan berketahanan iklim
ini melibatkan analisis risiko dan kerentanan iklim sejak tahap perencanaan,
pemilihan material dan teknologi yang tahan terhadap kondisi ekstrem, serta
penerapan standar konstruksi yang adaptif dan fleksibel. Agar penyediaan
sarana, prasarana, dan layanan transportasi lebih adaptif terhadap dampak
perubahan iklim (khususnya cuaca ekstrem) diperlukan adanya
penyesuaian dalam standar teknis serta standar operasional prosedur dalam
bidang transportasi.

Perencanaan Pembangunan transportasi yang mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta keanekaragaman hayati
Perencanaan pembangunan transportasi di Kementerian Perhubungan akan
menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai
pertimbangan utama. Pendekatan baru ini sejalan dengan kebijakan
pemerintah menetapkan ambang batas kemampuan alam atau D3TLH (Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) sebagai acuan
pembangunan. Artinya, setiap proyek infrastruktur transportasi tidak hanya
dinilai dari potensi ekonomi semata, tetapi juga harus selaras dengan
kapasitas lingkungan yang tersedia. Pendekatan D3TLH mencakup lima
elemen utama antara lain: air, lahan, laut, udara, dan keanekaragaman
hayati, sehingga perencanaan transportasi nasional wajib menjaga
kelangsungan ekosistem tersebut. Dengan demikian, Renstra Kemenhub
mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan
kegiatan transportasi tidak melampaui kemampuan alam dan justru
memperkuat daya dukung lingkungan.

Dalam proses perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana
transportasi baik transportasi darat (terminal, pelabuhan penyeberangan,
UPPKB), transportasi laut (pelabuhan laut), transportasi udara (bandar
udara), maupun perkeretaapian (jalur dan stasiun kereta api) selalu
didahului dengan kajian dokumen lingkungan hidup yang terintegrasi
dengan Analisis dampak lalu lintas (Andalalin terintegrasi dengan AMDAL)
untuk memastikan bahwa pembangunan prasarana transportasi darat telah
sesuai dengan tata ruang, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman
hayati.

Dalam moda transportasi darat, pengembangan transportasi darat
diarahkan pada pemanfaatan ruang yang efisien, menghindari alih fungsi
lahan produktif, serta mendukung sistem transportasi massal rendah emisi.
Daya dukung dipertahankan dengan menjaga kualitas air, udara dan
kebisingan di bawah baku mutu, sementara daya tampung dijaga melalui
pembatasan volume kendaraan dan pengendalian emisi/polusi di kawasan
padat penduduk. Selain itu, pendanaan hijau (green financing) juga didorong
untuk proyek-proyek transportasi darat, misalnya penerbitan obligasi hijau
yang digunakan untuk membiayai proyek angkutan umum massal ramah
lingkungan. Dengan cara ini, moda transportasi darat diharapkan
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memberikan layanan optimal tanpa mengorbankan kualitas lingkungan
sekitar.

Pada moda transportasi laut, pembangunan pelabuhan dan jalur pelayaran
mempertimbangkan ekosistem pesisir dan laut agar tidak melebihi daya
dukung perairan. Lokasi pelabuhan ditetapkan dengan menghindari
kawasan sensitif seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.
Kapasitas pelabuhan disesuaikan dengan daya tampung lingkungan
perairan untuk mengelola limbah kapal dan aktivitas bongkar muat tanpa
mencemari laut. Kajian carrying capacity juga akan didorong untuk
mencegah terjadinya sedimentasi, tumpahan minyak, dan gangguan
terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, penekanan aspek
keberlanjutan juga diwujudkan melalui program Green Shipping dan
pengembangan pelabuhan ramah lingkungan (Green Port/Ecoport).
Perlindungan sumber daya alam dengan menjaga hutan di sekitar area
pelabuhan hingga konservasi mangrove dan terumbu karang di proyek
pelabuhan juga menjadi bagian dari strategi agar transportasi tidak merusak
keanekaragaman hayati. Langkah-langkah ini ditujukan untuk melindungi
ekosistem pesisir dan laut Indonesia.

Di sektor transportasi udara, pembangunan bandara dan jalur udara
diarahkan untuk mempertimbangkan batasan kebisingan, kualitas udara,
dan pemanfaatan lahan. Lokasi bandara ditentukan dengan
mempertimbangkan jarak aman dari kawasan permukiman padat untuk
menjaga kualitas hidup masyarakat. Kapasitas operasional bandara diatur
agar emisi pesawat, limbah padat dan cair, serta tingkat kebisingan tidak
melebihi baku mutu lingkungan. Sistem noise contour mapping dan air
quality modeling juga didorong untuk digunakan sebagai acuan perencanaan
daya dukung dan daya tampung lingkungan area bandara. Selain itu, upaya
memperkuat aspek keberlanjutan juga dilaksanakan melalui penerapan
konsep green/eco airport serta green aviation.

Pada moda perkeretaapian, perencanaan jalur kereta baru dan modernisasi
prasarana mempertimbangkan kelestarian ekosistem darat dan kapasitas
penyerapan dampak oleh lingkungan. Jalur kereta diupayakan
meminimalkan pembukaan hutan dan lahan kritis, serta menghindari
kawasan lindung. Stasiun dan depo dirancang dengan sistem pengelolaan
limbah yang sesuai daya tampung air tanah dan drainase setempat. Selain
itu didorong juga untuk dilakukan analisis daya dukung untuk menentukan
frekuensi operasional kereta dan jenis teknologi penggerak yang paling
ramah lingkungan. Lebih lanjut, Kemenhub juga mendorong pengembangan
jalur kereta pada proyek kereta api melalui mekanisme pembiayaan hijau
(green sukuk), sehingga investasi besar untuk infrastruktur rel (termasuk
subsidi tarif agar terjangkau) dapat terintegrasi dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak lingkungan akibat
aktivitas transportasi

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana serta prasarana
transportasi harus mengutamakan pencegahan pencemaran dan
pengurangan dampak lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari
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strategi nasional. Prinsip ini selaras dengan pendekatan daya dukung dan
daya tampung lingkungan yang menjadi acuan bagi pengambilan keputusan
perencanaan infrastruktur, sehingga setiap investasi dan intervensi teknis
dievaluasi tidak hanya dari aspek fungsi dan ekonomi tetapi juga batas
kemampuan lingkungan untuk menyerap dampak tanpa mengalami
degradasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Renstra Kementerian
Perhubungan menetapkan kebijakan yang mengarahkan modernisasi sarana
dan prasarana menuju solusi rendah emisi, efisiensi energi, pengelolaan
limbah yang terintegrasi, serta penerapan teknologi pencegahan
pencemaran.

Pada transportasi darat, pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak
lingkungan diarahkan melalui modernisasi sarana (armada) dan prasarana
(terminal, pelabuhan penyeberangan). Penggantian armada angkutan umum
massal ke bus listrik atau bahan bakar rendah emisi, rancangan terminal
yang hemat energi dan terintegrasi pengelolaan limbahnya, Pengetatan
standar emisi EURO-4/EURO-5 untuk kendaraan baru, penerapan standar
emisi dan wuji emisi berkala merupakan langkah prioritas. Dalam
perencanaan prasarana transportasi jalan, kajian dokumen lingkungan
hidup (AMDAL) harus memperhitungkan ambang batas kualitas udara,
kebisingan, serta kapasitas drainase untuk menghindari pencemaran udara,
limpasan air dan erosi.

Pada transportasi laut, pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak
lingkungan berfokus pada pembangunan pelabuhan dan modernisasi kapal.
Prasarana pelabuhan diarahkan untuk dilengkapi sistem penerimaan dan
pengolahan limbah kapal (reception facilities), dan fasilitas penanggulangan
tumpahan minyak. Untuk sarana akan didorong dengan pelaksanaan retrofit
kapal, pemanfaatan teknologi efisiensi hull/ propulsi untuk mengurangi
emisi/polusi dan limbah operasional, instalasi ballast water treatment serta
peningkatan upaya pengawasan pembuangan limbah dari kapal.

Dalam transportasi udara, upaya pencegahan pencemaran dan pengurangan
dampak lingkungan diarahkan pada desain bandara yang efisien energi dan
sumber daya; serta modernisasi sarana pendukung yang mengurangi
emisi/polusi. Bandar udara didorong untuk melaksanakan pengelolaan
limbah cair dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pengelolaan
limbah padat yang memenuhi standar lingkungan/peraturan perundang-
undangan, sistem manajemen kebisingan (noise contour mapping),
manajemen kualitas udara dan air serta efisiensi sistem pencahayaan dan
sistem pendingin udara. Untuk sarana transportasi udara (pesawat),
pengurangan dampak lingkungan didorong dengan penggunaan teknologi
pesawat hemat energi dan rendah emisi/polusi, Pemanfaatan teknologi low-
noise engine untuk mengurangi kebisingan serta efisiensi operasional
penerbangan (misal: continuous descent approach, optimasi rute).

Pada perkeretaapian, pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak
dilaksanakan melalui modernisasi lokomotif dan rangkaian kereta,
penggunaan material ramah lingkungan pada pembangunan kereta baru,
desain depo dan stasiun yang mengakomodir pengelolaan limbah baik padat
maupun cair. Prasarana rel dirancang dengan mempertimbangkan drainase,



-113 -

stabilitas tanah, dan pengendalian polutan dari bahan perawatan (oli,
pelumas) untuk mencegah kontaminasi tanah dan badan air.

Selain pada sarana dan prasarana transportasi, upaya pengurangan dampak
lingkungan juga akan didorong dari aktivitas perkantoran ramah lingkungan
yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Perhubungan sebagai bentuk
komitmen regulator dalam penerapan kegiatan yang ramah lingkungan.
Pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam operasional
pelayanan maupun perkantoran di Kementerian Perhubungan akan menjadi
wujud utama komitmen dari seluruh jajaran baik di Pusat maupun UPT
dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya tersebut
diantaranya akan dilakukan melalui pengurangan penggunaan energi, ATK,
dan bahan/material baik melalui efisiensi ataupun penggunaan kembali,
termasuk melalui kampanye untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular
di sektor transportasi.

Pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak lingkungan bukan
menjadi tugas teknis semata, melainkan perlu upaya lintas-sektor yang
memerlukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait (KLHK,
Bappenas, Kementerian Keuangan), pemerintah daerah, pelaku usaha dan
masyarakat. Implementasi kebijakan ini harus dibarengi dengan sinergi dan
kolaborasi dengan stakeholder terkait, penguatan kapasitas SDM, serta
mekanisme insentif dan sanksi yang jelas untuk menjamin kepatuhan dan
keberlanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi

3.3.1. Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Tahun 2025-
2029

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi implementasi pembangunan
bidang transportasi 2025-2029 diperlukan penguatan regulasi di bidang
transportasi yang setidaknya mencakup:

a. Revisi Undang-Undang terkait sektor Transportasi untuk menegaskan posisi
transportasi sebagai pelayanan dasar, menambahkan substansi pengaturan
yang belum ada, dan memperbarui konsep penyelenggaraan sesuai kaidah
tatakelola yang baik dan modern pada UU Sistem Transportasi dan Logistik
Nasional (Sistralognas), Revisi UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,
Revisi UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Revisi UU No 22
Tahun 2009 tentang LLAJ;

b. Pembaruan Peraturan Pelaksana di Bidang Transportasi untuk melengkapi
kebutuhan pengaturan penyelenggaraan dan menyesuaikannya dengan
berkembangan kebutuhan dan tantangan melalui Perubahan Permenhub
tentang Pedoman dan Proses Perencanaan, Penetapan/Revisi Permenhub
terkait Rencana Induk Jaringan setiap moda Transportasi, Pembaruan
Permenhub Penyelenggaraan Infrastruktur untuk mendorong Peran Swasta
dan Pemda, Pengaturan terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sektor
Transportasi Ratifikasi regulasi internasional terbaru sektor transportasi;
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c. Pengaturan Pendukung Transformasi sektor Transportasi untuk mendorong
terjadinya adaptasi dan mitigasi atas perkembangan teknologi, dampak
perubahan iklim, serta prinsip, melalui Pembaruan standar teknis
mendukung pengarusutamaan GEDSI dan Perubahan Iklim, Pengaturan
Angkutan Multimoda, MAAS (Mobility As A Service), Peraturan pendukung
pelaksanaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Penyederhanaan/
Integrasi Sistem Informasi dan Komunikasi, Pengaturan terkait Integrasi
pengelolaan Logistik Nasional.

Penyempurnaan Regulasi terkait Organisasi Tata Kerja Kementerian

Perhubungan disesuaikan dengan agenda transformasi tata kelola secara

nasional dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana

Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Penguatan Organisasi

Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda, serta Peraturan terkait pengalihan

tugas dan fungsi BPTJ.

Berikut ini disampaikan penjelasan tentang kebutuhan penguatan kerangka

regulasi pendukung implementasi berbagai program dan kegiatan strategis

bidang transportasi nasional untuk periode 2025-2029.

a. Regulasi Pendukung Transportasi Publik sebagai Bagian dari Pelayanan
Dasar
Undang-undang sektor transportasi yang ditetapkan pada periode Tahun
2004-2010 sebagai hasil reformasi, mendorong pelibatan swasta dan pemda
dalam penyelenggaraan sektor transportasi. Undang-undang tersebut telah
memberikan kemajuan dalam pola kelembagaan dan pendanaan
transportasi yang lebih terbuka.
Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi defisit penyediaan
infrastruktur dan pelayanan transportasi di kawasan perkotaan maupun
antarwilayah, merupakan dampak terbatasnya dukungan pendanaan bagi
pembangunan sektor transportasi. Hal ini dikarenakan belum adanya
konsentrasi pendanaan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
dalam penyediaan prasarana dan pelayanan transportasi, karena sesuai UU
No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menempatkan
transportasi sebagai bagian dari urusan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar.
Pendefinisian transportasi sebagai urusan wajib yang menjadi bagian dari
pelayanan dasar dalam UU Pemerintahan maupun UU setiap moda
transportasi diharapkan akan mendukung komitmen pendanaan bagi sektor
transportasi yang akan menjamin kehadiran negara dalam memfasilitasi
transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan dan warga DTPK.

b. Regulasi Pendukung Transformasi Penerapan Teknologi di Sektor
Transportasi
Penyelenggaraan transportasi global akan dihadapkan kepada penetrasi
teknologi pada Industry 4.0 yang semakin mendalam sehingga mewujudkan
sistem ekonomi dan sosial pada tahap Society 5.0. Penerapan teknologi
Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Internet of Things akan merubah
secara dramatis wajah sistem transportasi ke depan.
Kemampuan suatu sektor/negara dalam mendorong transformasi teknologi
untuk efisiensi pelayanan merupakan kunci daya saing di persaingan global
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ke depan. Hal ini juga berlaku untuk sektor transportasi nasional yang
diharapkan dapat memanfaatkan fitur-fitur teknologi maju yang tepat guna
dalam ekosistem baru yang juga kondusif.

Diperlukan regulasi yang mampu mendorong pembaruan penerapan
teknologi transportasi yang tepat guna dengan tetap memperhatikan
kelayakan investasi, persaingan yang sehat, serta kedaulatan dan
kemandirian nasional.

Regulasi Pendukung Percepatan Penerapan Transportasi Ramah
Lingkungan

Komitmen Indonesia (NDC) untuk mencapai Nett Zerro Emission di Tahun
2060 harus didukung oleh strategi migrasi penerapan transportasi yang
ramah lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor transportasi
merupakan penyumbang emisi yang signifikan dan pengkonsumsi energi
fossil yang terbesar.

Diperlukan adanya upaya yang mendasar dalam mendorong percepatan
perpidahan ke mobil listrik, eletrifikasi jalur KA, penerapan green
port/Airport, dan optimalisasi pemanfaatan angkutan massal dan non
motorized di perkotaan agar diperoleh penurunan yang signifikan dari emisi
karbon akibat operasional transportasi.

Selain itu, penerapan skema investasi berbasis nilai ekonomi karbon dapat
dijadikan sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan sektor
transportasi nasional yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan
adanya regulasi yang sifatnya insentif/disiinsentif untuk mempercepat
migrasi ke kendaraan listrik, mendorong penggunaan angkutan umum dan
non-motorized. Penerapan elektrifikasi kereta api serta transformasi energi
sektor laut dan udara juga akan memberikan dukungan maksimal terhadap
komitmen nasional untuk mewujudkan Nett Zerro Emission di tahun 2060.

Regulasi Pendukung Ekosistem Transportasi Perkotaan di Masa Datang
Integrasi Pelayanan Transportasi Perkotaan di masa datang akan
berkembang semakin paripurna, bukan hanya integrasi antarmoda secara
fisik dan jaringan, tetapi hingga sistem pembayaran dalam konsep on-
demand services atau sering disebut sebagai Mobility As A Service (MAAS).
Kerangka pengaturan yang ada sampai dengan saat ini baru sampai dengan
aspek penyediaan infrastruktur dan jaringan pelayanan, sehingga perlu
dilengkapi dengan pengaturan pada level sistem bisnis yang terintegrasi.
Pemerintah harus memastikan bahwa penerapan konsep Mobility As A
Service (MAAS) memberikan pilihan yang optimal bagi masyarakat dalam
kerangka industri transportasi yang sehat.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat agar perkembangan teknologi
ini memberikan manfaat yang optimal bagi semua stakeholders, baik
operator maupun khususnya pengguna.

Pemenuhan (Compliancy) Standar dan Regulasi Internasional di Sektor
Transportasi

Konektivitas internasional merupakan prasayarat agar Indonesia mampu
bersaing dalam persaingan di kancah global. Untuk dapat berinteraksi
dengan baik dalam kancah industri transportasi global maka pemenuhan
(compliancy) terhadap standar dan regulasi internasional di sektor
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transportasi, khususnya pelayaran dan penerbangan, merupakan
keharusan.

Ratifikasi ataupun penerapan regulasi internasional juga diperlukan untuk
mengindari barrirer to entry dalam interaksi ekonomi di sejumlah negara dan
aliansi strategis internasional yang umumnya mensyaratkan adanya standar
teknis dan standar pelayanan yang seragam.

3.3.2. Rencana Penetapan Regulasi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Kerangka regulasi menjadi upaya sistematis untuk mengarahkan penyusunan

peraturan perundang-undangan dalam lingkup Kementerian Perhubungan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta

menyelaraskan regulasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi

global, Kementerian Perhubungan telah menyusun Kerangka Regulasi 2025-

2029 yang memuat rencana strategis penyusunan regulasi sektoral yang akan

menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan selama

lima tahun ke depan, yang memiliki tujuan umum:

a. Menjawab tantangan transformasi digital dan inovasi teknologi di sektor
transportasi;

b. Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan yang efektif dan
adaptif;

c. Meningkatkan kualitas layanan publik dan keselamatan transportasi;

d. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi ramah
lingkungan.

Usulan regulasi dalam Kerangka Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun
2025-2029 disusun untuk menyelaraskan ketentuan hukum yang berlaku
dengan standar global dan praktik terbaik internasional seperti ketentuan dari
ICAO (International Civil Aviation Organization), IMO (International Maritime
Organization) serta regulasi nasional seperti Peraturan Presiden terkait Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) Regulasi ini diharapkan mampu mengurangi tumpang
tindih aturan yang selama ini menjadi kendala dalam implementasi kebijakan
serta meningkatkan efisiensi pemerintahan secara menyeluruh melalui
penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.
Dalam mendukung perekonomian nasional, kerangka regulasi diarahkan untuk
memperkuat ekosistem logistik yang kompetitif guna memperluas konektivitas
antardaerah. Aspek penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus
dengan mengedepankan sistem merit dan penerapan manajemen talenta agar
aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki
kompetensi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui kerangka regulasi
yang diajukan dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi, partisipasi
publik dan integritas kelembagaan sebagai bagian dari upaya membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ringkasan tematik
kerangka regulasi sebagai berikut:
a. Bidang transportasi udara

Peningkatan keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan seperti

penyusunan aturan ground handling yang sesuai standar ICAO, pengaturan

bandara air (water aerodrome), pembentukan regulasi penyidik PNS
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penerbangan guna penegakan hukum, revisi standar pelayanan minimum
dan pengelolaan slot waktu terbang untuk optimalisasi operasional bandara,
serta harmonisasi aturan keselamatan penerbangan (CASR Part 121 & 135)
sesuai standar internasional.

b. Bidang transportasi darat
Pengaturan kendaraan otonom, revisi subsidi dan tarif angkutan umum,
peningkatan keselamatan lalu lintas melalui revisi peraturan perlintasan
sebidang dan marka jalan dan penguatan kelembagaan dan penataan UPT
menjadi bagian penting untuk mendukung layanan yang responsif dan
modern.

c. Bidang transportasi laut
Prioritas regulasi meliputi revisi peraturan angkutan di perairan dan
kepelabuhanan, penguatan sertifikasi pengawasan kapal dan awak kapal
serta pengembangan transportasi laut yang ramah lingkungan dan
terintegrasi dengan moda lain untuk meningkatkan daya saing logistik
nasional.

d. Bidang perkeretaapian
Pembaruan standar teknis dan sistem pengawasan sarana perkeretaapian
guna menjamin keselamatan dan kelancaran operasional serta memperkuat
integrasi dengan moda transportasi lain untuk mendukung mobilitas
berkelanjutan.

e. Bidang Integrasi multimoda
Penyusunan rencana induk integrasi antarmoda, pedoman teknis fasilitas
alih moda penumpang, pengawasan dan sertifikasi badan usaha layanan
integrasi dengan tujuan menciptakan sistem transportasi yang terpadu,
efisien, dan inklusif.

f. Bidang penunjang

1) Penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi melalui pencegahan
korupsi, manajemen risiko, pengawasan intern serta pengembangan
sistem merit dan manajemen talenta ASN;

2) Optimalisasi fungsi pengawasan internal dan manajemen risiko
termasuk revisi tata cara pengawasan, pembentukan komite audit, dan
pengawalan efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung tata
kelola yang transparan dan akuntabel;

3) Penguatan institusi pendidikan transportasi;

4) Koordinasi regulasi berbasis kajian kebijakan termasuk revisi organisasi,
pedoman penyusunan kebijakan, serta integrasi sistem logistik nasional
melalui Indonesia National Single Window.

Sebagai bagian dari penguatan kerangka regulasi dalam periode 2025-2029,
Kementerian Perhubungan tidak hanya merancang kerangka penyusunan
regulasi sektoral tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan awal atas sejumlah
regulasi yang memerlukan pembaruan atau pengembangan. Proses tersebut
didukung oleh berbagai kegiatan seperti kajian kebijakan, inventarisasi regulasi
serta penyusunan rencana naskah akademik sebagai fondasi pembentukan atau
revisi regulasi ke depan. Beberapa rencana inisiatif regulasi yang telah diusulkan
antara lain:
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a. Rencana penyusunan naskah akademik

1) Rencana Naskah Akademik RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun
2013 didasarkan pada hasil inventarisasi dan evaluasi awal terhadap
substansi PP dimaksud yang berkaitan dengan pendanaan dan tanggung
jawab penyelenggaraan transportasi yang dinilai perlu disesuaikan
dengan perkembangan regulasi internasional, khususnya dari lembaga-
lembaga seperti IMO dan ICAO.

2) Rencana Naskah Akademik Penataan Kelembagaan dan Pendanaan
KNKT, dengan ruang lingkup yang telah diidentifikasi mencakup analisis
permasalahan kelembagaan dan organisasi KNKT termasuk keterbatasan
dalam mandat dan struktur. analisis beban kerja dalam investigasi
kecelakaan lintas moda, dan tinjauan terhadap peraturan perundang-
undangan terkait yang menunjukkan perlunya reposisi peran dan
penguatan pendanaan, usulan awal skenario penataan organisasi dan
pendanaan serta prediksi dampaknya terhadap tata kelola dan efektivitas
investigasi kecelakaan.

b. Rekomendasi penyusunan regulasi
Telah diusulkan beberapa rekomendasi penyusunan maupun revisi
Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Perhubungan sebagai bagian dari
respons terhadap dinamika pelayanan transportasi yang terus berkembang
dimana diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi, integrasi layanan,
serta pengembangan sistem pengawasan dan sertifikasi transportasi yang
adaptif terhadap perkembangan teknologi.

c. Kajian revisi regulasi sebagai langkah awal menuju pembaruan regulasi
telah dilakukan kajian pendahuluan terhadap sejumlah regulasi
diantaranya:

1) Kajian terhadap PP Nomor 62 Tahun 2013 difokuskan pada evaluasi
implementasi dan relevansi terhadap perkembangan terbaru,
inventarisasi kebutuhan penyesuaian dengan regulasi internasional
seperti IMO dan ICAO, dan penyusunan matriks awal usulan perubahan
yang menjadi dasar dalam merencanakan penyusunan revisi PP tersebut.

2) Kajian terhadap PM Nomor 54 Tahun 2023 difokuskan pada identifikasi
masalah implementasi dan kebutuhan substansial untuk revisi terutama
dalam konteks reformasi kelembagaan dan penataan UPT, analisis
keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak
terjadi disharmonisasi regulasi serta penyusunan kerangka awal
rekomendasi revisi sesuai arah kebijakan reformasi kelembagaan dan
tata kelola SDM sektor transportasi.

Keseluruhan proses tersebut merupakan bagian dari agenda penguatan reviu
regulasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan yang tidak hanya difokuskan
pada kualitas substansi peraturan namun juga peningkatan -efektivitas
implementasinya di lapangan. Dengan membangun fondasi regulasi yang
berbasis kajian, partisipatif, dan selaras dengan standar global, diharapkan
kerangka regulasi Kementerian Perhubungan 2025-2029 mampu memperkuat
kapasitas institusional, meningkatkan kualitas layanan publik transportasi
serta mendorong konektivitas nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
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Rangkuman rencana penetapan regulasi baik yang berupa Undang-Undang
(UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan
Menteri (Permen) Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri (Inmen), dan
bentuk peraturan lain-lain yang akan dilakukan di lingkungan Kementerian
Perhubungan disampaikan pada Tabel 3.1 berikut ini. Direncanakan terdapat
sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) rencana penetapan regulasi baik yang
sifatnya teknis maupun administratif pada perioda Tahun 2025-2029. Detail
penjelasan mengenai latar belakang, unit kerja terkait, dan target penyelesaian
dari setiap regulasi tersebut disampaikan pada Anak Lampiran 2.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Rencana Penetapan Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-
2029

Rekapitulasi berdasar Jenis Kerangka Regulasi

e uu PP Perpres PM KM IM Iiafn'
o ain
1 |Setjen 78 - 2 2 30 37 - 7
2 |Itjen 11 - - - 3 7 1 -
3 |DJPD 16 1 1 1 12 1 - -
4 |DJPL 32 - 7 2 23 - - -
5 [DJPU 51 1 - - 45 5 - -
6 |DJKA 33 1 - - 31 1 - -
7 [DJITM 48 - 1 1 46 - - -
8 |BKT 29 1 2 6 12 2 - 6
9 |BPSDM 11 - - - 10 1 - -

Total 309 4 13 12 212 54 1 13

Sumber: Biro Hukum, 2025

Dalam hal terdapat kebutuhan penetapan regulasi lainnya diluar yang sudah
disampaikan dalam Renstra ini, maka regulasi tersebut tetap harus sesuai
dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang transportasi yang
telah ditetapkan. Kemajuan pelaksanaan penetapan regulasi ini akan dipantau
pada setiap tahun sebagai bahan evaluasi.

3.3.3. Rencana Penetapan Regulasi Sekretariat Jenderal 2029-2029

Kerangka regulasi menjadi upaya sistematis untuk mengarahkan penyusunan
peraturan perundang-undangan dalam lingkup Sekretariat Jenderal. Untuk
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menyelaraskan
regulasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi, Sekretariat
Jenderal telah menyusun Kerangka Regulasi 2025-2029 yang memuat rencana
strategis penyusunan regulasi yang akan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Jenderal selama lima tahun ke depan:
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Tabel 3. 2 Rekapitulasi Regulasi Berdasar Jenis Kerangka Regulasi

) . Rekapitulasi Berdasar Jenis Kerangka Regulasi
No Unit Kerja Total - -
PP Perpres | PM lain PM KM IM | Lainnya

1 | Biro Perencanaan 6 1 - - 3 2 - -
2 | Biro SDMO 20 - - - 12 8 - -
3 | Biro Keungan 4 - - - 2 2 - -
4 | Biro Hukum 0 - - - 0 - - _
S | Biro LPPBMN 1 - - - 1 - - -
6 | Biro Umum 8 - - - 4 4 - _
7 | Biro KIP 5 - - - 2 3 - -
8 | PFKKI 0 - - - - - -
9 | PPTB S - - - 2 3 - -
10 | Pusdatin 6 - - - 1 4 1 -
11 | PPIT 3 - - - 2 1 - -
12 | Pusbin JF 8 - - 2 3 3 - -
13 | Mahpel 3 1 - - 2 - - -
14 | KNKT 9 1 1 - 1 - - 6
Total 78 3 1 2 32 30 1 6

Sumber : Diolah dari masukan UKE II Setjen

Dari Tabel 3.2 dapat disampaikan rincian rencana regulasi tahun 2025-2029 di
masing-masing Unit Kerja Eselon II:
a.

b.

Biro Perencanaan menyusun 1 revisi Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan
Menteri baru dan 2 Keputusan Menteri baru;

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyusun 11 Peraturan Menteri
baru, 1 revisi Peraturan Menteri, dan 8 Keputusan Menteri baru;

Biro Keuangan menyusun 2 redvisi Peraturan Menteri, 1 Keputusan Menteri
baru dan 1 revisi Keputusan Menteri;

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN menyusun 1 revisi Peraturan
Menteri;

Biro Umum menyusun 2 Peraturan Menteri baru dan 2 revisi Peraturan
Menteri, 2 Keputusan Menteri baru dan 2 revisi Keputusan Menteri;

Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyusun 2 revisi Peraturan Menteri,
2 Keputusan Menteri baru dan 1 revisi Keputusan Menteri;

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyusun 2 Peraturan
Menteri baru, 1 Keputusan Menteri baru dan 2 revisi Keputusan Menteri;
Pusat Data dan Informasi menyusun 1 Peraturan Menteri baru, 4 Keputusan
Menteri baru dan 1 Instruksi Menteri baru;

Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi menyusun 2 Peraturan
Menteri baru, dan 1 Keputusan Menteri baru,;

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menyusun 2 Peraturan
Menteri PAN RB baru, 3 Peraturan Menteri baru, dan 3 Keputusan Menteri
baru;

Mahkamah Pelayaran menyusun 1 revisi Peraturan Pemerintah, dan 2 revisi
Peraturan Menteri;
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l. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyusun 1 revisi Peraturan
Pemerintah, 1 revisi Peraturan Presiden, 1 revisi Peraturan Menteri dan 6
dokumen kajian revisi PP, Perpres dan PM.

Secara keseluruhan terdapat 78 regulasi, 57 regulasi baru dan 21 revisi regulasi
yang akan dikerjakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN) yang digunakan untuk
mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui kebijakan, strategi, program
dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang
disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Nasional.

Pada  beberapa sub bab berikut ini disampaikan struktur
kelembagaan/organisasi Kementerian Perhubungan Eksisting serta kebutuhan
penguatannya untuk mendukung pencapaian target kinerja dan mendukung
pelaksanaan prioritas presiden pada perioda Pemerintahan 2025-2029.

3.4.1. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Sesuai mandat dari pasal 5, 6, dan 7 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang

Kementerian Perhubungan, maka:

a. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan
menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi,
serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan
prasarana transportasi;

2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian di daerah;

3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh wunsur organisasi di lingkungan
Kementerian;

4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian;

5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

6) pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;

7) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;

8) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian; dan

9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

c. Susunan organisasi Kementerian terdiri atas 14 (empat belas) Unit Kerja
setingkat Eselon I, yakni:
1) Sekretariat Jenderal,;
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2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

4) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

5) Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

6) Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7) Inspektorat Jenderal;

8) Badan Kebijakan Transportasi;

9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,;
10) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi;

11) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;

12) Staf Ahli Bidang Logistik;

13) Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan; dan

14) Staf Ahli Bidang Keselamatan Tlansportasi.

d. Selain itu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, terdapat
organisasi setingkat eselon II yang secara administrasi berada di Bawah
Sekretaris Jenderal, yakni:

1) Pusat Data dan Teknologi Informasi;

2) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;

3) Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; dan

5) Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.

e. Presiden juga memberikan mandat kepada Kementerian Perhubungan untuk
mengelola anggaran bagi 2 (dua) lembaga yang bertanggung jawab kepada
Presiden, yakni:

1) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);
2) Mahkamah Pelayaran (Mahpel).

Untuk melaksanakan tugas teknis di lapangan, pada setiap eselon I teknis

dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang organisasi dan tatakerjanya

ditetapkan melalui sejumlah Peraturan Menteri (PM) Perhubungan yang
berbeda-beda. Setiap UPT bertanggungjawab langsung kepada Direktur

Jenderal/Kepala Badan masing-masing.

Gambaran mengenai struktur organisasi Kementerian Perhubungan

disampaikan pada Gambar 3.9. Pada Perpres No 173 Tahun 2024 tentang

Kementerian Perhubungan dibentuk Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi

dan Multimoda guna memenuhi tujuan Kementerian Perhubungan untuk

peningkatan Konektivitas Transportasi.
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Gambar 3. 1 Kerangka Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029
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3.4.2. Penguatan Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2025-
2029

Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Perhubungan dilakukan

dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis,
mandat pembangunan, dan mandat organisasi;

b. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan,;

c. Prinsip-prinsip pengorganisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat
proses, efektif, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses di bidang
transportasi; dan

d. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penguatan kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis sektor
transportasi tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan organisasi
pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat intern
maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-
program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nllai structure folow
strategy dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang
sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan
dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan
organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian sasaran
pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan
struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta
pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Untuk melaksanakan program dan kebijakan sektor transportasi tahun
2025-2029 diperlukan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan
Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang
terus berkembang, serta visi misi Presiden. Penataan kelembagaan dilakukan
di kantor Pusat maupun tingkat UPT di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

Penataan kelembagaan Kementerian Perhubungan selanjutnya akan diikuti
dengan penyesuaian struktur organisasi serta redesign nomenklatur program
dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM
di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Struktur organisasi Kementerian Perhubungan 2025-2029 disesuaikan
dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai sasaran strategis. Struktur
organisasi disusun berdasarkan prinsip right size dan right function
(organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi) sehingga terwujud organisasi
kerja yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa isu strategis dalam
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kerangka penataan kelembagaan Kementerian Perhubungan sesuai prioritas

kebutuhan:

a. Unsur Pelaksana Kebijakan (Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis)
Penataan Tugas dan Fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan untuk Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan
Transportasi
Dalam rangka peningkatan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran,
penyelarasan  peraturan perundang-undangan = serta menjamin
kelancaran pemberian layanan di bidang penyelenggaraan Transportasi
Sungai, Danau, dan Penyeberangan, perlu dilakukan penataan organisasi
sebagai upaya penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan Unit
Pelaksana Teknus yaitu dengan pengalihan tugas dan fungsi Transportasi
Sungai, Danau, dan Penyeberangan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pengalihan tugas dan fungsi transportasi sungai, danau, dan
penyeberangan ini selaras dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang secara eksplisit mengkategorikan
angkutan sungai, dananu, dan penyeberangan sebagai bagian dari
“angkutan di perairan”, sehingga secara normatif, apabila pengelolaan
transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan lebih sesuai dengan
kerangka hukum nasional. Pengalihan ini juga diperlukan untuk
penyelarasan tata kelola dengan kesesuaian kebijakan guna peningkatan
pelayanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Penataan restrukturisasi berupa organisasi berupa pengalihan tugas dan

fungsi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan akan dilakukan

baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis yang terdampak.

1) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Keselamatan transportasi menjadi faktor yang sangat penting dalam
mewujudkan kenektivitas transportasi. Keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan merupakan bagian paling penting dalam keselamatan
transportasi mengingat sebagian besar pergerakan orang dan barang
menggunakan moda jalan.

Permasalahan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bukan
hanya permasalahan dalam skala nasional, tetapi juga sudah menjadi
permasalahan global. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
merupakan isu kritis yang memerlukan penanganan yang serius
secara kolaboratif. Tanggung jawab keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan tersebar pada beberapa instansi, sebagaimana
tercantum pada Perpres No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUN KLLAJ). RUN
KLLAJ merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman nasional
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dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar yang mencakup: Pilar 1 Sistem yang
Berkeselamatan (yang dikoordinir oleh Kementerian PPN /Bappenas),
Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan (yang dikoordinir oleh Kementerian
Pekerjaan Umum), Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan (yang
dikoordinir oleh Kementerian Perhubungan), Pilar 4 Pengguna Jalan
yang Berkeselamatan (yang dikoordinir oleh Kepolisian RI), dan Pilar
S Penanganan Korban Kecelakaan (yang dikoordinir oleh Kementerian
Kesehatan).

Untuk mendukung peningkatan keselamatan LLAJ, perlu dilakukan
penguatan tugas dan fungsi Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat, terutama yang menangani keselamatan
transportasi darat. Penguata tugas dan fungsi ini akan menjadi
langkah strategis untuk koordinasi, pengawasan, dan peningkatan
standar keselamatan, sekaligus memperkuat Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat sebagai penyusun kebijakan strategis dalam
pengelolaan transportasi darat yang aman, nyaman, dan selamat.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, UPT merupajan satuan kerja yangbersifat mandiri
dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan
perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari
Organisasi Induk. UPT berada di bawah Unsur Pelaksana dan Unsur
Pendukung, Penetapan kedudukan UPT ditentukan berdasarkan: 1)
kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan
tugas Unit Organisasi Induk; 2) hubungan pertanggungjawaban
antara UPT yang bersangutan denfan Organisasi Induk; dan 3)
efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
Penataan organisasi pada Tingkat Unit Pelaksana Teknis disesuaikan
dengan perannya sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu dari Organisasi Induknya. Agar lebih efektif
dan efisien dalam pelaksanaan tugas, penataan UPT dilakukan untuk
mengakomodir hal-hal sebagai berikut:
a) Dampak penataan organisasi dan restrukturisasi organisasi di
tingkat pusat;
b) Perubahan mandat;
c) Perubahan beban kerja;
d) Perubahan pembagian wiayah kerja;
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e) Duplikasi tugas dan fungsi dengan kantor pusat; dan
f) Tindak lanjut hasil evaluasi STRANASPK yang dilaksanakan oleh
KPK.

b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pendukung

1)

2)

3)

Evaluasi dan Optimalisasi Tugas serta Fungsi Biro dan Pusat di
Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kelembagaan Manajemen Risiko

Tuntutan untuk mewujudkan good governance pada lingkungan
birokrasi semakin memperkuat penerapan manajemen risiko pada
instansi pemerintah termasuk Kementerian Perhubungan. Amanah
pengelolaan manajemen risiko di pemerintahan merujuk pada
tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mengelola risiko
yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan, demi tercapainya tujuan organisasi dan pelayanan
publik yang efektif serta akuntabel. Ini mencakup identifikasi,
analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko, serta penerapan sistem
pengendalian internal yang memadai.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan
penguatan organisasi yang menangani Manajemen Risiko. Penguatan
diperlukan agar terdapat proses yang sistematis untuk
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan
memantau risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi.
Penguatan organisasi yang menangani manajemen risiko sangat
penting karena:

a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional,

b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;

c) Mencegah terjadinya kerugian keuangan negara;

d) Menjamin keberhasilan program dan kebijakan publik;

e) Mengurangi dampak negatif dan meningkatkan ketahanan

organisasi;
f) Mendukung pengambilan keputusan strategis.
Penguatan organisasi ini dilakukan dengan penataan struktur
kelembagaan ataupun clustering tugas dan fungsi terkait manajemen
risiko dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat KNKT

Investigasi kecelakaan transportasi merupakan upaya peningkatan
keselamatan secara reaktif. Melalui investigasi kecelakaan dapat
teridentifikasi isu keselamatan yang akan disebarluaskan kepada
pihak terkait dan pemangku kepentingan sehingga kecelakaan dapat
dihindari di kemudian hari.Berdasarkan Perpres Nomor 102 Tahun
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2022 diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi KNKT dan
pembentuan sekretariat KNKT. Sesuai Perpres tersebut terdapat
perubahan kelembagaan KNKT yaitu mengubah jumlah investigator
yang semula 10 (sepuluh) orang pada setiap komite menjadi
disesuaikan dengan kebutuhan KNKT. Selain itu KNKT diberikan
tugas tambahan untuk mengevaluasi, memantau, Kklarifikasi,
pengkajian, dan sosialisasi terkait rekomendasi keselamatan yang
diterbitkan KNKT serta penyelenggaraan sistem informasi investigasi.
Seiring dengan dinamika pertumbuhan lingkungan dan teknologi yang
terus berkembang, sekretariat KNKT sebagai unsur yang memberikan
dukungan teknis dan administratif kepada KNKT menghadapi beban
kinerja organisasi yang meningkat, sehingga perlu dilakukan
penyelarasan tugas dan fungsi sekretariat KNKT sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada.

Penguatan Peran Mahkamah Pelayaran
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, ditemukenali terdapat perubahan fungsi
Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga yang bertugas melakukan
pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Sesuai Undang-Undang
tersebut, Mahkamah Pelayaran yang semula memiliki fungsi
melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan
menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau
perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan
kecelakaan kapal, mendapatkan tambahan fungsi sebagai berikut:

a) Melaksanakan pemeriksaan kepada operator, pemilik kapal, dan
petugas/ pejabat yang berwenang dalam hal memiliki hubungan
terkait penyebab terjadinya kecelakaan kapal,

b) Menetapkan sanksi administratif kepada nakhoda, perwira kapal,
operator, pemilik kapal, dan/atau petugas/pejabat yang terbukti
melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan
kecelakaan kapal; dan

c) Melakukan mediasi dalam penyelesaian perselisihan perjanjian
kerja laut.

Guna keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang ada

maka perlu dilakukan penataan kelembagaan berupa penyesuaian

tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja yang diakomodir
dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal serta organisasi dan tata kerja

Mahkamah Pelayaran (revisi PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Pelayaran).
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3.4.3. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
terdiri atas 7 (tujuh) biro, yakni:

Biro Perencanaan;

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

Biro Keuangan;

Biro Hukum;

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;

Biro Umum; dan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

@00 T

Di lingkungan Kementerian Perhubungan saat ini terdapat 5 (lima) Pusat
yang merupakan unsur pendukung pimpinan, yaitu:

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi;

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;

Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.

o Qo o

Organisasi Biro dan Pusat tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat ini mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan
agenda pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi,
perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi,
maupun besaran organisasi yang telah ada. Evaluasi tersebut perlu
dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
a. Efisiensi Birokrasi
Evaluasi dilakukan pada struktur organisasi untuk memastikan apakah
struktur organisasi sudah efektif dan efisien, seudah tepat fungsi dan
sasaran. Setelah evaluasi dapat mengurangi redundansi dalam
pengambilan keputusan dan mempercepat proses administratif. Selain
hal tersebut, penyatuan unit-unit ini dapat meningkatkan fungsi
koordinasi antara pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam
perancangan kebijakan dan implementasi operasional, sehingga dapat
mengurangi hambatan eksternal maupun internal.



-130 -

b. Pemenuhan Tujuan Strategis
Evaluasi ini dilakukan untuk penyelarasan visi dan strategi dalam
mengembangkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan dapat
mencapai tujuan jangka panjang Kementerian secara lebih efektif dan
efisien.

c. Optimalisasi Sumber Daya
Evaluasi pemanfaatan sumber daya, baik sarana prasarana maupun
SDM yang ada dengan lebih efisien, baik itu dalam bentuk tenaga kerja,
keuangan, penggunaan teknologi.

d. Peningkatan adaptasi dan resiliensi
Evaluasi organisasi diharapkan dapat mendukung pembangunan sistem
transportasi yang lebih adaptif dan tahan terhadap perubahan politik,
ekonomi, maupun lingkungan yang semakin relevan di tengah
tantangan global.

e. Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi
Evaluasi ini dapat memperkokoh fungsi unit organisasi, serta untuk
menentukan apakah kebijakan yang diimplementasikan berjalan efektif
dan efisien.
Evaluasi kelembagaan dan penataan di lingkungan Sekretariat Jenderal
dilakukan melalui penataan eselon II ke bawah diantaranya meliputi
penajaman, penguatan, dan clustering tugas dan fungsi.
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Gambar 3. 2 Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
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+ UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Mo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
« PM 54 Tahun 2023 tentang OTK Sekretariat KNKT
= PM 4 Tahun 2025 tentang OTK Kementerian Perhubungan
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3.4.4. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Sekretariat Jenderal 2025-

2029

Agenda penguatan kelembagaan 2025-2029:

a.

Penataan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Biro dan Pusat) dilakukan
melalui penataan eselon II ke bawah diantaranya meliputi penajaman
tugas dan fungsi, penguatan tugas dan fungsi, dan clustering tugas
fungsi.

Penguatan isu manajemen risiko, dilakukan dengan penataan struktur
kelembagaan atau pun clustering tugas dan fungsi terkait manajemen
risiko dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan.

Penguatan kelembagaan KNKT sebagai lembaga investigasi kecelakaan
transportasi yang memiliki kewenangan lebih luas untuk dapat
melakukan perbaikan dalam pelayanan transportasi disertai dengan
peningkakatan SDM yang unggul, kapabel dan adaptif teknologi serta
menjadi pusat pengembangan SDM investigasi.

Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran sesuai
UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, agar sejalan dengan peran strategis sebagai
lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif di bidang pelayaran.
Penyesuaian ini menuntut adanya penguatan kelembagaan (struktur,
kedudukan eselonisasi, kewenangan dan dukungan kapasitas SDM).

3.4.5. Penguatan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal 2025-

2029

Kementerian Perhubungan saat ini memiliki pegawai sebanyak 58.889
pegawai dan dari gambaran struktur organisasi Sekretariat Jenderal, jumlah
total pegawai ASN 950 pegawai dan Non ASN 183 pegawai, dengan komposisi
pegawai baik ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut:
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Data berdasarkan jenis kelamin pegawai ASN laki-laki sebanyak 700
orang dan perempuan 469 orang, sedangkan pegawai Non ASN laki-laki

sebanyak 32 orang dan perempuan 2 orang;

b. Data pegawai

Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
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Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
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berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

469

136

ASN

Perempuan

NON ASN

berdasarkan penjenjangan pendidikan pegawai ASN
sebanyak 136 orang lulusan SMA, S1/DIV 551 orang, S2 293 orang, S3 8

orang sedangkan pegawai Non ASN 4 orang berijazah SD-SMP, SMA 26
orang, S1/DIV 4 orang, S2 3 orang;

berdasarkan Pendidikan

SD-SMP SMA

551

ASN

S1/DIV BS2 ES3

NON ASN
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c. Pada data pendidikan Teknis pegawai ASN dan Non ASN, terdapat pegawai
ASN sebanyak 520 orang lulusan teknis dan 644 org Non Teknis

sedangkan pegawai Non ASN lulusan Teknis sebanyak 4 orang dan 30
orang Non Teknis.

Gambar 3. 5 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
berdasarkan Lulusan Teknis dan Non Teknis
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3.4.6. Penguatan Sasaran Program Sekretariat Jenderal

Sasaran Sekretariat Jenderal secara langsung mendukung Sasaran Strategis
6 (SSp6) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di
Kementerian Perhubungan dengan Indikator Kinerja Sasaran 6 (IKSp6) yaitu
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. Secara struktur
penurunan/cascading sasaran dan kinerja, penugasan Sekretariat Jenderal
memberikan dukungan penuh terhadap pencapa ian indikator Indeks
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. Namun secara tidak
langsung, Sekretariat Jenderal juga memberikan dukungan teknis dan
substansi kebijakan dalam wupaya mendukung kinerja Kementerian
Perhubungan.

Dukungan Sekretariat Jenderal diwujudkan ke dalam Sasaran Program yang
dilaksanakan oleh 14 (empat belas) unit kerja eselon II sesuai tugas dan
fungsi yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Sasaran Program 1 (SP1) yang merupakan sasaran Sekretariat Jenderal

dalam memberikan dukungan manajemen dalam upaya meningkatkan

kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Sekretariat Jenderal
yang diampu oleh Biro Hukum;
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b. Sasaran Program 2 (SP2) yang merupakan sasaran Sekretariat Jenderal
dalam memberikan dukungan manajemen dalam upaya meningkatkan
kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik Sekretariat Jenderal diampu
oleh Biro SDMO dan didukung seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan
Setjen karena terdapat Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi
Birokrasi;

c. Sasaran Program 3 (SP.3) yang merupakan sasaran Sekretariat Jenderal
dalam memberikan dukungan manajeman terhadap meningkatnya
kualitas transportasi yang berkelanjutan Sekretariat Jenderal diampu
oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

Penguatan sasaran program Sekretariat Jenderal perlu menjadi perhatian

dalam upaya memaksimalkan peran unit kerja di lingkungan Sekretariat

Jenderal. Ke depan Sasaran Program dapat ditetapkan menjadi 4 (empat)

Sasaran Program sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing — masing

Unit Kerja Eselon II.

Gambar 3. 6 Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025 — 2029
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Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Kinerja Sekretariat Meningkatnya Kinerja
Dukungan Terhadap Substansi Jenderal dalam Mendukung Tata Dukungan Terhadap
Kebijakan Kementerian Kelola Pemerintahan yang Baik di Peningkatan Keselamatan
Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Transportasi

T2 Optimalnya
Dukungan Manajemen
Terhadap Transformasi
Tata Kelola

Perhubungan

INTERNAL BUSINESS | T.3 Terwujudnya SP1 diturunkan ke Sasaran

PROCESS Good Goverment di SP4 diturunkan ke Sasaran O | .
p:nspicnv: lingkungan Sekretariat O Kegiatan (SK) Biro, Pusat, KNKT, o Kegiatan (SK) Biro
Technical Support) | K ! 3 ] , )
¢ EiE:‘;:m‘:: ! Perhubungan Mahpel Meningkatnya Kinerja Dukungan SP2 diturunkan ke Sasaran
GROWTH Manajemen di Lingkungan Kegiatan (SK) Pusat
PERSPECTIVE Sekretariat Jenderal SP3 diturunkan ke Sasaran
(Management Kegiatan (SK) KNKT dan Mahpel
Support)
6
. o o
3.5. Manajemen Risiko

Sebagai upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan program strategis
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, diperlukan penerapan
manajemen risiko serta langkah mitigasi yang komprehensif dan dapat
dijalankan oleh penanggung jawab risiko. Risiko dapat muncul dalam
berkaitan pelaksanaan dukungan manajemen dalam mewujudkan
tranformasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian
Perhubungan serta pelaksanaan dukungan teknis substansi kebijakan dalam
mendukung kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan
transportasi maju.
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Dalam menyusun penerapan manajemen risiko mengikuti ketentuan dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan
mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait
penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam
RKP.

Pada Tabel 3.3 disampaikan pemetaan identidikasi risiko yang dapat menjadi
pedoman dalam mengantisipasi potensi risiko yang akan muncul melalui
uraian mitigasi risiko dan penanggung jawab pelaksana risiko. Dengan
adanya mitigasi risiko yang terukur, diharapkan pelaksanaan dukungan
manajemen dalam mewujudkan tranformasi tata kelola pemerintahan di
lingkungan Kementerian Perhubungan serta pelaksanaan dukungan teknis
substansi kebijakan dalam mendukung kinerja Kementerian Perhubungan
dapat diwujudkan.
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Tabel 3. 3 Manajemen Risiko Utama Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

. A e . . e Penanggung
No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko Jawab Rlsiko
SP1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
1 [Perlunya peningkatan relevansi Pelaksanaaan revisi Undang-Undang Sektor Transportasi (termasuk pembentukan UU Biro Hukum,
dan efektivitas regulasi Sistralognas) dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan isu strategis dan lingkungan Biro
penyelenggaraan bidang| strategis Perencanaan
transportasi sesuai Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pembaruan dan pelengkapan NSPK di bidang transportasi
perkembangan teknologi dan sesuai kebutuhan sektor terkait dan tantangan aktual yang dihadapi
tantangan pembangunan ke Peningkatan efektivitas implementasi regulasi di bidang transportasi melalui monitoring dan
depan evaluasi yang sistematis dan terukur secara berkelanjutan
2 [Tidak tercapai target regulasi Peningkatan koordinasi dengan unit kerja/sub sektor sebagai pemrakarsa untuk memperdalam |Biro Hukum
sektor transportasi yang urgensi regulasi yang diusullkan
ditetapkan Peningkatan evaluasi efektivitas regulasi yang ada dan relevan dengan kondisi saat ini
SP2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1 [Kurangnya akuntabilitas Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan Renja) [Biro
dalam manajemen kinerja di di lingkungan Kementerian Perhubungan Perencanaan
lingkungan Kementerian Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja (LKIP) di lingkungan Kementerian
Perhubungan Perhubungan
Peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan
Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP
2 |Manajemen sumberdayal Pemenuhan kuantitas (rekruitment) SDM Kementerian Perhubungan sesuai Analisis Beban Kerja |Biro SDMO
manusia yang belum berjalan Pelaksanaan metoda pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi sesuai standar
sepenuhnya berbasis sistem| yang berlaku
merit Penerapan sistem pengembangan karir ASN berbasis hasil penilaian kinerja dan kesesuaian
kompetensi
3 |Belum optimalnya Penguatan tugas dan fungsi Biro dalam mendukung peran strategis Sekretariat Jenderal dalam Biro SDMO
kelembagaan Biro Kementerian memberikan dukungan manajemen terhadap peningkatan kinerja transportasi dan transformasi
Perhubungan dalam tata Kelola Kementerian Perhubungan
memberikan dukungan Penataan dan penyederhanaan bisnis proses sesuai struktur organisasi Kementerian Perhubungan
manajemen dalam Penguatan pola kerja kolaboratif dan organik melalui penerapan nilai-nilai ASN untuk membentuk
mewujudkan transformasi tata budaya kerja yang positif dan berorientasi pada pelayanan
kelola Kementerian Mendorong pemisahan fungsi operator dan regulator dalam penyelenggaraan bidang transportasi
Perhubungan Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja di lingkungan UPT pelaksana pembangunan dan

pelayanan publik
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko Penanggu.n g
Jawab Rlsiko
4 |Belum optimalnya Indeks Peningkatan pembinaan ASN Kementerian Perhubungan secara rutin dalam upaya meningkatkan |Biro SDMO
Profesional ASN displin dan kinerja
Mengusulkan anggaran terkait pengembangan kompetensi ASN Kementerian Perhubungan
Penyelenggaraan Diklat secara hybrid dan bimbingan teknis secara online
Menyesuaikan materi diklat dan bimtek sesuai kebutuhan kompetensi manajerial, sosio kultural,
dan teknis sesuai standar kompetensi jabatan
Sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan data dukung ASN dalam aplikasi SIK
atau my ASN
S [Tidak tercapainya Nilai Kinerja Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan pemanfaatan standar biaya umum dan Biro Keuangan
Anggaran standar biaya khusus secara optimal
Peningkatan kualitas implementasi, dan pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyerapan
anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan
prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan output maksimal; dan
Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi output
pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi secara rutin dan berkala guna
meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran
Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan)
6 |Banyaknya = Temuan dan Penyusunan rencana aksi untuk melaksankan penanganan dan perbaikan termasuk adanya unit [Biro
rekomendasi BPK yang menangani dan target waktu penyelesaian Keuangan,
Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal yang lebih proaktif dalam mendampingi dan Biro
mengawasi proses pebaikan Perencanaan
Peningkatan komitmen bersama untuk perbaikan dalam tata kelola keuangan agar menjadi lebih
transparan dan akuntabel.
7 |Pengelolaan Satuan Kerja BLU Monitoring dan evaluasi capaian pendapatan setiap bulan dari satuan kerja BLU Biro Keuangan
yang belum optimal dalam Melaksanakan reviu target pendapatan satuan Kerja BLU dan menyusun strategi peningkatannya
penyediaan layanan dan Melakukan reviu kinerja Satuan Kerja dalam memenuhi target kinerja dan kualitas pelayanan
capaian penerimaan belum yang ditetapkan
sesuai dengan target yang
ditetapkan
8 [Perlunya peningkatan relevansi Pelaksanaaan revisi Undang-Undang Sektor Transportasi (termasuk pembentukan UU Biro Hukum,
dan efektivitas regulasi Sistralognas) dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan isu strategis dan lingkungan Biro
penyelenggaraan bidang] strategis Perencanaan
transportasi sesuai Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pembaruan dan pelengkapan NSPK di bidang transportasi

erkembangan teknologi dan

sesuai kebutuhan sektor terkait dan tantangan aktual yang dihadapi
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No

Identifikasi Risiko

Uraian Mitigasi Risiko

Penanggung
Jawab RlIsiko

tantangan pembangunan ke
depan

Peningkatan efektivitas implementasi regulasi di bidang transportasi melalui monitoring dan
evaluasi yang sistematis dan terukur secara berkelanjutan

Tidak tercapai target regulasi
sektor transportasi yang
ditetapkan

Peningkatan koordinasi dengan unit kerja/sub sektor sebagai pemrakarsa untuk memperdalam
urgensi regulasi yang diusullkan
Peningkatan evaluasi efektivitas regulasi yang ada dan relevan dengan kondisi saat ini

Biro Hukum

10

Kurang optimanya pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN)

Peningkatan kualitas administrasi BMN agar sesuai dengan kondisi fidik dan status kepemilikan
yang jelas

Optimalisasi pemanfaatan BMN agar lebih produktif melalui pemanfaatan BM yang tidak produktif
melalui mekanisme pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan dll) dengan pihak ketiga
Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMN melalui peningkatan peran aparat
pengawas internal pemerintah, koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Keuangan dan
peningkatan kualitas SDM profesional dalam pengelolaan BMN

Penyempurnaan kebijakan dalam tata kelola BMN melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan
pendukung

Penerapan dan implementasi kebijakan tata kelola BMN berbasis teknologi informasi agar lebih
efisien

Biro
Perencanaan,
Biro

Keuangan,

Biro LPPBMN,
Biro Umum

11

Belum optimalnya
pengadaan

layanan

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sertifikasi
profesi/kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa

Penyempurnaan regulasi dan tata kelola layanan pengadaan melalui penyederhanaan prosedur,
penjaminan kepatuhan dan manajemen risiko (strategi mitigasi yang efektif)

Peningkatan pelaksanaan evaluasi kinerja dan layanan pengadaan secara berkala tidak hanya
evauasi administrasi tapi juga kebermanfaatan hasil pengadaan

Peningkatan penyediaan layanan penyelesaian sengketa yang efektif

Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan LKPP sebagai lembaga pembina dalam layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah

Biro LPPBMN

12

dalam|
arsip

Kurangnya antisipasi
volume penambahan
dimasa lalu sehingga
menyebabkan persediaan
tempat yang terus berkurang
atau bahkan arsip tidak dapat
tertampung lagi

Peningkatan fasilitas dan sarana melalui penyediaan ruang penyimpanan terbatas, penyediaan
peralatan dan perlengkapan

Penyusunan sistem dan prosedur pengarsipan antara lain sistem penyimpanan arsip, pengelolaan
arsip tidak aktif, pemeliharaan arsip,

Penyempurnaan regulasi dan tata kelola layanan pengadaan melalui penyederhanaan prosedur,
penjaminan kepatuhan dan manajemen risiko (strategi mitigasi yang efektif)

Peningkatan digitalisasi pengarsipan dengan mengubah arsip fisik (seperti dokumen cetak)
menjadi format digital agar lebih mudah dikelola, diakses, dan disimpan secara elektronik
Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sertifikasi
profesi/kompetensi bidang kearsipan

Biro Umum
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. A e . . e Penanggung
No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko Jawab Rlsiko
13 [Sistem monitoring dan evaluasi Peningkatan reputasi baik Kementerian Perhubungan melalui strategi komunikasi publik yang Biro
opini publik masih lebih efektif melalui Survei Kepuasan dan Persepsi Publik Transportasi Nasional sebagai dasar Komunikasi
berdasarkan pemberitaan evaluasi efektivitas komunikasi pulik dan Informasi
media arusutama sertal Peningkatan pelaksanaan meda monitoring melalui pelaksanaan program Integrasi Sistem Publik
perbincangan media sosial, Monitoring Media dan Analisis Sentimen Publik berbasis dashboard kinerja komunikasi dan
belum berdasarkan survey program peningkatan kapasitas SDM dalam Riset Media dan Analisis Sentimen Publik untuk
persepsi publik sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data
kurang merepresentasikan
ersepsi publik
14 |Belum optimalnya pengelolaan Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Petugas Layanan Informasi Publik Biro
informasi publik (PPID) Peningkatkan standardisasi format komunikasi informasi publik agar lebih inklusif, mudah Komunikasi
diakses dan ramah pengguna dan Informasi
Program penguatan pendanaan dan infrastruktur keterbukaan informasi publik Publik
15 |Belum terkelolanya informasi Peningkatan pelatihan pemanfaatan dan review shared digital platform secara berkala untuk Biro
secara optimal sehingga mendorong optimalisasi koordinasi lintas unit dan moda dalam pengelolaan isu strategis dan Komunikasi
menghambat dalam kampanye nasional dan Informasi
pengolahan materi Penguatan melalui program penyusunan Standar Operasional Penghimpunan Informasi dan Tata [Publik
komunikasi publik Kelola Komunikasi Internal
Penguatan program harmonisasi narasi komunikasi publik nasional melalui penyusunan Pedoman
One Narrative Policy yang mengatur narasi, tone of voice dan mekanisme pelaporan konten antar
sub sektor
Peningkatan sinkronisasi dan konsolidasi dan koordinasi isu strategis komunikasi melalui Forum
Koordinasi bulaan lintas moda dan unit kerja
Penguatan melalui program penyusunan Standar Operasional Pengelolaan Data Informasi menjadi
materi komunikasi
Pembuatan forum lintas sub sektor dan wali data kementerian maupun unit kerja untuk
melakukan koordinasi interpretasi data menjadi materi komunikasi derta program konsolidasi
serta sinkronisasi data
16 [Kurang optimalnya pengelolan Penguatan infrastruktur teknologi digital untuk mendorangn pelaksanaan transformasi digital (e- [Pusat Data dan

data dan teknologi informasi
dalam mendukung digitalisasi
pemerintahan di bidang
transportasi

Government/SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi
Peningkatan keamanan siber (cyber security) untuk menjaga keamanan dan informasi vital di
bidang transportasi

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi e-
government/smart government di Kementerian Perhubungan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi melalui penyediaan
informasi berbasis digital

Teknologi
Informasi
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko Penanggu.n g
Jawab Rlsiko
17 |Belum optimalnya pelaksanan Penguatan kelembagaan dan peran Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Pusat Fasilitasi
kerjasama dalam negeri, luar sebagai Kemitraan dan
negeri dan ratifikasi di sektor Peningkatan harmonisasi regulasi untuk menunjang pelaksanaan perjanjian internasional Kelembagaan
transportasi Peningkatan data dan informasi terintegrasi melalui penyediaan sistem informasi terintegrasi data [Internasional
kerjasama agar mempermudah akses dan pengelolaan informasi
Peningkatan da pengembangan kapasitas SDM bidang kersamaan
Peningkatan diplomasi transportasi yang proaktif untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat
konektivitas global
Peningkatan peran perwakilan Kementerian Perhubungan di luar 8 wilayah luar negeri
18 |Belum terpenuhinyal Percepatan regulasi penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi Pusat
kebutuhan jabatan fungsional Peningkatan Pedoman dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi Pembinaan
transportasi Peningkatan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi Jabatan
Peningkatan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi Fungsional
Peningkatan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi Transportasi
Peningkatan pembinaan, pengembangan karier dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi
19 |Rendahnya pemanfaatan Penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Pusat
potensi pendanaan alternatif Peningkatan penyediaan Infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif Non APBN Pembiayaan
serta peran swasta dan pemdal Optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan sebagai sumber pembiayaan alternatif [Infrastruktur
dalam investasi di Bidang melalui peningkatan fungsi perencanaan dan koordinasi dalam penyiapan serta fasilitasi Transportasi
Transportasi pemanfaatan pendanaan alternatif
Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi
20 Belum optimal pelaksanaan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung investigasi kecelakaan transportasi KNKT
investigasi kecelakaan Peningkatan jumlah Investigator Keselamatan Transportasi yang memiliki kompetensi
transportasi Peningkatan kegiatan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi
Peningkatan penyusunan NSPK investigasi kecelakaan transportasi
21 [Penyelesaian laporan hasil Peningkatan kualitas hasil investigasi kecelakaan transportasi KNKT
investigasi kecelakaan Peningkatan jumlah Investigator Keselamatan Transportasi yang memiliki kompetensi
transportasi yang belum Penguatan SDM yang unggul, kapabel dan adaptif teknologi serta menjadi pusat pengembangan
seluruhnya terselesaikan SDM investigasi
22 [Rekomendasi yang telah Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh KNKT |[KNKT

diterbitkan oleh KNKT kurang

agar dapat dijalankan oleh instansi terkait

mendapat perhatian, lambat Peningkatan publikasi dan diseminasi informasi publik hasil rekomendasi yang telah diterbitkan
dalam memberikan respon oleh KNKT

tanggapan dan tidak ada

laporan tindak lanjut
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Penanggung

No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko Jawab Rlsiko
rekomendasi dari instansi Penguatan transformasi kelembagaan KNKT yang memiliki kewenangan lebih untuk dapat
terkait dilakukan perbaikan dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi melalui revisi
Prepres 102 Tahun 2022 tentang KNKT dan PM 54 Tahun 2023 tentang OTK Sekretariat KNKT
23 |Belum optimal pelaksanaan Peningkatan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dengan memanggil terduga, Mahkamah
sidang pemeriksaan lanjutan saksi, saksi ahli dari Nakhoda, Awak Kapal, Perusahaan Pelayaran, dan pihak terkait lainnya Pelayaran
kecelakaan kapal Peningkatan pelaksanaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal di lokasi kejadian
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan lanjutan
kecelakaan kapal
Peningkatan jumlah Tim Panel Mahkamah Pelayaran yang memiliki sertifikat keahlian pelaut
berupa ANT-1, ATT-1 dan sarjana teknik bangunan kapal maupun Sarjana Hukum
24 |Hasil keputusan sidang yang Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil putusan Mahkamah Pelayaran Mahkamah
belum ditindaklanjuti Evaluasi Sidang dan Keputusan Mahkamah Pelayaran untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi [Pelayaran
keputusan Mahkamah Pelayaran agar diperoleh informasi hasil Keputusan yang telah
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Berita Acara pembekuan sertifikat pelaut bagi
Nakhoda/perwira kapal yang dinyatakan bersalah/lalai atas kecelakaan kapal yang menjadi
tanggungjawabnya
25 |Belum optimal peran Penguatan dan penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran sesuai UU No. 66|Mahkamah
Mahkamah Pelayaran dalam Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, agar sejalan(Pelayaran
mewujudkan penegakan dengan peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif di bidang pelayaran
hukum pelayaran yang Penguatan kelembagaan Mahkamah Pelayaran melalui peningkatan struktur kelembagaan dan
berkeadilan, transparan dan organisasi, penguatan fungsi dan kewenangan Mahkamah pelayaran yang dapat melaksanakan
berstandar internasional kewenangan secara mandiri, termasuk pemberian sanksi administratif serta pelaksanaan

dalam wupaya memperkokoh
sistem keselamatan pelayaran
nasional menuju transportasi
laut yang selamat, modern dan
berdaya saing global

Pengadilan Pelayaran sepenuhnya yang memiliki kewenangan melaksanakan praktik litigasi dan
non litigasi khusus di bidang pelayaran serta peningkatan dukungan kapasitas SDM yang
berkompeten

Penguatan regulasi melalui revisi PP No., 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaaan Kecelakaan Kapal,
revisi Perpres No. 39 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli
pada Mahkamah Pelayaran, revisi PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaaan Kecelakaan
Kapal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2022
dan revisi PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

SP3 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan

1 JAspek transportasi Penyusuan roadmap perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan yang Pusat
berkelanjutan belum| terintegrasi Pengeloaan
terintegerasi dalam Peningkatan Integrasi Prinsip GEDSI dalam Perencanaan Transportasi Transportasi

enyusunan rencana induk Peningkatan standar layanan Transportasi yang Inklusif, Adaptif dan Berkeadilan Sosial Berkelanjutan
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko Penanggu.n g
Jawab Rlsiko
(master plan) prasarana dan Peningkatan monitoring dan evaluasi berbasis Inklusi Sosial
sarana  transportasi  yang Peningkatan advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam mendorong pelaksanaan transportasi
dilakukan masing-masing| berkelanjutan yang Inklusif
subsektor dan  kebijakan
terkait lainnya
2 |Belum optimalnya perumusan Peningkatan kebijakan transportasi yang sejalan dengan dengan kebijakan energi nasional dan Pusat

kebijakan transportasi Rencana Umum Energi Nasional Pengeloaan
terhadap upaya konservasi Peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan lingkungan, energi dan Transportasi
energi, pemanfaatan energi penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi Berkelanjutan
baru terbarukan dan upaya Peningkatan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan
mitigasi dan adaptasi masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana aksi kebijakan transportasi
perubahan iklim di sektor yang lebih terintegrasi mitigasi

transportasi

Peningkatan upaya pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Target Kontribusi Sektor Transportasi Tahun 2025-2029

Terdapat beberapa kontribusi pokok dari sektor transportasi terhadap
pembangunan nasional yang diharapkan dapat diwujudkan pada perioda
pembangunan 2025-2029, diantaranya terkait dengan (i) peningkatan stok
infrastruktur, (ii) penurunan biaya logistik, (iii) pembukaan lapangan kerja, dan
(iv) pertumbuhan ekonomi. Pada Tabel 4.1 disampaikan rangkuman atas
kontribusi sektor transportasu tersebut.

Tabel 4. 1 Target Kontribusi Sektor Transportasi terhadap Indikator Pembangunan Nasional
2025-2029

Peningkatan Lapangan Kerja Penurunan Kontribusi
Tahun | Stok Infrastruktur Sektor Biaya Logistik Ekonomi Sektor
Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi
Baseline )
2024 5,70%PDB 5,2 juta 8,27% PDB 4,72% PDB
gagggt 6,76% PDB 6,8 juta 7,56% PDB 5,57% PDB

Sumber: BPS (2024), RPJMN 2025-2029, dan hasil analisis

Dalam RPJMN 2025-2029 target peningkatan stok infrastruktur (semua sektor)
sekitar 5,5% dari 43% PDB di Tahun 2024 menjadi 48,5% di Tahun 2029.
Berdasarkan perhitungan, baseline stok infrastruktur transportasi (tidak
termasuk jaringan jalan) di Tahun 2024 sekitar Rp 1.263 Triliun (5,70% PDB
2024). Dengan skenario pendanaan sesuai RPJMN 2025-2029 (Lampiran 1
Halaman 96) yakni APBN : BUMN : Swasta/Masyarakat = 7,22% (pagu JM
Kemenhub = Rp 217,19 Triliun) : 6,13% : 86,65%, maka diharapkan hingga akhir
Tahun 2029 akan terjadi investasi di sektor transportasi hingga Rp 3006 Triliun.
Dengan asumsi rasio investasi yang akan menjadi aset sekitar 30,99%, maka di
Tahun 2029 akan terdapat penambahan aset sekitar Rp 931 Triliun, sehingga
total aset sektor transportasi (tidak termasuk jaringan jalan) pada Tahun 2029
akan mencapai Rp 2194 Triliun atau sekitar 6,76% PDB 2029 (naik 1,06%).

Data BPS menyatakan bahwa pada Tahun 2024 jumlah tenaga kerja sektor
transportasi dan logistik mencapai 6,5 juta. Dengan porsi untuk bidang
transportasi sekitar 80,37% (sesuai proporsi dari PDB sektor transportasi dan
logistik) maka diperkirakan jumlah tenaga kerja di sektor transportasi Tahun
2024 sekitar 5,2 juta orang. Sesuai dengan skala investasi yang dilakukan, maka
pertumbuhan lapangan kerja di sektor transportasi 4,86% per tahun (sekitar 3-
4 kali lipat dari pertumbuhan jumlah penduduk) sehingga mencapai 6,8 juta di
Tahun 2029.

Sesuai target dalam RPJMN 2025-2029, biaya logistik transportasi diharapkan
mengalami penurunan dari 8,27% PDB menjadi 7,56% PDB. Dengan target
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pertumbuhan ekonomi pada RPJMN 2025-2029 menjadi 8% maka agar rasio
biaya logistik menurun sesuai harapan, maka biaya logistik transportasi hanya
dibatasi pertumbuhannya di angka 4,78% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi di bidang transportasi sempat mengalami turbulensi di
Tahun 2019-2021 dengan pembatasan pergerakan selama pandemi adanya
Covid-19. Namun sejak Tahun 2021-2024 secara konsisten terjadi tren positif
dalam pertumbuhan sektor transportasi dari 3,41%/tahun hingga
0,24%/tahun. Dengan asumsi bahwa tren positif tersebut tetap konsisten
hingga Tahun 2029 maka PDB sektor transportasi dari Rp 1084 Triliun di Tahun
2024 (4,72% PDB) akan tumbuh menjadi 1808 Triliun di Tahun 2029 (5,57%
PDB).

Target kontribusi sektor transportasi di atas diskenariokan cukup tinggi agar
dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan. Sesuai rule-of-thumb umum diperlukan
penambahan investasi infrastruktur (termasuk transportasi) sebesar 2 (dua) kali
lipat dari rencana pertumbuhan ekonomi yang diskenariokan

4.1.2. Target Capaian Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan Tahun
2025-2029

Sesuai dengan formulasi yang telah dijabarkan pada Bab 2, Indikator Tujuan
Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rata-rata keberhasilan
pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada setiap perspektif
(kecuali pada perspektif stakeholders yang diukur pada tingkatan nasional
RPJMN 2025-2029). Oleh karena itu, ditetapkan bahwa target capaian untuk
masing-masing Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan pada setiap tahun
anggaran (Tahun 2025 dampai dengan 2029) adalah sama, yakni 100% yang
artinya diharapkan bahwa semua target IKSS pada setiap tahun anggaran
tercapai (realisasi 100% atau lebih dari target IKSS yang ditetapkan).

Dengan harapan semua target IKSS tercapai 100% (realisasi IKSS > 100 target
IKSS) maka dukungan bidang transportasi (penyediaan konektivitas, integrasi,
pelayanan, dan keselamatan transportasi) dapat terlaksana secara optimal
terhadap pencapaian sasaran sesuai Prioritas Nasional (PN) bidang Transportasi
dalam RPJMN 2025-2029. Dukungan Sektor Transportasi secara langsung
dapat dilakukan pada seluruh Asta Cita dalam bentuk kebijakan dan program
sektor transportasi untuk mendorong pemerataan pembangunan sarana,
prasarana dan layanan transportasi diseluruh Indonesia.

Target capaian untuk setiap indikator tujuan Kementerian Perhubungan pada
masing-masing tahun anggaran untuk periode Renstra 2025-2029 disampaikan
pada Tabel 4.2 berikut ini.
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Indikator Satuan
2025 2026 2027 2028 2029
T.1 |Terwujudnya |IKT.1 |Capaian % 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
transportasi kinerja
nasional yang penyediaan
handal, layanan
inklusif, dan transportasi
berdaya saing nasional
T.2 |Terwujudnya |IKT.2 |Capaian % 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kebijakan dan kinerja
SDM penyusunan
transportasi rekomendasi
yang kebijakan dan
berkualitas peningkatan
SDM
transportasi
T.3 |Terwujudnya |IKT.3 |Capaian target % 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
tata kelola nilai
Pemerintahan Reformasi
yang Birokrasi (RB)
berintegritas Kementerian
dan adaptif Perhubungan

Dengan memperhatikan rumusan indikator tujuan pada Tabel 2.2, maka untuk
mencapai target IKT.1, IKT.2, dan IKT.3 sebesar > 100%, maka disyaratkan rata-
rata capaian kinerja IKSS Kementerian Perhubungan juga berkisar 100% atau
lebih. Capaian kinerja IKSS > 100% sangat bergantung dari terlaksananya
program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian
Perhubungan 2025-2029 serta peran serta seluruh stakeholders terkait.

Oleh karena itu dengan terlaksananya sejumlah kegiatan/proyek strategis
sesuai arah kebijakan dan strategi serta terpenuhinya aspek pendukung pada
kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan
merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya sasaran kinerja yang ditetapkan
dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini.

4.1.3. Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Dukungan sektor transportasi dalam pembangunan nasional secara langsung
dalam bentuk kebijakan dan program sektor transportasi untuk mendorong
pemerataan pembangunan sarana, prasarana dan layanan transportasi
diseluruh Indonesia yang diwujudkan melalui menyediakan konektivitas,
integrasi, pelayanan, dan keselamatan transportasi yang handal, inklusif dan
berdaya saing yang didukung oleh kebijakan dan sumber daya manusia
transportasi yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas
dan adaptif.
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Penetapan target capaian IKSS untuk setiap tahun selama periode Renstra

2025-2029 ditetapkan berdasarkan program kegiatan dan indikasi alokasi

pendanaan selama 5 tahun mendatang (2025-2029), terutama program kegiatan

yang menjadi Prioritas Nasional (PN) sebagai implementasi dari Asta Cita 2025-

2029 dan sejalan dengan target kinerja RPJP Perhubungan 2025-2024 dengan

mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi

Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Angaran 2025, termasuk

kemungkinan masih dilakukan efisiensi anggaran belanja selama 5 tahun

mendatang. Untuk itu target capaian untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan harus menjadi target capaian yang

dapat dipenuhi secara nyata.

Target capaian untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Kementerian Perhubungan pada masing-masing tahun anggaran pada periode

Renstra 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

1. Target untuk IKSS.1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional yaitu
tingkat keterhubungan simpul dan wilayah/kawasan yang ditetapkan
berdasarkan hasil pembangunan simpul dan penyelenggaraan layanan
transportasi pada moda darat, laut, udara, dan kereta api yang dilaksanakan
oleh setiap Direktorat Jenderal teknis berdasarkan Rencana Induk setiap
moda,;

2. Target untuk IKSS.1.2 Tingkat Integrasi Transportasi Nasional yaitu tingkat
integrasi transportasi antarmoda, multimoda dan perkotaan yang ditetapkan
berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan integrasi transportasi
antarmoda, multimoda, dan perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (yang mencakup integrasi
prasarana, integrasi jaringan pelayanan, integrasi pelayanan) pada sejumlah
lokasi prioritas (sejumlah simpul pelabuhan utama, simpul bandara utama,
kawasan prioritas nasional dan kawasan perkotaan prioritas);

3. Target untuk IKSS.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan
Transportasi Nasional diukur melalui survei pengguna setiap moda
transportasi (darat, laut, udara, kereta api, dan antarmoda) yang
diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan dengan mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017
sebagai amanah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pengukuran dapat menggunakan Aplikasi 3AS IPK-IKNI oleh UPT di
lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Target untuk IKSS.3 Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional diukur
berdasarkan pencapaian yang mengarah kepada Target Zero Accident
Acceptable Level Maksimal 1 kejadian/1 juta perjalanan di setiap moda
transportasi;

5. Target untuk IKSSp.4 Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi
diukur berdasarkan pencapaian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) dalam
meningkatkan efektivitas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan serta
tingkat kemanfaatannya dalam penyelenggaraan transportasi nasional yang
mengacu pada pada SE Kepala LAN Nomor 22 /K.1.HKM.02.2/2021 tentang
Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;
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6. Target untuk IKSSp.5 Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang
Kompeten diukur berdasarkan keberhasilan BPSDMP dalam pelaksanaan
diklat pembentukan maupun diklat kompentensi yaitu persentase
penyerapan lulusan diklat pembentukan transportasi dan lulusan diklat
transportasi yang bersertifikat kompetensi, Persentase Peserta Diklat
Transportasi dan Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi (adanya link
and match);

7. Target untuk IKSSp.6 Indeks RB Kementerian Perhubungan merupakan
ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada
seluruh Unit Kerja di Kementerian Perhubungan menuju Good Governance.
Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

4.1.4. Matriks Kinerja Kementerian Perhubungan dalam RPJMN 2025-
2029

Di dalam Lampiran [II RPJMN 2025-2029, terdapat matriks kinerja berupa
daftar indikator dan target capaiannya yang diamanatkan kepada Kementerian
Perhubungan yang terdiri dari 36 Indikator Kinerja dalam RPJMN 2025-2029
yang mana 31 indikator kinerja diukur langsung oleh Kementerian Perhubungan
(Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas, dan (iijj Pengampu
Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas) dan 5 indikator kinerja diukur oleh
Kementerian  Koordinator @ Bidang Perekonomian dan  Kementerian
PPN /Bappenas.

Indikator RPJMN 2025-2029 yang ditugaskan kepada Kementerian
Perhubungan merupakan indikator yang bersifat strategis yang menjadi
dukungan Kementerian Perhubungan terhadap Prioritas Nasional (PN) 3 dan 5
sebagai implementasi dari Asta Cita 2025-2029 nomor 3 dan 5. Indikator ini
terdiri dari Indikator Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang
harus dimuat di dalam Indikator di level Kementerian Perhubungan, Unit Kerja
Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis serta harus dilakukan pengukuran
indikator tersebut oleh Kementerian Perhubungan dan dilaporkan secara
berkala kepada Presiden melalui Kementerian PPN/Bappenas.

Pada Tabel 4.3 menyampaikan matriks kinerja RPJMN 2025-2029 yang
ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan berikut dengan proyeksi target

tahunannya.

Tabel 4. 3 Target Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029

Indikator Kinerja Baseline Target Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis Sasaran Strategis

(IKSS) 2024

2025 2026 2027 2028

T.1 | Terwujudnya |SS.1 | Meningkatnya IKSS.1 Rasio Rasio 0,633 0,707 0,713 0,723 0,728 0,748
transportasi Konektivitas Konektivitas
nasional yang dan Integrasi Transportasi
handal, Transportasi Nasional
inklusif, dan Nasional

berdaya saing

IKSS.2 Tingkat % 16,117 16,491 17,369 23,513 32,237 | 42,432
Integrasi
Transportasi
Nasional
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Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

(IKSS)

Satuan

Baseline

2024

2025

Target Kinerja

2026

2027

2028

2029

SS.2 | Meningkatnya IKSS.2 Indeks Indeks 95,653 94,474 | 94,624 | 94,980 | 95,380 | 95,800
Kinerja Kepuasan
Pelayanan Masyarakat
Transportasi (IKM)
Nasional Terhadap
Pelayanan
Publik Sektor
Transportasi
SS.3 | Meningkatnya IKSS.3 Tingkat % 97,497 97,925 | 98,145 | 98,527 | 98,830 | 99,070
Keselamatan Keselamatan
Transportasi Transportasi
Nasional Nasional
T.2 | Terwujudnya SSp.4 | Meningkatnya IKSSp.4 | Indeks Indeks N/A 85,000 87,000 89,000 91,000 92,000
kebijakan dan Kualitas Kualitas
SDM Rekomendasi Rekomendasi
transportasi Kebijakan Kebijakan
yang Transportasi Transportasi
berkualitas
SSp.5 | Meningkatnya IKSSp.5 | Peningkatan % 102,217 85,500 86,000 86,500 87,000 87,500
SDM Pemenuhan
Transportasi SDM
yang Kompeten Transportasi
yang
Kompeten
T.3 | Terwujudnya [SSp.6| Meningkatnya IKSSp.6 | Indeks RB Indeks 90,720 90,800 | 91,000 | 91,100 | 91,200 | 91,300
tata kelola Kualitas Tata Kementerian
Pemerintahan Kelola Perhubungan
yang Pemerintahan
berintegritas yang baik

dan adaptif
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Renstra Kemenhub 2025-2029

2025

2026

Target
2027

PP | Jumlah Perjalanan 0,92 juta| 1,03 juta Jumlah Perjalanan 0,92 juta| 0,95juta | 0,99 juta| 1,01 juta| 1,03 juta
Kereta Api perjalana| perjalana| IKK | Kereta Api perjalanan| perjalanan | perjalanan| perjalana| perjalana
n n n n
PP | On Time Performance 80% 85% IKP | Persentase Capaian On 80% 81% 82% 84% 85%
Penerbangan Time Performance
(OTP) Sektor
Transportasi Udara
PP | Peningkatan Volume 10% 24% IKK | Peningkatan Volume 5,86% 12,10% 18,64% 25,58% 32,97%
Angkutan Laut Angkutan Laut
(kumulatif angka dasar (kumulatif angka dasar
tahun 2022) tahun 2022)
PP | Jumlah Penumpang 519 juta | 601 juta IKK | 08-Jumlah 519 juta 538 juta 558 juta | 579 juta | 601 juta
Angkutan Kereta Api penumpan | penumpan Penumpang Angkutan |penumpan |penumpang| penumpan, penumpa| penumpa
g g Kereta Api g g ng ng
PP | Volume Angkutan 11,6 juta | 12,2 juta | IKK | Volume Angkutan 11,6 juta | 11,8 juta 11,9 juta| 12,1 juta| 12,2 juta
Penyeberangan kendaraan|kendaraan Penyeberangan kendaraan | kendaraan | kendaraan| kendaraa| kendaraa
n n
PP | Jumlah Penumpang 850 juta | 950 juta IKK | Jumlah Penumpang 850 juta 870 juta 895 juta | 925 juta | 950 juta
Angkutan Perkotaan di |penumpan|penumpan Angkutan Perkotaan di|penumpan |penumpang| penumpan| penumpa| penumpa
10 Kota Metropolitan g g 10 Kota Metropolitan g g ng ng
PP | Penurunan rasio 65 persen | 73 persen | IKP | Penurunan rasio 05 persen | 67 persen | 70 persen| 72 persen| 73 persen
fatalitas kecelakaan fatalitas kecelakaan
jalan jalan
PP Peningkatan 85,5% 87,5% IKP Peningkatan 85,5% 86% 86,5% 87% 87,5%
Pemenuhan SDM Pemenuhan SDM
Transportasi yang Transportasi yang
Kompeten Kompeten
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Renstra Kemenhub 2025-2029

2025

2026

Target
2027

KP | Panjang jalur KA yang |6.928 km | 6.985 km | IKK | Panjang jalur KA yang | 6.928 km | 6.928 km | 6.937 km| 6.937 km| 6.985 km
beroperasi (kumulatif) | (kumulatif) beroperasi (kumulatif) | (kumulatif) | (kumulatif| (kumulatiff (kumulatif]
) ) )
KP | Jalur KA yang 65% 70% IKK | Jalur KA yang 65% 66% 67% 68% 70%
menggunakan menggunakan
persinyalan elektrik persinyalan elektrik
KP | Kondisi jalur KA Sesuai 94% 98% IKK | Kondisi jalur KA 94% 95% 96% 97% 98%
Standar Track Quality Sesuai Standar Track
Index (TQI) Kategori 1 Quality Index (TQI)
dan 2 Kategori 1 dan 2
KP | Pelabuhan yang 86 lokasi |142 lokasi| IKK | Pelabuhan yang 86 lokasi | 100 lokasi | 114 lokasi| 128 lokasi 142 lokasi
ditingkatkan ditingkatkan
kapasitasnya (kumulatif kapasitasnya
angka dasar 2020) (kumulatif angka dasar
2020)
KP | Penumpang angkutan 1.637 ribu|2.022 ribu| IKK | Penumpang angkutan |1,637 ribu| 1,733 ribu | 1,83 ribu 1,926 2,022
Laut nonkomersil penumpan |penumpan Laut nonkomersil penumpan | penumpang | penumpan ribu ribu
g g g g penumpa| penumpa
ng ng
KP | Muatan barang 720.124 | 839.043 IKK | Muatan barang 720.124 |749.854 ton| 779.584 | 809.313 | 839.043
angkutan laut ton ton angkutan laut ton ton ton ton
nonkomersil nonkomersil
KP | Tingkat keandalan 94,84% 95,57% IKK | Tingkat keandalan 94,84% 95,00% 95,22% 95,50% 95,57%
kenavigasian kenavigasian
KP | Bandara yang dibangun | 116 lokasi| 121 lokasi| IKK | Bandara yang 116 lokasi| 121 lokasi | 121 lokasi| 121 lokasi 121
dan dikembangkan (2020- (2020- dibangun dan (2020- |(2020-2026) (2020- (2020- Lokasi
(Kumulatif) 2025) 2029) dikembangkan 2025) 2027) 2028) (2020-
(Kumulatif) 2029)
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Renstra Kemenhub 2025-2029

2025

2026

Target

KP | Jumlah Layanan 313 408 IKK | Jumlah Layanan 313 408 layanan 408 408 408
Nonkomersil Angkutan | layanan | layanan Nonkomersil Angkutan| layanan layanan layanan | layanan
Udara Penumpang dan Udara Penumpang dan
Kargo Kargo

KP | Persentase Kepatuhan 77% 81% IKK | Persentase Kepatuhan 77% 78% 79% 80% 81%
Keamanan Penerbangan Keamanan

Penerbangan

KP | Pelabuhan 235 lokasi|242 lokasi| IKK | Pelabuhan 235 lokasi| 238 lokasi | 240 lokasi| 240 lokasi 242 lokasi
Penyeberangan yang (kumulatif) |(kumulatif) Penyeberangan yang |(kumulatif)| (kumulatif) | (kumulatif] (kumulatif (kumulatif
Beroperasi Beroperasi ) ) )

KP | Terminal Penumpang 115 lokasi| 119 lokasi| IKK | Terminal Penumpang |115 lokasi| 116 lokasi | 116 lokasi| 117 lokasi| 119 lokasi
yang Beroperasi (kumulatif) |(kumulatif) yang Beroperasi (kumulatif) | (kumulatif) | (kumulatif] (kumulatiff (kumulatif

) ) )

KP | Lokasi Rawan 534 lokasi |574 lokasi| IKK | Lokasi Rawan 534 lokasi| 528 lokasi | 539 lokasi| 546 lokasi| 574 lokasi
Kecelakaan yang (kumulatif)|(kumulatif) Kecelakaan yang (kumulatif) | (kumulatif) | (kumulatif] (kumulatiff (kumulatif
ditangani ditangani ) ) )

KP | Pengembangan Sistem 10 kota 20 kota IKK Pengembangan Sistem| 10 kota 14 kota 16 kota 18 kota 20 kota
Angkutan Umum Massall (2020- (2020- Angkutan Umum (2020- |(2020-2026) (2020- (2020- (2020-
Perkotaan (kumulatif) 2025) 2029) Massal Perkotaan 2025) 2027) 2028) 2029)

(kumulatif)

KP | Ketersediaan angkutan | 1,42 juta | 1,56 juta | IKK | Ketersediaan angkutan| 1,42 juta | 1,43 juta 1,45 juta| 1,49 juta| 1,56 juta
umum massal penumpan |penumpan umum massal penumpan | penumpang | penumpan| penumpa| penumpa
perkotaan berbasis jalan| g/ hari g/ hari perkotaan berbasis g/ hari / hari g/hari ng/hari ng/hari

jalan

KP | Ketersediaan Angkutan |2,825 juta|2,836 juta| IKK | Ketersediaan Angkutan|2,825 juta| 2,828 juta | 2,836 juta| 2,836 juta 2,836 juta
Umum Massal penumpan |penumpan Umum Massal penumpan | penumpang | penumpan| penumpa| penumpa
Perkotaan Berbasis Rel g/ hari g/ hari Perkotaan Berbasis Rel| g/ hari / hari g/hari ng/hari ng/hari
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Renstra Kemenhub 2025-2029

2025

2026

Target

KP | Tingkat Lulusan SDM 92% 94% IKK | Tingkat Lulusan SDM 92% 92,50% 93% 93,50% 94%
Transportasi yang Transportasi yang
bersertifikat Kompetensi bersertifikat

Kompetensi

KP | Tingkat Penyerapan 70% 70% IKK | Tingkat Penyerapan 70% 70% 70% 70% 70%
Lulusan Pembentukan Lulusan Pembentukan
SDM Transportasi SDM Transportasi

KP | Jumlah Pelabuhan 7 lokasi | 12 lokasi | IKK | Jumlah Pelabuhan 7 lokasi 8 lokasi 9 lokasi | 11 lokasi| 12 lokasi
Utama yang memenuhi |(kumulatif)|(kumulatif) Utama yang memenuhi|(kumulatif)| (kumulatif) | (kumulatif] (kumulatif (kumulatif
Standar Standar ) ) )

KP | Kinerja Bongkar Muat 31 50 IKK | Kinerja Bongkar Muat 31 36 40 45 50
Pada Pelabuhan Utama |Box/Ship/|Box/Ship/ Pada Pelabuhan UtamaBox/Ship/|Box/Ship/J | Box/Ship/|Box/Ship/|Box/Ship/
Petikemas Jam Jam Petikemas Jam am Jam Jam Jam

KP | Jumlah Bandara 9 Lokasi | 5 Lokasi IKK | Jumlah Bandara 9 Lokasi 8 Lokasi 8 Lokasi | 3 Lokasi | S Lokasi
Primer/Utama yang Primer/Utama yang
ditingkatkan ditingkatkan
Kapasitasnya Kapasitasnya

KP | Volume Angkutan 1.419 1536 IKK | Volume Angkutan 1.419 1.447 1.476 1.505 1.536
Barang Transportasi juta ton juta ton Barang Transportasi juta ton juta ton jutaton | jutaton | jutaton
Udara pada Bandara Udara pada Bandara
Primer/Utama Primer/Utama

KP | Indeks Peningkatan 85,5 87,5 IKK | Indeks Peningkatan 85,5 86 86,5 87 87,5
SDM Transportasi SDM Transportasi




- 154 -

4.1.5. Matrik Kinerja Sekretariat Jenderal yang terdapat dalam RPJPN

World Meteorogical Organization (WMO) memperkirakan perubahan iklim dalam
S tahun ke depan akan ditandai oleh kenaikan suhu global yang melampaui
1,5°C di atas tingkat pra-industri. Hal ini berdampak pada perubahan cuaca
ekstrem, termasuk didalamnya potensi terjadinya kekeringan dan banjir. Upaya
global untuk mengurangi emisi GRK menuju Global Nett Zerro Emission (NZE) di
Tahun 2050 mendapatkan tantangan besar dari lambatnya proses transisi
energi dari fossil ke sumber baru dan terbarukan.

Sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar kedua dari emisi GRK
global (sekitar 13,7%), dan sekaligus menjadi sektor paling terdampak dari
perubahan iklim yang dihasilkan. Oleh karenanya proses transisi energi di
sektor transportasi serta upaya pengurangan laju pergerakan kendaraan melalui
penggunaan moda transportasi yang lebih efisien merupakan 2 (dua) agenda
besar yang harus didahulukan dalam kebijakan penyelenggaraan transportasi
ke depan.

RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024) memiliki Visi Indonesia Emas 2045:
NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berkelanjutan
diidentikkan dengan indikator penurunan intensitas emisi GRK dan perbaikan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Tantangan mewujudkan visi berkelanjutan
tersebut utamanya adalah masih tingginya ketergantungan terhadap sumber
energi fossil (minyak bumi dan batu bara) saat ini masih 94% dan belum cukup
efektifnya upaya untuk mengadaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim.
Pengembangan transportasi nasional dalam beberapa tahun harus mulai
difokuskan pada keberlanjutan dalam rangka mengurangi polusi dan
menghadapi perubahan iklim melalui transisi energi dan peningkatan standar
teknis sarana dan prasarana transportasi dengan tetap memperhatikan aspek
pengusahaan dan keadilan sosial.

Sumbangan emisi GRK dari sektor transportasi secara nasional di Tahun 2023
menurut European Commission (2023) GHG Emissions of All World Countries
2023 Report adalah sekitar 11,74% dari total, dengan komposisi permoda adalah
sebagai berikut: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (79%), Transportasi Udara
(11%), Transportasi laut (10%) dan Transportasi Perkeretaapian (1%).

Tabel 4. 5 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian

Perhubungan

Arah (Tujuan) Sasaran Pembangunan terkait c
. n Baseline Target
Pembangunan Tugas Fungsi Kementerian
2025 2045
(IE) Perhubungan
MS IE17 Resiliensi 45. Penurunan Emisi GRK (%):
Ketahanan terhadap Bencana a. Kumulatif 28,12 51,51

sosial budaya | dan Perubahan
dan ekologi Iklim b. Tahunan 36,65 80,98

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045
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4.1.6. Matrik Kinerja Sekretariat Jenderal yang Terdapat dalam Renstra
Kementerian Perhubungan

Dukungan Sekretariat Jenderal terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan terdapat pada IKSS 2 Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Nasional diukur
melalui survei pengguna setiap moda transportasi (darat, laut, udara, kereta api,
dan antarmoda) yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengacu pada Permenpan RB
No 14 Tahun 2017 sebagai amanah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Pengukuran dapat menggunakan Aplikasi 3AS IPK-IKNI oleh
UPT di lingkungan Kementerian Perhubungandan IKSSp6 Indeks Reformasi
Birokrasi Kementerian Perhubungan Perhubungan merupakan ukuran
keberhasilan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada seluruh Unit
Kerja di Kementerian Perhubungan menuju Good Governance. Penilaian
dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

Tabel 4. 6 Matrik Kinerja Sekretariat Jenderal yang Terdapat dalam Renstra Kementerian
Perhubungan

2 Baseline
Sasaran Strategis Satuan 2024

(IKSS) 2025 2026 2027 2028 2029

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Kinerja

T.1 | Terwujudnya |SS.2 | Meningkatnya | IKSS.2 Indeks Indeks 95,653 94,47 | 94,62 | 94,98 | 95,380 | 95,80
transportasi Kinerja Kepuasan 4 4 0 0
nasional yang Pelayanan Masyarakat
handal, Transportasi (IKM)
inklusif, dan Nasional Terhadap
berdaya saing Pelayanan

Publik
Sektor
Transportas
i

T.3 | Terwujudnya BSp.6| Meningkatnya | IKSSp.6 | Indeks RB Indeks 90,720 90,80 | 91,00 | 91,10 | 91,200 | 91,30
tata kelola Kualitas Tata Kementeria 0 0 0 0
Pemerintahan Kelola n
yang Pemerintahan Perhubunga
berintegritas yang baik n
dan adaptif

4.1.7. Target Tingkat Capaian Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal

Target kinerja diukur dari Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Jenderal di Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang
disusun berdasarkan acuan dari kinerja sasaran Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Tahun 2025-2029. Dan untuk sasaran strategis Sekretariat
Jenderal sebanyak 4 (empat) Sasaran Program, dengan 15 (lima belas) Indikator
Kinerja Program.
Dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat
Jenderal, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja
program, Namun demikian berdasarkan reviu dan tela’ahan terdapat beberapa
penyesuaian sehubungan dengan terbitnya PERMENPANRB No: 3 Tahun 2023
tentang perubahan atas PERMENPANRB No: 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, adalah sebagai berikut:
a. Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN, Indeks Tata Kelola Manajemen
ASN dan Indeks Sistem Merit di integrasikan ke dalam indikator Indeks
Sistem Merit;
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b. Pada indikator Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian
Perhubungan, Setelah dilakukan penajaman pada Road Map RB, untuk
Indikator Kepemimpinan Perubahan tidak dilanjutkan;

c. Indikator indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan keuangan dan
indeks pengelolaan aset, Setelah dilakukan penajaman pada Road Map RB
ke-3 Indikator tersebut dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan
dengan Indeks SPBE.
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Tabel 4. 7 Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Sasaran Program (SP) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja (Opsi 1)
Program (IKP) (SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Sasaran Program 1 (SP1) IKP1 Indeks SK1.1 Meningkatnya [[KK1.1 Indeks Reformasi | Indeks 97,76 |97,76| 97,8 |197,85| 97,9 98
Meningkatnya Kualitas Tata Reformasi Hukum Kualitas Tata Kelola [Hukum Kementerian
Kelola Kebijakan, Regulasi dan [Kementerian Kebijakan, Regulasi [Perhubungan
Hukum Sekretariat Jenderal Perhubungan dan Hukum
Sasaran Program 2 (SP2) IKP2 Indeks SK2.1 Meningkatnya [IKKZ2.1 Indeks Reformasi Nilai 90,72 90,8 91 91,1 | 91,2 | 91,3
Meningkatnya Kualitas Tata Reformasi Birokrasi |Birokrasi Birokrasi Kementerian
Kelola Pemerintahan yang Baik [Kementerian Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal Perhubungan Perhubungan yang IKK2.2 Nilai AKIP Nilai 78,85 80 [80,05| 80,1 |80,15| 80,2
Bersih dan Akuntabel [Kementerian Perhubungan
IKK2.3 Indeks Maturitas | Indeks 3,382 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
SPIP Kementerian
Perhubungan
IKK2.4 Indeks Indeks | 85,00 91 91 91 91 91
Perencanaan Kementerian
Perhubungan
IKK2.5 Indeks Indeks | 90,04 |92,40|92,45| 92,5 |92,55| 92,6
Pengawasan Kearsipan (90,15)((90,16)|(90,17)((90,18)|(90,19)
Kementerian Perhubungan
IKK2.6 Tingkat % 85,305 80 80 82 82 83
Penyelenggaraan
Perkantoran
IKK2.7 Indeks Nilai 92,31 |91,63|91,88|92,13|92,38|92,63
Pengelolaan Keuangan
Kementerian Perhubungan
IKK?2.8 Indeks Tata Kelola | Indeks 80 81 82 83 84 85

Pengadaan Barang dan
Jasa Kementerian

Perhubungan
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Sasaran Program (SP)

Indikator Kinerja
Program (IKP)

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja (Opsi 1)
(SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
IKK2.9 Indeks Indeks 2,95 3,19 | 3,2 | 3,25 | 3,28 | 3,3
Pengelolaan Aset
Kementerian Perhubungan
SK2.2 Meningkatnya [KK2.10 Indeks Indeks 80,0 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6
Kapabilitas SDM dan [Kelembagaan Kementerian
Organisasi Perhubungan
Kementerian IKK2.11 Indeks Sistem Indeks 0,75 296 |296,3(296,5|296,8| 297
Perhubungan Merit Kementerian
Perhubungan
IKK2.12 Indeks Kualitas | Indeks 82 90 91 92 92 93
Pembinaan Jabatan
Fungsional Transportasi
SK2.3 Meningkatnya [IKK2.13 Persentase % - 90 91 91 92 92
Layanan Informasi Layanan Informasi
Kementerian
Perhubungan
SK2.4 Meningkatnya [IKKZ2.14 Efektivitas % - 75 76 77 78 79
Kualitas Komunikasi |Komunikasi Publik
Publik Kementerian
Perhubungan
SK2.5 Terwujudnya [IKK2.15 Indeks Sistem Indeks - 46 | 4,65 | 4,7 | 4,75 | 4,8
Penguatan Pondasi  |Pemerintahan Berbasis
dan Berlangsungnya |Elektronik Kementerian
Transformasi Digital [Perhubungan
Sektor Transportasi
SK2.6 Meningkatnya [IKK2.16 Indeks Pelayanan| Indeks 4,74 4,75 | 4,76 | 4,77 | 4,78 | 4,79
Kualitas Pelayanan  [Publik Kementerian
Perhubungan
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Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Baseline Target Kinerja (Opsi 1)
Sasaran Program (SP) . Satuan
Program (IKP) (SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Publik Kementerian [IKK2.17 Indeks Kepuasan | Indeks 94,75 |95,73|95,75| 95,8 |95,85|95,95
Perhubungan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik Sektor
Transportasi
SK2.7 Meningkatnya [IKK2.18 Kualitas Nilai 87 88 90 93 94 95
Kapabilitas Kerjasama|Pelaksanaan Kerjasama
dan Kemitraan dan Kemitraan
Kementerian Kementerian Perhubungan
Perhubungan
SK2.8 Meningkatnya [IKKZ2.19 Tingkat % 75 76 77 78 79 80
[novasi dalam Pemenuhan
Pembiayaan Investasi/Pembiayaan
Infrastruktur Kreatif Penyediaan
Transportasi Infrastruktur Transportasi
SK2.9 Meningkatnya [IKKZ2.20 Efektivitas % 68 70 75 80 82 85
Kualitas Manajemen [Monitoring Tindak Lanjut
Keselamatan Rekomendasi Keselamatan
Transportasi Hasil Investigasi KNKT
IKK2.21 Tingkat % 75 85 87 90 92 93
Pemanfaatan Rekomendasi
Hasil Keputusan Sidang
Mahkamah Pelayaran
Sasaran Program 3 (SP3) IKP3 Penurunan SK3.1 Menurunnya [IKK3.1 Penurunan Emisi Juta 5,19 5,92 | 6,51 | 7,18 | 7,96 | 8,78
Meningkatnya Kualitas Emisi Gas Rumah Emisi GRK Sektor Gas Rumah Kaca Sektor Ton
Transportasi yang Berkelanjutan|Kaca Sektor Transportasi Transportasi COo2

Sekretariat Jenderal

Transportasilnformasi
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Incflkat.:or Sasaran Kegiatan| Indikator Kinerja Baseline Target Kinerja (Opsi 2)
Sasaran Program (SP) Kinerja ) Satuan
(SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Program (IKP)
Sasaran Program 1 IKP1 Tingkat [SK1 IKK1.1 Nilai AKIP
(SP1) Meningkatnya Pencapaian Meningkatnya Kementerian Nilai 78,85 80 80,05 | 80,1 | 80,15 | 80,2
Kinerja Sekretariat Kinerja Tata Kinerja Biro Perhubungan
Jenderal dalam Kelola Bidang |[Perencanaan IKK1.2 Indeks
Mendukung Tata Kelola |Perencanaan dalam Maturitas SPIP
Pemerintahan yang Baik Mendukung Tata |[Kementerian Indeks 3,382 3,3 34 3,5 3,6 3,7
di Kementerian Kelola Perhubungan
Perhubungan Pemerintahan IKK1.3 Indeks
Eementerlan Perencanaan Indeks | 8500 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
erhubungan Kementerian
Perhubungan
IKK1.4 Nilai Kinerja
Perencanaan Anggaran |\, . ; 90,55 | 90,6 | 90,65 | 90,7 | 90,75
Kementerian
Perhubungan
IKP2 Tingkat [SK2 IKK2.1 Indeks Nilai 90,72 90,8 91 91,1 | 91,2 | 91,3
Pencapaian Meningkatnya Reformasi Birokrasi
Kinerja Tata Kinerja Biro Kementerian
Kelola Bidang |[SDMO dalam Perhubungan
SDM dan Mendukung Tata [IKK2.2 Indeks
Kelembagaan  Kelola Kelembagaan Indeks 80,0 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6
Pemerintahan Kementerian
Perhubungan
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Sasaran Program (SP)

h;{‘:::_;:r Sasaran Kegiatan Indik.ator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja (Opsi 2)
Program (IKP) (SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Kementerian IKK2.3 Indeks Sistem
Perhubungan Merit Kementerian Indeks 0,75 296,0 | 296,3 | 296,5 | 296,8 | 297,0
Perhubungan
IKP3 Tingkat [SK3 IKK3.1 Nilai Kinerja
Pencapaian  Meningkatnya  Pelaksanaan Anggaran Nilai 93,28 |93,33 (93,38 | 93,43 | 93,48 | 93,53
Kinerja Tata Kinerja Biro Kementerian
Kelola Bidang |Keuangan dalam [Perhubungan
Keuangan Mendukung Tata IKK3.2 Nilai Persentase
Kelola PNBP BLU Kementerian Nilai 100,00 |100,00|100,00|100,00|100,00{100,00
Pemerintahan di |[Perhubungan
Kementerian IKK3.3 Persentase
Perhubungan Temuan TGR atas LHP
BPK Kementerian Persentase| 85,00 | 85,10 | 85,20 | 85,30 | 85,40 | 85,50
Perhubungan yang
ditindaklanjuti
IKK3.4 Opini BPK
Kementerian Persentase 100 100 100 100 100 100
Perhubungan
IKP4 Tingkat |[SK4 IKK4.1 Indeks
Pencapaian Meningkatnya Reformasi Hukum
Kinerja Tata Kinerja Biro Kementerian
Kelola Bidang [Hukum dalam Perhubungan Indeks 97.76 |97,76 | 97,80 | 97,85 | 97,90 | 98,00
Hukum Mendukung Tata
Kelola
Pemerintahan
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Sasaran Program (SP)

h;{‘:::_;:r Sasaran Kegiatan Indik.ator Kinerja Satuan Baseline Target Kinerja (Opsi 2)
Program (IKP) (SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Kementerian
Perhubungan

IKP5 Tingkat [SKS5 IKKS.1 Indeks Tata

Pencapaian Meningkatnya Kelola Pengadaan

Kinerja Tata Kinerja Biro Barang dan Jasa Indeks 80 81 82 83 84 85

Kelola Bidang [LPPBMN dalam |Kementerian

Pengadaan Mendukung Tata [Perhubungan

Barang, Jasa Kelola IKKS5.2 Indeks

dan BMN Ezrrnneeigiﬁn Ezrf:iZLi?:nAset Indeks | 2,95 | 3,19 | 3,2 | 325 | 3,28 | 3,3
Perhubungan Perhubungan

IKP6 Tingkat |SK6 IKK6.1 Indeks

Pencapaian Meningkatnya Pengawasan Kearsipan

Kinerja Tata Kinerja Biro Kementerian

Kelola Bidang |Umum dalam Perhubungan

Umum Mendukung Tata Indeks 90,04 | 90,15 90,16 | 90,17 | 90,18 | 90,19
Kelola
Pemerintahan
Kementerian
Perhubungan

IKP7 Tingkat [SK7 IKK7.1 Efektivitas

Pencapaian Meningkatnya Komunikasi Publik

Kinerja Tata Kualitas Kementerian Persentase - 75 76 77 78 79

Kelola Bidang |Komunikasi Perhubungan
Publik dalam
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Incflkat.:or Sasaran Kegiatan| Indikator Kinerja Baseline Target Kinerja (Opsi 2)
Sasaran Program (SP) Kinerja ) Satuan
(SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Program (IKP)
Komunikasi dan [Mendukung Tata
Informasi Publik Kelola
Pemerintahan
Kementerian
Perhubungan
SKS8 IKK8.1 Persentase
Meningkatnya Permohonan Informasi
Layanan yang Terlayani
Informasi dalam [Kementerian
Mendukung Tata |[Perhubungan Persentase - 90 91 91 92 92
Kelola
Pemerintahan
Kementerian
Perhubungan
Sasaran Program 2 IKP8 Tingkat |[SK9 IKK9.1 Indeks
(SP2) Meningkatnya Pencapaian Meningkatnya Pemerintah Digital
Kinerja Dukungan Kinerja Penguatan Kementerian
Terhadap Substansi Dukungan Pondasi dan Perhubungan
Kebijakan Kementerian |Substansi Berlangsungnya Indeks - 1,60 | 1,70 1,80 | 1,90 | 2,00
Perhubungan Kebijakan Transformasi
Bidang Data Digital Sektor
dan Teknologi [Transportasi
Informasi
IKP9 Tingkat |SK10 IKK10.1 Penurunan Juta Ton
Pencapaian Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca CO2 5,19 5,92 6,51 7,18 | 7,96 | 8,78
Kinerja Penyiapan Sektor Transportasi




- 164 -

Indikat T t Kinerja (Opsi 2
n ,1 a.or Sasaran Kegiatan| Indikator Kinerja Baseline arget Kinerja (Opsi 2)
Sasaran Program (SP) Kinerja ) Satuan
(SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Program (IKP)
Dukungan Kebijakan IKK10.2 Tingkat
Substansi Adaptasi dan Pemenuhan Target Aksi
Kebijakan Mitigasi Rencana Aksi
Bid Perubahan Ikli Pelak K i
waans crubanan 1'm ca §anaan on‘serva31 Persentase - 100 100 100 100 100
Pengelolaan dan Konservasi |[Energi dan Manajemen
Transportasi Energi Pada Energi pada Sektor
Berkelanjutan [Sektor Transportasi
Transportasi
SK11 IKK11.1 Indeks
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Penyiapan terhadap Pelayanan Indeks 94,75 | 95,73 | 95,75 | 95,80 | 95,85 | 95,95
Kebijakan Publik Sektor
Peningkatan Transportasi
Pelayanan IKK11.2 Indeks
Transportasi Pel Publik
P clayanan Fubll Indeks | 4,74 | 475 | 476 | 477 | 4,78 | 4,79
Kementerian
Perhubungan
IKP10 Tingkat
Penca aiZﬁ ’ SK12
Sasaran Program 2 ) .p Meningkatnya )
] Kinerja ) IKK12.1 Kualitas
(SP2) Meningkatnya Kualitas .
] . Dukungan Pelaksanaan Kerjasama
Kinerja Dukungan i Pelaksanaan ) o
) Substansi : dan Kemitraan Nilai 87 88 90 93 94 95
Terhadap Substansi .. Kerjasama dan )
.. . Kebijakan ; Kementerian
Kebijakan Kementerian |_. ... . Kemitraan
Bidang Fasilitasi ) Perhubungan
Perhubungan i Kementerian
Kemitraan dan
Perhubungan
Kelembagaan
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Indikat T t Kinerja (Opsi 2
n ,1 a.or Sasaran Kegiatan| Indikator Kinerja Baseline arget Kinerja (Opsi 2)
Sasaran Program (SP) Kinerja ) Satuan
(SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Program (IKP)
IKP11 Tingkat
p .
(.anca}palan SK13
Kinerja )
Dukunean Meningkatnya
& . Kualitas IKK13.1 Indeks
Substansi Penyelenggaraan [Kualitas Pembinaan
Kebijakan yelenss . Indeks 82 90 | 91 | 92 | 92 | 93
Bidan Pembinaan Jabatan Fungsional
'g Jabatan Transportasi
Pembinaan .
Fungsional
Jabatan )
. Transportasi
Fungsional
Transportasi
IKP12 Tingkat
Pencapaian
Kinerja SK14 IKK14.1 Tingkat
Dukungan Meningkatnya Pemenuhan
Substansi I i I tasi/Pembi
u .s.an31 nova§1 nves.as1/ em‘ iayaan |, oce 75 76 77 78 79 80
Kebijakan Pembiayaan Kreatif Penyediaan
Bidang Infrastruktur Infrastruktur
Pembiayaan Transportasi Transportasi
Infrastruktur
Transportasi
IKP13 Tingkat
Sasaran Program 3 'mg a SK15 IKK15.1 Tingkat
(SP3) Meningkatnya Pencapaian Meningkatnya Pencapaian Monitoring
.. Y Monitoring i Y . ) Persentase 68 70 75 80 82 85
Kinerja Dukungan ) ) Kualitas Tindak Lanjut
. Tindak Lanjut ] .
Terhadap Peningkatan ) Manajemen Rekomendasi
Rekomendasi
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Indikat T t Kinerja (Opsi 2
n ,1 a.or Sasaran Kegiatan| Indikator Kinerja Baseline arget Kinerja (Opsi 2)
Sasaran Program (SP) Kinerja ) Satuan
(SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Program (IKP)
Keselamatan Keselamatan Keselamatan Keselamatan Hasil
Transportasi Hasil Investigasi [Transportasi Investigasi KNKT
KNKT
SK16
IKP14 Tingkat |[Meningkatnya
Pencapaian Kualitas
Pemanfaatan Penegakan IKK16.1 Pemanfaatan
Rek dasi Huk Pel Rek dasi Hasil
e ?men asi ukum Pelayaran [Rekomen as1' asi Persentase 75 85 87 20 92 93
Hasil Keputusan|dalam Keputusan Sidang
Sidang Mendukung Mahkamah Pelayaran
Mahkamah Peningkatan
Pelayaran Keselamatan
Transportasi
SK17 IKK17.1 Target Nilai
Meningkatnya AKIP Sekretariat Nilai 80,15 | 80,87 | 80,92 | 80,97 | 81,02 | 81,07
. Kualitas Tata Jenderal
IKP15 Tingkat
S P 4 p . Kelola
(;::;?\Zl 'rog;azr.l Kt::nce%paql‘ail Pemerintahan IKK17.2 Target Indeks
eningkatnya inerja Tata o s .
o & y J yang Baik di Perencanaan Sekretariat| Indeks 100 100 100 100 100 100
Kinerja Dukungan Kelola . .
i ] . .[Lingkungan Biro |Jenderal
Manajemen di Pemerintahan di
] . ) Perencanaan
Lingkungan Sekretariat |[Lingkungan SK1S
Jenderal Sekretariat ) IKK18.1 Nilai Indikator
Jenderal Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan
Kualitas Tata ] Nilai 96,59 | 96,64 | 96,69 | 96,74 | 96,79 | 96,84
Anggaran (IKPA)
Kelola i
. Sekretariat Jenderal
Pemerintahan
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Indikator Target Kinerja (Opsi 2)

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Baseline
Sasaran Program (SP) Kinerja & J

Satuan
K Kegiatan (IKK 4
Program (IKP) (SK) egiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

yang Baik di
Lingkungan Biro
Keuangan

SK19

Meningk
eningkatnya IKK19.1 Persentase

Peraturan Menteri yang
Ditetapkan di Persentase - 70 71 72 73 74
Lingkungan Sekretariat

Kualitas Tata
Kelola

Pemerintahan
yf:mg Baik di . Jenderal
Lingkungan Biro

Hukum

SK20.1
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan IKK20.1 Persentase
yang Baik di Pengawasan dan

. ) ) Persentase - 100 100 100 100 100
Lingkungan Biro |Pengendalian Aset
Layanan Setjen yang Efektif
Pengadaan dan
Pengelolaan
Barang Milik
Negara

SK21.1 IKK21.1 Indeks
Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Indeks 82,08 | 82,09 | 82,10 | 82,11 | 82,12 | 82,13
Kualitas Sekretariat Jenderal
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Sasaran Program (SP)

Indikator
Kinerja
Program (IKP)

Target Kinerja (Opsi 2)

Sasaran Kegiatan| Indikator Kinerja Satuan Baseline
(SK) Kegiatan (IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Pelayanan
Persuratan dan
Pelaporan
SK22
Meningkatnya
Kualitas
Kerumahtanggan, IKK22.1
Penagdaan Aset, Penyelenggaraan
Inventarisasi ) Nilai 85,31 85,5 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5
BMN, Perkantoran Sekretariat
Pemeliharaan Jenderal
Sarana Prasarana
dan Pelayanan
Kesehatan
SK23
Meningkatnya
Kualitas Tata IKK23.1 Persentase
Kelola Permintaan Informasi
Pemerintahan dari Media Massa Arus |Persentase 90 91 91 92 92 90
yang Baik di Utama yang
Lingkungan Biro |ditindakanjuti
Komunikasi dan
Informasi Publik
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Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 terdapat
perubahan Inkdikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Program (SP) serta Target
dimana Sasaran Program dan Inkdikator Kinerja Program dalam naskah
teknokratik Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 yang disusun pada
TA. 2024 sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dalam penyunan
naskah Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 yang disusun pada TA.
2025. Penyesuaian dimaksud dikarenakan perubahan lingkungan strategis,
adanya kebijakan baru dan hasil rekomendasi saat dilakukan evaluasi oleh
Inspektorat Jenderal serta Kemenpan RB dan BKN.

Pada naskah teknokratik terdapat 3 SP dan 3 IKP, sedangkan pada penyusunan
naskah Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 terdapat 4 SP dan 15
IKP. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penyusunan PK dan RKT sehingga
pada penyusunan PK dan RKT tahun 2025 dapat mengacu pada SP, IKP dan
target yang tercantum pada naskah teknokratik Renstra Sekretariat Jenderal
yang disusun pada TA. 2024. Sedangkan penyusunan PK dan RKT tahun 2026
dapat dipergunakan SP, IKP dan target yang telah disesuaikan pada penyusunan
naskah Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal yang disusun pada TA. 2025.

4.2, Kerangka Pendanaan

4.2.1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Kementerian Perhubungan
Tahun 2025-2029

Total pagu jangka menengah (pagu JM) APBN untuk Kementerian Perhubungan
untuk perioda 2025-2029 sebesar Rp217,19 Triliun. Komposisi anggaran antar
Program adalah sebagai berikut: (1) Program Infrastruktur senilai Rp138,02
Triliun (63,55%), (2) Program Dukungan Manajemen senilai Rp70,53 Triliun
(32,47%) dan (3) Program Diklat Vokasi senilai Rp8,65 Triliun (3,98%).
Komposisi ini menunjukkan bahwa fokus alokasi APBN Kementerian
Perhubungan sekitar 67,53% adalah untuk kegiatan teknis sesuai core
bussiness (pelayanan, konektivitas, keselamatan keamanan, serta SDM), dan
sisanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen, yang
jika dilihat lebih detail lebih dari 75% digunakan untuk operasional UPT (Unit
Pelaksana Teknis) yang melakukan kegiatan pelayanan langsung kepada
masyarakat pada simpul pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal yang
dikelola Kementerian.

Komposisi pendanaan APBN per Unit Kerja Eselon (UKE) I di Lingkungan
Kementerian Perhubungan 2025-2029 (secara keseluruhan) cenderung
berimbang sesuai lingkup tugas fungsi dan kewenangan. Alokasi terbesar
diberikan kepada Ditjen Perhubungan Laut (28,84%) dan Ditjen Perhubungan
Udara (22,20%) di mana kedua UKE I tersebut memiliki kewajiban untuk
menyediakan infrastruktur dan menyelenggarakan pelayanan angkutan antar
pulau, khususnya keperintisan, ke seluruh wilayah NKRI yang berupa
kepulauan. Alokasi berikutnya diberikan kepada Ditjen Perkeretaapian (20,34%)
dan Ditjen Perhubungan Darat (16,58%) yang bersama-sama dengan Ditjen Bina
Marga (di Kementerian PU) menyediakan konektivitas pada jalur logistik utama,
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daerah tertinggal, dan kawasan perkotaan pada skala pergerakan dalam pulau
dan penyeberangan.

Rencana pengalokasian APBN Kementerian Perhubungan dari Tahun 2025-2029
diatur sedemikian rupa sesuai ketersediaan pendanaan Pemerintah. Sumber
pendanaan APBN Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagian besar berasal
dari Rupiah Murni (RM) sekitar Rp157,95 Triliun (72,72% total) plus Rp1,81
Triliun (0,83%) untuk Rupiah Murni Pendamping (RMP). Sumber terbesar kedua
berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sekitar Rpl17,22 Triliun
(7,93%) dari penerbitan surat utang negara berbasis syariah untuk mendanai
pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan umum bidang
transportasi yang memiliki nilai kemanfaatan umum, serta sesuai dengan
prinsip syariah.

Sumber pendanaan terbesar ketiga berasal dari PLN (Pinjaman Luar Negeri)
sekitar Rp15,76 Triliun (7,26%) baik dari Lembaga Donor Internasional ataupun
negara sahabat. Umumnya pendanaan PLN digunakan untuk membiayai proyek
prioritas dan mendesak di bidang transportasi yang bersifat strategis untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta
dialokasikan dana pendamping dan readiness criteria telah disiapkan dengan
baik.

Sumber pendanaan terbesar yang keempat berasal dari PNBP (Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp14,96 Triliun (6,89%) dan disusul oleh
pendanaan BLU (Badan Layanan Umum) sebesar Rp9,44 Triliun (4,35%) yang
sebagian besar digunakan untuk penyediaan layanan publik dan pengembangan
SDM di bidang Transportasi.

Sumber pendanaan lain yang berasal dari Hibah masih relatif kecil (Rp36,20
Triliun (0,02%) yang umumnya bantuan hibah dari negara sahabat/lembaga
internasional. Potensi hibah dalam negeri belum banyak tergali.

Gambar 4. 1 Komposisi Anggaran Per Unit Kerja di Lingkungan Kementerian
Perhubungan 2025-2029

KOMPOSISI ANGGARAN UNIT KERJA ESELON | KEMENHUB 2025-2029

/ (PER TAHUN) \

(dalam Miliar Rupiah)
[ we | ams | ams | aom | ams | a9 | Tow | Towlbo
Sekretariat Jenderal 680,28 844,85 610,89 532,64 570,50 3.239,16 1,49%
Inspektorat Jenderal 116,18 152,83 171,35 192,10 215,37 847,83 0,39%
Ditjen Perhubungan Darat 5.946,90 9.265,10 7.244,45 6.688,03 6.867,40 36.011,89 16,58%
Ditjen Perhubungan Laut 10.918,35 11.269,32 14.692,11 12.575,88 13.174,39 62.630,05 28,84%
Ditjen Perhubungan Udara 6.047,12 9.833,05 10.078,77 10.784,27 11.471,69 48.214,89 22,20%
Ditjen Perkeretaapian 6.480,59 8.766,91 9.043,98 9.535,15 10.354,54 44.181,17 20,34%
Ditjen Intram 193,23 252,57 1.159,51 1.468,17 1.785,27 4.858,74 2,24%
Badan Kebijakan Transportasi 116,77 190,00 323,88 356,27 399,46 1.386,39 0,64%
Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2.722,89 3.840,05 2.891,61 3.066,58 3.302,37 15.823,50 7,29%
TOTAL 33.222,32 44.414,69 46.216,54 45,199,10  48.140,97 217.193,62 100,00%
Kerangka Postur Anggaran Tahunan | Proporsi Pendanaan Berdasarkan UKE |
1 o
60.000,0 1 Ditjen Hubla D‘:J;z':ro';‘b;“'
T 50.000,0 44.414,7 46,2165 451991 45.1410 1 28 280
5 400000 332223 I = Ditjen KA
?: 300000 : Dll‘j:;':;;;]dﬂl N (20,34%)
20.000,0 1
10.000,0 1 ,'
1 I-l Setjen
2025 2026 2027 2028 2029 I Ditjen Intram kT | itjen (1,49%)
K 15,30%) (20,45%) (21,28%) (20,81%) (22,17%) | (2,24%) (0,60%) (0,39%)
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4.2.2. Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal 2025-2029

Aspek pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya output
dan outcome. Pengalokasian pendanaan selama periode 2025-2029 mengacu
pada besarnya pendanaan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024
dan berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi
tanggung jawab di masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal Kemenhub. Di samping itu, berbagai dinamika kebijakan fiskal seperti
efisiensi anggaran pada tahun 2025 juga menjadi faktor pertimbangan dalam
menyusun pendanaan 2025-2029.

Efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan pada awal tahun 2025 berdampak
pada anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal yang semula pada DIPA Awal
sebesar Rp681.310.345.000 menjadi Rp484.187.916.000 (data per November
2025). Sehingga penyusunan kerangka pendanaan Renstra Setjen 2025-2029
mempertimbangkan aspek kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Efisiensi
anggaran juga akan berdampak pada capaian target kinerja tahun 2025.
Rincian pendanaan Sekretariat Jenderal selama tahun 2025-2029 disampaikan
dalam tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

I PRAKIRAAN KEBUTUHAN (MILYAR) IN;;;{;_SI
2025 2026 2027 2028 2029 2029
1 E;‘;ncanaan 26,23 35,47 23,85 21,23 22,51 129,29
5 | Biro SDMO 19,20 23,96 15,25 13,27 14,23 85,91
3 | Biro Keuangan 19,06 26,35 15,02 12,97 13,95 87,35
4 | Biro Hukum 16,90 25,58 13,93 12,18 13,03 81,62
5 | Biro LPPBMN 31,12 39,97 22,47 19,33 20,83 133,71

6 | Biro Umum 306,72 | 338,10 | 300,88 | 262,52 | 281,56 | 1.489,78
7 | Biro KIP 26,70 28,63 21,01 18,14 19,51 114,00
8 | Pusdatin 72,19 104,90 49,27 42,41 45,68 314,45
o | PPTB 11,70 17,55 9,60 8,37 8,95 56,17
10 | PFKKI 43,84 54,95 47,80 41,03 | 44,15 231,77
11 | PPIT 21,36 23,40 11,99 10,41 11,17 78,32
12 | Pusbin JFT 11,69 21,02 9,83 9,02 9,21 60,77
13 | Mahpel 23,48 29,98 25,54 22,48 23,94 125,42
14 | KNKT 50,08 75,01 44,44 39,27 | 41,78 250,58

TOTAL 680,28 | 844,85 | 610,89 | 532,64 | 570,50 | 3.239,16

Total indikasi anggaran Sekretariat Jenderal untuk 2025-2029 sesuai dengan
Pagu JM sebesar Rp. 3.239,16 Milyar atau Rp. 3,24 Triliun. Indikator kinerja
dan indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029 disusun dengan
mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana
Starategis Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029,
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4.2.3. Perubahan Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal

Sesuai Pagu JM 2025-2029, alokasi pendanaan Sekretariat Jenderal sebesar Rp.

3,239 trilyun atau 1,49% dari Pagu JM (DIPA Kementerian Perhubungan).

Sesuai tugas dan fungsinya, keseluruhan alokasi anggaran Sekretariat Jenderal

digunakan untuk Program Dukungan Manajemen yang terdistribusi ke unit

kerja di lingkungan Sekretariat yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Kerangka pendanaan untuk kelompok unit kerja Biro sebesar Rp. 2,212
trilyun untuk kegiatan dukungan manajemen dalam mendukung
transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan;

b. Kerangka pendanaan untuk kelompok unit kerja Pusat sebesar Rp. 741,5
miliar untuk kegiatan dukungan teknis dan substansi kebijakan dalam
mendukung kinerja Kementerian Perhubungan;

c. Kerangka pendanaan untuk kelompok unit kerja KNKT dan Mahkamah
Pelayaran sebesar Rp. 367 milyar untuk kegiatan dukungan terhadap
peningkatan keselamatan transportasi dalam mendukung kinerja
Kementerian Perhubungan.

Dengan penugasan Sekretariat Jenderal yang strategis dengan peran besar
dalam rangka memastikan pelaksanaan transformasi tata kelola Kementerian
Perhubungan berjalan dengan baik sesuai arahan RPJMN 2025-2029, direktif
Presiden dan fokus pembangunan transportasi nasional dalam Renstra
Kementerian Perhubungan guna mewujudkan akuntabilitas Kementerian
Perhubungan, membutuhkan dukungan penambahan alokasi pendanaan
terutama untuk kegiatan dukungan teknis dan substansi kebijakan serta
peningkatan keselamatan transportasi dalam mendukung kinerja Kementerian
Perhubungan. Ke depan, alokasi pendanaan Sekretariat Jenderal tidak hanya
Program Dukungan Manajemen saja, namun perlu juga program dukungan
teknis lain yang bisa mengakomodasi kegiatan dukungan teknis dan substansi
kebijakan serta peningkatan keselamatan transportasi yang menjadi penugasan
Sekretariat Jenderal.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Arahan Pelaksanaan

Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 disusun mengacu pada Perpres No. 80
Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga dan Permen PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 Tentang
Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029, serta dengan
mempertimbangkan berbagai mandat dari perundang-undangan dan dokumen
perencanaan terkait sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan 2025-2029, khususnya RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun
2024), RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025), dan Renstra
Kementerian Perhubungan 2025-2029 (PM No 12 Tahun 2025)

Rencana kegiatan dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 ini masih
bersifat indikatif, sehingga perlu didetailkan lebih lanjut melalui tahap
perencanaan maupun proses penganggaran sesuai kaidah yang berlaku

Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan
dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di
Lingkungan Sekretariat Jenderal 2025-2029, khususnya Perjanjian Kinerja (PK),
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja melalui LKIP (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah) setiap tahun

Seluruh Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal menyusun Renstra
masing-masing untuk perioda 2025-2029 dengan mengacu pada dokumen ini
dan berpegang pada pedoman penyusunan Rencana Strategis yang berlaku

Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) mengacu kepada prioritas dan kebijakan yang
termuat dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 ini dengan
mempertimbangkan alokasi APBN

Kinerja setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal 2025-
2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja dalam Renstra
Sekretariat Jenderal 2025-2029

5.2. Mekanisme Perubahan dan Pelaksanaan Evaluasi

Sesuai ketentuan dalam Perpres 80 Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden
tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (K/L), maka perubahan terhadap Renstra Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan jika
terdapat:
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a. perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis maupun arahan
Pimpinan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap arah
kebijakan, rencana kegiatan, maupun target kinerja yang harus
dilaksanakan.;

b. Perubahan organisasi dan tata kerja;

c. Kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran.

Perubahan terhadap muatan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai
alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK)
dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Jenderal.

Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen
risiko, dan kepatuhan internal Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2025-2029.

Perubahan terhadap target kinerja serta target pelaksanaan kegiatan setiap
tahun untuk disesuaiakan dengan alokasi APBN dalam DIPA Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dapat dilakukan pada
Perjanjian Kinerja (PK) setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.

Laporan tahunan terhadap hasil pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dituangkan dalam LKIP (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri
melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat
Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKIP Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bagian dari penilaian
prestasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.

Evaluasi Paruh Waktu (EPW) terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dapat dilakukan setidaknya 1
(satu) kali di pertengahan masa berlaku (sekitar Tahun 2027-2028) untuk
mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan, serta untuk menyesuaikan daftar prioritas program dan
kegiatan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target di akhir masa
perencanaan (Tahun 2029).
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Evaluasi Akhir Perioda (EAP) dari pelaksanaan
Kementerian Perhubungan 2025-2029 dilakukan

Renstra Sekretariat Jenderal
pada akhir Tahun ke-4 (Tahun

2028) yang dilengkapi prognosis capaian akhir [di Tahun 2029 sebagai bahan
pertimbangan untuk penyusunan naskah teknokratik Renstra untuk perioda

pembangunan selanjutnya (Tahun 2030-2034).

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ANTONI ARIF PRIADI

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

19730808 199903 1 003
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ANAK LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-SK.J 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SATUAN UNIT ORGANISASI

PROGRAM/

KEGIATAN PELAKSANA

INDIKATOR 2025 2026 2027 2028 2029 2027 2028 2025-2029

SEKRETARIAT JENDERAL 680.279,66 | 844.854.83 | 610.888,25 | 532.637,66 | 570.501,45 | 3.239.161,84

WA-Program Dukungan Manajemen 680.279,66 | 844.854,83 | 610.888,25 | 532.637,66 | 570.501,45| 3.239.161,84

01-Meningkatnya Kualitas Tata
SK |Kelola Kebijakan, Regulasi dan
Hul Sekretariat Jenderal

1Kk |0!-Indeks Reformasi Hukum 97.76 | 97,80 | 97.85 | 97.90 | 98,00 | Nilai
Kementerian Perhubungan

02-Meningkatnya Kualitas Tata
SK |Kelola Pemerintahan yang Baik
Sekretariat Jenderal

1k |01-Indeks RB Kementerian 90,80 | 91,00 | 91,10 | 91,20 | 91,30 | Niai
Perhubungan

03-Meningkatnya Kualitas

SK |Transportasi yang Berkelanjutan
Sekretariat Jenderal
01-Penurunan Emisi Gas
IKK |Rumah Kaca Sektor 6743 | 74,15 | 81,78 | 90,56 | 100,00 %
Transportasi

1932-Legislasi dan Litigasi Pusat 14.867,90 27.188,50 12.259,50 10.107,60 10.735,80 75.159,30 |Biro Hukum

01-Meningkatnya Kualitas Tata
SK |Kelola Kebijakan, Regulasi dan

01-Indeks Reformasi Hukum

K Kementerian Perhubungan

97,76 | 97,80 | 97,85 | 97,90 | 98,00 Nilai

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

SK |Dukungan Manajemen di Ling kungan
Sekretariat Jenderal

Persentase Peraturan Menten
IKK |yang Ditetapkan di Lingkungan 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 %
Sekretanat Jenderal
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/

INDIKATOR 2025 2026 2027 2028 2027 2028 2025-2029

PROGRAM/

UNIT ORGANISASI

KEGIATAN PELAKSANA

1933-Pengelolaan Organisasi dan SDM Pusat 46.46560 | 66.754,40 | 35.191,10| 28.870,90 | 30.491,10| 207.773,10 |Birc Sumber Daya
Manusia dan Organisasi

08-Meningkatnya Kapabilitas SDM
SK [dan Organisasi Kementerian
Perhubungan

18-Indeks Kelembagaan

XK Kementerian Perhubungan

80,20 | 80,30 | 80,40 | 80,50 | 80,60 | Nilai

kg |19-Indeles Sistem Merit 296,00 | 296,30 | 296,50 | 296,80 | 297,00 | Nilai

Kementerian Perhubungan

20-Indeks Kualitas Pembinaan
IKK |Jabatan Fungsional 90,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 93,00 Nilai
Transportasi

Pel a2 1 Mod Komite Nasional
;?.3 - rt;ti 2 Ricals Pusat 12.605,30 19.119,60 10.864,70 7.136,10 8.716,10 58.441,80 |Keselamatan

Transportasi

07-Meningkatnya Kualitas

SK |Manajemen Keselamatan
Transportasi

16-Efektivitas Monitoring
IKK |Tindak Lanjut Rekomendasi 70,00 | 75,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 %
Keselematan Hasil Investigasi

1938-P. kan Huk Kesel tan Pelayaran Pusat 2.816,80 2.816,80 1.370,00 1.740,00 1.370,00 10.113,60 |Mahkamah Pelayaran

07-Meningkatnya Kualitas

SK |Manajemen Keselamatan
Transportasi

17-Tingkat Pemanfaatan
IKK |Rekomendasi Hasil Putusan 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 %
Sidang

Pusat Data dan

1939-Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pusat 29.636,30 52.964,60 22.213,10 19.109,00 21.674,40 145.597 40 : )
Teknologi Informasi

09-Terwujudnya Penguatan Pondasi
SK |dan Berlangsungnya Transformasi
Digital Sektor Transportasi

21-Indeks Sistemn Pemerintahan
Berbasis Elektronik

IKK |Kementerian Perhubungan
(Indeks Pemerintah Digital
Kementerian Perhubungan|

46 | 465 | 47 | 475 | 48 Nilai
(1.6 | (L7) | (1.8 | (1.9) (2} | (ndeks)

Pusat Pengelolaan
1940-Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Pusat 4.385,60 6.612,70 3.694,00 2.840,00 3.230,00 20.762,30 | Transportasi

Berkelanjutan

01-Menurunnya Emisi GRK Sektor
Transportasi

01-Penurunan Emisi Gas 6743 | 74.15 | 81,78 | 90,56 100 Persen
IKK |Rumah Kaca (592) | 6,51) | (7.18) | (7.96 | 8.78) | VU2 Ton
Sektor Tranpsortasi 92 | 6 (7 26l 78) Co2)

SK
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ Um:EgRGAA";iASI
INDIKATOR 2027 2028 2025.2029 an

PROGRAM/

KEGIATAN

06-Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Kementerian Perhubungan

14-Indeks Pelayanan Publik 4.1 4.2 4.4 45 4.6

Kementerian Perhubungan (4,75 | (4.76) | (4.77) (4,78] 4,79) Indeks

IKK

15-Indeks Kepuasan
IKK |Masyarakat terhadap Pelayanan 9573 | 95,75 | 95,80 | 95,85 | 9595 | Indeks

Publik Sektor Transportasi
1941-Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pusat 53.874,80 46.204,20 34.777,40 18.909,20 20.421,70 174.187,30

Biro Komunikasi dan
Informasi Publik

04-Meningkatnya Layanan Informasi

SK Kementerian Perhubungan

12-Presentase Layanan
IKK |Informasi (Persentase 90,00 | 91,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 %
Permohonan Informasi yang
05-Meningkatnya Kualitas

K ikasi Publik K ian
Perhubungan

13-Efektivitas Komunikasi
IKK |Publik (Efektivitas Komunikasi 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 Nilai
Publik Kementerian
Meningkatnya Kinerja Pelayanan

SK |Dukungan Manajemen di Lingkungan
Sekretariat Jenderal

Persentase Permintaan

IKK |Informasi dari Media Massa 90,00 | 91,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 %
Arus Utama vane
4657-Pengelol P naan, K BMN dan
Umum

SK

Pusat 482.251,60 584.147,60 464.989,50 424.129,50 452.272,60 | 2.407.790,80 |Biro Perencanaan

01-Meningkatnya Birokrasi
SK |Kementerian Perhubungan yang
Bersih dan Akuntabel

1Kk |0}-Indeks Reformasi Birokrasi 90,80 | 91,00 | 91,10 | 91,20 | 9130 | miai

Kementerian Perhubungan

02-Nilai SAKIP Kementerian

IKK 80,00 | 80,05 | 80,10 | 80,15 | 80,20 Nilai
Perhubungan

i [D57ndleics Maturitas SPIP 3,30 | 340 | 350 | 360 | 370 | Nia
Kementerian Perhubungan

jiic [Ondelcs Rerencansan 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | Nilai
Kementerian Perhubungan
Nilai Kinerja Perencanaan

IKK |Anggaran Kementerian 90,55 | 90,60 | 90,65 | 90,70 | 90,75 Nilai
Perhubungan
05-Indeks Pengawasan

IKK |Kearsipan Kementerian 90,15 | 90,16 | 90,17 | 90,18 | 90,19 Nilai

Perhubungan
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR 2027 2028 2025-2029

PROGRAM/

UNIT ORGANISASI

KEGIATAN PELAKSANA

KK |06-Tingkat Penyelenggarasn 80,00 | 80,00 | 82,00 | 82,00 | 8300 | %
Perkantoran

07-Indeks Pengelolaan
IKK |Keuangan Kementerian 91,63 | 91,88 | 92,13 | 92,38 | 92,63 Nilai
Perhubungan

Nilai Kineyja Pelaksanaan
IKK |Anggaran Kementerian 93,33 | 93,38 | 9343 | 93,48 | 93,53 Nilai
Perhubungan

KK |Persentase PNBP BLU 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00| %

Kementerian Perhubungan

Persentase Temuan TGR atas
IKK |LHP BPK Kementerian 85,10 | 85,20 | 85,30 | 85,40 | 85,50 %
Perhubungan yang
Nilai Opini BPK Kementerian
Perhubungan

08-Indeks Tata Kelola

IKK |Pengadaan Barang dan Jasa 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 Nilai
Kementerian Perhubungan

09-Indeks Pengelolaan Aset
Kementerian Perhubungan

100,00 ( 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 Nilai

IKK 3,19 320 3,25 328 3,30 | Indeks

Meningkatnya Kinerja Pelayanan
SK [Duku Manaj di Lingk
Sekretariat Jenderal

Indeks Pengawasan Kearsipan -
IKK G R 82,09 | 82,10 | 82,11 | 82,12 | 82,13 Nilai

Persentase Pengawasan dan
IKK |Pengendalian Aset Setjen yang 100,00 | 100,00| 100,00 | 100,00 100,00 %
Efektif

Nilai Indikator Kinexja
IKK |Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 96,64 | 96,69 | 96,74 | 96,79 | 96,84 Nilai
Sekretariat Jenderal

Indeks Perencanaan Sekretariat

00,00 | 100,00| 100,00 | 100,00 | 100,00 ilai
IKK et 100/ 3 , A s Nilai

IKK |Nilai AKIP Sekretariat Jenderal 80,87 | 80,92 | 80,97 | 81,02 | 81,07 Nilai

Tingkat Penyelenggaraan
IKK |Perkantoran Sekretariat 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 87,50 %
Jenderal

TUSEC T
Kemitraan dan

5877-Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pusat 33.375,60 39.046,30 25.528,90 19.795,30 21.589,70 139.335,80 Kelemk s

02-Meningkatnya Kapabilitas
SK |Kerjasama dan Kemitraan

K ian Perhubungan
10-Kualitas Pelaksanaan
IKK |Kerjasama dan Kemitraan 88,00 | 90,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 %

Kementerian Perhubungan
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SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SATUAN
INDIKATOR 2025 2026 2027 2028 2029 2027 2028 2025-2029

03-Meningkatnya Inovasi dalam
SK |Pembiayaan Infrastruktur
Transportasi

11-Tingkat Pemenuhan
IKK |Investasi/ Pembiayaan Kreatif 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 Nilai

Penyediaan Infrastruktur

PROGRAM/

UNIT ORGANISASI

KEGIATAN PELAKSANA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

KEPALA BIRO HUKUM,

ANTONI ARIF PRIADI
~ NIP. 19730808 199903 1 003

F. BUDI PRAYITNO
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MATRIKS KERANGEKA REGULAS] SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 30353039

ANAK LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIE JENDERAL KEMENTERIAN PERHUEUNGAN
NOMOR KP-8KJ 31 TAHUN 2025

TENTANG FENCANA STRATEGIS SEKFETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUEUNGAN TAHUN 2025-2029

Arah Kerangka Regulasi dan jatau Kebutuhan

No ey Urgensi Pem B lan Evaluasi Regulasi isti Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Institusi Target Penyelesaian
I R Alksi Nasional {RAN] Pencegahan L. P intah berkomi dalam upaya p dan y tkan i bangza dari bahaya peoyalahgunssn Pucat Pengelolaan L. Biro Hukum; 2025-2026
Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran | narkcba. Upaya untuk i bahaya i jadi yang di 3 intah dalam Acta Cita ke-7 yaitu Tranzportasi 2. Inzp ?
Gelap Narkoba {P4GN] 3035 - 3039 di “Memperiuat reformasi politix, hukunx, dan birokrasi, serta m:mperkunr han dan pentd Xorup=i dan narkoba’. 3. Bekretariat Jenderal;
Lingloungan Kementerian Perhubungan 2. Sejalan dengan kebijakan , pada R Pem Jangka B i [RPJBN| tahun 2025-2029 terdapat 4. Ditjen perhubungan darat;
sazaran keamanan nasional yang dicapai antara lain melalui arah h:'huakm ‘T‘rrmsfwmsl tata hloiu dan snmgnpene:gu?mn, 5. Ditjen perhubungan laut;
habdims=i, dan pend narkoba dengan keseindrangan pen 1B 7 gis dan 9 6. Ditjen perhubungan udara;
3. Aksi MN & zektor P i penting i maoda i sebagad jalur 3 kob. hi: K 7. Ditjen perkeretaapian;
Perhubungan beserta Kementerian/Lembaga lainnya yang mempunyu mga: berkaitan dengan jalur P i perlu lakuk B. Ditjen Interarasi dan multimoda;
upaya ekstra untuk berkolaborasi dalam aksi han terh dan peny kotika . RAN P4GN dapat 9. EPSDM Perhubungan;
X 35 i K dengan i i terkait guna aksi PAGN, baik pada bidang L0, Badan Kebijakan transportasi.
4. Sumber Daya b. is dizektor P iyang sehat, k §:1 dm bebas dari penyuhhgunm narkoba sangat penting dalam Instansiterkait : Badan Narkotika Nasional
p=nyel b 1 tan dan pelay jasa i. K i dengan rituan pegawai
dan beragam mitra kerja, perlu memastikan bahwa seluruh SDM hami d % turuk narkoba dan tidak terlibat
p=nyalah narkoba. Pro edukas dan sozializasi dalam FAN P4GHN bisa menclpwkm budaya kerja yang sehat dan bersih
darinarkoba.
5. M. Kelij. i RAN PAGN 2025-2029 merupak.an tindak lanjut dari k.ehx]ak&n :!ra.tegx nasional dalam
P 1ah. kob. i arahan Prezid Jui pr ional yang dilak okh
K ian/Lembaga /P intah Durah dengan i Badan ika Nazional |ENN|. Peran aktif Kementerian
Perhubungan j b sektor p intahan dalam aks P4GN.
6. Penetapan k.eh;qk.an RAN P4GN di lingk K i i dapat jadi bagi sub
sek.tow dslam setiap aks zeb i arahan i Perhubungan yang telah diformulasikan agar dapat
P dan i X secara terpach.
2 |Kep P ¥ ang Peraturan yang ada saat ini adalah Kep Nomor KM B Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Pusat Pengelolaan L. Ditjen perhubungan darat; 20272029
R Alesi Dlitigasi P an emisi GRK Erubs\han Dklim Sektor Transp iUntuk Pe paian Target K i Yang Ditetapkan Secara Nazional, KM ini akan Tr: i Berkel 2. Ditjen p laut;
dalam dul Enh d Nationall, p: i dengan KM yang memuat detail Rencana Aksi, Indikator dan Target Penurunan Emisidi Sektor Transportas 3. Ditjen perhubungan udara;
Daierminad Coniributions {ENDC] dan Sacond 4. Ditjen perkeretaspian;
Nationaly Datermirnad Coniribution {SNDC] 5. Ditjen Intergrasi dan multimeda;
Selktor Transportasi 6. EPSDM Perhubungan;
7. BEadan Kehijakan transportasi;
F_Sakratariat fandaral IBira Huknm dan nncatl
3 |Revisi Peraturan Menben Nc\mr m 98 Tahun |- Poda\ Peraturan Menteri PM 96 Tahun 2017 oy P . Ak ibiki Pada Pelay Jaza Tx: iPublik Bagi Pusat Pengelolaan L. Biro Hukum; 20272026
2017 tentang Peny Pada Jaza Khusus masih belum secara lengk 3 i atazu ifikasi telmiz dari sarana dan Transp. 1 tan  |2. Ditjen p ungan darat;
Pehynan Jasa Tunspm-usx Publik Bagi prasarana yang aksesibel. 3. Ditjen perhubungan laut;
Jasa B Khusus 4. Ditjen perhubungan udarsa;
- Telah diterbitk P Pe intah Nomeor PP 70 Tahun 2019 tentang Pe P 1 dan Eval i terhadap 6. Ditjen perkeretaapian;
Pengh Perlinch dan han Hak Ly Dizahilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomeor PP 42 Tahun 2020 7. Ditjen Intergrasi dan multimoda;
tentang Aksesibilitas Terhadap Cermulkiman, Pelay Publik dan linch dari be: bagi penyandang dizabilitas;
Berdazarkan poin-poin diatas, perhu dilakukan revid atas PH 96 Tohun 2017 dengan y aturan i sepert ULV
Bf20L6, PP 70/2019 dan PP 4272020 menyesuaikan dengan tugss pokok dan fungzi dari Kementerian Perhubungan dalam
menyediakan transportasi yang inkhic dan ramah kelompok rentan.
4  |Peraturan terkait 1 Telmis Pelal Pedoman p Survei K Mazyarakat masih mengacu pada PANESRE Nomor L4 tahun 201 7 tentang Pedoman Pusat Pengelolaan L. Ditjen perhubungan darat; 20252026
Survei Kepuasan Masyarakat {SKNM] El Peny nan Survei Kep Masyarakat Unit Renyel Pelay Pubkk. Tr: i Berkel 2. Ditjen p laut;
pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan 3. Ditjen perhubungan udara;
Kementerian Perhubungan Dalam rangks mengukur tingkat kinerja layanan public dan dalam rangks mevujudkan Reformasi Birokrasi area pelayanan puhblik & 4. Ditjen perkeretaapian;
Kementerian Perhubungan, perh di kan Survei K uuyudm |SKM| secara elektronik yang real time, cepat, tepat dan 5. Ditjen Intergrasi dan multimeda;
mudah untuk kur kualitas pelay ind K Maczy dan iant ifindeks Persepsi Anti 6. EPSD'M Perhubungan;
Korups |IPK| secara berkala pada unit pekyaan publk di K. 7. Badan Kehijakan transportasi;
B Calraser Birm Hulm dan nacati
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Arah Keranglka Regulasi dan fatan Kebutuhan

Na Regiulasi Urgensi Pem Eval i Regulasi EL Kajian dan Unit Penanggungjawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian
s by lcan Tim Pelal P Pe yang ada saat ini adalah Kep B Nomor KP PHE 34 Tahun 2024 yang akan berakhir pada tahun |Pusat Pengelblaan L. Ditjen perhubungan darat; 2026-2029
dan Pel Invent i Gas R th Kaca |2026 sehinggs diperhikan p=mbsharuan Kep ¢ terkait dan perlu dilakukan revisi Transportas Berkelanjutan 2. Ditjen perhubungan laut;
dan Alesi DMitigasi Perubahan Jklim di 3. Ditjen perhubungan udara;
Kementerian Perhubungan setiap 3 Tahun 4. Ditjen perkeretaapian;
Selcali. S. Ditjen Intergrasi dan multimeda;
6. EPSDM Perhubungan;
7. Badan Kehjaknn transportasi;
B 1Bira Huknm dan nusat!
6 Kajian Kelembag: atau Or, i dan Peraturan Remerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang I gad Kezel Tr: i dan P Nomor 102 KNKT Eiro SDMO, K PAN-RE, K 2025
Pendanaan KNKT Tahun 2022 tentang KNKT perlu i atau p. i [review isazi) di b Komite Keuangan, Kemensetney, Kemenkumham
Kezel tan Tx: i jadi Badan Nasional Kezel tan Tr: i de: tujuan agar indep idan i KNKT
dapat terjaga dan menjaci km'buga yang adaptif, agle dengan perkgmhe\ngan teknologi yang ada untuk memnghukm kinerjs KNKT
dalam melskukan tugas dan bagai embaga i P i dalam p Jazihasil
mvestigasi kecelakaan transportasi maka perlu dilalukan:
L. Id=ntifikasi kondizi kelembagaan atau crganisasi dan Pendanaan KNKT.
2. Penyusunan Struktur Kelembagaan atau Organizasi, Sumber Daya Manusia dan Pendanaan KNKT yang baru |Kerangka
Kelembagasn dan Kerangka Pendansan| Tahun 2025-2023.
7 |Kajian Revisi PP 63 Tahun 3013 i evahiasi peny iks perubahan Re R h Nomer 62 '[‘ahun 20 lS k.u!m hmyakpexaturan KNKT Eiro SDMO, K PAN-EE, K 2025
1 yang sudah berubah dan Ind. harus y ¥ dengan p K K K ¥ ham
B |Draft Akademik Penat. Kel agaan | l. Analicic psrmasalahan Kelembagasn atau Organicasi KNKT KNKT Eiro SDMO, Ke PAN-RE, K 2026
atan Organisasi dan Pendanaan KNKT [ An,a]xx: Eeban Kerja KNKT dalam Investigasi Kecelak Keuangan, Kemenszetneg, Kemenkumham
3. Anals P terkait Penat Kelmbagaan KNKT.
4. Usmlan dan Damuak Panat: Kekmha«snn atan Oraanizasi dan 3 KNKT.
9 Draft Naskah Akademik RPP Nomor 63 Tahun Peny nan iks revisi intah Nomor 62 Tahun 2013 sesuai dengan hasil icasi i peny KNKET Eiro BDMO, K ian PAN-RE, K¢ 2026
3013 ik bahan Pe Pe h Nomor 62 Tahun 2013 K K K kum ham
10 Koardinasi antar K/L terkait RPP Nomor 63 Proges Pengajuan Usulan Nasksh Akademik Kelembagaan atau O idan Revizi Pe: Pemerintah Nomor 62 KNKT Biro SDMO, Ke PAN-RE, K 2027
Tabhun 3013 Tshun 2013 sbh: Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham
L. P lan Naskah Akademik daxi K hub ke MenPAN-RE, yang juti dengan Rapat Pembah,
2. Pengajuan izin prakarza dan draft R. Revidi Pe h Nomer 62 Tshun 2013 ke Kemensetney yang ditindak
lanjuti Rapat Pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian.
3. H isazidan P E. P P h vany ham be
Ll [Kajian Revizi Perprez 102 Tahun 2022 L. Analizic Pe: Revisi Preziden Nomeor 102 Tahun 2022, KNET Eiro SEDMO, K ian PAN-RE, K 2028
2. Analizic Pe Pe 3 3 terkait Rancangan Revizi Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 untuk menjadi Keuangsn, Kemensetneg, Kemenkumham
Badan N 1Kesel tan Tx: i
L2 |Revis Perpres 103 Tahun 3033 dengan Peraturan Presiden 62 tahun 2013 sudah di revisi maka otomatizs Peraturan Presiden 102 tahun 2022 juga !uru: di revizi KNKT Eiro SDMO, Ke PAN-RE, K 2026
k.a:ena. dazar perprez |02 adalah perpr!: 62 sehingga diperlukan Penyusunan biatrik P Prezid Eadan Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham
ho! 1Kezel tan Tr:
13 |Kgjian Revisi PAl 54 Tahun 3033 L. Analizic Pe: Peny: Revizi Menteri Nomor 54 Tahun 2023. KNET Eiro BEDMO, K ian PAN-RE, K 2029
2. Analizic Pe: P 3 3 terkait Rancangan Revizi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023. Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham
L4 |Revisi PA 54 Tahun 3023 Dengan Peraturan Presiden 102 sudah di revic maka octomatiz PB 54 Tahun 2023 juga harus di revici karena dasar PM 54 tahun KNKT Eiro SDMO, K ian PAN-RE, K 2029
2023 adalsh perpres 102 sehingga diperlukan: K K K ¥ ham
L. Penyusunan Matriks Rancangan Peraturan Menteri tentang < i dan Tata Kerja Sekretariat Eadan Nasional
Kg:e].amamn Transportasi
2. P Naskah Akademik dari K. thub ke MenPAN ‘RE, yung ditindaklanjut dengm Rapn Pembahasan.
3. Pengajuan izin prakarsa dan draft R izazi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Naxi 1Kezel t: P iyang ].anjunkapn Pembahaszan dengan Panitia Antar Kementerian.
4. H idan P pan R ¢ < idan Tata Kerja Sekretariat Badan
Nasicnal Kesel tan Tr:
LS an ungan tentang - Menind juti Pazal 50 Preziden Nomor LT3 Eiro SDMO L. Kementerian PAN dan FE 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tahun 2024 ng K i 2. Kementerian Hukum
Perhubungan - Telah di ¢ ungan Nomer PB 4 Tahun 2025 tentang Organizasi dan Tata Kerja Kementerian 3. Bekretariat Negara
Perhubungan 4. Unit Kexja e:e).on Idan ezelon I di lingkungan kantor
Pusat K Perhuln
3:1 an DMenteri ungan tentang Kelas |- Tindak lanjut Nomor PM 4 Tahun 2025 tentanyg Crganisasi dan Tata Kerja Kementerian |Biro SDMO L. Kementerian PAN dan FB 2025
Jabatan di linglungan Kementerian krhubungan yang berdampak puﬂa perubshan dan,f atau pembahm nomenklatur Jabatan baru 2. Kementerian Hukum
Perhubungan - kelas j bagi baru d i dazar p=mbayaran kinerja 3. Sekretariat Negara
4. Unit Kerja ezelon I dan eselon I di lingkungan kantor
Pusat K Perhuln
L7 an angan tentang Dalam rangka mendukung Penilaian FE dan Sistem bMerit Kementerian Perhubungan Eiro SDMO L. Kementerian PAN dan FE 2025
Manajemen Talenta di linglungan Kementerian 2. BKN
Perhubungan 3. Beluruh Unit Kerja di lingkungan kantor Pusat

K.
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I K i Per: tentang Peta |- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 622 P i Rerhu Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organizasi dan Tata Kerja |Biro SDMO L. Unit Kerja eselon I di lingkungan kantor Pusat 2025
Juhntm dan Uraian Tugas jabatan {Kantor Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan
Pusat] - Peta Jabatan digunakan :ehagau :ahh satu data duh:uxg lan 1 jabatan guna p pan kelas j 2. Bro Hukum
- Peta Jabatan di untuk p butuhan pex: idan pembinaan pola karier pagawai
19 |Kepuh i Per tentang Road |- Menindaklanjuti krmenpm 9 Tahun 2024 g lussi RE I Biro SDMO L. Kementerian PAN dan RB 2025
h‘[ap RE Kementerian Perhubungan Tahun 3035 - KM j akan bagai dasar peny aksi RE 1 dan FE Tematik di linglungan Kementerian 2. Unit Kerja eselon I dan eselon I di lingkungan kantor
3039 Rerhu sexta hahan avahassi hasi Tim internal sebagai nenilaian mandic Pusat K Rarhuln
20 |Peraturan Menteri Perhubungan ng M enind: i Per LAN Nomer 1O Tahun 201 B dan Per LAN Nomer L5 Tahun 2020 Eiro SDMO L. LAN 2026
bangan P i Delalwi Jalur - Dalam rangks mendukung Penilaian RE dan Sistem Merit Kementerian Perhubungan 2. Kemenkumham
pfkhhm di lingloung an Kementerian - Eebagaiacuan/pedoman pengembangan kompstensi bentuk dan jahair pelatihan 3. Unit Kexrja ezelon I dan ezelon I di lingkungan kantor
Perhubungan Pusat K ian Parhutn
21  Perah Presiden tentang K t - P tugas dan fungsi transportasi sungai danau dan penyeherangan, sebagai revisi atas Perprez | 73 Tahun 2024 tentang Eiro SDMO dan Eiro Hukum | l. Kementerian PAN dan RE 2026
Perhubungan Kementerian Perhubungan 2. iat N K
3. Bekretariat Negara
4. Unit Kerja eselon I dan eselon I di lingkungan kantor
Puszat Kementerian Perhubungan dan UPT terkait
22 |Peraturan Menteri Perhubungan tentang T\nqu. hn]ut pemmpm PM 4 Tahun 2025 tentang Crganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Eiro SDMO L. Kementerian PAN dan FE 2026
Organisasi dan Tata Kerja {Unit Pelal - i tugas dan fungsi UPT EPSDM 2. Kementerian Hukum
Telmis] 3. Sekretariat Negara
4. Unit Kerja eselon I di ingkungan kantor Pusat
Kemanter. Aan TIPT tarkait
23 K ty iP ten: Peta - Menindaklanjuti kmenpon L9 Tshun 201 B tentang Prozes Bx:m: In:tun:x Biro SDMO L. Kementerian PAN dan FB 2026
Prases, Subproses dan Peta Relasi di lingl - KM j akan i dasar peny risiko di Engk K > 2. Unit Kerja ezelon I dan eselon I di lngkungan kantor
Kementerian dokumen SOP, dan bahan evalussi kelembagasn Puszat Kementerian Perhubungan
Perhubungan
24 Keputusan Nenteri Perhuby tents - Menind juti k Pasal2 Menteri PAN dan RE nomor 36 Tahun 2017 ny Standar Komp i Jabatan ASN |Eiro SDMO L. Unit Kerja eselon I di lingkungan kantor Pusat 2026
p i Jabatan {Pelal ] - B{enind: juti Pe: 45 Tahun 2022 Jo. KepbenpanRE | | Tahun 2024 Kementerian Perhubungan
- BKJ digunakan diat b. idasar peny RPKP dan pola karier pegawai 2. Biro Hukum
25 K it i tent: - Menind: juti Pe: 35 Tehun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Prozes Bisnic Intansi dan Permenpan 19 Tahun 2016 Eiro SDMO L. Kementerian PAN dan FE 2027
Pedaman Peny\u\uun Prases Bisnis dan tentang Prozes Bisniz Instansi 2. Unit Kerja ezelon I dan eselon I di lingkungan kantor
Standar Op 1 Prosedur di lingl - Benteri PM 50 Tahun 2017 Pedoman Ly Prozes Binis dan SOP di Pusat Kementerian Rerhubungan
X beri wog lingkunvan Kementerian Perhubungan
26 |Kepuh Denteri P tent: Peta |- Menindaklanjuti ) i tentang O i dan Tata Kerja [UPT) Eiro SDMO 1.8 iz Direk I 1/ Sel Badan 2027
Jabatan dan Uraian Tugas jabatan {UPT Darat, |- Peta jab digunakan sebagaiszalah satu data duk P lan dok ewhiasi jab sguna p pan kelas jabatan 2. Biro Hukum
EPSDNP] - Peta jabatan disntaranys digunskan untuk p. Peg: i dan psmbinaan pola karier pegawai 3. UPT
27 |Perat DMenteri ungan tentang “Tindak lanjut terbitnya regulasibar Biro SDMO L. Kementerian PAN dan FB 2027
Organisasi dan Tata Kerja {Unit Pelaksana -Penyesusian eselonisasi tugss dan fungszi UPT Hubla 2. Kementerian Hulum
Telmis] 3. Sekretariat Negara
4. Unit Kerja ezelon I dan eselon I di lingkungan kantor
Puszat Kementerian Perhubungan dan UPT terkait
2B | Perat Dlent. angan tentang Dalam rangks mendukung Penilaian FE dan Sistem berit Kementerian Perhubungan Eiro SDMO L. Kementerian PAN dan FE 2027
Pengh. di ling K i 2. BEN
Perhubungan s Seluxuh Unit Kerja di lingkungan kantor Pusat
29 |Kepuht Nenteri P gan tentang - Menindaklanjuti Pasal2 Menteri PAN dan RE nomor 36 Tahun 2017 Standar Komp i Jabatan ASN |Eiro SDMO L. Utheqae:e]on!Id:lmgkungankanmP\xat 2026
|Standar Kompetensi Jabatan {Manajerial] - BMenind: juti ganisasiyang pada perubahan/ ‘bah klatur j Kementerian Perhubungan
- 8KJ digunakan diat b. idazar peny 3ok RPKP dan pola karier pegawai 2. Biro Hukum
30 |Keput Nenteri P gan tentang Peta |- Blenindaklanjuti Pe 27 tentang Org: dmhu!{eqaﬂ?’n Eiro SDMO L. B iz Drirek fenderal/ Sek EBadan 2028
Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan {UPT Laut] - Peta Jabatan dxg\:ngkan :ehugeu salah satu data dnkung lan i jabatan guna p pan kelas jab. 2. Biro Hukum
- Pata Jabatan d: untuk pex idan pembinaan pola karier pagawai 3. UPT
3L ung. ng “Tindak lanjut terbitnya regulasi baru Eiro SDMO L. Kementerian PAN dan FE 2026
Organisasi dan Tata Kerja {Unit Pelaksana -Penyesusian eselonisasi tugas dan fungszi UPT Udara 2. Kementerian Hulum
Telmis] 3. Sekretariat Negara
4. Unit Kexrja eselon I dan ezelon I di lingkungan kantor
Pusat Kementerian Perhubungan dan UPT terkait
32 K B i Perhuln Peta - Menindaklanjuti Pe B i g O dan’[b.w!{e:ja IUPT Eiro SDMO L. & iz Direk fenderal/ Sek Eadan 2029
Juba\tqn dan Uraisn Tugas Jabatan |[UPT Udara| - Peta Jabatan dxg\nuk.an sehugeu zalah satu data dnkung lan i jabatan guna p kelaz jab. 2. Biro Hukum
- Peta Jabatan d: untuk 1 pegawaidan pembinaan pola karier pegewvu 3. UPT
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Arah Kerangka Regulasi dan jatau Kebutuhan

Na Regulasi Urgensi Pem Berd, L i Regulasi Eksisting, Kajian dan Unit Penanggungjawab Unit Terkait /Institus Target Penyelesaian
33 K B i Rerhuln tentang L. Memberikan Kepastian hukum dalam prozes penjatuban sanksidan Ganti Rugi bagi CPNS/ PPPK yang melakukan psogunduran |Eiro SDMO Kementerian PAN-FE, dan Eadan Kepegawaian Negara 2029
Petun]uk Teknis Pemhemn Sansl dan Gmn Fugi |diri atas psrmintasn sendiri setelah terhitnya NIP/NIPPFK 2. Menjadi Pedoman untuk PPK dan/atau
Eagi CPNS/ PFPK dilingk Pengelola Kepegawaian dalam menjatubkan sanks dan ganti rugi bagi CPNES/ PPFK
34 |Kep B i Perhuln tentang L. Memberikan ped: & # bagi seluruh p lola kepes: dalam jalankan tugas & fungsi pengadaan CASN & Eiro SDMO Kementerian PAN-FE, Eadan Kepegawaian Negara, dan 2029
Ped. P 3 P idiLi i K 2. Memberikan legalitas bagi seluruh Kementerian Keuangan
Kementerian Perhubungan 1ol isn untuk tugas & fungd nya dalam setiap kaisn prozes 3. CASN dili
Kementerian Perhubungsn 3. Mengurangi/ meminimalicir risiko kesalahan yang timbul dari psngelola kepegawaian
dalam tuwas & funed pada cetian kaian nroces CASN
35 K B i Perhuln tentang Kem Biro K idan Informasi Publik dalam Jok ik infr: i melalui foto dan video EKIP EKIP dan zeluruh unit kerja & 2026
Dok iK i culup terbatas dan tidak dapat meny k ilaysh kerja K i Dengm memnﬂuukan unit kerja Kementerian Perhubungan
Perhubungan Ezelon | dan seluruh Unit Pe].akum Ttk.m: [UPT) & i K dok dapat
Hilak Xk Untuk } ok i agar dapn sesuai P i, maka harus ada standar dan
tata cara p 1ol dok i tut. Diharapk an 3 but, hasil dok dapatl
dtgnnakan sebagaimateri publikasiuntuk penyampaisn mfomul kgpsda publik.
Akan distur 3 alat doku i yang harus SOPp ian dok i, dan rincian tugasz dari
1ola dok idi K i
36 |Revid PM 46 Tahun 200 B tentang Pedoman Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi lnfomasl Perki| No l Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian |EKIP EKIP dan seluruh unit kerja & 2026
Pengelolaan Informasidan Dokumentas di Perhubungan juga dituntut untuk m idan h Perki dimaksud. Didalamnya, ada beberapa. hal yang ‘belum Kementerian Perhubungan
Lingk K. i diatur dalam P 46 Tohun 201 B, diant ya adalah seb : » Klagifikasi informasi;s 8 3
&hkxanakm dengan cara bagi- pak/au mformas antar badan publik s Akses informasi bagi penyandang dwalnhws dans Adanya Tim
dalam i PRI,
37 |Revid K B Nomor Dengan dnexhnkannya\ Peraturan Komisi Informasi Perki] No l Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian |EKIP EKIP dan seluruh unit kerja & 2026
KM LL7 Tabhun 2022 3 Jard Op Perhuln Juga untuk b idan h Perld dimaksud. Kementerian Perhubungan
Pr 3 Pejabat Inf: idan
Dok idi Li K i [i dalamnya, ada beberapa SOP PPID yang harus kembali
+ Standar Peogumuman
» Standar Rermintaan Informasi Publik
. Su\ndar Pengajuasn Kebaratan
. pan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
* Etandar Pandokumentasian Informasi Publik
» Standar Mak.luma.t Pelayanan; dm
s Btundar Ba ¥
3B Keputusan Menteri Perhubungan tentang Amanat dari P 36 Tahun 2019 ny P K i Puhlik <t Li K hub. Juga sejumlah EKIP Seluruh unit kerja & 2026
Pengelolaan Media Sozial terkait p media sozial saat ini yaitu semua unit kera membuat media sozial yang berpotensi menimbulkan Kementerian Perhubungan
kebingungan informasi dan tidak efisien dan efektif dalam pengellaanya.
Sebagai ASN perlu menjaga etika dalam b Jis. sosial dan nama baik i idan intah perlu di
cut of 3 Jaturan b. i individu ASN K. b dan kel dalam k media sozial agar menjaga nama
Tha ik ¥, 5,
39 |Revisi PM 36 Tahun 2019 Tentang Pengelolasn Perubahan Otaker yang baru berdampak pada struktur, fungzi, dan kewenangsan unit-unit kexja, termasuk unit yang menangani EKIF Seluruh unit kexja i 2026
Komunikasi Puhlik komunikasi publik. Halini berkaitan dengan regulasi seperti FM{ 36 Tahun 2019 harus direvid agar selaras dengan struktur Kementerian Perhubungan
organicasi terbaru.
Revigidiperhikan untuk mendukung tata kelola komunikasi publik yang adaptf ter!udap truuﬁ:mas: digital dan manajemen kinerja
ASN berhu::s hagzil. Sehxngga revic akan memperjelas peran p. lola ikas publik, ingk Penyampaisn
| ZeTta hoaks dan disinf i
40 Kep b Kehijak Amanat Peraturan Preziden Nomor |73 Tahun 2024 K ungsn sesusi Pasal 40 yang menyatakan : Menteri |Pusat Data dan Teknol Jenderal, Direk Jenderal 2025-2026
Transformasi Digital Sektor Transportasi dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fi mya. sistem i kinerja intah j riziko Informasi Drarat, Direktorat Jenderal Perhubtungan Laut, Direktorat
p=mb X 1, dan i digital X 1; Jenderal ungan Udara, Direk
pisn, Di fendaral T i T =
Nul45 yutu &mhm dan pengelolasn sumber daya .’ perlengk . ipan, dok i, d dan Multimoda, I )’ fenderal, Eadan Kehl)ahn
P kan oleh Ke ian dengan pkan sistem intahan berbass ik dalam rangks T‘:anspm'wﬂ, Bedan Pengembangsn Sumber Daya
ung £ icigital Banusia Perhubungan.
4l Kep B4 ny Kebdj Satu Data  |Amanat kxemu'an Rvnden Nomor 95 Tahun 20 LE dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tehun 2019 dengan substansimansaj=men Pusat Data dan Teknologi Pusat Data dan Teknologi Informasi 20252026
Transpertas data, data, ntegrasi data, i i Big Dats dan Walidats, serta delam rengka peninghatan tata kelola, |Informasi

dan knalitas data nektm'

, serta !
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Arah Kerangka Regulasi dan fatan Kebutuhan

No Regulasi Urgensi Pembentulkan Berd lkan Evaluasi Regulasi Elsisting, Kajian dan Peneliti Unit Penanggungjawab Unit Terkait /Institus Target Penyelesaian
42 |Kep B i P jpan Lay A t Re: Preziden Nomor B2 Tabun 2023 P £ 'Digiul“ ional dan Keterpad Layanan Pusat Data dan Teknol = iat Jenderal, Di Jenderal 2026-2027
Digital Sektor Transportas D@m Numnal pada Pazal 2 diktum L yan.g menyatakan : Da.hm rangk.: pad k pt. Jdigital icnal Informasi Drarat, Di fenderal Perhuln Laut, Direk
P 31 i digital melalui p Aplik SPBEP— dengan k. Jenderal ung: Udua, )’ Jenderal
idan i biki hi diperhikan adanya kghgaka\n Penerapan layansn digital sektor transportasi, yang inklusif Direk Jeral L iTr: a
dan kolaboratif, men)odl bagian dari ekozistem nasional di bidang Pemerintahan Digital dan layanan publk berbasis digital. dan Multimada, Inspektorat Jenderal Eadan Kebijakan
Transportasi, Eadan Pengembangan Sumber Daya
Banusgia Perhubungan.
43 |Kep B4 Lay Drigital Amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021 Tentang n Milai Ek i Karbon untuk Pencapaian Target Pusat Data dan T Di Jenderal 20262029
pan Transp: i Ramah iyang Di ) SBecara dan P Jalian Emizi Gaz Rumah Kaca dalam Pemba.ng\m Nazional Pasal LS Ayat |Informas Darat, Dmektout Jenderal R:rhu'bungan Laut, Dmekxout
Linglungan [3] hunr |4| men.eungk.an bahwa Penyu:mn Bageline Emici GRK pada Sub Sektor pemb. ik <, b dan Jend Udara, D
3, okh iyang kan urusan p di bidang engxy' dan sumber daya mineral; Di arazi Tr: =1
dan Multimeda, I )’ fenderal, Badan Kebijakan
dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20 1B Tentang Sistem P intahan Berbasis El Pazaldd Ayat | 1| bahwa Layanan 'h'ansponan Eadan Pengembangan Sumber Daya
publik berbasi i ‘bagai dimaksud dalam Pazal 42 ayat |3| meliputi layanan yang mendulung kegiatan dl ﬂektac Manuszia Perhubungan.
Jidik j ) dan usaha, tempat tinggal, komunikas dan informasi, B hidup, k h
sosial, energi, perbankan, psrhubungan, sumber daya alam, pariwizata, dan sektor strategis lainnya, dalam rangka pembentukan
kebijakan Layanan Digital Pe: pan Transp i Ramah Lingk
44 |Penguatan dan Reviu Keputuzan benteri g | A t Pe: Preziden Nomor 95 Tahun 20 LB dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 & substansi peny Pusat Data dan Teknologi Puzat Data dan Teknologi Informasi 2026
Kebijakan Ly P idan Integrasi |dan pengin prozes bisniz p dan sistem bung layanan. Informas
L Digital K
A t Kep M Nomeor KM L LB Tshun 2024 tentang Sistem Penghubung Layansn Transportasi |[EPLT-
HUENET]|.
A t I ¥’ Nomor I 12 Tahun 2024 Penyederh Aplikasidan Sistem Informas di
i K
45 |Penguatan dan Reviu Kep b1 ¢ A t R Preziden Nomor 95 Tahun 2016 d b layanan SPEE bertujuan untuk menjamin Pusat Data dan Teknologi Pusat Data dan Teknologi Informasi 2029
Kebijakan Manejemen Layanan SPEE keberl dan inglkath kualitas layanan SPEE kepada pengzuna SPEE. Informas
46 b2 ¢ i ng Tata Cara | Amanat pada P Eappsnas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pelaksanssn KPEU dalam Penyedissn Infrastruktur PPIT Ditjen Hubdat, Ditjen Huhbla, Ditjen Perkeretaspian dan 207
Pelaksanssn Kerja Sama Pemerintah dengan Ditjen ITM /EPTS
Eadan Uszaha dalam Penyedissn Infrastruktur di
Ling} K i ung:
47 |Peraturan M. Sebagai turunan dari P Eappenasz Nomor 6 Tahun 2024 Pend #f dalam P paian Tujuan PPIT Seluruh Unit Kexrja Ezelon I di Lingkungan Kementerian 2027
Pend. i di Li K. j Perhubungan
4B K B i Perhuln g Tim A t pada FM{ Eappe=nasz Nomear 7 tahun 2023 tentang Pelaksanssn KPEU dalam Penyedisan Infrastruktur PPIT Ditj=n Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Perkeretaspisn dan 2027
Pok)u KPEU di Lingkungan Kementemn Ditjen ITH /EPTS
n
49 Peratuxa.n Menteri Perhubungan Tentang L. Kerugian negara yang dilalukan cleh Bendahara harus segera di pulihkan dan dizelezaikan Biro Keuangan Seluruh unit kerja Exelon | d&i lingkungan Kementerian 2025-2026
1 isn K Negara terhadap 2. M Menteri ungsn Nomor PH 173 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugisn Negara ci Perhubungan
Bendahara & li K. Li K i ung;
Par n
50 K B i Perhuln Ta: L. Perkembangan Sistem A i dan Pel perlu diak Hr o petunjuk tekniz p pan di k thub Eiro Keuangan Seluruh unit kerja Ezelon | & linglungan Kementerian 2025-2028
Petun)uk '[!kms Akunmn:x dan Pelaporan 2. Te pat GAP antara kebi dan Jar yang telah di susun oleh K keu, de; kondisi isting di ki thub Perhubungan
3. SAKTI Ly n parubahan jurnal standar yang telah di ak Jir pada Pe hub yang zeb
4. B Menteri ungan Nomor 66 Tahun 2010 tent juk Pelak: Ly Laporan Ke
dan P Kantor/ Satuan Kerja diLi K
5. M. but P ¢ Nomer 21 Tabhun 2016 tentang Sistem dan Pr Jur A Serta Pel
K Berbasiz Akrualdi Lingk K i
6. . but P M i Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kebjakan Ak i Lingk K.
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Nl R"“'! ';’1:“"“‘“ St Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian
Sl IKeputusan Menteri Perhubungan Tentang Tata L. Perlu dilaknkan psny i hadap aturan Pelak Anggaran di Lingk K terkait dengan Eiro Keuangan Seluruh unit kerjs Eselon | di linglngan Kementerian 2025-2028
Cara A i Pehksme\n di . (bahan pada B i K. dan p 3 lain yang berlaku; Perhubungan
Lingk K. 2. Perlu dilalkukan psoyesuasian heﬂudap aturan Revizi }\n@aran dJi Ling} K. i terkait dengan adanya
perubahan pada P dan p. lain yang berlak
3. Perlu dilakukan psny: i ‘hadap aturan Kontrak Tahun Jamak di Lingk K terkait dengan
adanya perubahan pada Pe ¢ iK dan 3 lain yang berlalu;
4. Melakuk Kep i Nomor 219 Tahun 2{20 Tentang Tata Gar& .ﬂdmmxkaa Pelaksanssn
Anggaran di Ling} K i b telah diubah dengan Kep Nomer 194
Tehun 2021
52 P B Tentang Pedoman | l. Perlu adanya psdoman PNEP di lingk K Perhubungan dalam rangks meningkatkan tata kelola PNEP |Biro Kenangan Seluruh unit kerja Ecelon | & linglungan Kementerian 2025-2026
Pengelolasn Penerimasn Negara Bukan Pajak Pads Kementerian krhuhnngan secara profesional P dan al el Perhubungan
2. Nomeor PM 20 tAHUN 2016 Pengelol PNEP &i L3 K Perhubungan
sudah tidak sesuailagi dengan perkemb P 3 3 dibidang PNEP |, sehingga perlu diganti
53 M Eiro Perencanasn L. Kementerian PPN/ Bappenas 2025
Pembangunan Jangks Panjang K. LA Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem P Pemb Nazicnal 2. Kementerian Hulmm
Perhubungan Tshun 2025-2045 2. Amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tenmng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 3. Sekretariat Negara
3. Dok pemb 1 untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan makswﬂ 4. Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Kemenhub
mem oze\h dan jadi acuan he@ pemnntah masyarakat dan dunia usaha yang di sektor
serta upaya merajut keterhubungan i 4 dan kesel tan juga ki antar wilayah, baik internasional,
ional ional pun lokal.
54 M i R Eiro Perencanaan L. Kementerian PPN/ Bappenas 2025
8 K Tabun 2025- | |- Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentany Siztem P Pem 2. Kementerian Hukum
2029 2. Amanat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasicnal Tahun 2025-2045 3. Bekretariat Negara
3. Amanat Peraturan Pmnden Nemer |2 Tahun 2025 tentang R Pemb: 1 h Nazicnal 4. Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Kemenhub
4. Dok untuk pericde 5 Ilmwll tahun, yuhn tahun 2025 sampai dengan tahun 2029,
yang mempak.an penjabaran dari RPJFN, RPJMN, dan RPJP K Tahun 2025-2045
55 |Keputucan Menteri Rerhubungan tentang Sebagai pstunjuk teknis bagi Unit Kexja E“elml Unit ch:la Ezelon I, dan Unit Pelal Telmiz diLi K Eiro Perencanasn Sehiruh Unit Kerja Di Lingk K, hub 2025
Pedoman Penyusunan Rencm Strategiz Bagi Unit |Perhbubungan dalam Ppeny 1 peny pan, dan perubsh masing-masing unit kegjs untuk
Kerja di Li K pericde Tahun 2025-2029, agar jud kesel antar ek R diLing} K i secara
Tahun 2025-2023 terstrultur dan terukur.
56 |Keputusan Menteri Parhubungan tentang Eiro Perencanssn Sehiruh Unit Kerja DiLinglungsn Kemenhub 2025
Ped dan Prozes Pe: diLi
Kementerian Perhubungan Sebagai pad. bagi zeluruh unit kerja dan mitra kerja di hngkungem Kementerian Perhubungan untuk melaksanskan kegiatan
perencanasn dalam rangks penyelnggarasn tugas umum p han dan pemb:
57 P Menteri Kriteria Eiro Perencanaan Seluruh Unit Kerja Ecelon I dan Unit Kerja Eadan Layanan 2025
Eecaran Tarif dan Tata Cara Renetapan Tarif L. Sebagai had, tarif if Badan Layanan Umum |ELU| Kementerian Perhubungan dan pedoman SOP Umum |ELU| Kementerian Perhubungan
|Layanan Badan Layanan Umum di Ling} dalam plan tarif spesifik berdasarkan PMK tarif BLU
Kementerian Perhubungan 2. EebagaiBentuk control dari tekniz dalam j tarif BEadan Layanan Umum yang di tetapkan oleh
Pemimpin ELU
5B |Revici PP L5 Tahun 2016 Tentang Jeniz dan Tarif Eiro Perencanaan Kementerian Keuangan 2025
atas Jeniz Penerimaan Negua Bukan Pajsk yang Sekuruh Unit Kerjs Kementerian Perhubungan
ada K
£ Penyesuaisn Torif dan Layanan sesuai dengan perkembang: gulasi dan tel i terhadap tarif dan L PNEP
59 B i PANRE [abat. B ¢ pada Permen PANRE No | Tahun 2023 bahwa harus dilakukan penyel 1 Jabatan Fu icnal Tr! i. paling Pusbin JET Keli PANEE K Hukum Pusbin JET Dit; 2025
Fungsonal Transportasi lambat S lima| tahun terhitung sejak P | Tahun 2023 dner'bn]mn
‘Melakukan p Jabatan Fu ional Transp i dili K ungan dalam satu p jab
-
60 |Keputusan Menteri PANRE tentang Standar Sesuai Permen PANRE No SB T)hun 2017 menyatakan bs\hwq dahm yelengyarakan m j P sipil negara berbasic Pusbin JET Kebfenterian PANFE Pusbin JFT Ditjen Perhubungan Drara, 202572026
Kompetensi Jabatan |EKJ| Jabatan Fungsional dstem merit, setiap i P h harus Ly K iASN. Disusunnya SKJ untuk memastikan bahwa
Transportasi pewawai memilili komupetensi vany sesuai denwan tuwas dan tanssuny iawab jabatanova.
6l P M iP Pedoman |Pedoman perhm:ngan formasi wag:h ditetapkan :ebagax pedoman dalam Pusbin JFT Kementerian Hukum Pusbin JFT Ditjen Perhubungan Dars 2026
Formaszi Jabatan Fu ional menyu:un, 5 dan P FormasiJabatan Fu 1. Dengan tujuan untuk
Transportasi Imalitas p pegawai, a peny formasiyang rasional dalam rangks mewujudkan
intahan vanw efektif dan eficien.
62 Keputu:an Menten Perhubungan tentang Pe: but di: bagai pad. untuk melak kan k dan pai tujuan icazi. Pe: mi Pushin JFT Kementerian Hukum Puzbin JFT Ditjen Perhubungan Dars| 2026
P 3y dan Pe Tekniz laskan p ian, ruang ingkup, langksh-langkah peny dan si terkait Jabatan F icnal Tr!
[abatan F jcnal T i
63 M Disusun untuk memberikan pedaman serta tata cara Rek Jazi Pe k dan Rek dasi Pemberh Pushin JFT Pushin JFT Ditjen Darat Ditjen ung: 202672027
Rel 1msi P P d an Rek 3 [abatan F 1 T
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Arah Kerangka Regulasi dan fatau Kebutuban

Na Regulesi Urgensi Pem i Regulasi Elsisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait /Institus Target Penyelesaian
64 |Keputusan Menteri Perhubungan tentang - Amanah PermenPANRE | Tahun 2023 tentang Jabatan Pungzional Pa:ed 50 dan Pasal 51 terkait Organicas Profesi Pushin JFT Kementerian Hukum Pusbin JFT Ditjen Perhubungan Dars 2025
Pembentukan Organizasi Profesi Jabatan Sebagu pedoman dalam pembentukan izazi profesi j dibawah psmbinaan Kemenum Perhubungan.
Fungsional Dibawah Pembinaan K i i’ hubungan kerja antara organisasi profed jabatan 1 dengan K
Serta Kerja dengan selaku instand pemhina.
Instansi Pemhina
65 Benteri Pedoman | Amanah PermenPANRE | Tahun 2023 tentang Jabatan Pungzional terkait tugas Instansi Fembina dalam menyelenggarakan uji Pusbin JFT Kementerian Hukum Pusbin JFT Ditjen Perhubungan Dars 202572026
Tekniz Ui K i Jabat p i
Fungsicnal Bidang Transpertasi - Sebagai panduan dalam p ! njik i Jabatan F 1Eidang Transp
66 |Keputusan Menteri Perhubungan tentang Ammh PermenPANRE | Tahun 2023 tentang Jabatan F terkait ‘bangan P Pushin JET Kementerian Hukum Pusbin JET Ditjen Perhubungan Darz) 202672027
ngembangsn K i Non Klasikal Jabat - Bebagai pandusn bagi pejsbat f 1bidang portasi dalam melak kegi bangan kemp inen
Ial icnal Bidans Tr: i Klagikal
67 |Revid ungan Nomor 74 Nomor PB{ 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaza Bielalui Ly Eiro Lay n dan |LEPPEirc Hukum Seluruh Unit Ecelon I 2025
Tahun 2019 Pelaks sudah tidak sesuaidengan perkembangan hukum. Dengan Momer |2 Tahun 2021 tentang Perubahan |Pengelolasn Earang bl
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia atas Peraturan Presiden Nomor |6 Tahun 201 B tentang Pe 2| E. I P h dan P Lembaga Kebijakan Negara
3 { Jaza P intsh Nomor 12 Tahun RCQl ﬁentang Pedoman Pehlxmm 3 E. { Jaza P intah
Mehlm Penyedu\ sehmgga perlu disntur kembali Jjaza p. h lalui peny barang/jasa pemerintah di
6B P intah Nemer | Rerubahan Tugas dan Fungsi Mahkamah Pelayaran dalam UU Nomer 66 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga UU Nomer |7 Tahun |Ditjen Perhubungan Laut - | KemenPANRE, Eiro Hukum, Eiro SDMO, Ditjen Hubla 2025
PP 9 Tshun 2019 hentang Pemeriksaan Kecelakaan|200B tentang Pelayaran BMahkamah Pelayaran
Kanal
69 |Perubah hadap p2 ¢ Ly hadap perubshan dalam RPP P il Kecelal Kapal Ditjen Perhubungan Laut - Biro Hukum, Ditjen Huhla 2025 -2026
Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang B{ahkamah Pelayaran
Tata Cara Pemeriksasn Kecelakasn Kapal
|sebagaimana diubah dengan P 30 Tahun 2022
tentang Rerubahan atas PB{ 6 Tohun 2020 Tentang
Tata Cara Pemeriksasn Kecelakaan Kapal
70 [P p P Benteri Ly perubshan dalam RPP P ik Kapal B{ahkamah Pelayaran MMenpan FE, Eiro SDMO 2025 -2026
Perhubungan Nomor PB{ 3 Tshun 2021 Tentang
Organizasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran
7l |Revid ungan tentang a. Pazal 40 ayat |4| Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang K bahwa arzip K { Lembaga| Eiro Umum ANRI, BEiro Umum 2025
Jadwal Retensi Arzip Kementerian Perhubungan |membuat tata nackah dinas, klacfikasi ardp, jadwal retensi arsip serta sistem klasifikasi keamansn dan akses arsip;
IPB 79 Tahun 2010 dan PM 92 Tahun 2014 b. JRA sebagai p=d untuk tkan dan meny kan arsip yang berisi informas mengenai jangks waktu penyimpanan,
jeniz arzip, dan rek dasi untuk po pan arsip yang skan dimusnshkan, dinilai kembali aatu dipermanenkan.
o JRAK. {Lembaga |3 i pusat| hamus mendapatkan persetujuan dari Kepala Ax’sxp Nasional Republik Indenesia |ANRI].
JRA Fazilitatif yang berlaku saat ini disusun tahun 2010 dan belum pada P b dari ANRI serta
belum digabung dalam L |zatu| peraturan.
72 |Revid K 7 ungan tentang Eiro Umum ANRI, Eiro Umum 2026
Kode Klasifikasi Arzip K. a. Pazal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2B tahun 2012 Pelak Und. -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan mengsmanatkan bahwa tsta nsskah dinas, kla.sxﬂusx arsip serta sistem klasifikasi keamansn dan akses arsip ditetapkan
cleh arsip berd kan pad yang i pk cleh Kepala ANRI.
b. Kode klasifikasi arsip sebagai simbol/tanda pengenal dari struktur urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja yang berfungsi
sebagaidasar penomoran naskah dinas, pemeliharaan arsip altif dan arsip mnk.hf serta psoyusutan ardp dan dizunskan untuk
membantu dalam menyusun identitas dan tata letak arcip di ingk K
<. Dinamika Organizasi sehingya terjadi penghapusan dan penambahan unit kerja di Lingkungan Kemenwm Perhubungan
75 |Keputusan Menteri Rerhubungsn tentang Sistemm | - Sistem Klasifikad Keamanan dan Akses Arzip Dinamis |SKEAD| untuk arsip Eire Umum ANRI, Eire Umum 2026
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Tingkat 2 X dan k negora, publik, dan percrangan;
|Kementerian Perhubungan b. BKKAD juga. untuk memhutas:hak akses terhadap ficik dan informasi arsip;
<. BKKAD untuk melindungi hak dan } fib. arzip dan arsip, jamin k dan perlindungan arsip,
h p arzip oleh pihak yang tidak berhak.
T4 Kegutusan Menteri krhubungan tentauxg Tata Belum memuat kzhuakan tentang alih media arsip, pengelolaan arsip terjaga dan arsip kemaritiman. Eiro Umum ANEI, Eirc Umum 2026
diLi
75 |Revid Kep KB 41 Dengan berlak likasi umum ¥ 1 di = dik K perlu adanya perbaikan Eiro Umum ANRI, Biro Umum 2025
Tahun 202 | tentang Tata Nasksh Dinas terkait dengan:

2. Format penomoran nassksh dinas secara otomatic di aplikai;

b. Klausul penandatangan nasksh dinas secara ekktronik |TTE|.
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76 |Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Biro Umum ANRI, Bu'o Umum 2026
Singkatan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian |Belum adanya regulasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang Kode Singkatan Unit Kerja di Lingkungan
Perhubungan Kementerian Perhubungan, hal ini diperlukan untuk mengenali/mengetahui asal dari mana naskah dinas tersebut tercipta
77 |Revisi Peraturan Menteri Perhubungan terkait a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan 2026
Pakaian Dinas di Lingkungan K ian K ian Pert Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat
Perhubungan b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Petugas Operasional yang |Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal
Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat; Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi
c. Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. ‘Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan
Dengan disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan penyesuaian terkait dengan Pakaian Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber
Dinas ASN (PNS dan PPPK). Perlu dilakukan peny ian untuk dir kebutuhan peraturan pakaian dinas di lingkungan Daya Manusia Perhubungan.
Kementerian Perhubungan.
78 |Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar |Standarisasi sarana dan prasarana kantor diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, aman, nyaman, dan Biro Umum Biro Umum, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, 2027

Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

produktif. Standarisasi ini memastikan bahwa semua aspek fasilitas kantor, mulai dari tata letak ruangan hingga peralatan yang
digunakan, memenubhi kriteria yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan kerja pegawai.

1. Meningkatkan Efisiensi Kerja:

a.Tata Letak yang Optimal: Standarisasi membantu dalam penataan ruang kantor yang efisien, memastikan alur kerja yang lancar
dan aksesibilitas yang mudah ke semua area kerja.

b. Perlengkapan yang Sesuai: Dengan standar yang jelas, unit kerja dapat memilih peralatan kantor yang tepat dan sesuai dengan
kebutuhan masing-masing, menghindari pemborosan dan memastikan ketersediaan alat yang dibutuhkan.

c. Penggunaan Ruang yang Maksimal: Standar bantu dalam penggunaan ruang kantor secara efektif, memastikan bahwa
setiap area dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan.

2. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan:

a. Lingkungan Kerja yang Aman: kup aspek kesel an kerja, seperti penempatan peralatan yang aman,
penerangan yang memadai, dan sistem evakuasi yang jelas, untuk mencegah kecelakaan dan cedera.

b. Kesehatan Karyawan Standar ergonomis memastikan kenyamanan saat bekerja, mengurangi risiko cedera akibat postur tubuh
yang salah, dan i 1k d k negatif p peralatan kantor terhadap kesehatan.

c. Kualitas Udara dan Kebersihan: Standar kebersihan dan ventilasi yang baik memastikan kualitas udara yang sehat di
lingkungan kerja, menciptakan ruang yang nyaman dan kondusif untuk bekerja.

3. Meningkatkan Produktivitas:

a. Kenyamanan Kerja: Dengan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, pegawai dapat lebih fokus pada tugas mereka,
meningkatkan konsentrasi dan produktivitas secara keseluruhan.

b. Motivasi dan Kepuasan Kerja: Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, yang pada!
akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja.

c. Efektivitas Penggunaan Waktu: Standarisasi membantu dalam mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari peralatan atau
mencari informasi, karena semua hal sudah tersedia dan terorganisir dengan baik.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat
|Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan
Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan
Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Manusia
Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP, IRO HUKUM,

"

F. RUNI PRAYITNO

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ANTONI ARIF PRIADI
NIP. 19730808 199903 1 003
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ANAK LAMPIRAN 10

KEPUTUSAN SEEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUEUNGAN

NOMOR KP-SKJ 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-202%

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025-2020
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

|Dalam Miliay Rupish|

LOKASI TARGET RUFIAH MURNI APBN TOTAL

APBN

m(:;{m ”’f’r"’l KO 2025 2026 2027 2028 2020 2025 2026 2027 2028 2020 20252020 2025 2026 2027 2028 2020 203220
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA} 58028 844,85 61080 532 54 570,50 323016 SR028 B44.85 510,80 532 54 570,50 3.239,165
Sehretariat Jenderal 1 | | | | | | 68028] 844,85] 510,80 532.64]| 570,50| 3.230,16] 680,28| 844, 85| 610 89| 532.64] 570,50] 3.239,16

ISF Menmylu\tnva Kuoalitaa Tata Kelola Keb mkan Regmlaai dan Hokom 14 87 19 1226 10.74 7516 1487 27,190 5 10 11 10.74 75.15

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUT] 5 UPT MANDIRI

Keg. Legialaai dan Litignai 7 § > 27,19 5 > 5 ] S, 14 87 27.19 12 25 10.11 10,74

B e a5 0 s s e el [ e e B e B s B R
Perhobung

IK |Peraentase Peraturan Menteri ya.ng
IRC|Layanan Bantoan Hokum 100 100 1,00 1,00 100 1,18 2,34 164 1,34 1,56 806 1,18 2,34 164 1,34 1,56 8,06
Perkara Eiro Hulum DKI Jakarta
Jakerta | Pusat
|KRC|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 504 7.02 222 270 233 19.31 504 7.02 222 2,70 233 19.31
|RC|NSPK Bidang Inveatigaai 100 100 1,00 1,00 100 0,52 0,96 0,31 023 023 225 0,52 0,96 0,31 023 023 2,25
NEPK Komite Nesionsal Di Jakarta
Keselamatan Jakarta | Pusat
Trarsvortesi
|RC|NSPK Bi Kelem! dan Tata Lakaana 100 0,00 0,00 0,00 0,00 135 0,00 0,00 0,00 0,00 135 135 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35
NEFPK Pusat Pembinaan DKI Jakarta
Jabatan Fungsional | Jakarta | Pusat
Trarcporteci
|RC|NSPK Bidang Teknologi Informaai 100 100 1,00 1,00 100 3.17 6,05 191 247 2,10 15,70 3.17 6,05 191 247 2,10 15,70
NEFPK Pusat Data dan DKI Jakarta
Telawlogi Informasi | Jakarta | Pusat
w Peratoran Mentend 794| 16,49 1L 5.56 520 43.90 794| 16,49 7.71 5.56 520 43,90
[RC|Peraturan Menteri Bidang 100 100 1,00 1,00 100 0,88 0,80 0.74 051 059 3.71 0,88 0,80 0.74 051 059 3.71
10 |Peraturan MenterifKeputusan Persturan Biro Huloum DKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Menteri/Doloamen Huloam Jakarta Pussat
Leinrva/Lanorarn
|RC|Peraturan Menteri Bidang 100 100 1,00 1,00 100 156 1,80 097 0.834 092 529 166 1,80 097 0,834 092 5,20
Persturan Eiro Hulum DEI Jakarta
Jakerta | Pusat
I0 | Persturan MentarifKeputusan Peraturan Eiro Hulum DKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Menteri/Doloumen Huloam Lainnya Jakerta | Pusat
|RC| Peraturan Menteri Bidang 100 100 1,00 1,00 100 2,76 9.01 3,57 207 231 19.73 2,76 9.01 3.57 207 231 19,73
Persturan EBiro Huloum DEI Jakarta
Jakarta | FPusat
Mahkamsh Pelayaran | DEI | Jakarta | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 o,00 027 o014 0,14 0,14 0,68) o000 027 014 0,14 0,14 0,69
Jakarta | Pussat
10 | Persturan MenterifKeputuesn Peraturan Eiro Hulkum DKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Menteri/Dolaamen Huloam Lainnya Jakearta Pussat
|RC|Peraturan Menteri Bidang 100 100 1,00 1.00 100 0,88 1,66 0,73 050 058 4,56 0,88 1,66 0,73 050 068 4,56
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LOKASI RUFIAH MURNI APBN
PROGRAM ; KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR f OUTPUT Satoan - R
PR(S)}.'IN ngl\o 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025202t 2025 2026 2027 2028 2029
Persturan Menteri/Keputusan
Menteri/Dolaunen Hulaun Lainnya Jakarta | Pusst
|RC|Peraturan Menteri Bidang 100 100 1,00 1,00 100 088 1,49 095 0,83 091 508 0,88 1,49 096 0,83 091 5,08
Persturan Eiro Huloam DKI Jakarta
Jakearta | Pusat
10 |Persturan Menter/Keputusan Persturan Biro Huloam DEKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Menteri/Dolounen Huloam Lainnya Jakarta | Pusat
|RC|Peraturan Menteri Bidang 100 100 1,00 1.00 100 0,88 1.64 0,73 050 058 4.54 0.88 1.54 0.73 050 058 4.54
10 | Persturan Menteri/Keputusan Persturan Eiro Hulkum DEI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Menterif/Dokumen Huloam Lainnya Jakerta | Pusat
[KRC| Perjanjian 0,70 1,35 069 0,50 054 3,80 0,70 1,35 0569 0,50 064 3,80
|RC|Keaepakatan Beraama 100 100 1,00 1,00 100 0,70 1,35 0,59 0,50 054 3,80 0,70 1,35 059 0,50 054 3,80
Paxjanjisn Biro Huloam DI Jakarta

. Pelayanan Pemerikasaan Kecelakaan Moda Tranaportaai 3 £ 10,86 3 58, £ 10,86
IKK Efektivitaa Monitoring Tindak Lanjut % 70,00 | 75,00 | BO,00 | 82,00 | 85,00 1261 19,12 10886 7.14 8,72 5844| 1261( 19,12 10,85 7,14 8,72 58,44
Rek: daai K Haail Inveatigaai
KNKT
KRC| Pengawsaan dan Pengendalian Layanan 1261| 19.12| 1086 7.14 872 5844| 1261| 19.12| 1086 7.14 3.72 58,44
RC|Accident Review Formm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 020 133 0418 010/ 010 191 o020 133] o018 010] o010 1,01
Layanan Komite Nesional DEKI Jakarta
Keselamatan Jakarta | Pusst
Transportasi
[ﬁ_c_lgea ignai Kecelakaan Tranaportaai 200 200 2,00 2,00 200 11,10 1227 959 600 763 46,77 11,10 1227 959 600 7563 46,77
Laysnan Komite Nesional DEI Jakarta
Keselamatan Jakerta | Pusat
Trarcportesi
|RC|Monitoring dan Evalusai Haail Inveatigaai 200 | 200 2,00 2,00 2,00 1,30 5.53| 099 095 009 975 130 5.53| 099] 095 099 29.75
Laysnan Komite Necional jalies Jakarta

39,05
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LOKASI RUFIAH MURNI APBN
PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR j OUT] < gy
! / 5 / PR(‘;);IIN I\.AI;.A}I\O 2028 2026 2027 2028 2020 2025-202L 2025 2026 2027 2028
RC|Efektivitaa Kinerja Perwakilan 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,77 4,86 1,15 195 5,35 15,08 1,77 4,86 1,15 195 5,35 15,08
10 | Dolamen Dokumen Pusat Fasilitasi DKl | Jakarta | 4,00 4,00 | 400 | 4,00 4,00
Kemitraan dan Jakarta | Pusat
Kelembagaan
1 el
|RC|Keriaaama Inveatigaai Keaelamatan Tranaportaai 200 200 2,00 2,00 200 0,71 2,05 0,50 0.36 044 406 0,71 2,05 0,50 0.36 044 4,06
Kesepakatan Komite Nesional DKI Jakarta
Keselamatan Jakerta | Pusat
Trarevortesi
|RC| Sidang Internasional 3.00 3.00 3,00 3,00 3.00 1829| 19.73| 17,39 1153 937 76,31 1820| 19.73| 1739 1153 937 76,31
I0 | Jumlah Kesepskstan Kesepakatan Pusat Fasilitasi DEI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Kemitraan dan Jakarta [ Pusat
Kelembagaan
Intemasinal
Sesuai | Sesuai 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 17,87 1834 17,17 11385 ©,24 75,07 17 07| 1834| 17,17| 11,35 9,24 75,07
lokasi loksesi
kegistan | kegiatan
elplaan Komumnikaai dan Informaai Pabh
i Poblik (Efektivitaa
munikaai Poblik Kementerian
007 0,07 007 007 007 033 007 0,07 007 007 007 0,33
Forom Komunikaai Sektor Tranaportaai 100 100 1,00 1,00 100 007 0,07 007 007 007 0,33 007 0,07 007 007 007 0,33
Forum Mahkamah Pelayaren DEI Jakarta
Jakerta | Pusat
Komunikaai Pablik 1964| 20.85| 1537 1311| 1412 83.10| 1964| 20.8¢| 1537 13.11| 1412 83.10
RC| Komumnikaai Poblik Ekatermnal 200 200 2,00 2,00 200 041 0,25 024 005 007 102 041 0,25 024 005 007 1,02
K Mahl h Pelay DEI Jakarta
Jakerta | Pusat
10 | Nilai survey kepuasan pengguna Kegiatan BEiro Umum DKI | JAKARTA| 7,00 700 7,00 7.00 7,00
fasilites perl i ling} JAKART | PUSAT
Kantor Pusat Kementerian A
Parhubunean
|RC|Komunikaai Skematik 100 100 1,00 1,00 100 1253| 1347 953 7.53 8.38 5144 1253| 1347 9,53 7.53 338 51,44
I0 | Dokumen K BEiro Komumikasi Dan | DK Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Informesi Publik Jakerta | Pusat
|RC|Komunikaai Tematik 200 200 2,00 2,00 200 669 7,14 5,60 5,54 5867 30,64 6,69 7,14 560 5,54 5867 30,64
10 | Doloumen [ Biro Komumikasi Dan| DK Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Informesi Publik Jakarta | Pusat
(KRC| Lay anan Program Dokungan IV Internal 24.14| 12,83 13,30 045 0,57 5128| 2414| 1283 13.30 045 0,57 51,28
|RC|Layanan Hobungan Maayarakat dan Informaai 100 100 1,00 1,00 100 0,56 2,11 0,58 045 0,57 427 0,56 2,11 0,58 045 0,57 4,27
Laysnan Komite Nesional DI Jakarta
Keselamatan Jakerta | Pusat
Trarcwportesi
|RC|Layanan Protokoler 100 1.00 1.00 0,00 000 23.58| 10,72| 1272 0.00 0.00 4701| 2358| 10,72| 1272 000 000 47,01
10 | Nilai survey kepuasan pengguna Laysnan Eiro Umum DKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
fasilites perl di lingl JAKART | PUSAT
Kantor Pusat Kementerian A
Perhubunean
|KRC| Soaialiaaai dan Diaeminaai 286 2,06 120 1,19 120 851 286 2,06 120 119 120 8.51
|RC| Soaialisaai Kebijakan Tranaportaai 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 286 2,06 120 1,19 120 8,51 2,86 2,06 120 1,19 120 8,51
Orang Eiro Hulaam DEI Jakarta
Jakerta | Pussat
Mahkamah Pelayaren | DEID Jakarta | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
Jakerta | Pusat
Pusat Data dan DEI Jakarts | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,60 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,60
Telmoloei Informasi | Jakerta | Pusst




PROGRAM ; KEGIATAN / SASARAN j INDIKATOR / OUTPUT

|
(L] =

Preaentaas Ln]ranml l.nfmmm [Penenme

IKK|Pereentase Permintaan Informaai dari Media

Satoan

UPT MANDIRI

LOKASI

FPROVIN KAB./KO
SI TA

-192 -

2025

2026

TARGET

2027

2028

2029

2025

2025

RUFIAH MURNI

2027

2028

2020 2025-202¢ 2025

2025

APBN

2027

2028

2029

TOTAL
APBN
2025-

2029

ot W O W W W

aan Organianai dan SDM

Indeka Refmmm Birokmai Kementenm Pe:

10

Indeka Kelemb

| Layanan Onumnm dan ‘l‘ato. Keloh Internal
Leyanan

gaan Kementerian Peﬂmb m

207.77

B P
]I(Rq Data dan Informaai Publik
RC|Data dan Informaai Sektor Tranaportaai
Laysnan Biro Huloam DKI Jakarta
Jakerta | Pussat
Komite Nasional DEKI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,84 0,86 0,54 0,44 048 3,17 0,24 0,26 0,54 0,44 0,48 3,17
Keselamatan Jaksrta | Pussat
Trarvevortesi
Mahkamah Pelayaran | DEI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3$,00 3,00 1,06 3,61 0,86 0,62 0,50 7,22 1,06 3,61 0,86 0,62 0,50 7,22
Jakarta Pusst
Pusat Data dan DEKI Jakarta 3,00 3,00 3,00 $,00 3,00 0,06 0,06 0,08 0,04 0,08 0,26 0,06 0,06 0,08 0,04 0,08 0,26
Telmoloei Informasi | Jakarta Pusst
10 | Daloamen Laysman | Biro Komumikasi Dan | DK Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Informssi Publik Jakerta | Pussat

Laysnan

7.00 7.00 7.00 7.00 700 025 0.31 026 029 025 026 029
Eiro Sumber Daya DEI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Manusia dan Jakarta | Pussat
Oreanisasi

Oreanisasi

a Prog g 8 EMEn lnten'm! 21.12| 26,56 14 08| 10,39 1137 8351] 21.12| 26,56 14 08| 10,39 1137 83,51
|Layanan Organiaaai dm Tam Keloh Intermnal 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 21,12| 26,56| 1408 10,39| 1137 8351, 2112 26,56| 1408| 1039| 1137 23,51
Layeanan Biro Huloam DEI Jakarta
Jakarta Pussat
Komite Nesional DKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 2,13 2,82 2,18 192 2,11 11,28 2,13 2,82 2,12 182 2,11 11,2¢
Kesslamatan Jakarta Pussat
Trareportasi
Mshkamsh Pelayaren| DKl | Jakerts | 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1,88 651 1,02 0,60 0,78 10,28 1,82 6,31 1,02 0,60 0,78 10,28
Jakarta Pusst
Pusat Data dan DKI | Jakarta | 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,64 0,828 1,10 0,81 1,10 4,64| 0,64 0,88 1,10 0,81 1,10 4,64
Telawlogi Informasi | Jakarta | Pusst
Pusat Pembigyasn DKI Jakarta 7.00 7.00 7,00 7,00 7,00 1,26 501 1,67 1,88 1,85 11,02 1,26 501 1,67 1,53 1,55 11,02
Infrastruktur Jakearta Pussat
Travsvortesi
10 | amlah Laporan Laporan Layanan Eiro Lgyanan DKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Pengelolasn Layansn Umum dan Pengadaan dan Jakerta | Pusat
Pengelolasn BN
I0 | hanlah Laysnan Laysnan Pusat Fasilitasi DKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Kemitraan dan Jakarta Pussat
Kelembagaan
10 | Kualitas Layanan Rumah Tangsa Layanan Eiro Perencanasn DKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Biro Jakearta Pusst
I0 |Layanan Laysnan | Biro Komumikasi Dan| DK Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Informesi Publik Jakarta | Pussat
Biro Sumber Daya DKI | Jakarta | 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,62 1,02 0,58/ 0,50 0,60 3,40 0,62 1,02 0,58 059 0,60 3,40
Marusia dan Jakarta | Pusat
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LOKASI RUFIAH MURNI APBN

UPT MANDIRL  ppoyIN Ka&B.JKO
SI TA

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN j INDIKATOR [ OUTFUT

2028 202 2025 2026 2027 2028 2020 2025202t 202¢ 2026 2027 2028 2020

I0 |Nilai survey kepuasan pengguna Laysman
fasilites perl di li JAKART | PUSAT
Kantor Pusat Kementerian A
Pa
IKK lndeka Kmhm hm naan Jabatan Nilai 90,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 93,00 348| 10,49 4561 405 4,16 26,79 348| 10,49 4561 405 4,16 26,??
KRC|Layanan Program Dukungan Manajemen Internal 348| 1049 4561 405 4.16 26.79 348| 1049 461 405 416 26,79
RC|Layanan Organiaaai dan Tata Kelola Intemal 7.00 7.00 7,00 7.00 7.00 348| 1049 4561 405 4,16 26,79 348| 1049 4561 405 4,16 25,79
I0 |Lgyanan Laysnan Pusat Pembinaan DI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Jabatan Fungsional | Jakarta | Pussat
Trareportesi
IKK|Indeka Siatem Merit Kementerian Perhn Nilai 205,00 | 206,30 | 206,50 | 206,80 | 207,00 | 2162| 20,43| 1620 14.17| 1467 9608 2152 2043| 1620 1417 14867 95,08
[(KRCILAYANAN MANAJEMEN SDM INTERNAL 1224 17 01 245 742 791 5302| 1224) 1701 845 742 791 53.02
|RC[Layanan Manajemen SDM 5.00 5.00 5,00 5,00 5,00 11.52| 13,55 8.35 7.32 7.81 48,55 11.52| 13,55 8.35 7.32 7.81 48,55
Laysman |Mabkamah Pelayarsn | DKl Jakarta
Jaksrta | Pussat
10 | Orang Layansn | Biro Sumber Daya | DKI | Jskarta | 500 500 5,00 5,00 5,00
Marusia dan Jakerta | Pusat
il
|RC|Layanan Pendidikan dan Pelatihan 100 100 1,00 1,00 100 0,72 3.46 0.10 0.10 0.10 447 0,72 3,46 0,10 0,10 0,10 4.47
Laysnan Komite Nesional DI Jakarta
Keselamatan Jakerta | Pusat
Trarveportesi
KRC|Lay anan Program Dukmngan Manajemen Intermnal 938| 1242 7.75 8.75 6.76 4307 9.38| 1242 7.75 6.75 6.76 43.07
|RC|Layanan Organiaaai dan Tata Kelola Intemal 7.00 7.00 7,00 7,00 7.00 938 1242 7,75 6,75 6,76 4307 038| 1242 7,75 6,75 6,76 43,07
Laysman Biro Huloam DEI Jakarta
Jaksrta | Pussat
Mabhkamah Pelayarsn | DEI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,46 0,35 0,47 0,22 0,42 2,58 0,46 0,35 0,47 0,28 0,42 2,58
Jakerta | Pusat
Pusat Dsata dan DEI Jakarta 7,00 7.00 7,00 7,00 7,00 0,28 0,28 0,12 0,17 0,12 1,08 0,22 028 0,18 0,17 0,18 1,08
Telxwlogi Informasi | Jakerta | Pusat
Pussat Pembisgyasn DK Jakarta 7,00 700 7,00 7,00 7,00 0,44 0,34 0,25 0,25 0,25 1,82 0,44 0,34 0,25 0,28 0,28 1,52
Infrastraktur Jaksrta | Pusat
Transnortssi
Pusat Pengelolaan DKI Jakarta 7,00 700 7,00 7,00 7,00 0,76 0,23 0,78 0,72 0,72 3,94 0,76 0,23 0,78 0,78 0,78 3,54
Trarcportesi Jaksrta | Pusat
Berkelaniutan
10 | umlah Laporan Laporan Laysnan Biro Layanan DKL Jakarta 7,00 700 7,00 7,00 7,00
Pengelolasn Layansn Umum dan Pengadaan dan Jakarts Pusat
Pumah Tsnees Satker P 1o, BN
10 | anlah Layanan Laysnan Pusat Fasilitasi DEI Jakarta 700 7.00 7,00 7.00 7,00
Kemitraan dan Jakarta | Pusat
Kelembagaan
Intemasinal
10 | Kuaslitas Layeanan Rumah Tangsa Layanan Biro Perencanaan DEKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Eiro Jaksrta | Pussat
10 |Layanan Laysnan | Biro Komumikasi Dan| DKL Jakarta 7,00 7,00 7,00 7.00 7,00
Informssi Publik Jaksrta | Pusat
Eiro Sumber Daya DKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1,52 1,27 1,10 0,87 0,26 5,72 1,52 1,27 1,10 0,287 0,86 572
Marusia dan Jakearta | Pusat
Oreanisasi
10 N)Jax sarvey kepuasan pengguna Laysnan Eiro Umum DEI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

48225 584,15 45499 42413 45227 2407,70 48225 584,15 45499 42413 45227 2.407,70

1,56 2 E 1,00 128 156 094
128) 155 125 o094] 100] 504[ 128 155 128 094 1001
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LOKASI APBN
PROGRANM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR f OUTPUT Satoan - o
) k ¢ & PR(;;J]N M?XRO 2020 2025202t 2025 2026 2027 2028
|Layanan Manajemen Kenangan
I0 |Nilai survey kepuasan pengguna Dokumen Eiro Umum DKI JAKARTA | 7,00 7.00 7,00 7,00 7,00
fasilites per 4i lingkung JAKART | PUSAT
Kantor Pusat Kementerian A
Pexrhubunzan
RC|Layanan Pemantavan d an Evaloaai 800 800 8.00 8.00 800 108 1,34 104 0,94 1.00 540 108 1.34 104 094 100 5,40
Dolkumen Eiro Perencanaan DEI Jakarta
Jakerta | Pusat
Komite Nasional DKI | Jakarta | 82,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,41 058 0,37 0,33 0,35 2,00 041 0,55 0,37 0,33 0,35 2,00
Keselamatan Jaksrta | Pusat
Trarcportesi
Mahkamah Pelayaran| DKI | Jakarta | 8,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,12 0,21 0,13 0,13 0,13 0,72 0,12 0,21 0,13 0,13 0,15 0,72
Jakarte Pusst
Pusat Data dan DEI | Jakarta | 8,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,07 0,07 o007 0,04 0,07 0,30] 0,07 0,07 o007 0,04 0,07 0,30
Telmoloei Informasi | Jakerta | Pussat
Pusat Pengelkilasn DKI | Jakarta | 8,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,25 0,12 0,25 0,25 0,25 1,13] 0,25 0,12 0,25 0,25 0,25 1,13
Trareporteci Jaksrta | Pusst
Berkslaniutan
10 | Dakumen Dokumen | Biro Komumikasi Dan| DK Jakarta | 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Informesi Publik Jakerta Pusst
IKK|Indeka Pengawasan Kearai Kementerian Nilai 90,15 | 90,16 | 90,17 | 90,18 | 90,19 286 2,89 251 0,18 0,19 8,72 2,885 2,89 2561 0,18 0,19 8,72
ImaLu r agnan. IV j Kinexja Internal 2,386 2,80 261 018 0,19 8,72 2,86 2,89 261 018 0,19 8,72
El_mzman Penyelenggaraan Kearaipan 100 100 1.00 1.00 100 236 2,80 251 018 0,19 8.72 2386 2,80 2951 018 0,19 8,72
Dolamen Biro Perencanaan DEI Jakarta
Jaksrta | Pusat
Komite Nesional DKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,18 0,20 0,14 0,12 0,13 0,74 0,15 0,20 0,14 0,12 0,13 0,74
Kesslamatan Jakerta Pusst
Trarcvortesi
10 | Nilai hesil awdit peng an Dok Eiro Umum DKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
kearsipan eksternal oleh ANRI JAKART | Pussat
A
IKK Indeka Pengelolaan Aaet Kementerian Perhn Indeka 3,19 320 3,25 3,28 3,30 892| 13,10 8490 717 7,84 45,52 892| 13,10 840 717 7,84 45,52
[KRC|Lay anan jemen Kinerjia Internal 6.34 8.62 457 428 4.52 2843 5.34 8,62 457 428 4.52 2843
RC|Layanan Manajemen Kenangan 4.00 4.00 4.00 4.00 400 277 3.91 225 207 241 1342 277 3,91 225 207 241 13.42
Dolamen BEiro Hulum DEKI Jakarta
Jakarta Pusst
Komite Nasional DI | Jakarta | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,42 078 o038 0,22 0,28 2,10 042 o7a] o038 0,22 0,28 2,10
Keselamatan Jakerta | Pusat
Trareporteci
Pusat Pembisyasn DKI | Jakarta | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,25 0,51 0,27 0,28 0,27 1,85 0,28 0,51 0,27 0,23 0,27 1,53
Infrastrultur Jakarta | Pusat
Trarsvortasi
Pusat Pengelilasn DKI Jakarta | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,04 1,14 0,72 0,72 0,67 4,28 1,04 1,14 0,72 0,72 0,67 4,29
Trareporteci Jaksrta | Pusst
Eerkelaniutan
10 | Daloumen Dokumen | Pusat Pembinaan DKI | Jakarta | 4,00 400 | 400 | 4,00 4,00
Jabatan Fungsional | Jakarta | Pusat
Trareporteci
RC|Layanan Pemantavan dan Evaloaai 8.00 8.00 8,00 8,00 200 2,11 2,85 1,79 1,57 1.72 1005 211 2,85 1.79 1,57 1,72 10,05
Dolamen Biro Perencanaan DEKI Jakarta
Jaksrta | Pusat
Mahkamah Pelayarean | DKL Jakarta 2,00 2,00 2,00 2,00 a0 1,13 1,583 1,08 0,82 0,87 5,52 1,13 153 1,08 0,82 0,87 558
Jakerta | Pusat
Pusat Pengelilaan DKI | Jakarts | 8,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,63 0,61 0,37 030 0,37 2,28] 0,68 0,61 0,57 0,30 0,37 2,28
Trareportasi Jaksrta | Pussat
Eer hatan
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Biro Sumber Daya 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Marnsia dan Jakerta | Pussat
Oreanisasi
[RC|Layanan Perencanaan dan Penganggaran 400 400 4,00 4,00 400 0,56 0,90 0,36 0,36 0,11 229 0,56 0,90 0,36 0,36 0,11 220
10 | Doloumen Dolumen Pusat Pembinaan DK Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Jabatan Fungsional | Jakarta Pussat
Trarcportesi
|RC|Layanan Reformaai Kinexja 100 100 1,00 1,00 100 090 0,95 026 028 028 268 090 0,95 026 028 028 2,68
I0 | Dokumen Dokumen Pusat Pembinaan DEKI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Jabatan Fungsional | Jakarta Pussat
Trarcportesi
|KRC|Layanan Program Dukungan Manajemen Internal 258 4,48 3,81 289 3.31 17.09 258 4,48 3.81 2,80 3,81 17.09
|RC|Layanan BVIN 200 200 2,00 2,00 200 258 4,48 3,81 289 3,31 17,09 258 4,48 3,81 289 3,31 17,09
Laysnan Komite Necional DKI Jakarta
Keselamatan Jakerta | Pusst
Transvortesi
Mahkamah Pelayarsn | DEI Jakarta 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,11 0,13 0,10 0,10 0,10 0,55 0,11 0,13 0,10 0,10 0,10 0,55
Jakerta | Pusst
10 | Jwmlah Laporan Pengelolaan dan Laysnan Biro Lygyanan DEI Jakarta 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Penatausahaan Barang Milik Pengadaan dan Jakarta Pussat
Nesara Pemselolasn EMN
IKK|Indeka Pengelolaan Kenangan Kementerian Nilai 9163 | 9188 | 92,13 | 9238 | 92563 1591| 2099| 1198 83,57 958 67,15, 1591| 2099| 1198 8,57 968 67,15
IKK|Nilai Kinerja Pelakaanaan Anggaran Nilai 93,33 | 93,38 | 93,43 | 9348 | 93,53
K. terian Pex
IKK| Pereentase PNBP BLU Kementerian % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
IKK|Pereentase Temuoan TGR ataa LHP BPK % 85,10 | 85,20 | 85,30 | 8540 | 85,50
Kementerian Perhobmmezan yang
IKK|Nilai Opini BPK Kementerian Perhn AT Nilai 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
KRC|Layanan Manaiemen Kinerja Internal 1591| 2099 1198 857 9568 67.15] 1591| 2099 1198 857 968 67,15
RC|Layanan Manajemen Kenangan 400 400 4,00 4,00 400 6,10 6,92 4,76 261 293 23,32 6,10 6,92 4,76 2561 293 23,52
D Eiro K DEI Jakarta
Jakerta | Pusst
Pusat Data dan DKI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,12 457 2,82 2,07 2,38 14,47 3,12 4,57 2,32 2,07 2,58 1447
Teknoloei Informasi | Jakerta | Pussat
10 | Doloamen Dok Biro Komumikasi Dan | DK Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Informesi Publik Jakerta | Pussat
10 | Nilai survey kepuasan pengsuna Dolkumen Eiro Umum DKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
fasilites perkantoran di lingkungan JAKART | PUBAT
Kantor Pusat Kementerian A
Perhubunsan
RC|Layanan Pemantavan dan Evaloaai 200 8,00 8,00 8,00 200 981 14,08 722 597 6,75 43,83 981 14,08 722 597 6,75 43,83
D Eiro K DKI Jakarta
Jakerta | Pusst
Biro Perencanaan DKI Jakarta a0 800 a,00 2,00 aoo0 45| 13,64 6,82 5,70 6,46 42,18 o458 13,64 6,82 5,70 6,46 42,18
Jakerta | Pusst
Mahkamah Pelayarsn | DEI Jakarta 2,00 2,00 8,00 a,00 2,00 0,20 0,27 0,12 0,16 0,17 0,92 0,20 0,27 0,12 0,16 0,17 0,59
Jakerta Pussat
IKK|Indcka Perencanaan Kementerian Perho Nilai 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 23,50| B31,73| 2067 1800| 1018| 11325 2359| 31,73 2067 1800 1018| 113,26
IKK|Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Nilai 90,55 | 90,60 | 90,65 | 90,70 | 90,75
K jan Per
IKRC| L ay anan jemen Kinerja Internal 23 59| 31.73| 2067 1809 1918 11326] 2359]| 31.73| 2057 109 1918 113.26
RC|Layanan Perencanaan dan Penganggaran 4,00 4,00 4.00 4,00 400 23,50| 31,73| 2067 1800| 10.18| 11326 23,50 31,73| 2067 1800| 10.18| 11326
D Eiro DEKI Jakarta
Jakerta | Pusst
Biro Keuangan DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,52 0,35 0,28 0,28 1,41 0,00 0,52 0,35 0,28 0,28 141
Jakerta Pusat
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Komite Nasional DEI | Jaksrta | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,75 407 2,01 2,11 2,16 15,11 2,75 407 2,01 2,11 2,16 13,11
Keselamatan Jakarta | Pusat
Trarevortesi
Mahkamah Pelayaran| DKl | Jakarta | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,37 045 0,33 o020 0,33 1,76 0,37 045 033 o020 0,33 1,76
Jakarta | Pusat
Pusat Data dan DKI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,36 0,36 0,36 0,26 0,36 1,62 0,36 0,36 0,36 0,26 0,36 1,62
Tekmoloei Informasi | Jakerta | Pusat
Pusat Pembigyasn DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,41 0,2¢ 0,41 0,28 0,34 1,75 0,41 0,2¢ 0,41 0,28 0,34 1,75
Infrastruktur Jakearta Pusat
Trarsvortasi
Pusat Pengelolaan DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,46 1,60 0,83 0,72 0,88 5,47 146 1,60 0,83 0,72 0,85 547
Trarsportesi Jakearta Pussat
Eerkelaniutan
10 | Doloumen Dok Biro Komumikasi Dan | DK Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Informesi Publik Jakarta Pusat
Biro SBumbser Daya DKI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,40 0,12 0,18 0,08 0,02 0,83 0,40 0,18 0,12 0,08 0,02 0,83
Marnsia dan Jakarta | Pusat
Oreanisasi
Pusat Fasilitasi DEI | Jakarta | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,33 042 0,22 0,12 0,21 1,571 0,33 0,42 0,22 0,18 0,21 1,37
Kemitraan dan Jakarta | Pusat
Kelembagaan
Intermnasinal
10 | Doloumen Perencanasn dan D Eiro P DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Kebijakan Jansgka Menengah Jakerta | Pusat
10 | Jwenlah D. F. D Biro Leyanan DKI | Jakarta | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
dan Penganggaran Pengadaan dan Jakarta | Pussat
Fenzzlol ENMI
IKK| Indeka Tata Kelola Pengadaan Barang dan Nilai 8100 | 8200 | 83,00 | 3400 | 8500 12.85| 13.78| 1302 621 711 5299| 1285| 13.78| 1302 621 711 52,99 |
[KRC|Laysnan Program Dukmngan Manajemen Internal 1285| 13.78] 1302 521 7.11 5299 1285| 13.78| 1302 621 711 52,99
RC|Layanan Umom 400 400 4,00 4,00 400 12 85| 13,78 13,02 521 711 5299, 1285 13,78 13,02 521 711 52,99
10 | Juenlah Laporan Pengadaan Lay=nan Eiro Lgyanan DEI Jakarta 4,00 400 4,00 4,00 4,00
Barang dan Jasa Pengadaan dan Jakearta Pussat
Penselolasn BMIN
10 |Layanan Layanan Pusat Pembinaan DEI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Jabatan Fungsional | Jakarta Pussat
Trarcportesi
10 | Nilai survey kepuasan pengguna Laysnan Biro Umum DKI | JAKARTA| 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
fasilites perkantoran di lingkungan JAKART | PUSBAT
Kantor Pusat Kementerian A
Pax
IKK| Nilai SAKIP Kementerian Perho an Nilai 2000 | 80,05 | 80,10 | 80,15 | 2020 726 8,90 557 4.88 499 31.70 725 8,90 567 4.88 499 31,70
IKRC| Layanan Manaiemen Kinexia Intermal 726 8,90 567 488 499 31,70 728 8,90 5867 488 499 31,70
RC|Layanan Pemantanan dan Evaloaai 200 800 8,00 8,00 800 725 8,90 5867 488 499 31,70 726 2,00 5867 4,88 499 31,70
Dok Biro P DKI Jakarta
Jakearta Pusat
Komite Nesional DEI Jakarta a,.00 200 8,00 a,00 a0 1,2 1,74 1,17 1,04 1,11 6,36 1,28 1,74 1,17 1,04 1,11 636
Kesslamatan Jakarta | Pusat
Trarsportesi
Mahkamah Pelayarsn | DEID Jakarta a,00 200 8,00 2,00 a0 0,74 0,86 0, 7% 0,62 0,7¢ 3,21 0,74 0,86 0,78 0,62 0,7¢ 321
Jakarta Pusat
Pusat Data dan DK Jakarta a,00 200 8,00 a,00 a0 0,65 0,65 0,46 0,42 0,46 2,64 0,65 0,65 0,46 0,42 0,46 2,64
Telmolosi Informasi | Jakerta | Pusat
Pusat Pembisyssn DEI | Jakarta | 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,46 1,05 1,085 1,02 1,08 5,63 1,46 1,05 1,05 1,02 1,08 5,63
Infrastruktur Jakarta | Pusat
Trarcvortasi
Pusat Pengelolaan DI | Jakarta | 8,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,40 053 o020 o118 0,12 1,82] o040 083 o020 0,12 0,12 1,59
Trarsportesi Jakarta | Pussat
Eer i 2
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10 | Dakumen D Biro Kom iDan| DK Jakarta | 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Informesi Publik Jakarta | Pussat
Pusat Fasilitasi DEI Jakarta 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,54 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,54
Kemitraan dan Jakarta | Pusat
Kelembagaan
10 | K Waktu F D Eiro P DEI Jakarta 8,00 200 8,00 8,00 8,00
Alkuntebilitas Kementerian Jakerta | Pusat
Perbubunean
IKK| Ti: t Penyelenggaraan Perkantoran Yo 80,00 80,00 82,00 8200 8300 | 400.58| 401.10| 401 28| 37807| 402 28| 208242 409 58| 491,19| 401 28| 378 07| 402 28| 2.082 42
IKRC| Lay anan am Duk an jemen Internal 374.71| 307,73| 385,11| 37043| 39533|1.923 32| 374.71| 3907.73| 385,11| 37043| 395,33| 1.923,32
RC|Layanan Perkantoran 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 374,71| 397,73| 385,11] 37043 | 395,33| 192332 374,71| 307,73| 385,11 37043| 395,33 1.923.32
Layenan Eiro Huloam DEKI Jakarta
Jakarta | Pussat
Eiro Keuangan DI | Jakarta | 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,44 1,08 1,18 1,12 1,18 5,87 1,44 1,08 1,18 1,12 1,18 537
Jakerta | Pusst
Komite Nasional DEI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3S,00 2,64 3,18 2,80 241 2,45 13,64 2,64 3,18 2,80 2,41 2,45 13,64
Keselamatan Jakarta | Pussat
Trarevortesi
Mabkamah Pelayaran | DEI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2%,18| 31,56| 223,23 22,13| 128,23 145,34 29,18| 31,56| 28,23 28,13| 28,23 145,34
Jakerta | Pusat
Pusat Data dan jalieg Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,82 1g.00| 18,000 17,78 18,00 ©0,52| 15,22 1%.00( 18,00 17,79 12,00 o059
Telmoloei Informasi | Jakarta | Pusat
Pussat Pembiayaan DKI Jakarta | 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 20,78 sso01| 18,81 14,37 16,08 112,52] 28,73 3301 1881 14,87 16,08] 112,52
Infrastraktur Jakarta | Pussat
Trarsvortesi
Pusat Pengelolaan DEI Jakarta 3,00 300 3,00 3,00 3,00 4,08 444 1,60 1,3¢ 1,42 12,88 4,08 4,44 1,60 1,32 1,45 12,28
Trareportesi Jakerta | Pusat
Berkelanjutan
10 | hanlah Layanan Laysnan Pusat Fasilitasi DEI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Kemitraan dan Jakarta | Pussat
Kelembagaan
Intemasinal
10 |Leyanan Lay Eiro Komumi iDan| DK Jakarta 7,00 7.00 7,00 7,00 7,00
Informesi Publik Jakarta | Pusat
Biro Sumber Daya DEI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,74 1,78 1,83 1,70 8,89 2,25 2,74 1,78 1,85 1,70 &.8%
Marusia dan Jakarta | Pussat
Organisasi
Pusat Pembinaan DEI | Jakarta | 3,00 300 | 300 3,00 3,00 1,75 144 1,34 136 1,36 7.25] 1,78 144 1,34 1,36 1,36 7,25
Jabatan Fungsional | Jakarta | Pusat
Trareportesi
10 |Nilai survey kepuasan pengguna Layanan Eiro Umum DEI JAKARTA | 7,00 700 7.00 7,00 7,00
fasilites perkantoran di linglungan JAKART | PUSAT
Kantor Pusat Kementerian A
Perhubunean
10 | Tersediarya Prasarana Laysanan BEiro Layanan DKI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Perkantoran yang Memadai Pengadaan dan Jaksrta | Pusat
Penegelolaan BMN
10 | Tingkat Layanan Operssionsal Lay Eiro P DKI Jakarta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Perkantoran Jakerta | Pusat
|KRC|Layanan Sarana dan Prasamana Internal 34.87| 93,46 15,17 755 595 15010| 34 87| 9345 1617 765 595 159,10
|RC|Layanan Prasarana Internal 100 100 1,00 0,00 100 981 7,16 0560 0,00 044 1801 981 7,16 0560 000 044 18,01
Unit Biro Keuangan jaliss Jakarta
Jakerta | Pusat
Komite Nesionsal DK Jakarta 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,10 .00 0,00 0,00 0,44 1,85 1,10 0,00 0,00 0,00 0,44 1,55
Kesslamatan Jaksrta | Pusat
T teci
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Pusat Pambigyasn 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,34 o,00 0,00 0,00 0,00 1,34 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
Infrastraktur Jakerta | Pussat
Trarcwvortesi
I0 | Nilai survey kepuasan pengsuna Unit Eiro Umum DKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
fasilites perkantoran di linglangan JAKART | PUSAT
Kantor Pusat Kementerian A
Perbubunean
|RC{Lay S Internal 4,00 400 4,00 4,00 4.00 2506| 86,30 1557 765 6,51| 14100| 2506| 86,30 1557 7565 6,51 141,00
Unit Biro Keuangan DKI Jakarta
Jakerta | Pusst
Komite Nezionsal DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,27 0,87 0,62 0,00 2,42 0,00 0,27 0,287 0,62 0,00 242
Keselamatan Jakarta | Pussat
Trarcwvortesi
Mabkamah Pelayaran | DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 3,26 0,14 0,14 0,14 3,68 0,00 3,26 0,14 0,14 0,14 3,68
Jakerta | Pussat
Pusat Data dan DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,26 2,08 0,70 0,23 0,21 4,08 0,26 2,08 0,70 0,23 0,21 4,08
Telmolosi Informasi | Jakarta | Pusat
Pusat Pembigyasn DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,27 0,83 0,583 0,45 0,45 3,24 0,87 0,83 0,53 0,45 0,45 3,24
Infrastraktur Jakerta | Pussat
Trarcportesi
10 | 1 Paket pekerjaan renovasi Unit Eiro Hulcum DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
ruangan. Tabun 2026 divsulkan Jakerts | Pusat
lagi karena anggaran 2025 terkena
efisierei
10 | aemlah Unit Unit Pusat Fasilitasi DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Kemitraan dan Jakarta | Pussat
Tt i3]
10 | Leyanan Unit Pusat Pembinaan DKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Jabatan Fungsional | Jakarta | Pussat
Trareportesi
10 | Nilai survey kepuasan pengsuna Unit Biro Umum DKl | JAKARTA | 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
fasilites perkantoran di linglangan JAKART | PUSAT
Kantor Pusat Kementerian A
Perhubunean
I0 | Tahun 2026 diusulkan lagi karena Unit Biro Hulum DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
sanggaran 2025 terkena efisiensi Jakerta | Pussat
10 | Tercedianya S Parl Unit Eiro Layanan DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Untuk Menduloung Pelaksanaan Pengadasan dan Jaksrta | Pusat
Tugas dan Fungsi Pengelolasn BMIN
I0 | Tingkat Pemeruhean Sarana Unit Biro Perencanaan DI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Pend Perkantoran Jakerta | Pussat
I0 | Unit Unit Eiro Sumber Daya DEI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Marusia dan Jakerta | Pussat
IKK|Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Nilai 80,87 | 8092 | 8097 | B102 | B107
IKK|Indeka Perencanaan Sekretariat Jenderal Nilai 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
IKK|Nilai Indikator Kinerja Pelakaanaan Anggaran Nilai 9564 | 96,60 | 95,74 | 06,70 | 95,834
(TKPAL iat .Jenderal
IKK|Ind cka Pengawasan Keamipan Sekretariat Jen| Nilai 82090 | 82,10 | 8211 | B212 | 8213
IKK| Tingkat Penyelenggaman Perkantoran % 85,50 | B6,00 | 8550 | B700 | 8750
IKK|F Pengs dan dalian % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
Aset Sekretariat Jenderal g Efektif

145,60
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3.16 3,19 1.82 1.78 1,82 11.77 3,16 3,19 1.82 178 1,832 11,77

400 400 4,00 4,00 4.00 3.16 3.19 1.82 1.78 182 11,77 3.16 3.19 1.82 1.78 1.82 11,77
Pusat Data dan DKI Jakarta
Telmologi Informasi | Jakerta | Pusat
020 0,38 0.38 0.38 0.38 1.72 020 0,38 0.38 0.38 0.38 1,72
100 100 1,00 1,00 100 020 0,38 0,38 0,38 0,38 1,72 020 0.38 0.38 0.38 0.38 1,72
Ketersedisan Aplikasi Penged san Biro Lgyanan DEI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Barang dan Jasa Dalam Pengadaan dan Jaksrta | Pusat
Pengelolasn EMIY
000 0,00 3,10 273 3,10 893 0.00 0,00 3,10 273 3,10 8,93
0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 000/ 0,00 3,10 273 3,10 2083| 000 0,00 3,10 273 3,10 2,93
Pusat Data dan DK Jakarta

Telmoloei Informasi | Jakerta | Pusat

028| 3570 1000| 850 1000| 7148 028| 3370| 1000| 850 1000| 7148
200 | 200 | 200 | 200 | 200 928 33,70| 1000 850 1000| 7148 928| 33,70| 1000 8,50 1000 7148

Pusat Data dan DKI Jakarta
Telmoloei Informasi | Jakerta | Puset

1700| 1570 691 5,72 6,37 51,70 1700| 1570 591 5,72 5,37 51,70
100 100 1,00 1,00 100 1700| 15,70 6591 5,72 6,37 51,70| 1700| 15,70 691 5,72 5,37 51,70

Laysnan Pusat Data dan DEI Jakarta
Telmoloei Informasi | Jakerta | Pussat

Laysnan Pusat Pembinaan DEI | Jakarta | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jabatan Fungsional | Jaksrta Pusat
Trareporteci

IKRC| Siatem Informaai Pemerintahan
RC| ETelo!m Siatem Informaai

10 | Sistem Infromasi

. Pengelolaan Tranaportaai Berkelanjntan

Rekomendss | Pusat Pengelolaan DEI Jakarta
i Kebij T tesi Jakerta Pusat
Eerkelanivtan
IKK|Indeka Pelay Publik K: jan Pethub| Indeka 4,1 4,2 44 45 4,5 1,70 301 149 120/ 133 881 1,70 3,01 149 120/ 133 8,81
[4.75) | (4.76) | 4.77) | (4.78) | [4.79)
KRC| Kebjjakan Bidang Pelayanan Poblik 1,79 3,01 149 120 133 881 1,79 3,01 149 120 133 8,81
RC|Kebijakan Akaeaibilitas Sarana dan 100 100 1,00 1,00 100 065 1,00 041 0,35 042 282 065 1,00 041 0,35 042 2,82
Rekomendss | Pusat Pengelolaan DEI Jakarta
i Kebijsl T tesi Jakarta | Pusat
Eerkelanivtan
|RC|Kebjjakan Peni tan Koalitaa 100 100 1,00 1,00 1.00 1,14 2,02 108 0,85 091 5,99 1,14 2,02 108 0,85 091 5,99
Rekomendss| Pusat Pengelolaan DEKI Jakarta
i Kebijjaksan Txampm'ml Jaksrta | Pussat

. )
(Jota Ton (592) | (6,51) | (7,18) | (7,96} | (8,78)
©o2)
i aya Alam 040| 117| 059] 044| 050 310] 040| 117| 059] 044] 050 3.10
KeakaAhKelohEnm‘d: 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 040 117| 059] 044] 050 310 040 1.17| 059 044] 050 3,10

Rekomendss | Pusat Pengelolaan DEI Jakarta
i Kebijjakean Trareportesi Jaksrta Pusat
EBerkelaniutan




KRO|Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana

-200-

1,11 0,62 0,67 0,50 0,57, 3,46 1,11} 0,62 0,67 0,50 0,587, 3,46
Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 0,62] 0,67 0,50 0,57 3,46 1,11 0,62 0,67 0,50 0,57 3,46
Rekomendas| Pusat Pengelolaan DKI Jakarta
i Kebijakan Transportasi Jakarta | Pusat
Berkelanijutan
KRO|Kebijakan Bidang Lin 0,64 1,44 0,59 0,48 0,55 3,70 0,64 1,44 0,59 0,48 0,55 3,70
Kebijakan Tata Kelola Lingkungan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 1,44 0,59 0,48 0,55 3,70 0,64 1,44 0,59 0,48 0,55 3,70
Rel :das| Pusat Pengelolaan DKI Jakarta
i Kebijakan Transportasi Jakarta | Pusat
Berkelaniutan
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